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ABSTRAK

Judul : Rekonstruksi Putusan Hakim atas Hukum Pidana dalam
Komodifikasi Travel Umrah di Indonesia
Penulis  : Imron Rosyadi

Promotor : 1. Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
2. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.H., M.Ag.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Putusan Hakim, Hukum Pidana, Komodifikasi, Travel Umrah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problem peluang tindak pidana penipuan yang
erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Penipuan ini dapat timbul
karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat atau lunturnya nilai-nilai kehidupan pada
level individu atau korporasi. Latar belakang ini berwujud tiga persoalan yang
mendorong penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana problematika hukum pidana sebagai
basis regulasi dalam komodifikasi travel umrah di Indonesia? (2) Bagaimana konstruksi
hukum perkara komodifikasi travel umrah dalam putusan hakim di Indonesia? (3)
Bagaimana rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam perkara komodifikasi
travel umrah di Indonesia? Sesuai dengan tiga persoalan, penelitian ini menggunakan
pendekatan multidisipliner dengan paradigma positivisme. Paradigma ini didukung oleh
perspektif empat teori utama; (1) teori magasid shari'ah milik Jamaluddin Atiyah
memberi landasan nilai-nilai dan rambu-rambu hukum untuk pemeliharaan aspek-aspek
kehidupan individu dan masyarakat; (2) teori regulasi hukum milik Hans Kelsen terkait
dengan perlindungan konsumen, (3) teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham
terkait dengan keadilan, (4) teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terkait dengan
tiga komponen yang mendukung berjalannya sistem hukum dalam putusan hakim.

Ada tiga poin hasil penelitian ini. Pertama, bisnis travel umrah mendapat posisi
dan peluang besar serta menjadi problematika bagi jamaah umrah di Indonesia, karena
ada dalil al-Qur’an sebagai pembenar dari aspek legalitas, bahwa umrah menjadi salah
satu ibadah umat islam yang dilaksanakan bagi yang mampu melaksanakanya. Jamaah
yang berkemampuan ekonomi pada level menengah keatas, memprioritaskan status sosial,
dan bersifat konsumtif, mereka cenderung memilih paket umrah yang lebih representatif.

Kedua, komodifikasi umrah berubah sebagai perbuatan melawan hukum jika
perselisinan antara pihak travel dan konsumen muncul. Komodifikasi umrah termasuk
dalam ranah hukum pidana, ketika unsur penipuan, penggelapan, atau kejahatan yang
lain ditemukan. Putusan pengadilan mengenai komodifikasi umrah hanya mengarah
pada perbuatan penipuan dan wanprestasi, dan tidak menyentuh korporasi sehingga tidak
menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan komodifikasi umrah yang lain.

Ketiga, jenis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku
tindak pidana komodifikasi travel umrah di Indonesia mempunyai dampak negatif yang
kompleks, atas keterlibatan oleh pemuka agama tidak hanya berakibat pada kerugian
finansial, tetapi juga ia dapat meruntuhkan kewibawaan agama. Kerugian materiil non-
materiil yang bersifat subjektif tidak dapat dihitung. Perlu adanya rekonstruksi putusan
hakim atas hukum pidana dalam komodifikasi travel umrah di Indonesia, yaitu selain
dengan menghukum subjek yang telah melakukan kejahatan komodifikasi umrah, juga
dibarengi dengan penghukuman atas korporasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku
usaha travel umrah yang lain.



ABSTRACT

Title : Reconstruction of Judges' Decisions on Criminal Law in the
Commodification of Umrah Travel in Indonesia
Author  : Imron Rosyadi
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This research is motivated by the problem of opportunities for fraud which is
closely related to trust and assets. This fraud can arise because of the low level of the
economy of society or the loss of the values of life at the individual or corporate level.
This background is in the form of three problems that drive this research, namely: (1)
How is the problem of criminal law as the basis for regulation in the commodification of
umrah travel in Indonesia? (2) How is the legal construction of the case for the
commodification of Umrah travel in judges' decisions in Indonesia? (3) How is the
reconstruction of the judge's decision on criminal law in the case of the commodification
of Umrah travel in Indonesia? In accordance with three problems, this study uses
multidisciplinary approach with the positivism paradigm. This paradigm is supported by
the perspectives of four main theories; (1) Jamaluddin Atiyah’s maqasid shari ah theory
provides a basis for legal values and signs for the maintenance of aspects of individual
and social life; (2) Hans Kelsen’s theory of legal regulation related to consumer
protection; (3) Jeremy Bentham's utilitarianism theory related to justice; (4) Lawrence
M. Friedman's theory of the legal system which is related to the three components that
support the operation of the legal system.

There are three points from this research. Firstly, The problem of criminal law
as the basis of regulation in the commaodification of umrah travel in Indonesia is the
existence of fraudulent cases committed by hajj and umrah travel agency companies
which only stop in the criminal act of fraud as regulated in Articles 378-395 of the
Criminal Code. Even though the criminal act of fraud committed by hajj and umrah travel
agency companies involves the company and the criminal act provides benefits to travel
agency companies, but it is still rare for corporations to be made suspects or defendants.

Secondly, the commaodification of Umrah changes as an act against the law if a
dispute between the travel party and the consumer arises. The commaodification of
umrah is included in the realm of criminal law, when elements of fraud, embezzlement,
or other crimes are found. Court decisions regarding the commodification of Umrah
only lead to fraud and default and do not touch the corporation so that it does not cause
a deterrent effect for other perpetrators of the commodification of Umrah crimes.

Thirdly, the urgency of criminal responsibility towards corporations as perpetrators
of committing Umrah crimes is due to complex negative impacts. The impact carried out
by religious leaders not only results in financial losses but also can undermine religious
authority. Material losses can be calculated objectively, while non-material losses that
are subjective cannot be calculated. There is a need for the reconstruction of the judge's
decision in the commodification of umrah, that is, apart from punishing the subject who
has committed the crime of committing umrah, it is also accompanied by punishing the
corporation in order to cause a deterrent effect for other umrah travel business actors.

xi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah umrah bagi masyarakan Indonesia mengalami perkembangan dari
level individu dan berlanjut ke pelayanan jasa bisnis biro travel haji dan umrah
dengan legalitas dari pemerintah.! Perkembangan ini ditandai oleh kemudahan
pelaksanaan ibadah umrah kemudian bermunculan beberapa kasus berakibat pada
perbuatan wanprestasi dari sejumlah biro travel umrah. Sejumlah kasus ini pada
tingkat tertentu berimplikasi bermunculan persoalan hukum perdata dan pidana
yang memerlukan respon lembaga hukum di Indonesia melalui putusan hakim.
Putusan hakim ini, pada kenyataannya, berhadapan dengan tuntutan keadilan bagi
para konsumen jasa bisnis biro travel, yaitu para jamaah dan calon jamaah umrah.
Pada kondisi inilah persoalan hukum berada pada problem interaktif antara wilayah
perdata dan wilayah pidana sehingga memerlukan uji konstruksi dan kemungkinan
rekonstruksi putusan hakim.

Bagi Soedjono Dirdjosisworo, hukum merupakan konstruksi yang tidak
terlepas dengan peradaban manusia, ia terus tumbuh seiring dengan kondisi atau
perilaku masyarakat yang selalu berkembang. Perilaku manusia tersebut tidak
sepenuhnya menunjukkan reaksi positif, dewasa ini, ada sebagian komunitas yang

menampakkan moralitas negatif. Tentu saja, krisis moral tersebut memiliki

! Kementerian Agama RI, “Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah,” Situs Resmi Kemenag, http://haji.kemenag.go.id/v3/content/peraturan-
menteri-agama-nomor-18-tahun-2015-tentang-penyelenggaraan-perjalanan-ibadahumrah (12  Januari
2017).



penyebab, di antaranya, adanya tuntutan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan
tingkat kesejahteraan seseorang yang rendah sementara keinginan dalam hidup
melambung tinggi, sehingga menimbulkan watak sebagai perilaku yang melanggar
kaidah hukum.?

Kultur manusia tidak hanya mengalami perkembangan pada sisi hukum
semata, tetapi ia juga selalu bergerak pada aspek-aspek lain, seperti halnya sains
dan teknologi. Secara politik, sosial-budaya dan hukum negara tidak mungkin
mengisolasi diri dari arus globalisasi pada setiap unsur-unsur tersebut, karena
negara memiliki kebutuhan baik dalam hal perekonomian maupun pergaulan
Internasional. Pada gilirannya, regulasi pada dunia usaha-usaha internasional dan
transnasional telah diatur dengan perundang-undangan. Meski demikian, tidak
dapat diabaikan adanya kejahatan baru dengan motif inofatif yang muncul ke
permukaan seiring berkembanya teknologi informasi, sehingga ketentuan hukum
yang sudah ada perlu dipertegas supaya isu kriminal yang baru ini dapat
diminimalisir. Dalam pidato pengukuhan guru besarnya, Soedjono Dirdjosisworo
menegaskan:

Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga

menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan

besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah
dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan
hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahtan di bidang ekonomi seperti
kejahatan bank, kejahtan komputer, penipuan terhadap konsumen
berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan

dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran, dan berbagai pola
kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.®

2 Soedjono Dirdjosisworo, “‘“Hukum Pidana Indonesia Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat
Pascaindustri’, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH-UNPAR” (Bandung, 1991), 10.
% 1bid.,10.



Sebagaimana penjelasan di atas, di era globalisasi saat ini juga tidak sedikit
perilaku yang menunjukkan motif kejahatan yang dapat dilakukan dengan mudah
olen para oknum hanya dengan bermodal komunikasi yang baik untuk
memengaruhi dan meyakinkan korbannya. Hal ini menunjukkan fakta bahwa
pelaku pidana penipuan ini memiliki intelektual yang cukup tinggi di satu sisi, di
sisi yang lain, kejahatan ini tentu memiliki sebab seiring kebutuhan tingkat
perekonomian oleh pelaku.* Dengan kata lain, peluang dalam melakukan kejahatan
penipuan ini biasanya secara sosial, bukan seluruhnya, dilakukan oleh masyarakat
yang berkampuan.

Pasal 378 buku kedua Bab XXV KUHP menerangkan aturan kejatan
penipuan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya,

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam
karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.®

Meski kriminalitas penipuan dan penggelapan dalam regulasi terdapat sanksi
berupa kurungan penjara, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh penegak
hukum, seperti polisi, jaksa dan pengadilan, dan dipandu dengan regulasi yang
berlaku dalam menangani pidana, ternyata di masyarakat masih masif terjadi

kejatahan yang terus berkembang. Salah satunya, kasus penipuan yang dilakukan

4 Tri Andrisman, Delik Delik Tertentu di Dalam KUHP, Bandar Lam, 2009, 176.

5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378. Sumber dokumen ini dan dokumen
peraturan dan perundang-undangan dapat diperoleh dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI. Sedang url KUHP diperoleh dari
https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-
Undang-Hukum/


https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/
https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/

oleh pihak travel dengan modus memberikan harga di bawah standar untuk
perjalanan umrah dengan segala kebutuhannya. Eksistensi travel umrah dalam
melayani jasa perjalanan ibadah umrah memang memberikan kemudahan bagi
pengguna jasa. Namun, seringnya terjadi penipuan oleh pihak travel umrah sangat
merugikan masyarakat, terutama dan paling utama kepada calon jamaah yang
dalam administrasinya kurang mengedapankan aspek kehati-hatian dalam memilih
travel umrahnya, walaupun pemerintah telah mengeluarkan regulasi UU Nomor 13
tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Umrah sebagai pedoman bagi pihak
berkepentingan.®

Berbagai penipuan dalam travel umrah ini terjadi dalam banyak kasus,
misalnya di tahun 2016 terdapat lembaga travel jasa penyelenggaraan perjalanan
umrah yang sudah berdiri pada 1990, yaitu PT. Arminareka Perdana berkantor di
JI. Wolter Monginsidi Ruko No. 6 Semarang. Kronologi yang didapat pada biro ini
bahwa adanya promosi paket umrah yang direncanakan berangkan pada Desember
2016. Tetapi terjadi kenadala dalam proses keberangkatannya, di mana pada Juli
2016 terjadi pembatalan pemberangkatan dengan argumentasi salah satu marketing
PT Arminareka Perdana, Eko Agung Raharjo yang mengaku sebagai salah satu
pimpinan, telah pindah kerja ke PT. Rihlah Alatas Wisata di JI. Wolter Mangonsidi
No. 18-19 Semarang.

Selanjutnya, Eko Agung Raharjo yang pindah tugas di tempat lain tersebut
juga melakukan kejahatan serupa dengan cara menjanjikan pemberangkatan bagi

calon jamaah yang telah membayar dana tambahan kepada pihak penyelenggara.

¢ Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah.



Akhir kisah yang sama, birp penyelenggara umrah ini juga melakukan penipuan
dan penggelapan yang berakibat pada pembatalan bagi para calon jamaah.
Kriminalitas ini dilaksanakan oleh orang sama secara berulang kali dan terus
berlanjut, yang pada gilirannya pihak korban, Sulatif bin alm. Kasbani, dkk. (159)
akibat kejadian tersebut mengalami total kerugian sebesar Rp. 3.027.155.000,- atau
paling tidak sama dengan bukti yang telah disita oleh penyidik kepolisian atau
kejaksaan senilai Rp. 1.239.555.7

Kasus serupa juga terjadi pada 2017, problem yang merugikan banyak calon
jamaah dilakukan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Tersangka
ini beranggotakan pemilik (Andika Surachman) , istri (Annieasa Devitasari) serta
Direktur Keuangan (Siti Nuraidah)® menjalankan kejahatannya melalui modus
penawaran perjalanan umrah dengan harga yang relatif terjangkau, Rp. 14,3 juta
untuk kelas regular, dan Rp. 54 juta untuk kelas VIP. Harga ini tentu menarik
banyak peminat, tercatat pendaftar di biro ini sampai 72.672 calon jamaah.
Singkatnya, sebagian besar peserta batal berangkat, dan jika ditaksir nilai kerugian
sekitar Rp. 848,7 Miliar. Dari bulan Desember tahun 2016 sampai bulan Mei tahun
2017 hanya calon jamaah berjumlah 14.000 orang yang diberangkatkan oleh pihak
pengelola travel, sementara sisanya, sekitar 58.686 calon jamaah gagal berangkat

umrah.

7 Sri Arifin, Zaenul; Wahyuningsih, Sri Endah; Kusriyah, “Proses Penegakan Hukum terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan
Biaya Murah (Studi Kasus pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang),” Jurnal Hukum
Khaira Ummah 12 4, no. Penegakan hukum, Penyidikan, Penipuan Calon Jamaah Umroh (2017)..

8 Media Indonesia, “Pelapor Terus Bertambah Calon Jemaah Rugi Rp 848 M”, (23 Agustus 2017),



Dari total calon jamaah yang batal berangkat tersebut, karena penyelesaian
tak kunjung usai, akhirnya 4.043 orang melapor secara langsung ke crisis centre
Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 2.280 melalui
pengaduan online. Biaya umrah yang sangat murah Rp. 14.3 juta dari pengelola ini
tentu bertolak belakang dari dengan ketetapan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji
dan Umrah RI dan Kemenag, di mana biaya standar seharusnya Rp. 22,61 per calon
jama’ah. Sehingga jika dikalkulasi ada selisih Rp. 8.31 juta, biaya ini kemudian
dimanipulasi dengan menutupinya dengan dana jamaah yang mendaftar pada
periode berikutnya. Terekspos dari sini, yang berangkat hanya sebagian kecil dari
yang mendaftar terlebih dahulu, begitu seterusnya. Kronologi ini ditaksir mengalami
kerugian Rp. 839,12 Miliar.?

Kejahatan First Travel tidak sampai sini, pengelola bahkan meminta tambahan
biaya Rp. 2,5 juta untuk pesawat, penawaran program Ramdhan Rp. 3 jt s/d Rp 8
jt, yang jika ditaksir keseluruhan berkisar Rp. 9,54 miliar. Di samping itu, pihak
kepolisian juga mendapat pengaduan hutang Rp. 24 miliar dari pihak yang bekerja
sama dengan First Travel, antara lain provider cisa, 3 hotel di Makkah dan 3 hotel
di Madinah, serta Rp. 85 miliar dari penyedia jasa penerbangan.°

Pada tahun 2018 kembali terjadi kasus penipuan pemberangkatan calon
jamaah umrah oleh oknum pada PT. Abu Tour. Berdasarkan hasil pendataan,
Kemenag dan Kepolisian mengindikasikan ada sekitar 86.720 calon jamaah yang

menjadi korban.!

% Republika, “First Travel Yakin Umrahkan Jamaah”, (22 Agustus 2017).

10 1bid., 3.

186 ribu Jemaah umrah korban kasus abu tours tersebar di 15 provinsi,
https://news.okezone.com/read/2018/03/24/340/1877308/; diakses tanggal 18 Agustus 2020.



Dalam direktori Mahkamah Agung, setidaknya terdapat 39 putusan hakim
yang menjerat kasus serupa dengan pidana penipuan pasal 378 KUHP.2 Melalui
putusan ini, jemaah umrah dengan jumlah kerugian yang besar tidak memperoleh
ganti rugi (restitusi) atas penipuan yang dilakukan oleh pihak trevel. Oleh karena
itu, Putusan ini dianggap tidak adil, sehingga keputusan hakim tersebut perlu
direkonstruksi. Demi tercapainya keadilan hukum, terdapat pelbagai regulasi untuk
merekonstruksi permasalahan ini, yaitu:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),

2. KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

7. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan
Kepada Saksi dan Korban.™

Terlepas dari penjelasan di atas, menariknya usaha atau bisnis travel umrah

juga tidak sedikit yang melibatkan tokoh agama untuk menjelaskan kepada calon

12 Data ini diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jumlah 40 perkara
merupakan sampel dari keseluruhan perkara komodifikasi travel umrah.

13 Tujuh UU dan PP tersebut bersumber dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan-
perundangan. Secara rinci, url setiap UU dan PP tersebut dapat diperiksa pada bagian lampiran
disertasi ini.
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jamaah terkait keutamaan dan dalil-dalil umrah sebagai strategi untuk menjaring
segmentasi pasar yang lebih luas.** Dalam persaingan usaha, pihak travel berupaya
untuk memasang target yang tinggi melalui aneka macam promosi. Untuk
memperoleh citra yang baik, pihak travel menyertakan figure pemuka agama
sebagai instrument untuk menarik kepercayaan jamaah. Oleh karena itu, agama
menjadi proporsi moralitas, sehingga jamaah lebih mempercayai figur pemuka
agama daripada pebisnis yang tidak memiliki background agama.®

Dalam menjalankan bisnis umrah ini, pemuka agama, yang dianggap sebagai
tokoh pemilik wawasan keagamaan dan pengaruh pada masyarakat,'® juga
seringkali terbentur dengan masalah hukum, misal, berkaitan dengan wanprestasi,
di mana hal ini dipastikan berpengangruh pada tidak hanya kerugian finansial, tapi
juga merosotnya wibawa agama. Sosok agama seringkali dijadikan wahana sebagai
mode yang paling efektif untuk menggapai kepercayaan, oleh karena itu kesalahan
terhadap seorang individu berdampak pada kelembagaan.’

Dalam menjalankan bisnis travel umrah, pemuka agama dilibatkan dalam
bimbingan ritual ibadah. Reputasi pemuka agama berpengaruh pada tingkat

promosi travel. Kharisma para pemuka agama memiliki pengaruh yang signifikan

4 Di antara dalil keutamaan umrah adalah riwayat al-Bukhari nomor 1650 Kitab al-Hajj Bab

Kewajiban Umrah dan Keutamaannya; Muslim nomor 2403; al-Nasai nomor 2582; al-Turmudhi

nomor 855. Berikut adalah redaksi dari al-Bukhari. o )

B o 83050 ol 0 RN i o 0 030 8 08 R o ol i G 0 i) i 5 0 e L
Bl V1 2158 AT Gl 5 el el s Lag L 8568 5 5aal) (5500 O alls e A e ) Jsl) O A

15 Amin Ramadhan Muthohar, Muchsin & Triatmaja, “Pengaruh Endorser Ulama Terhadap Sikap

Dan Minat Beli Konsumen (The Influence of Islamic Preacher Toward the Attitude and Consumers

Purchase Intention),” Jurnal Bisnis Dan Ekonomil 19, no. 1 (2013): 87.

16 Zainal Abidin, “The Jihad of Economic: The Spirit of Islamic Economic Movement by Kyai in

Madura,” Jurnal Share 4, no. 2 (2015): 166-186, https://jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php/Share/article/view/1029.

17 Roger Friedland, “Institution, Practice, and Ontology: Toward a Religious Sociology,” Research

in Sociology of Organization 27 (January 2009): 45-48.



dalam mengatasi persoalan di luar agama.'® Lebih dari itu, pemuka agama juga
dilibatkan dalam pencarian konsumen jamaah serta penerimaan setoran awal. Tidak
sedikit peran pemuka agama menambahkan kesakralan dalam penawaran
komodifikasi umrah. Penawaran ini berjalan dengan semarak dan disambut antusias
oleh umat Islam. Di beberapa daerah, terdapat tradisi perayaan dan penyambutan
jemaah umrah yang disamakan dengan jemaah haji.'°

Umrah bukan termasuk ibadah wajib. Namun dapat dilaksanakan pada saat
pelaksanaan ibadah haji maupun di luar masa haji. Antrian panjang dalam penantian
haji menuntut sebagian umat Islam untuk melaksanakan umrah sebelum haji.
Umrah ini bisa dilaksanakan secara berulangkali, sehingga komodifikasi umrah
tidak terelakkan. Komodifikasi umrah memuat dua subjek hukum, yaitu agen travel
dan pelaku umrah. Agen travel menjual pelayanan umrah, sementara pelaku umrah
dapat memanfaatkan pengalaman umrah sebagai komoditas.

Umrah merupakan ritual ibadah ke Masjid al-Haram. Sebelum lakukan
perjalanan, ada beberapa faktor palayanan yang harus dilakukan diantaranya,
mengurusi administrasi perizinan, transportasi, penginapan, bimbingan, atribut

travel, dan konsumsi. Meskipun faktor tersebut bukan termasuk ritual umrah,

18 Yanwar Pribadi, “Strongmen and Religious Leaders in Java: Their Dynamic Relationship in
Search of Power,” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 49, no. 1 (June 2011): 159-90,
https://doi.org/10.14421/ajis.2011.491.159-190; Basuki Basuki and Isbandi Isbandi, “Konstruksi
Sosial Peran Pemuka Agama dalam Menciptakan Kohesivitas Komunikasi Sosial di Kota Mataram,”
Jurnal llmu Komunikasi 6, no. 2: Social Constructions, Cohesivity, Relegions People Hold (2014):
13-24, http://103.23.20.161/index.php/komunikasi/article/viewFile/34/37.

19 Patmi Tidjani, Shofia dan Pawianti, “Analisis Persepsi Jamaah Umrah Dalam Penerapan Prinsip
Syariat Islam Pada Pelayanan Di PT. Cahaya Azami Wisata Jakarta,” Jurnal Islaminomic 6, no. 2
(2015): 97-110. Menurut Ali Mustofa Ya'kub, haji yang dilakukan secara berulang kali dinyatakan
sebagai bentuk pemborosan. Haji diwajibkan bagi umat Islam pada tahun 6 Hijriyyah. Namun, haji
belum bisa dilaksanakan, karena penguasaan kaum Quraisy atas kota Mekkah. Rasulullah baru
melaksanakan haji pada tahun 10 Hijriyyah. Jadi, Rasulullah hanya melaksanakan haji hanya sekali.
Lihat Ali Mustofa Yaqub, “Haji Pengabdi Setan,” Majalah Gatra (Nomor 10, 16 Januari 2006).
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namun ia menentukan kelangsungan ritual umrah. Kaidah fikih yang berlaku untuk
hal ini adalah “pokok ritual yang tidak bisa terlaksana tanpa suatu faktor
menjadikan faktor tersebut sebagai bagian pokok ritual” (ma /a yatimm al-wajib
illa bi fahuwa al-wajib).

Pelayanan di luar ritual umrah memerlukan biaya yang tidak sedikit serta
prosedur yang rumit. Oleh karena itu, pelaku ritual umrah harus mempersiapkan
dana yang cukup besar. Hal demikian ditangkap sebagai peluang pasar bagi
pebisnis. Persaingan bisnis umrah sebagaimana yang ditelaah oleh Masitah?
memunculkan komodifikasi umrah. Akibatnya, para pebisnis travel dan biro jasa
umrah yang lain merubah dari esensi yang sebenarnya sebagai bentuk ritual ibadah
umrah dengan bentuk wisata religi, sehingga ritual umrah hanya dilaksanakan
dalam beberapa waktu. Selebihnya pebisnis travel umrah memberikan beberapa
destinasi wisata baik di kawasan ataupun di luar Arab Saudi. Hal ini dilakukan oleh
pebisnis travel sebagai bentuk persaingan usaha jasa travel umrah yang tidak wajar,
dapat mengakibatkan potensi kerugian bagi jamaah umrah.

Perubahan makna umrah oleh kalangan pebisnis berdampak pada pergeseran
makna di masyarakat. Umrah bisa dijadikan sebagai tanda peningkatan gaya hidup
dan prestise.?! Hal ini tampak dari prioritas pelayanan dibandingkan esensi ritual
umrah. Belanja barang sebagai bentuk hadiah juga menunjang peningkatan status
sosial. Selain itu, ritual umrah juga bisa diartikan sebagai mempertunjukkan

religiositas seseorang, yakni perubahan perilaku keagamaan setelah umrah, terutama

2Dewi Masita, “Motivasi Bisnis Travel Umroh Di Era Globalisasi,” Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam
6, no. 1 (2017): 1-49.

2l Hartini Tahir, “Praktik Haji/Umrah Ssebagai Gaya Hidup: Pertumbuhan Bisnis Perjalanan Suci
Di Kota Makasar,” Al-Qalam 22, no. 2 (December 2016): 127-139.
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pemakaian atribut keagamaan.?> Namun, perubahan ini tidak berlangsung lama,
karena faktor komersial lebih besar dari pada ritual yang dilakukannya.

Komodifikasi umrah dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum
apabila terdapat perselisihan antara pihak travel dan konsumen jemaah. Hal tersebut
dapat terjadi jika ditemukan ada unsur penipuan, penggelapan, atau kejahatan yang
lain, sehingga, dalam hal ini komodifikasi umrah masuk dalam ranah hukum pidana
dengan kategori delik biasa, namun ia bergantung pada pengaduan dari korban
kepada penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali putusan
pidana penipuan atas perkara komodifikasi travel umrah yang dinilai kurang
mencerminkan keadilan.

Korban komodifikasi travel umrah merupakan kelompok jemaah yang telah
menyetorkan uang pembayaran untuk pemberangkatan, selain itu, ia juga memiliki
reputasi yang tinggi di masyarakat, sehingga kegagalan dalam pemberangkatan
beresiko terhadap kerugian materiil dan non materiil. Ironisnya, dalam kasus ini
pihak korban tidak memperoleh ganti rugi karena penyitaan harta terdakwa
dikembalikan kepada negara.

Negara memiliki peran dalam hukum pidana yang berkenaan dengan
kepentingan publik dan negara. Pada prinsipnya, hukum pidana mengandung unsur
subjektif dan objektif dalam memandang suatu perbuatan. Unsur subjektif

berhubungan dengan diri pelaku, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan

22 AlMakin, “Antara Ziarah Religius Dan Kapitalisasi Di Era Globalisasi: Catatan Etnografis
Umrah,” Jurnal Afkaruna 12, no. 1 (2016): 114-134,
https://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/2590.
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perbuatan pelaku.?® Dalam kasus ini, faktor determinan yang menonjol adalah motif
dan dampak dari komodifikasi umrah.

Komodifikasi umrah tertuju pada pihak travel dan semua bisnis yang
memanfaatkan umrah sebagai peluang. Kegiatan bisnis ini memerlukan perjanjian
tertulis (wa’d). Perjanjian ini melibatkan banyak pihak. Sebagai lembaga bisnis
modern, semua transaksi (‘agd) di pihak travel dilakukan secara administratif.
Selain itu, legalitas travel juga menjadi jaminan kepercayaan kepada masyarakat.
Legalitas ini dapat dilihat di media virtual website Kementerian Agama. Oleh
karena itu, motif kejahatan dalam bisnis tersebut mudah terlacak. Dengan demikian,
keberadaan travel umrah merupakan perwakilan negara, mengingat pemerintah
tidak menyelenggarakan pelaksanaan ibadah umrah, sebagaimana ibadah haji.

Kasus perkara komodifikasi umrah dapat diajukan setelah menemukan
dampak yang terlihat setelah pelaksanaan perbuatan atau kegiatan. Durasinya
terhitung pada saat perbuatan dilakukan hingga batas yang telah ditentukan, yakni
kesempurnaan selesainya perbuatan. Apabila kemunculan perbuatan tersebut
setelah terselesainya pekerjaan dalam jeda waktu yang lama, maka diperlukan
pembuktian yang menghubungkan dampak dengan suatu perbuatan. oleh karena itu,
dampak terbagi dua macam, yaitu dampak langsung dan tidak langsung.?*

Dampak dari perbuatan komodifikasi umrah bersifat langsung. Artinya,
kerugiannya bisa muncul saat kegiatan umrah sedang berjalan. Jika jenis pesawat

dan hotel tidak sesuai dengan promosi, maka dampak kerugian ini dapat dirasakan

23 Rahadjeng Endah, “Investigasi Pendekatan Kesejarahan Teori Hukum Selaku Disiplin Yang
Mengemban Misi Teoretikal Bidang Hukum,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 40 (2010): 3.
24 Ahmad Sofian, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana (Jakarta: Prenada, 2018).
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jemaah pada saat mereka berada di pesawat atau hotel. Dampak kerugian ini bisa
tereduksi oleh kompensasi yang ditawarkan pihak travel. Akhirnya, rencana
gugatan dibatalkan. Sementara itu, dampak tidak langsung terwujud pada kerugian
dari pelayanan umrah. Kerugian ini dapat dihitung setelah pelaksanaan umrah
selesai dengan sempurna sedangkan jamaah yang gagal pemberangkatan terhitung
sejak tanggal yang dijanjikan. Selain kerugian materiil yang berupa biaya persiapan
dan ongkos pembayaran, mereka juga dirugikan secara non materiil karena
dipermalukan di hadapan publik.

Kerugian materiil dapat terhitung secara objektif, sedangkan kerugian non
materiil yang bersifat subjektif tidak dapat dihitung. Kegagalan umrah dapat diganti
dengan pengembalian pembayaran, akan tetapi kerugian psikis tidak bisa diukur
dengan materi. Untuk itu, kerugian non materiil dihitung secara sepihak oleh
korban. Pada akhirnya, hakim memutuskan sebagai kerugian materiil. Dalam
hukum Islam, ganti rugi materiil dapat dianalogikan dengan pembayaran ganti rugi
atas pembunuhan (diyah).

Ketika dampak kerugian akibat komodifikasi travel umrah ini meluas dengan
korban yang banyak serta kerugian yang besar, maka komodifikasi travel umrah
tidak bisa dijerat dengan hukum pidana penipuan. Dalam hal ini, pihak travel bisa
dijerat dengan pidana korporasi. Supaya pengembalian ganti rugi terwujud,
Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu diajukan. Pihak travel umrah juga
bisa dijerat dengan hukum perdata jika hubungan antara travel dan konsumen
terikat pada perjanjian. Kenyataannya, perjanjian dibuat oleh travel dengan sesama

pelaku bisnis yang lain.
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Putusan hakim di pengadilan menunjukkan, bahwa hubungan travel dan
konsumen jemaah dijerat dengan pidana penipuan, sedangkan hubungan travel
dengan pelaku bisnis dijerat dengan hukum perdata. Jika penipuan dan wanprestasi
tidak ditelaah dengan cermat, maka keduanya bisa dinyatakan memiliki perbuatan
materiil yang sama.?® Perbedaan antara melawan hukum dan melawan perikatan
terletak pada sifatnya. Melawan hukum biasanya selalu dalam tindak pidana
(wederrechtelijk), dimana unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan
terdapat pada pidana penipuan, sedangkan unsur kelalaian terdapat dalam
perjanjian.

Delik penipuan tercantum pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tentang bedrog (perbuatan curang), berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam
karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sementara itu, wanprestasi tercantum dalam pasal 1238 KUH Perdata.
Klausulnya adalah “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan
akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila
perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu
yang ditentukan”. Persetujuan dalam perjanjian (overeenkomst) bisa dibatalkan

karena adanya penipuan, sebagaimana pasal 1328 KUH yang berbunyi. “Penipuan

%5 perbedaan yang jelas antara wanprestasi dan penipuan telah dikemukakan oleh Yahman. Yahman,
Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual
(Jakarta: Kencana, 2015). Lihat juga Yahman, Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan
Dalam Hubungan Kontrak Komersial (Jakarta: Kencana, 2019).
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merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang
dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak
yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.
Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”

Komodifikasi umrah bukan termasuk perikatan (verbintenis) dengan
persetujuan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan
bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam komodifikasi umrah,
pihak travel lebih aktif bahkan proaktif dalam merekrut konsumen jamaah melalui
promosi yang ditawarkan. Kuitansi pembayaran juga tidak mengandung unsur hak
dan kewajiban yang dibuat dalam surat perjanjian.

Ketertarikan konsumen dengan hadirnya travel umrah disebabkan oleh
konten promosi yang dilakukan melalui pernyataan tertulis maupun tidak tertulis.
pernyatan secara tertulis terdapat dalam brosur, reklame, pamflet, serta media
periklanan sedangkan pernyataan tidak tertulis dikemukakan melalui pelayanan
secara langsung. Hal tersebut memuat hak-hak konsumen selama dalam pelayanan
travel, oleh karena itu, informasi tersebut harus diberikan secara lengkap dan jelas.
Dalam konsep hukum bisnis Islam, transaksi yang kurang lengkap dan tidak jelas
akan berpotensi pada gharar dan khatar. Gharar adalah harga yang dibayar
pembeli maupun komoditas diberikan penjual masih diragukan atau tidak jelas.
sedangkan khatar adalah masa batasan tidak dijelaskan dalam transaksi.

Legalitas travel ditujukan untuk menanamkan kepercayaan kepada konsumen

jamaah. Legalitas ini merupakan persyaratan yang menunjukkan kemampuan travel
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dalam pelayanan umrah. Selain itu, legalitas dinilai sebagai otoritas travel yang
diberikan oleh pemerintah. Legalitas ini berlaku dalam jangka waktu tertentu. la
dapat diperbarui dengan mengikuti uji kelayakan kembali. Legalitas tersebut
diperoleh travel setelah lulus uji kelayakan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Untuk itu, pemerintah memiliki hak untuk mencabut izin keberadaan travel umrah.

Secara umum sebagai sebuah penelitian disertasi, maka terdapat argumentasi
ilmiah yang melandasi penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, yang
masing-masing argumentasi tersebut akan dibahas secara mendalam guna
menjawab problematika temuan yang didapatkan oleh peneliti dari berbagai sumber
dan bahan hukum yang ditemukan, yaitu terfokus dalam putusan hakim tentang
kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh lembaga travel umrah, yang

juga diperkuat dengan regulasi terkait dengan penilitian ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari judul penelitian bahwa ada beberapa hal yang perlu didalami
dan dibatasi agar studi ini bisa menjadi terarah. Pertama, bagaimana sebenarnya
regulasi yang mengatur penyelenggaraan ibadah umrah yang dilakukan oleh pihak
ketiga, yang dalam hal ini biro penyelenggara umrah di Indonesia, sebab masih
saja terjadi pelanggaran bahkan kejahatan pada kasus yang sama dan dilakukan oleh
pihak yang menanganani pemberangkatan calon jamaah umrah. Sehingga hal ini
bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku legislator
dalam mewadahi aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan umrah. Di

samping itu, akibat terjadi kejahatan tersebut pada gilirannya memberikan warna
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baru bagi masyarakat untuk membuat konflik sosial pada perkara komodifikasi
travel di tingkat peradilan, sebab asas hukum pidana yang mencakup kemanfaata,
keadilan dan kepastian, bagi masyarakat,?® tidak sepenuhnya diterima dengan
lapang dada.

Kedua, ketidakpuasan masyarakat dalam putusan di beberapa pengadilan
tersebut tentu menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana kronologi kasus yang
muncul dalam komodifikasi travel antara yang diterima oleh para hakim dengan
yang terjadi sebenarnya. Sehingga objektifitas hakim dan kaidah-kaidah hukum
dalam putusan hakim perlu diperiksa kembali,?” walaupun hakim sebagai penegak
hukum bagi pencari keadilan dan memangku amanah yang besar ini dalam
mengambil keputusan selain mengaplikasikan pedoman materiil dan formil (legal
justice), juga berpijak moral (moral justice )yang selalu dijunjung tinggi. Tapi
hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat (the living law) dengan
segala keterbatasannya.?

Ketiga, adalah untuk membatasi sebuah konstruksi hukum. Penemuan hukum
atau argumentasi atau konstruksi hukum adalah bagaimana cara seorang penegak
hukum dalam hal ini adalah hakim untuk menemukan sebuah hukum yang berasas
keadilan, hal ini juga terdapat maksim mengatakan, ius curia novit, bahwa hakim

tidak boleh sekalipun menolak perkara yang masuk dalam daftar. Dalam ilmu

26 Zainal Amiruddin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004).

21 Lili M Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004).

28 Bagir Manan, Wajah Hukum Di Era Reformasi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
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hukum ada beberapa metode, di antaranya Argumentum Per Analogium (Analogi).

Argumentum a Contrario, dan Metode Penyempitan Hukum.?

Selain tiga asas tersebut di atas, mengenai asas keadilan putusan hakim dalam
perkara komodifikasi travel umrah memunculkan beberapa problematika,
diantaranya:

1. Keadilan bagi travel komodifikasi umrah atas sanksi yang diterimanya

2. Keadilan bagi korban atas ganti rugi yang diakibatkan oleh perbuatan komodifikasi
travel umrah.

3. Keadilan bagi masyarakat atas perlindungan hukum yang belum tercapai.

4. Keadilan bagi institusi keagamaan yang reputasinya tercemar akibat komodifikasi
travel umrah.

Asas kepastian hukum dalam putusan hakim mengenai perkara komodifikasi
travel umrah menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:

1. Pidana penipuan atas perbuatan komodifikasi travel umrah menuntut
pengembalian kerugian jamaah kepada Negara.

2. Ancaman maksimal empat tahun penjara dalam sanksi tindak pidana penipuan
dinilai ringan dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh komodifikasi
travel umrah. Ancaman ini tidak memberikan efek jera.

3. Akumulasi kerugian yang timbul akibat perbuatan komodifikasi travel umrah

dari dana jamaah dijadikan kompensasi dengan sanksi hukuman penjara.

29 Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta membedakan antara konstruksi dan penghalusan
hukum. Keduanya dituliskan terpisah. Konstruksi mencakup analogi dan argumentum a contrario.B
Arief Kusumatmadja, Mochtar & Sidharta, Pengantar limu Hukum (Buku 1) (Bandung: Alumni,
1999).
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4. Kesulitan dalam pembuktian perbuatan komodifikasi travel umrah atas
kebohongan atau penipuan.

5. Kesulitan dalam menentukan perbuatan komodifikasi travel umrah sebagai
subjek hukum.

Agar pembahasan tidak meluas, studi komodifikasi travel umrah dibatasi
pada sisi perbuatan pihak travel atas konsumen jamaah dalam salinan putusan yang
dikeluarkan oleh beberapa pengadilan di Indonesia melalui direktori putusan
Mahkamah Agung. Perbuatan ini mengandung peristiwa hukum, pertimbangan hukum,
dan keputusan hukum. Peristiwa hukum ditelaah secara sosiologis untuk menemukan
fenomena komodifikasi travel umrah. Pertimbangan hukum juga dipelajari secara
filosofis untuk menemukan teori keadilan hukum atas komodifikasi travel umrah.
Kajian tentang keputusan hukum atas hukum pidana menghasilkan konstruksi dan

rekonstruksi hukum yang ditelaah dengan logika dan teori hukum.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas yang
kemudian dispesifikkan dengan membatasi masalah yang akan dikaji dalam
disertasi ini, maka rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut?
1. Bagaimana problematika hukum pidana sebagai basis regulasi dalam komodifikasi
travel umrah di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi hukum perkara komodifikasi travel umrah dalam putusan
hakim di Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam perkara

komodifikasi travel umrah di Indonesia?
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D. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut disajikan
tujuan dalam penelitian ini:
1. Mendeskripsikan dan menganalisis problematika hukum pidana sebagai basis
regulasi dalam komodifikasi travel umrah di Indonesia,
2. Mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi hukum perkara komodifikasi
travel umrah dalam putusan hakim di Indonesia,
3. Merekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam perkara komodifikasi

travel umrah di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan selesainya penelitian ini mampu memberikan
sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi dan
praktisi, setidaknya terdapat dua kategori teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis
dalam karya ini dapat memperkaya khazanah dan kajian hukum normatif-
sosiologis. Pada dasarnya, problematika komodifikasi dalam penelitian ini erat
kaitannya dan bersentuhan pada ranah sosial yang secara spesifik mengkaji
komodifikasi umrah sebagai fenomena kemasyarakatan, sehingga perlu ditelaah
Ibih dalam dan dianalisa menggunakan pisau analisis teori-teori hukum. Kemudian,
objek dalam penelitian ini dapat ditinjau dari segi kejahatannya. Terutama yang
labih substantif berkaitan dengan masalah wanprestasi dan delik penipuan. Dan
terakhir, mengkaji keadilan yang dapat dirasakan bagi pihak pelaku dan korban

dengan pemikiran teori hukum.
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Komodifikasi travel umrah merupakan kegiatan bisnis ritual keagamaan yang
melibatkan pemuka agama, untuk itu diperlukan justifikasi hukum Islam. Dalam
hal ini, komodifikasi travel umrah dihadapkan pada hukum pidana Islam dan
perdata Islam. Kedua hukum Islam tersebut dijadikan pembanding pada hukum
positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan pengembangannya menggunakan teori
filsafat hukum Islam. Kontribusi pemikiran ini menambah khazanah teoritis pada
Fikih Jinayah dan Fikih Muamalah. Kemudian pada ranah praktis, tulisan ini
diharapkan mampu menjadi acuan teradap penelitian serupa terkait komodifikasi
travel umrah, di mana paling tidak ada empat institusi yang bisa mengambil manfaat
dari karya ini.

Pertama, institusi keagamaan yang memiliki kepentingan dalam melindungi
masyarakat, baik calon jamaah maupun pemuka agama yang terlibat dengan dunia
travel umrah. Dari karya ini pula pihak berkepentingan dapat mengetahui berbagai
faktor yang mendorong oknum komodifikai umrah melakukan pidana. Sehingga
ada harapan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat lebih dini atas
kompetensi di bawah naungannya.

Kedua, pelaku usaha yang memiliki kepentingan mempertahankan eksistensi
bisnisnya, sebab dengan terjadinya kasus ini tentu saja masyarakat masih
berpandangan negatif terhadap bisnis travel ini. Sehingga hasil penelitian ini dapat
dimanfaatkan untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat dengan mengenali
komodifikasi umrah yang telah terkikis akibat perilaku serupa oleh oknum yang

tidak bertanggung jawab.
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Ketiga, institusi hukum yang menyelesaikan kasus komodifikasi travel
umrah. Perkara yang sangat rumit ini tentu saja tidak akan dapat selesai dengan
bermodal logika hukum semata, sehingga beberapa pendekatan perlu digunakan.
Seperti, filsafat untuk mengungkap keadilan hukum, sosiologi untuk menjabarkan
keadaan masyarakat baik segi pidana maupun perdata.

Keempat, lembaga pemerintahan, terutama Kementerian Agama Republik
Indonesia, ia berkepentingan dan dapat diharapkan dari hasil penelitian disertasi ini
menjadi rujukan untuk dijadikan pertimbangan sebagai bahan hukum sekunder,
menjadi referensi data dalam membuat regulasi maupun peraturan perundang-

undangan tentang legalitas pelaksanaan perjalanan umrah.

F. Kerangka Teoretik

Komodifikasi, yang berasal komoditas dengan makna barang atau jasa untuk
obyek bisnis, dapat diartikan barang atau jasa yang pada mulanya tidak ada unsur
komersil kemudian bertranformasi kepada sifat komoditi yang bisa dijual-belikan,*
yang dapat dipasarkan kepada konsumen.3' Maksud penawaran ini untuk
menjelaskan nilai yang terkandung didalamnya untuk memperoleh permintaan
yang tinggi. Komoditas ini tergantung bagaimana memasarkannya, ia bisa bernilai

besar jika peminatnya jauh lebih banyak dari penawarannya, yang tentu saja

% Reza R. Azizah, “Representasi Komodifikasi Tubuh dan Kecantikan dalam Tiga Novel teen-lit
Indonesia: The Glam Girls Series,” Tesis Magister Kajian Sastra dan Budaya (Surabaya: Fakultas
llmu Budaya, Universitas Airlangga, 2013), 22

81 Stenley J dan Davis Baran Dennis K., Teori llmu Komunikasi Masaa: Dasar Pergolakan, Dan
Masa Depan (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
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harganya mengikuti pasar. Singkatnya, komodifikasi ini adalah sebuah proses
peralihan dari nilai manfaat menuju nilai yang dapat ditukar.>?

Komodifikasi ini bisa masuk pada pelbagai hal, di antaranya, merambah pada
sisi keagamaan. Terlapas positif atau negatifnya, komodifikasi agama ini tidak mudah
untuk dicermati, sehingga motif dari pelaku diperlukan untuk mengamatinya.
Demikian pula dengan korban juga tidak dapat diketahui sebelum mengadukan
perkaranya kepada pihak berwenang. Jika, semua motif dan pengaduan sudah
terkumpul baru komodifikasi agama dapat dianalisa secara yuridis-normatif.
Tetapi, kasus ini bisa jadi putus ditengah jalan, sebelum diselesaikan secara formal
oleh penegak hukum ketika ada perdamaian antara pelaku dan korban.

Komodifiksi umrah merupakan bagian dari komodifikasi agama. la bisa
dianggap bertentangan dengan hukum jika disertai motif yang menimbulkan akibat
hukum. Motif berkaitan dengan perilaku yang disengaja (dolus) dan kealpaan
(culpa), di mana masing-masing memiliki karakteristik tersendiri,®® dan terdapat
dalam klausul regulasi. Selain itu, komodifikasi travel umrah memberikan dampak
kerugian yang sangat besar terhadap korban (calon jamaah) baik dari segi materiil
maupun non materiil. Perbuatan komodifikasi ini juga meruntuhkan reputasi
pemuka agama dan lembaga keagamaan. Untuk itu, pelaksanaan umrah telah diatur
melalui undang-undang tersendiri (lex spesialis), sedangkan keputusan hakim atas
kasus komodifikasi travel umrah menggunakan undang-undang pidana dan perdata

sebagai bentuk peraturan umum (lex generalis).

32 1di Subandy Ibrahim and Bachruddin Ali Akhmad, Komunikasi Dan Komodifikasi: Mengkaji
Media Dan Budaya Dalam Dinamika Globalisasi (Jakarta: Pustaka Obor, 2014).18.

33Teguh Prasetya, llmu Hukum Dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)..
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Motif yang dikaji dari travel umrah digali dari deskripsi kasus yang tercantum
dalam salinan putusan pengadilan serta fenomena masyarakat. Komodifikasi travel
umrah merupakan tindakan pertukaran antara komoditas pelayanan pelaksanaan
umrah oleh travel umrah dengan kepuasan yang diharapkan oleh konsumen
jamaah.3* Setelah menemukan motif, selanjutnya mendalami akibat sosial yang
muncul dengan menimbang seberapa besar kerugian yang dialami korban dengan
aplikasi filsafat Utilitarianisme, yang memandang bahwa semakin banyak orang
merasakan kebahagiaan, berarti perilaku komodifikasi umrah tersebut memiliki
kemanfaatan. Sebaliknya, semakin banyak orang mengalami kesengsaraan dalam
menjalankan aktifitasnya, dipastikan travel umrah semacam ini sangat tidak
manusiawi.® Dalam ajaran utilitarianisme, dalam konteksi ini, terdapat tiga hal
yang mengalami kerugian, korban, materiil, dan non material. Untuk itu, adanya
“Pemidanaan hanya bisa diterima, apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya
kejahatan yang lebih besar”.*®

Dampak dari komodifikasi travel umrah ini juga digali dari data pertimbangan
hakim yang tertuang dalam salinan putusan pengadilan. Karena itu, paradigma
positivistik lebih tepat dijadikan sebagai pijakan. Paradigma positivistik memuat
asumsi, bahwa hukum yang tertulis merupakan alat kekuasaan yang memaksa

warga negara untuk mematuhinya. Negara memiliki otoritas untuk membentuk

regulasi dan mengeluarkan keputusan hukum. Namun demikian, regulasi dan

% 1.B Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial Dan
Perilaku Sosial (Jakarta: Prenada Media, 2015).

% K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

% Lili M Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum (Bandung: Mandar Madju,
2012).
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keputusan hukum tersebut dirumuskan sesuai kasus-kasus yang mengemuka. UU
Nomor 18 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Umrah serta aturan hukum yang
menjadi turunannya tidak terlepas dari kasus komodifikasi travel umrah
sebelumnya. Begitu pula, salinan putusan pengadilan merupakan keputusan hakim
untuk kasus komodifikasi travel yang ditangani. Jadi, paradigma positivistik tidak
hanya meneliti konten aturan hukum yang tertulis, tetapi juga menelaah latar
belakang kemunculan aturan tersebut.

Sesuai dengan paradigma positivistik, regulasi dan putusan hakim tentang
umrah dikeluarkan oleh negara sebagai kedaulatan hukum. Keduanya memuat
perintah, kewajiban, sanksi, dan kedaulatan. Kepastian hukum diarahkan oleh
pemikiran positivisme untuk ketertiban masyarakat. Karena itu, regulasi dan
putusan hakim bersifat bebas nilai dan tertutup dari penafsiran. Menurut Hans
Kelsen, suatu hukum dinilai murni bila ia dilepaskan dari penafsiran di luar
hukum.®” Untuk itu, Alkostar merumuskan analisis hukum dari Helene S. Shapo
atas putusan hakim. Analisis ini mencakup peristiwa hukum, regulasi atau hukum
yang digunakan, pernyataan putusan, pertimbangan hukum, dan tujuan hukum.®
Selain itu, putusan hukum harus mempertimbangkan hierarki hukum, sehingga
aturan hukum yang berada di atas lebih kuat dibanding aturan yang berada di
bawahnya. Aturan yang tertinggi sebagai aturan yang terkuat disebut oleh Hans
Kelsen sebagai Groundnorm.®® Dengan konsepsi ini, putusan hakim harus

mempertimbangkan hukum yang lebih kuat sebagai dasar pengambilan keputusan.

37 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Bandung: Nusa Media, 2011), 2.
38 Artidjo Alkostar, Metode Penelitian Hukum Profetik (Yogyakarta: FH Ull, 2018).
39 Hans Kalsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif (Jakarta: Nusa media, 2009).
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Penelitian ini dilandaskan pada paradigma positivistik yang dikemukakan
oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, aturan hukum atau regulasi harus dibuat sesuai
dengan kehendak rakyat, agar tujuan hukum dapat tercapai.’® Pernyataan ini dipahami
sebagai keterkaitan antara hukum tertulis dengan latar belakang sosialnya. Regulasi
dibuat untuk mengatasi persoalan hukum dari beberapa peristiwa, sedangkan
putusan hakim dikeluarkan untuk memberikan keputusan hukum atas kasus
tertentu. Tentu saja, putusan hakim ini menjadikan regulasi sebagai pertimbangan
hukum. Bagi Kelsen, regulasi tergolong sebagai aturan primer dan putusan hakim
termasuk aturan sekunder.** Dalam penelitian ini, regulasi tentang pelaksanaan
umrah dan putusan hakim tentang komodifikasi travel umrah dijadikan sebagai
sumber hukum primer. Dengan demikian, alur pemikiran paradigma Hans Kelsen

yang digunakan dalam penelitian ini tergambar dalam skema berikut.

Gambar 1.1 Paradigma Positivistik dalam Penelitian Komodifikasi
Travel Umrah

PARADIGMA
POSITIVISTIK
HANS KELSEN
|
[ |
Aturan Primer Aturan Sekunder
REGULASI JURISPRUDENSI

TEORI UTILITARIANISME

Jumlah Kerugiaan Kerugiaan
Korban Material Non
Material

Sumber: Imron Rosyadi, 2021

40 Hans Kalsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006).
4 bid.
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G. Penelitian Terdahulu

Komodifikasi travel umrah termasuk dalam pembahasan komodifikasi
agama. Isu ini tentu sudah banyak dikaji oleh peneliti lain, dan untuk mengetahui
distingsi perlu diuraikan mengenai kajian terdahulu dimaksud:

Haryanto dalam disertasi pada 2018 Program Doktor Fisip Unair, mengkaji
tentang komodifikasi travel umrah di Jawa Timur dengan pendekatan soosiologis
menggunakan teori Baudrilland. Perbedaannya penelitian ini terletak pada aplikasi
analisisnya menggunakan pendekatan normatif yuridis, baik hukum Islam maupun
hukum Positif.*?

Selain itu, ada beberapa penelitian serupa tentang komodisifikasi umrah yang
dikaji dengan disiplin ilmu berbeda. Pertama, telaah dilakukan dengan Iimu
Manajemen diteliti oleh, antara lain: Fadilah*® dan Masitah.* Kedua, komodifikasi
umrah dalam perspektif Ilmu Hukum. Di antara peminat kajian ini adalah Kusumah,
Windi Fauziyyah, dan Ratna Januarita*®, Sihabuddin Mukhlis,*® dan Abdillah*’.

Ketiga, komodifikasi umrah yang telaah dengan pendekatan Antropologi, antara

42 Didik Hariyanto, “Komodifikasi Agama dalam Pelaksanaan Umrah di Jawa Timur: Pemaknaan
Jamaah terhadap Komodifikasi Umrah di Jawa Timur dalam Perspektif Teori Baudrillard,” Disertasi
(Surabaya: Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Airlangga, 2018).

43 Lia Fadilah, “Strategi Dan Manajemen Travel Haji Dan Umroh (Studi Analisis Persaingan Travel
Haji Dan Umroh Kota Medan Dalam Pelayanan Dan Kualitas Untuk Meningkatkan Jumlah
Konsumen),” Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2019): 1-24.

4 Dewi Masitah, “DINAMIKA BISNIS TRAVEL UMROH SE KOTA PASURUAN DI ERA
GLOBALISASIL,” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 2, no. 2 (December 2015):
242, https://doi.org/10.19105/igtishadia.v2i2.850, 342-361.

% Windi Fauziyyah Kusumah, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Umrah Yang
Dilakukan Oleh PT. First Anugerah Karya Wisata Dihubungkan Dengan Asas-Asas Hukum
Perjanjian,” Prosiding IImu Hukum 4, no. 1 (2018): 75-80.

46 Sihabudin Mukhlis, “Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah,” Jurnal Asy-Syari‘Ah 20, no. 1 (2018): 49-57.

47 Abdillah, “Analisis Sistem terhadap Regulasi Penyelenggaran Ibadah Umrah di Indonesia,”
Disertasi (Makasar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2017).
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lain: Quraish®®, Tidjani dan Pawianti*®, Sucipto®, dan Al Makin.*! Perbedaan karya
akademik di atas dengan tulisan ini meskipun sama megkaji perilaku komodifikasi
dalam putusan pengadilan yang tidak terlepas dari perbuatan pelakunya, namun
komodifikasi ini menyoroti aspek keadilan hukumnya, bukan disiplin ilmu yang
lain. Telaah yuridis filosofis oleh Mukhlis untuk komodifikasi umrah merupakan
aspek persamaan dengan penelitian ini. Hanya saja, Mukhlis menggunakan regulasi
umrah sebagai objek kajiannya.

Penelitian ini mengkaji berbagai kasus komodifikasi umrah di Indonesia
melalui salinan putusan pengadilan. Pembahasan Mukhlis juga menggunakan
metode deduktif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode induktif. Berbagai
kasus komodifikasi umrah yang telah disimpan dalam dokumentasi ditelaah secara
kritis-analitis untuk menemukan konsep teoritis. Namun demikian, penelitian ini
memiliki tujuan yang sama dengan Mukhlis, yaitu pencarian formula perlindungan
hukum bagi konsumen jamaah yang dirugikan pihak travel umrah.

Arifin, Wahyuningsih, dan Kusriyah menelaah penegakan hukum pidana
penipuan dan penggelapan atas perkara komodifikasi travel umrah. Studi mereka
menyimpulkan, bahwa kepolisian kesulitan dalam pembuktian karena pelaku

melarikan diri dari Semarang. Selain itu, travel tidak terdaftar dalam instansi

48 Jahanzeeb Quraishi, “Commodification of Islamic Religious Tourism: From Spiritual to Touristic
Experience.,” International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 5, no. 1 (2017): 89-104.
49 Tidjani, Shofia dan Pawianti, “Analisis Persepsi Jamaah Umrah Dalam Penerapan Prinsip Syariat
Islam Pada Pelayanan Di PT. Cahaya Azami Wisata Jakarta.”

50 Sucipto, “Umrah sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri dan Komoditas Industri: Menyaksikan
Perubahan Keagamaan Warga Kota,” Kontekstualita 28, no. 1 (2013): 15-33.

51 AlMakin, “Antara Ziarah Religius Dan Kapitalisasi Di Era Globalisasi: Catatan Etnografis
Umrah,” 114-134.
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terkait.>? Dengan terfokus pada penegakan hukum, studi mereka berbeda dengan
penelitian ini yang terfokus pada putusan hakim. Studi Kusumah, Windi, dan Ratna
berbeda dengan penelitian ini. Mereka memilih model studi hukum empiris,
sedangkan penelitian ini termasuk model studi hukum normatif. Selain itu, mereka
terfokus pada satu kasus, yaitu P.T. First Travel, sedangkan penelitian ini menguak
dari beberapa kasus atau pendekatan kasus atas putusan hakim. Di sisi lain, mereka
melakukan kajian dengan disiplin Ilmu Hukum Perdata. Sementara itu, penelitian
ini menelaah kasus komodifikasi travel umrah dari sudut pandang hukum pidana
dan perdata.

Disertasi Abdillah®®, Asrori®*, dan Arifin®®. Penelitian ini berangkat dari
putusan hakim, sedangkan Abdillah dan Asrori terfokus pada regulasi. Abdillah dan
Asrori menelaah Undang-undang Penyelenggaraan Haji. Abdillah menggunakan
analisis sistem yang mengarah pada pendekatan hirarkhi hukum, sedangkan Asrori
terfokus pada aspek perlindungan hukum. Sebagaimana Asrori. penelitian ini
menggunakan rekonstruksi sebagai analisis. Hanya saja, penelitian ini mengambil
putusan hakim sebagai objek rekonstruksi, bukan regulasi sebagaimana kajian
Asrori. Asrori dan Arifin memiliki kesamaan dalam fokus studi, yaitu perlindungan

hukum. Asrori mengkajinya dari aspek regulasi, sedangkan Arifin menelaahnya

52 Arifin, Zaenul; Wahyuningsih, Sri Endah; Kusriyah, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya
Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang),” Jurnal Hukum Khaira
Ummah 12, no. 4 (Desember 2017), 777-84.

53 Abdillah, “Analisis Sistem terhadap Regulasi Penyelenggaran Ibadah Umrah di Indonesia.”
Disertasi (Makasar: UIN Alauddin, 2017).

% M. Hudi Asrori S., “Rekonstruksi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Konteks
Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Jamaah Haji,” Disertasi (Semarang: Program Doktor
llImu Hukum Universitas Diponegoro, 2011).

55 Zainul Arifin, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Calon Jamaah Haji dan Umrah
Berbasis Nilai Keadilan,” Disertasi (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2020).
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dari sisi penegakan hukum. Disertasi Arifin ini sama dengan penelitian ini yang
menggunakan rekonstruksi sebagai analisisnya. Kesamaan lain adalah penggalian
teori keadilan dari perkara komodifikasi travel umrah. Perbedaan keduanya terletak
pada objek kajian. Arifin tertuju pada penegakan hukumnya, sedangkan penelitian
ini terfokus pada putusan hakim.

Peneliti melanjutkan penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu.
Penelusuran ini menemukan sepuluh penelitian dan kajian dengan lima kategori
perspektif kajian. Pertama, perspektif bisnis diberikan oleh Al Makin®, Dewi
Masita®, Hartini Tahir®®, Herlina Yustati dkk®®. Kedua, perspektif komunikasi
pemasaran diberikan oleh Bion Lovia Tatcha Sayangbati®® dan Haq Qudsiah®.
Ketiga, perspektif normatif diberikan oleh Maftukhatusolikhah dan Muhammad
Rusydi®® dan Susilani Ani Maghfirah®. Keempat, perspektif psikologi Evan

Stiawan dan Miti Yarmunida.®* Kelima, perspektif sosiologi hukum diberikan oleh

% Al Makin, “Tuhan di antara Desakan dan Kerumunan: Komodifikasi Spiritualitas Makkah di Era
Kapitalisasi,” Epistemé: Jurnal Pengembangan llmu Keislaman 12, no. 1 (2017): 1-28.

5" Dewi Masita, “Motivasi Bisnis Travel Umroh di Era Globalisasi,” Al-Rastkh: Jurnal Hukum Islam
6, no. 1 (2017): 1-49.

58 Tahir, “Praktik Haji/Umrah Ssebagai Gaya Hidup: Pertumbuhan Bisnis Perjalanan Suci Di Kota
Makasar.”

% Herlina Yustati et al., “Religious Commodification to Increase Public Welfare Through Tourism
Halal in Indonesia,” Proceeding IAIN Batusangkar 1, no. 1 (2017): 209-216,
http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/788.

% Bion Lovia Tatcha Sayangbati, “Komodifikasi Wisata Religi Dalam Upaya Komunikasi
Pemasaran Produk Umrah (Studi Pada Gardi Tour)” (Universitas Bakrie, 2017).

61 Haq Qudsiah, “Iklan dan Komodifikasi Agama (Analisis Isi pada Iklan Telkomsel Ibadah Umrah
Versi Ustad Nur Maulana),” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

62 Maftukhatusolikhah dan Muhammad Rusydi, “The Commodification of Religion in the Maqasid
Al-Shariah Perspective,” Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 17, no. 2 (2018): 35-60.

63 Susilani Ani Maghfirah, “Mendaur Ulang Identitas Kemusliman Melalui Umrah,” Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta, 2017. https://repository.usd.ac.id/26530/2/126322006_full.pdf.

64 Evan Stiawan and Miti Yarmunida, “Analisis Faktor Motivasi Jati Diri Muslim Melaksanakan
Haji Dan Umrah,” Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, no. 1 (2019): 144—
157, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/1700.
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Jahanzeeb Qurashi.®® Semua penelitian dan kajian ini berfokus pada persoalan-
persoalan yang berbeda dengan fokus persoalan penelitian ini. Penelitian pada
aspek sosiologi misalnya ditulis oleh Shofia Tidjani dan Patmi Pawianti, di ranah
filsafat hukum ditulis oleh Sihabudin Mukhlis,®” pada bidang Manajemen disusun

oleh Lia Fadilah.%®

H. Kerangka Pemikiran

Rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam komodifikasi travel
umrah di Indonesia merupakan sebuah paradigma baru dalam penulisan disertasi
ini, terkait dengan perbuatan pelaku travel yang berhubungan langsung dengan
masyarakat luas, maka tidak sedikit potret kasus yang muncul dan bermasalah
akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh beberapa travel umrah berujung pada
ranah hukum, hakim sebagai subjek hukum dalam memutus perkara pada lembaga
pengadilan, komodifikasi travel umrah sebagai basis regulasi mempunyai dua
putusan yang berbeda, yakni putusan yang dijerat dengan hukum pidana dan
perdata. Hal ini berimplikasi terhadap jamaah umrah sebagai masyarakat yang
berpotensi besar menjadi korban dan berdampak kerugian dari perbuatan yang

dilakukan oleh biro travel umrah.

% JAHANZEEB QURASHI, “Commodification of Islamic Religious Tourism: From Spiritual to
Touristic Experience.,” International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 5, no. 1 (2017):
89-104.

% Tidjani, Shofia dan Pawianti, “Analisis Persepsi Jamaah Umrah Dalam Penerapan Prinsip Syariat
Islam Pada Pelayanan Di PT. Cahaya Azami Wisata Jakarta.”

7 Mukhlis, “Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah
Umrah.”

68 Fadilah, “Strategi Dan Manajemen Travel Haji Dan Umroh (Studi Analisis Persaingan Travel Haji
Dan Umroh Kota Medan Dalam Pelayanan Dan Kualitas Untuk Meningkatkan Jumlah Konsumen).”
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Penulis telah menyusun kerangka berpikir dalam bentuk skema dalam
penelitian ini yang bertujuan untuk menggambarkan kerangka kerja penelitian ini
secara garis besar. Dengan mendasarkan pada beberapa pertanyaan, konsep dan
variabel,® berikut pola yang dijadikan pedoman untuk disertasi ini:

Gambar 1.2 Bagan Kerangka Berpikir Komodifikasi Travel Umrah

KOMODIFIKASI TRAVEL
UMRAH

Sebelum Transaksi | Setelah Transaksi

v v

v

Pidana Penipuan Perdata
Lemah Kuat

Litigasi 4J—> Non Litigasi Litigasi <J—> Non Litigasi

v v v v

Keputusan Mediasi Keputusan APS &
Pennadilan Penal Pennadilan Arbitrase
Banyak Sedikit

> Restorative Justice |«

!

Yuridis

Sumber: Imron Rosyadi, 2021

89 Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi
(Makassar: UIN Press, 2013), 27.
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I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tidak sedikit para pakar mendefinisikan makna penelitian. Penelitian,
menurut Kuntowijoyo, adalah sebuah proses menalar, mengobservasi, lalu
menemukan objek kajian, sehingga bisa menemukan teori baru, atau memperkuat
teori baru dari sebuah permasalahan yang dipecahkan secara objektif dan
sistematis.’”® Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah salinan putusan
pengadilan, untuk menggali deskripsi kasus dan argumentasi para hakim dalam
mengambil keputusan. Legal reasoning tersebut pada gilirannya dianalisis secara
mendalam untuk menemukan teori keadilan hukum yang berkaitan dengan
komodifikasi umrah.

Untuk memecahkan sebuah problematika dalam penelitian ini, ada beberapa
pendekatan yang digunakan, yaitu multisipliner, dengan menggunakan dua cabang
ilmu dalam melakukan pemecahan masalah, penelitian ini tergolong dalam studi
lintas bidang (crossdisciplinary)’* yang menggabungkan antara ilmu hukum
dengan ilmu agama. Penelitian ini fokus pada kajian rekonstruksi putusan hakim
atas hukum pidana komodifikasi travel umrah di Indonesia dalam perspektif ilmu
hukum dan ilmu agama (Magasid shart ah).

Sesuai dengan karakter permasalahannya, peneilitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif.”> Bahan penelitiannya berupa data-data lapangan, putusan

0 Kuntjojo, Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009). 7.

" Nur Syam, Twin Towers: Arah Baru Pengembangan Islamic Studies Multidiscipliner (Surabaya:
SAP, 2010). 11-14.

72 pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan data deskriptif-holistik
dari fenomena yang diamati. Lihat Steven J. Taylor, Robert Bogdan, and Marjorie DeVault,
Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource, 4th ed. (New Jersey:
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hakim, perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil karya-karya para intelektual
yang berkaitan dengan kesamaan substansi.”® Peneliti melakukan dua kategori data.
Data primer berisi data-data yang terkait secara langsung dengan permasalahan
pokok penelitian. Sedang data sekunder berisi data-data yang terkait secara tidak

langsung dengan permasalahan pokok penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Definisi pendekatan dalam KBBI diartikan sebagai sebuah metode atau
rancangan yang digunakan untuk meneliti sebuah persoalan ilmiah.” Tidak jauh
berbeda dengan penjelasan Kamus Besar Bahasa Infonesia, Khoirudin Nasution
mengartikan pendekatan sebagai pemanfaatan metode dalam mengelaborasi
peristiwa pada bidang tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang sama dengan
pendekatan yang digunakan.”

Dalam tulisan ini sudut pandang yang digunakan adalah disamping sosiologi,
juga perundang-undangan, karena objek yang diteliti adalah regulasi dan salinan
putusan pengadilan yang merupakan dokumen tertulis yang memuat gambaran
kasus hukum. Studi dokumentasi ini juga meneleaah data yang bersifat kualitatif
dengan fokus pada aspek sosial di ranah mikro, untuk mengungkap data
komodifikasi travel umrah yang dimulai dari interaksi sosial hingga keputusan

hakim.

John Wiley & Sons, 2015), 42; Rianto Adi, Metodologi Penelitian Hukum dan Sosial (Jakarta:
Granit, 2010), 61.

73 Earl Babbie, The Practice of Sosial Research (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1998).
4 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional), 306.

5 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam (Y ogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2012), 90.
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3. Sumber Bahan Hukum
Berikut diuraikan dua sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini

untuk menjawab problematika yang telah dikemukakan:

a. Bahan Hukum Primer

Maksud dari bahan primer ini selain memiliki otoritas hukum tetap, ia juga
mengikat sebagai bahan baku penelitian,’ sehingga bahan primer ini harus ada,
seperti perundangan-undangan jika mengkaji masalah yuridis, hukum adat jika
membahas permasalahan masyarakat adat, yurisprudensi jika membahas putusan
hakim dan seterusnya.’” Bahan hukum primer ini terbagi menjadi dua, mandatory
autority dan persuasive authority. Yang pertama, berupa undang-undang yang
berlaku pada wilayah tertentu dan yurisprudensi). Yang kedua, berupa undang-
undang pada bidang yang sama yang berlaku untuk di negara lain dan yurisprudensi
yang ditetapkan oleh hakim negara lain.

Adapun dalam disertasi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer
berupa:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
4) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang

5) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

76 Zainuddin, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika), 47.
" Soerjano Soekanto & Sri Mmudiji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:
Rajawali Pers, 2004), 13-14.
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6) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

7) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

9) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah

10) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah

11) Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 323
Tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah

12) Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 2018 tentang Moratorium
Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

13) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Umrah.”®

Sementara itu, terdapat beberapa salinan putusan pengadilan pada direktori

putusan Mahkamah Agung yang dijadikan sumber bahan hukum primer, namun

dua putusan dapat dijadikan rujukan adalah

1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1331 K/PID/2015,”

2) Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk,

78 13 UU dan PP tersebut bersumber dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) Mahkamah Agung RI, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan-perundangan.
Secara rinci, url setiap UU dan PP tersebut dapat diperiksa pada bagian lampiran disertasi ini.
"https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/92193626b4adc67b1593ad538d32e4a7
.html

80 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/00000eab3512e532f6142746a7737f14.html


https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan-perundangan
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/92193626b4adc67b1593ad538d32e4a7.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/92193626b4adc67b1593ad538d32e4a7.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/00000eab3512e532f6142746a7737f14.html
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3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN.MKS 8!
4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 17/Pdt.G/2010/PN.JO,82

5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 295/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.8

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk dapat membantu dalam menganalisis dari pembahasan komodifikasi
travel umrah yang bersumber dari uraian sumber hukum primer di atas, disertasi ini
juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu komentar atau penjelasan dari
beberapa undang-undang terkait atau bahkan berupa buku ilmiah, jurnal dan
sebagainya.®* Di antara fungsi hadirnya bahan sekunder adalah menunjukkan
bagaimana penelitian ini terumuskan dengan baik, tidak hanya dalam membuat
pendahuluan, merumuskan masalah, kebermanfaat kajian, serta memanfaatkan
teori-teori yang dijadikan landasan dalam tulisan ini, tapi juga dapat mengumpulkan
dan menganalisis bahan-bahan yang tersedia hingga menghasilkan sebuah karya

akademik.®°

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan bukum terakhir yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan
sekunder baik dari tulisan hukum ataupun non hukum yang sama-sama bisa

menunjukkan atau menjelaskan dalam memperkuat dari dua bahan hukum

81 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9a64a362eab67f07d91f386aca76c990
éJz]trrr:tl'[ps://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bble58bf09881465717bf142f105630a
ér~°?trrfl1|ttps://putusanS.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bd8985f96b1f2ba1a2737afa42fb9824
é‘Ttrlgz!\mbang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 42-
§53ibid., 54,


https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9a64a362eab67f07d91f386aca76c990
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bb1e58bf09881465717bf142f1c5630a
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bd8985f96b1f2ba1a2737afa42fb9824
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sebelumnya, misalnya, dari eksiklopedia, kamus hukum dan sebagainya.®®
Tentunya, pemanfaatan bahan terakhir ini hanya yang berkaitan dengan diskusi

yang berkembang dalam penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diuraikan, baiik primer, sekunder maupun
tersier, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan studi pustaka, pengumpulan data
dari berbagai buku, internet dan mencari literatur undang-undang terkait yang
diklasifikasi berdasarkan hirarkinya. Setelah memperoleh bahan yang dibutuhkan,
kemudian dipahami secara mendalam, dianalisis, diedit dan dirumuskan secara

mandiri berdasarkan penyajian batasan dan rumusan masalah di atas.®’

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan pola
preskriptif untuk menghasilkan esensinya kajian hukum sebagai ilmu terapan
dengan mengaplikasikan logika, argumentasi, dan asas-asas hukum agar dapat
memberikan konklusi sesuai rumusan masalah.®® Penyajian bahan-bahan hukum
tersebut ada tiga langkah yang perlu dijadikan pedoman vyaitu terstrukur dalam
bentuk deskripsi dan tersistematisasi.
a. Tahap teknik, bagaimana mengumpulkan dan menyajikan regulasi sesuai hirarki

perundang-undangan sebagai sumber hukum untuk mempermudah penafsiran

8Jhoni Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyumedia
Publishing, 2006).

87 Mukti & Achmad Fajar Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010).

8 pater Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
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dalam pengaplikasiannya serta tersusun secara komprehensif sebagai sistem
hukum.

b. Tahap teologis, tahap ini meneruskan pola sebelumnya, artinya bahwa ketika
penafsiran undang-undang beserta putusan hakim sebagai bahan hukum primer
sudah tersistematisasi dengan pengkajian mateiriil yuridis, maka untuk
memperjelasnya perlu analisis mendalam denegan memanfaatkan ranah teologis.

c. Tahap eksternal, ini bermaksud untuk tahap validasi kepada khalayak terkait
guna pengintegrasian normatif yuridis dengan aspek sosial, sehingga tafsir yang
tercipta dapat membentuk hal baru dengan memanfaatkan pola pikir
interdisipliner (interdiciplinary approach) atau multidisipliner (multidiciplinary
approach). Tidak hanya sampai pada mengambil ilmu terkait kemanusiaan
semata, untuk memandang ke depan atau dikenal dengan futurolog sebagai
antisipatif juga dibutuhkan.®® Masdar Hilmy menjelaskan, bahwa interdiciplinary
approach adalah pendekatan kajian dengan melakukan persilangan antardisiplin
secara internal dalam rumpun studi keislaman.®® Selanjutnya Hilmy menjelaskan,
bahwa multidiciplinary approach adalah pendekatan kajian dengan melakukan
persilangan antardisiplin secara eksternal dengan berbagai disiplin di luar

rumpun studi keislaman.®*

8 Bernard Arief Sidharta, “Penelitian Hukum Normatif Analisis Penelitian Filosofikal Dan
Dogmatikal,” dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Dan Refleksi
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 114.

9 Masdar Hilmy, “Menuju Kajian Islam Kritis-Akademis: Sebuah Pengantar,” in Pemikiran Islam
Kontemporer: Sebuah Catatan Ensiklopedis, ed. M. Faisol and Wasid Mansyur (Surabaya: Idea,
2012), v.

%1 Ibid., v.
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J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini, dari awal hingga akhir , terdiri dalam enam bab, yang disusun
secara terorganisir di mana pada mulanya dengan mengajukan beberapa
problematika yang ingin dikaji secara mendalam. Bermula dari masalah itulah
kemudian membangun metode penelitian disertai dengan kerangka teori untuk
menjawab permasalahan yang didukung dengan data-data penelitian yang disajikan
secara sistematis dalam masing-masing bab.

Pada Bab Pertama, penelitian menguraikan pendahuluan untuk mengungkap
perilaku komodifikasi umrah yang tengah menghebohkan publik. Bertolak dari sini,
kemudian telaah dilakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang telah
dibahas oleh cendekiawan sebelumnya untuk mengeksplorasi distingsi antara
penelitian ini dengan karya yang sudah ada. Selain itu, rumusan masalah, kegunaan
penelitian, dan yang lebih penting adalah kerangka teoritik dan metode penelitian
juga diajukan dalam bab ini sebagai pengantar ringkas untuk memulai penelitian
pada tahap selanjutnya.

Bab Dua, membahas, Tinjauan Teori Komodifikasi Travel Umrah di
Indonesia, membahas tentang tinjauan umum umrah, pengertian umrah, hukum
melaksanakan ibadah umrah dan regulasi umrah di Indonesia dan juga membahas
tentang teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa dari rumusan masalah
antara lain Teori Maqgasid Syariah, Teori Perlindungan Hukum dan Teori
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Bab Ketiga, Problematika hukum pidana sebagai basis regulasi dalam

komodifikasi travel umrah di Indonesia. Pembahasan pada bab ini berusaha
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menjawab dan menganalisis rumusan masalah pertama, deskripsi dalam bab ini
terdiri dari pembahasan tentang problematika hukum pidana dan regulasi
penyelenggaraan komudifikasi travel umrah di Indonesia.

Bab Keempat berisi konstruksi hukum perkara komodifikasi travel umrah
atas putusan hakim di Indonesia. Pembahasan pada bab ini berusaha menjawab dan
menganalisis rumusan masalah kedua yang meliputi hubungan hukum biro travel
dengan jemaah umrah, tanggungjawab travel terhadap jemaah umrah dan
konstruksi tanggung jawab hukum perkara komodifikasi travel umrah dalam
putusan hakim di Indonesia.

Bab Kelima berisi rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam
perkara komodifikasi travel umrah di Indonesia. Deskripsi ini untuk menjawab
secara analitis sistematis dan didukung dengan beberapa teori hukum terkait
rumusan masalah ketiga, berikutnya memberikan penegasan sekaligus sebagai
analisis terhadap sejarah perkembangan pemikiran korporasi menjadi subjek
hukum pidana, korporasi menjadi subjek hukum dalam tindak pidana, urgensi akan
keharusan bertanggung jawabnya sebuah korporasi dalam lingkup tindak pidana
komodifikasi travel umrah sebagai pelaku kriminalitas, dan sebagai analisis
berikutnya membahas tentang model dan jenis pemidanaan terhadap pelaku atas
kejahatan Komodifikasi travel umrah di Indonesia.

Bab Keenam Penutup, meliputi kesimpulan, implikasi teoretik, keterbatasan
studi dan rekomendasi untuk dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya

terkait dengan studi hukum difokuskan pada travel umrah dan regulasi umrah.



BAB Il
TINJAUAN KONSEPTUAL DAN TEORETIK
KOMODIFIKASI TRAVEL UMRAH DI INDONESIA

A. Tinjauan Konseptual tentang Umrah

1. Definisi Umrah

Secara bahasa, umrah artinya berkunjung atau berziarah.! Menurut istilah
umrah ialah kunjungan ke baitullah dengan niat mengerjakan serangkaian ibadah,
meliputi ihram, tawaf, sa’i, hingga tahallul.> Umrah dalam bahasa Arab dikenal
dengan hajj asghar, karena serupa dengan ibadah haji namun proses
pelaksanaannya lebih sederhana, sehingga secara hierarkis, umrah memiliki
kedudukan di bawah ibadah haji.

Rangkaian pelaksanaan haji nyaris seluruhnya dilaksanakan juga dalam
ibadah umrah, seperti niat ber-ihram, melalui proses miqat, tawaf, sa'i, dan tahallul.
Namun dalam ibadah umrah tidak dilaksanakan wuquf di Padang Arafah, melempar
jumrah, dan mabit atau bermalam di Muzdalifah. Selain itu, hal yang membedakan
antara ibadah haji dan ibadah umrah ialah terkait waktu pelaksanaannya. Ibadah
haji hanya dapat dikerjakan pada saat tertentu di setiap tahun, yaitu saat hari
tarwiyah (8-12 Dhu al-Hijjah). Adapun ibadah umrah tidak terikat dengan waktu-

waktu khusus, sehingga dapat dilaksanakan kapan saja.*

! Majduddin Muhammad bin Yaqub al-Fairuz Abadi, Al-Qamus al-Muhit (Beirut: Muassasah
Risalah, 1406 H), 571.

2 Hasan Ayyub, Figh al-Hajj wa al-Umrah (Kairo: Dar Salam, 2005), 7.

8 Mukhlisin Muzarie, Figh Haji Antara Teori dan Praktek (Yogyakarta: Dinamika, 2013), 23.

4 Said Ali al-Qahtani, Manasik al-Hajj wa al-Umrah fi al-Islami fi Daw’ al-Kitab wa al-Sunnah
(Saudia: Maktabat al-Fahd, 2009), 10-11.
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Rangkaian pelaksanaan umrah memang tidak sekompleks rangkaian proses
haji. Namun pada hakikatnya, hal tersebut tidak mengurangi nilai ibadah di hadapan
Allah swt. Seperti dalam firman-Nya, Allah swt menyebut perintah pelaksanaan
ibadah umrah dalam satu ayat dengan ibadah haji. Adapun firman Allah swt yang

dimaksud berbunyi:

;Lij\j’csl\\”“ ;

Dan sempurnahkanlah haji dan umrah karena AIIah °

Firman Allah swt di atas menempatkan kedudukan ibadah umrah sama
dengan ibadah haji, sekaligus memberi perintah agar ibadah haji dan umrah
dilaksanakan melalui jalan yang sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, dan
diniatkan hanya untuk mengharap ridha dari Allah swt.

Ibadah haji dan umrah yang menyertainya merupakan salah satu bagian dari
rukun Islam. lbadah tersebut berada pada urutan kelima rukun Islam setelah
syahadat, shalat, zakat, dan puasa di bulan Ramadhan serta hendaknya dilaksanakan
oleh setiap muslim yang mampu. Ketika ditanya tentang Islam Rasulullah saw.,

bersabda:

215 0 U305 Taaas s Ll W) A ¥ O sl el e Syl

(Al s sl o) ) (imny adiay el Za5 G L 5 33
Rasulullah saw bersabda: engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain
Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat,

mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan dan menunaikan ibadah haji
ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya.®

Jue ) gl kg e 8 a2 00 O 08 4 400 (a3 85300 (o (2
\.J\.A(ud.ﬁa.u\d.\;uéd\.@d\ﬁ\duaqd.ﬁd}ujjanbuuﬂJGM\
Sl g 06

® Departemen Agama, “Alquran dan Terjemahannya” Al-Bagarah [2]: 196, 30.
6 Abu Daud Sulaiman bin Al Atsas, Sunan Abi Daud, Juz. 21 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379), 606.
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Dari Abu Hurairah R.A berkata: Rasulullah ditanya tentang amalan
apakah yang paling utama? Rasulullah bersabda, Iman kepada Allah
dan Rasul-Nya“ Kemudian apa lagi? Rasulullah saw. bersabda, Jihad di
jalan Allah‘. Kemudian apa lagi? Rasulullah bersabda, Haji mabrur.’

Definisi dan beberapa dalil di atas semakin memperjelas dan menyempurnakan
pemahaman bahwa ibadah umrah adalah ibadah yang mulia dan memiliki nilai
tinggi dalam Islam. Perintah pelaksanaannya telah Allah swt firmankan dalam
alquran dan Rasul jelaskan keutamaan serta kemuliaan ibadah umrah dalam hadis-
hadis.® Menjadi nikmat luar biasa terhadap manusia yang mampu mengerjakan

ibadah umrah.

2. Hukum Melaksanakan Ibadah Umrah

Al-Quran sebagai kitab yang mulia, menyebutkan secara jelas tentang umrah
menggunakan istilah Arab “s_«c” dan “»l_a)’. Kedua istilah tersebut digunakan
untuk haji dann umrah, serta masing-masing istilah diungkapkan sebanyak dua kali.

Rincian firman Allah yang berbicara terkait umrah, ialah:

a. Surah al-Bagarah [2]: 196:

\2{3 LS%J‘ M\Mﬁ)@\ubmﬂbéj\\
j\LA.UAeS_mu\S ”‘CALAL;;@J\QL.‘&_;;(;S.U;J\}MM
c.m.i L)Aﬂ e.\.m\ ‘J\A¥d.uu }\ "d.ﬁm j\ el_ua B 4_\..\93 M\J B Lg.ﬁ\
eh\m)ueumeju.qs d;@\ww\méﬂg\o@u
umus;exwmmws &ﬁ.u) 13l el Fall
g.\\s:d\ m_maw\ u‘ \ydc.\jau.\\ \js.a\j e\)gl\ M\ Lg)mla
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu

terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah)
korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu,

" Muslim bin Al Hajjaj, Shahih Muslim, Cet. I (Riyadh: Dar al-Thaibah, 2006), 103.
8 Muhammad Siddiq Haasan Khan, Rihlat al-Siddiq ila al-Baladi al-Atiq (Qatar: Wizaratul Augaf,
2007), 23-30.
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sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di
antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur),
maka wajiblah atasnya ber-fidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau
berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang
ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah
ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Akan tetapi jika ia tidak
menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa
tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang
kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban
membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di
sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota
Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
sangat keras siksaan-Nya.®

Atimmu atau sempurnakanlah yang tersurat dalam ayat di atas, dipahami oleh
sebagian ulama dalam arti kerjakanlah (ibadah haji dan umrah) sesempurna
mungkin. Para ulama memahami ayat di atas sebagai ketetapan Allah swt dan
mengandung perintah bahwa ibadah haji dan umrah wajib hukumnya untuk
dilaksanakan.?

Terdapat pula pandangan berbeda yang memahami bahwa perintah
penyempurnaan dalam ayat di atas tidak menyentuh pada aspek hukum syariat yaitu
wajib atau sunnah. Melainkan hanya menegaskan agar ibadah haji dan umrah
dilaksanakan sebaik mungkin. Namun perbedaan tersebut tidak mengurangi makna
haji sebagai ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang sanggup dan mampu bagi
umat islam untuk melaksanakannya walau sekali di semasa hidupnya. Ibadah umrah
sebanyak empat kali namun berhaji hanya sekali. Hal ini memberikan arti bagi umat
islam agar tidak uforia dan dapat memeberikan kesempata bagi saudara yang

lainnya. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw.

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 29.
10 Quraish Shihab, “Tafsir al-Misbah I, Cet.V (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 520.



46

b. Surah al-Baqgarah [2]: 158:

CL\AJ\S‘)A.LQ‘}\L_LHMCAC)AS A.U\‘)JL’.NUADJJA”JM\L)\

Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebaglan syiar (agama)
Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah,
tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya dan barang
siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka Allah maha
menyusukuri lagi maha mengetahui.*

Bukit Shafa dan Marwah,*? disebut sebagai serpihan syiar Allah Yang Maha
Kuasa. Padanan kata syuu’ur ini diartikan sebagai rasa atau simbol agama yang
sudah Allah tetapkan. Istilah ini digunakan dengan maksud agar seseorang yang tengah
ber-sa’i menunjukkan rasa hormat dan mengagungkan Allah swt. Dengan begitu,
ibadah yang dilakukan seorang hamba tiada lain sebagai wujud penghambaan dan
ketaatan kepada Yang Maha Pencipta. Dengan begitu, setiap orang yang ber-sa’i
saat menunaikan haji atau umrah, akan mendapatkan ganjaran selagi diniatkan
secara ikhlas. Demikianlah kebaikan Allah swt Yang Maha Kuasa lagi Maha

Mengetahui setiap perbuatan hambaNya.'?

c. Surah al-Maidah [5]: 1:

L;ﬁ 04 ‘z(\ e\.:u‘ﬁ\ eSJ g_d;\ %;sdu \jsj\ \}m\ QSAJ\ \.g_sb
”’ eS;.um\u\““’“ \jq.ud’“ J ,JM ;S.ds:”
Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak

dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan
tidak dihalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau

11 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Q.S. al-Bagarah [2]: 23.

12 Shafa dan Marwah adalah dua bukit yang tadinya berada sekitar 300 meter dari Masjidil Haram.
Kini setelah perluasan Masjidil Haram, ia menjadi bagian dari masjid tersebut.

13 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, 440-441.
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umrah) sesungguhnya allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang
dia kehendaki.*

Pelaksanaan ibadah haji dan umrah memiliki ketentuan yang istimewa seperti
yang difirmankan oleh Allah swt dalam ayat di atas. Ketentuan yang dimaksud ialah
seorang yang sedang berihram diharamkan untuk berburu. Alasan utama ialah
sebab Mekkah dan kota-kota yang berada disekelilingnya sudah digariskan menjadi
wilayah yang selamat dan pelindung seluruh makhluk. Di samping itu, seorang
yang ber-ihram sebaiknnya mencurahkan segala jiwa dan raga hanya kepada Allah
SW.

Terhadap penjelasan di atas, Tahir ibn Asyur memiliki pandangan bahwa
ketentuan di atas adalah permulaan. Artinya ketentuan tersebut berusaha memberi
gambaran di awal terkait nikmat Allah yang dihalalkan, dan apa saja yang menjadi
larangan-Nya di masa-masa berikutnya. Dengan begitu, manusia hendaknya
menerima setiap ketetapan Allah swt, karena sesungguhnya Allah telah memberi
jaminan yang lebih baik. Sebagaimana ayat yang menyebutkan: “jika kami
mengharamkan untukmu sekian banyak hal, sesungguhnya yang kami halalkan
lebih banyak dari yang kami haramkan itu; jika kami mewajibkan atas kamu sekian
banyak kewajiban, sesungguhnya kami melapangkan kepadamu lebih banyak dari
yang kami wajibkan”.®

Rasulullah saw banyak sekali menyinggung terkait umrah dalam sejumlah

hadis, antara lain:

14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 106.
15 Tahir ibn Ashur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 6 (Tunis: Dar Tunisia, 1984), 74.
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1) “Diriwayatkan bahwa Aisyah ra., pernah bertanya kepada Rasulullah saw,
Wabhai Rasulullah, apakah kaum perempuan wajib berjihad? beliau menjawab
,mereka wajib berjihad tanpa harus mengangkat senjata, yaitu haji dan umrah.”*®

2) “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw bersabda: Orang
yang berjadi dan berumrah adalah tamu Allah swt, jika mereka berdoa maka
Allah akan mengabulkan doa mereka dan jika mereka memohon ampun maka
Allah akan mengampuni dosa mereka.”’

3) “Dari Abu Huraira bahwa Rasulullah saw bersabda: Satu umrah dengan umrah
berikutnya adalah pelebur dosa diantar keduanya.”8

4) “Rasulullah bersabda, Jihadnya orang yang sudah tua, anak kecil, orang lemah
dan kaum perempuan adalah haji dan umrah.”*®

Dalam kajian para ulama, terdapat perbedaan terkait hukum umrah yang
secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendapat utama. Pertama, umrah
dipandang sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup seperti
melaksanakan ibadah haji. Pandangan ini dikemukakan oleh mazhab Shafi’i dan

Hanbali,?° serta didukung oleh beberapa ulama lainnya seperti Umar bin ibn Abbas,

Ibn Umar, Jabir, Thawus, Atha, Saidibn al-Musayyab, Said ibn Jubai, al-Hasan al-

Bashri, Ibn Sirin, al-Sha’bi, Mashrug, Abu Burdah ibn Abu Musa al-Hudri,

16 Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa
Tawzi’: 2005), 165.

17 Abi “Abd Allah Muhammad bin Yazid ibn Majah, Sunan ibn Majah, Vol. 6 (Riyad: Maktabah al-
Ma’arif, 2006), 966.

18 Muhammad Fuad “Abd al-Bagi, Al-Lu Iu’ wa al-Marjan fi ma Ittafagah “alayh al-Shaykhan, Juz
2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 76.

1% Al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i: Sharh al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuti wa Hashiyah al-Imam al-
Sanadi (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba’ah wa al-Nashr, t.t.), 114,

20 Muhammad al-Sharbini, Mugni al-Muhtaj, Vol. | (Kairo: Maktab Mustafak Babi al-Halabi,1958),
60.
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Abdullah bin Shidad, al-Tsauri, Ishag, Abu Ubayd, dan Dawud.?* Perbedaan
paradigma diantara para ulama dalam memberikan argumentasi terkait ibadah
umrah menjadi wajib atau bukan sebagai kewajiban. Adapun beberapa pendapat
dan pertimbangan ulama menyepakati wajib hukumnya melaksanakan umrah bagi
umat muslim, di antaranya:

1) “Firman Allah swt, sempurnahkanlah ibadah haji dan umrah karena Allah
penyebutan kata ,haji* dan ,umrah® secara berurutan ini menunjukkan bahwa
hukum umrah itu sama dengan hukum haji, yakni wajib.””2

2) “Riwayat Abu Razin al-Ugayli yang menghadap Rasulullah saw, seraya berkata,
Ayahku sudah tua sehingga tidak bisa berhaji, berumrah, atau menempuh
perjalanan jauh. Rasulullah bersabda, kerjakanlah haji dan umrah untuk
ayahmu.” (H.R. al-Turmudhi)®

3) “Riwayat Said ibn Abu Arubah dari Ayyub dari Nafi dari ibn Umar, haji dan
umrah adalah dua kewajiban yang boleh didahulukan salah satu dari keduanya.”

4) “Riwayat ibn Huzaymah, lbn Hibban, al-Daruqutni seputar pertanyaan Jibril
kepada Rasulullah ,Kerjakanlah haji dan umrah ke Baitullah.”

5) “Riwayat Aisyah: Wahai Rasulullah, apakah kaum perempuan diwajibkan untuk
berjihad? Rasulullah saw. menjawab ,Mereka wajib berjihad tanpa harus

mengangkat senjata, yaitu haji dan umrah.”?*

2L Ablah Muhammad al-Kahlawi. Qadayah al-Mar’ah fi al-Hajj wa al-Umrah (Kairo: Dar al-
Ma’arif, 1005), 447

22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 30.

23 Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Sawrah al-Turmudhi, Sunan al-Turmudhi, Abwab al-Hajj, Juz II
(Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba’ah wa Al-Nashr, t.t.), 204.

24 |bnu Majah, Sunan Ibn Majah, Jilid 2/968, no. 2901, Sahih al-Jami’ al-Shaghir, no. 2345.
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Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa hukum ibadah umrah adalah
sunnah. Mazhab Maliki, Hanafi dan Abu Tsaur® menyatakan demikian karena
berpedoman pada beberapa dalil, di antaranya:?°
1) Surah al-Bagarah Ayat 196 tidak tepat dijadikan dasar penetapan hukum wajib

bagi umrah. Ayat tersebut seharusnya dimaknai bahwa umrah merupakan
penyempurna ibadah haji.

2) Menurut sebagian besar ahli hadis, hadis yang menjelaskan tentang hukum wajib
pelaksanaan haji dan umrah adalah hadis yang lemah (dhaif). Sebagai contoh
ialah adanya sanad lemah, sehingga riwayatnya tidak dapat diterima seperti
Ismail bin Muslim al Makki.

3) Sebuah riwayat pernah menjelaskan perbincangan Malaikat Jibril as. dengan
Rasulullah, dan dalam perbincangan tersebut tidak ditemukan topik tentang
perintah untuk menunaikan umrah.

4) Diriwayatkan oleh Aisyah tentang sabda Nabi yang menyeru umat muslim untuk
berjihad walaupun tanpa senjata, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum
sepanjang tidak ada dalil lain yang menguatkan. Karena jihad yang dimaksud
ialah menunaikan haji dan umrah, dan kedua ibadah tersebut mengandung dua
kemungkinan hukum yang berbeda yaitu wajib atau sunnah muakkad.

5) “Diriwayatkan dari Jabir bahwa seorang badui datang menghadap kepada Nabi

saw, dan berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang hukum

25 Sa’id bin Ali al-Qatani, Manasik al-Hajj wa al-Umrah fi Dhaw’ al-Kitab wa al-Sunnah (Riyad:
Maktabah Malik Fahd, 2010), 80.
26 Ablah Muhammad al-Kahlawi, Qadayat al-Marah fi al-Hajj wa al-Umrah, 401.
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umrah. Apakah wajib? Rasulullah menjawab: “Tidak, tetapi jika kamu
mengerjakannya, maka itu lebih baik.”

6) “Diriwayatkan dari al-Tabrani dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah saw
bersabda, “Siapa yang berjalan kaki untuk mengerjakan shalat fardhu, maka
pahalanya seperti pahala mengerjakan haji, dan barang siapa yang berjalan kaki
untuk melaksanakan shalat sunnah, maka pahalanya seperti pahala mengerjakan
umrah.”

Akan tetapi, perbedaan pendapat tentang dalil yang berkaitan masalah ibadah
umrah menuai bantahan dari kalangan ahli fikih, sebagain menyepakati jika umrah
hukumnya adalah wajib. Teguhnya pendirian para ulama terhadap pandangan
tersebut karena sebuah hadis yang membahas tentang pertanyaan seorang badui
kepada Rasulullah saw, terkait hukum melaksanakan ibadah umrah adalah hadis
lemah (dhaif). Walaupun Turmudhi menganggap hadis tersebut benar, namun salah
satu sanadnya adalah al-Hajjaj ibn Artha’ah ditetapkan pada kedudukan yang lemah
dan riwayatnya tidak disetujui oleh sebagian besar ahli hadis.

Beberapa alasan yang dijelaskan sebelumnya termasuk dalam kelompok
lemah. Apabila hendak merujuk pada pengamalan Rasulullah saw, maka ditemukan
bahwa Rasul menunaikan ibadah umrah lebih dari sekali. Selanjutnya sebagai
wujud kewaspadaan kita dapat mengacu pada konsep ihtiyath (hati-hati), dengan
mengutamakan perkara yang masih rancu terhadap hal yang telah pasti. Wajib

umrah diperuntukkan bagi golongan yang mampu melaksanakannya.?’

27 Al-Qatani, Manasik al-Hajj wa al-Umrah fi Dhaw’ al-Kitab wa al-Sunnah, 93.
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B. Tinjauan Teoretik

Tinjauan teori merupakan aspek fundamental dalam suatu penelitian guna
mengkaji, menganalisis, dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian yang
hendak dicapai. “Karena tinjuan teori disusun sebagai landasan berpikir yang
menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti.”?® “Bicara
tinjauan teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi
yang baku dan abadi.” 2

Teori merupakan istilah yang diperbincangkan oleh berbagai kalangan ketika
membahas suatu masalah, baik dalam aspek ilmu pengetahuan maupun kehidupan
sehari-hari.>® Sedangkan M. Solly Lubis menyatakan “bahwa “landasan teori adalah
suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, disertasi mengenai
sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan perbandingan,
pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan
masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.”

Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini diantaranya teori Keadilan,
Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Perlindungan Hukum dan teori Magasid
Shari"ah. Beberapa teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas
dan memberi jawaban terhadap rumusan masalah yang disusun sebelumnya. Di

bawah ini adalah uraian keempat teori yang dimaksud:

28 Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris
(Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010), 93.

29 Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan
Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014), 52.

30 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan aplikasinya (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 1.

31 M. Solly Lubis, Filsafat IImu dan Penelitian (Bandung: Mandar Madju, 1994), 80.
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1. Teori Magasid Shari ah

a. Pengertian Magqgasid Shari ah

Magqasid shariah tersusun atas kata magqasid dan shari’ah. Maqasid adalah
jama’ dari magsad yang artinya tujuan.®> Magasid dalam a/-Qamus al-Mubin &
Istilahat al-Usuliyin diungkapkan sebagai segala hal yang berhubungan dengan
manfaat dan kerusakan yang menyertainya.®® Selanjutnya “shari’ah” menurut
bahasa memiliki arti jalan menuju sumber mata air.** Dalam kamus Munawir,
shari’ah diartikan sebagai hukum, peraturan, atau undang-undang.®

Kata “shari’ali’ apabila dimaknai secara terpisah dengan magasid, akan
nampak beberapa arti. Ahmad Hasan mengartikan shari’ah sebagai al-nusus al-
muqgaddasah atau nash suci yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah yang
mutawatir serta masih murni (belum tercampur dengan pemikiran manusia). Lebih
lanjut Ahmad Hasan menyebut syariah dengan istilah al-tarigah al-mustagimah
(cara, ajaran yang lurus), yang mengandung muatan syariah meliputi agidah,
amaliyah, dan khulugiyah.3®

Sedangkan menurut Imam al-Shatibi, shari’ah memiliki tujuan untuk

mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia di dunia dan akhirat kelak.

32 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980),
767.

33 Muhammad Hamid Usman, Al-Qamiis al-Mubin fi Istilah al-Usuliyin (Riyad: Dar al-Zahm, 2002),
282.

34 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), 20.

35 Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 711.

36 Kutbhuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50.
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Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tentu harus didukung dengan alasan-alasan
yang relevan.®’

Magasid al-shari’ah berarti hikmah di balik suatu aturan. Maka tepatlah
apabila magasid a-shari ah dipahami sebagai maksud yang hendak dicapai dari
penerapan hukum Islam, melalui sarana yang mengarahkan pada kebaikan dan
menutup celah keburukan. Magasid al-shari’ah dalam aspek “menjaga akal dan
jiwa manusia” memberi larangan tegas terhadap konsumsi minuman beralkohol dan
sejenisnya karena berakibat pada rusaknya akal manusia. Selain itu Maqasid
shari'ah sebagai dasar hukum Islam, juga menekankan maksud Ilahiyah dan nilai-
nilai moral, sehingga magasid al-shari ah diharapkan mampu menghubungkan
hukum Islam dengan gagasan aktual terkait hak asasi manusia dan peradaban yang

ada.%®

b. Kehujjahan Magasid Shari ah
Setiap perkara yang diwajibkan dan dilarang oleh Allah swt baik yang
termaktub dalam al-Qur'an maupun sunnah tentu tidak percuma, semua pasti
mengandung maksud tertentu yaitu sebagai rahmat dan petunjuk hidup seluruh
umat. Seperti firman Allah swt. dalam Q.S. al-Anbiya' [21]: 107:
Gaalall a2 5 9 sl

“Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh

alam”.3°

87 Al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, Jilid 11 (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 6.

38 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Shari"ah, terj. Rosidin dan Ali Abd el-
Mun’im (Jakarta: Mizan, 2015), 32.

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Diponegoro, 2005), 264.
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Dalam ayat tersebut Allah swt hendak menyeru kepada umat manusia bahwa
Nabi Muhammad saw merupakan rahmat bagi alam semesta. Maka siapapun yang
mendapat rahmat tersebut dan mensyukurinya akan senantiasa merasakan
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bagi yang menolak dan
mengingkarinya akan mendapat kerugian yang kekal di dunia dan di akhirat.*°

Kata “rahmat” yang tertulis pada ayat di atas ialah kemaslahatan bagi umat.
Maslahat berarti suatu perkara baik yang dapat diterima oleh akal sehat. Dapat
memahami maksud penetapan hukum, baik dengan alasan yang secara langsung
dijelaskan oleh Allah swt atau melalui langkah rasionalisasi. Q.S. al-'Ankabut [29]:

45 merupakan dalil yang menjelaskan tentang kemaslahatan secara langsung:

JLaadl e 4358 LAl 515 a8 i e S a3 L

O3al L g 205 " 580 ) (8305 < 5
“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab dan
dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari keji dan

mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Dan
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*!

Ayat di atas menyebutkan tentang al-kitab dan shalat, serta menyiratkan
hikmah bahwa shalat adalah penghalang merasuknya perbuatan keji dan mungkar
ke dalam jiwa manusia. Shalat mengekang diri manusia dari godaan kemaksiatan
dan menuntun pada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah swt.*?

Terdapat beberapa hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh

pembuat syariat (shari ) bahkan akal manusia pun kesulitan dalam menerjemahkannya,

40 |bn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina IImu,
2004).

41 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 321.

42 |pn Kathir, Tafsir Ibn Kathir....
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sebagai contoh penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya
matahari. Namun keadaan tersebut tidak berarti bahwa hukum yang ditetapkan
tidak memiliki tujuan, hanya saja akal manusia belum mampu menjangkau dan
merasionalisasi dalil yang dimaksud. Hal ini tentu sangat wajar, karena pada
dasarnya akal manusia tidak akan mampu menjangkau makna maslahah dalam
masalah-masalah juz iyah. Terdapat dua sebab yang menjadi alasannya yaitu:

1) Apabila pemikiran manusia mampu memahami maqasid as-syariah Secara
parsial dalam setiap ketentuan syariat, maka manusia tidak lain merupakan
penentu hukum sebelum datangnya shara™.”

2) Apabila kemampuan manusia dalam menjangkau magasid al-shariah secara
parsial dalam setiap ketentuan hukum dianggap fenomena yang lazim, maka
atsar/efek dari kebanyakan dalil terrinci menjadi batal sebab adanya kesamaran
substansi“® mashlahah bagi mayoritas akal manusia.*

Berbicara tentang argumen maslahat dalam sudut pandang para ahli hukum
Islam dan ulama ushul, terhadap dua hal yang harus dipahami. Pertama, seluruh
ulama sepakat menyetujui argumen maslahat selama keberadaannya mendapatkan
dukungan nash (maslahah mu'tabarah).*® Kedua, perbedaan ulama dalam
menanggapi masalah baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan
maslahah mursalah dan saat timbul suatu pertentangan antara maslahat dan nash
shara’.

Menurut shara’, maslahat dapat dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:

43 bid.

4 Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Shari"ah al-Islamiyah (Beirut:
Dar al Muttahidah, 1992), 108.

45 Jaih Mubarok, Metodologi ljtihad Hukum Islam (Yogyakarta: Ull Press, 2002), 155.
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1) Maslahah mu“tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh shara’, hal ini
berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan
tersebut.

2) Maslahah mulgha yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh shara’, karena
bertentangan dengan ketentuan shara’. Misalnya shara™ menentukan bahwa
orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari dalam bulan ramadhan
dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan
berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.*® Hukuman
memberi makan bagi 60 fakir miskin lebih baik daripada berpuasa selama dua
bulan berturut-turut

3) Maslahah mursalah, kajian mengenai maslahat bisa didekati dari dua pendekatan
yang berbeda, maslahat sebagai tujuan shara™ dan maslahat sebagai dalil hukum
yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan shara’,
namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaanya sebagai dalil hukum.
sehingga terjadi dialektika antara nash, realitas dan kemaslahatan. Nash dalam
pandangan ulama ushul berdasarkan dalalahnya dibagi ke dalam dalalah
gat'iyah dan dalalah dzanniyah.*’

Menurut al-Raysuni perbedaaan pandangan menyangkut nash atau
maslahat dapat dibagi pada dua perspektif yakni persoalan-persoalan dan

masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci

46 Imam Az-Zubaidi, Ringkasan Hadits Shahih Muslim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 25.
47 *Abd al-Wahhab Khallaf, IImu Ushul Fikih, terj. Faiz el-Muttagien (Jakarta: Pustaka Amani,
2003), 36-37.
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dan jelas dan perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru

yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus, terbatas ataupun langsung.*®

c. Tingkatan Maqgasid Shari ah
Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia
dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui
maksud dari syari’at (maqasid as-syariah), karena setiap ketentuan hukum pasti
memiliki tujuan tertentu dan menjadi tugas manusia untuk berusaha mencari alasan
atau illat dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah
kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari*at.*® Islam
tidak membebani umatnya atas suatu perkara yang menyulitkan, justru memberi
petunjuk pada jalan yang mudah agar manusia tidak terbebani dalam melaksanakan
ajaran Islam demi mencapai kebahagiaan yang kekal >
Al-Shatibi membagi magasid shari"ah berdasarkan tingkat urgensinya ke
dalam tiga tingkatan, yaitu:
1) Daririyah
Tingkatan darariyah disebut juga dengan kebutuhan primer. Tujuan ini
merupakan tujuan pokok yang harus ada dan apabila tujuan ini tidak tercapai,
akan mengancam keselamatan umat manusia. Terdapat lima aspek yang

tergolong dalam tingkatan dartiriyyah, di antaranya pemeliharaan agama, jiwa,

48 Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, ljtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan
Sosial (Jakarta: Erlangga, 2002), 15.

49 Yusuf al-Qardawi, Al-Siyasat (t.k.: t.p., t.t.), 87-231.

50 Al-Shatibi, Al-1’'tisam, Juz. | (Riyad: Maktabat al-Riyad al- Hadithah, t.t.), 340-341.
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akal, keturunan dan harta. Dalam rangka memelihara kelima aspek utama ini,
syariat Islam diturunkan dan dijadikan tuntunan.

2) Hajjiyah
Hajjiyah ialah tujuan yang berada pada tingkatan sekunder. Tujuan pada
tingkatan ini tidak bersifat pokok namun dibutuhkan oleh manusia. Tidak
terwujudnya tujuan ini, tidak sampai mengancam keselamatan. Namun manusia
akan mengalami kesulitan, sebagaimana syariat Islam menghilangkan segala
kesulitan tersebut dengan adanya hukum rukhshah dengan maksud memberi
keringan. Misalnya, Islam membolehkan seorang muslim tidak berpuasa apabila
sedang dalam perjalanan dengan jarak tertentu. Pengecualian ini tentu memiliki
syarat, yaitu mengganti puasa pada hari yang lain.

3) Tahsiniyah
Tujuan yang bersifat tahsiniyah berada pada tingkatan tersier, yang jika tujuan
tidak tercapai tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok
pemeliharaan pada kebutuhan primer dan tidak pula menimbulkan kesulitan bagi
manusia. Karena tujuan pada tingkatan ini hanya sebagai pelengkap, sebagai
contoh berhias untuk menampakkan keindahan yang sesuai dengan nilai moral
dan akhlak.>

Jamal al-Din Afiyah memperluas pembahasan magasid shari ah dari lima
magasid sebagaimana biasanya, menjadi dua puluh empat magasid yang terangkum

dalam empat ruang lingkup berbeda:

51 Al-Shatibi, Al-Muwafagat, 8.
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a) Ruang lingkup personal/individual (2_4l) 4lax 3)

(1)
()
(3)
(4)
()

Menlindungi jiwa/kehidupan (& lais)
Melindungi akal pikiran (Jéxll 1aés)
Melindungi agama (il Lais)
Melindungi kehormatan (==l 1és)

Menjamin hak milik pada harta benda (Jwll Lis)

b) Ruang lingkup keluarga/privat (s Y ilxa 3)

1)
()
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Mengatur hubungan dengan lawan jenis (Caeial) G A8al) aulaii)

Menjaga keturunan (Jwall L)

Penguatan aspek sakinah mawaddah warahmah (fwes bl 5 33 sall 5 (Sud) (538a5)
Menjaga Trah Keturunan (cwildass)

Menjaga Aspek Keagamaan Keluarga (s_Y) & cpaill Lais)

Menjamin Hak Asasi Dalam Keluarga (=Y (8 (s sall cailal) anlai)

Mengatur aspek finansial Keluarga (s -3 Juall cuilal) aidai)

¢) Ruang lingkup umat/publik (ie¥) ilas 3)

1)
)
(3)
(4)
(5)

(6)

Menjamin Hak Asasi Manusia di ruang publik (Ae3U (o sall anlai)
Menjamin Rasa Aman (csY) és)

Penegakan Keadilan (Ja~!) a.l))

Menjaga Agama dan Etika Publik (MY s ol ais)

Saling tolong menolong, saling memberi penjaminan, dan saling memberi
perlindungan (J&sall 5 | oeliaill 5 ¢ slacill)

Penyebaran limu dan Jaminan Bebas Berpikir (4sY! Jaal) Jaia 5 olall 53)



61

(7) Pengelolaan Hasil Bumi dan Jaminan Harta Publik (aset negara) (3 le
Y555 dhis g (V)
d) Ruang lingkup kemanusiaan (asbusy) dlss 4)
(1) Upaya saling mengenal, menolong, dan melengkapi (Jali s ¢y staill 5 s jlaill)
(2) Penetapan pimpinan di muka bumi (o=,Y & Glwidd dalall 8AY) 5a)
(3) Penetapan Perdamaian dan Keadilan Internasional ( 23&ll allall a3ud) (583
Jaall e
(4) Perlindungan Negara Atas Hak Asasi Manusia (o) G séal 44 sall 4leall)
(5) Penyebaran Dakwah Islamiyah (a5 ses i) 52
Adapun tujuan pembagian maqgasid shari ah menjadi empat dimensi agar
magasid dapat dijadikan metode penanganan berbagai persoalan. Jamal al-Din
Atiyah melalui pemikiran usul fighnya mencoba menawarkan metode penyelesaian
masalah dengan cara pembagian magasid. Hal ini dilakukan dengan tujuan:
a) Untuk memperjelas pemahaman masing-masing magasid
b) Untuk menjadikan maqasid shari ah sebagai dalil dengan tetap berpijakan nash
al-Qur’an dan Hadis atau penelitian hukum furu iyah.
¢) Untuk menjelaskan maksud dari tingkatan daririyah, hajjiyah, dan tahsiniyah
sebagai perantara dalam penyelidikan masing-masing magasid.
d) Untuk penyesuaian penerapan magasid shari ah, sebab terkadang penerapannya
hanya pada waktu dan keadaan tertentu namun tidak di waktu dan keadaan yang

lain. %3

52 Jamal al-Din Afiyah, Nahwu Taf’il Magasid al-Shari"ah (Damaskus, Dar al-Fikr, 2003), 139.
53 Ibid., 140.
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Empat poin tersebut dapat dikatakan merupakan keresahan Jamal al-Din
Athiyyah dalam memahami magashid syariah yang begitu banyak versi dari para
ulama pendahulunya, seperti al-Ghazali, al-Shatibi, Ibn Ashur dan sebagainya.

Dari gagasan Jamal al-Din Afiyah, menurut hemat penulis ada beberapa poin
magasid shari ah dalam lintas ruang lingkup yang berkesesuaian dengan objek
penelitian tentang kejahatan penipuan umrah oleh korporasi.

a) Dalam ruang lingkup personal adalah menjamin hak milik pada harta benda (i~
JLall),

Yang dimaksud disini adalah harta milik pribadi. Dalam sudut pandang Islam
pada hakekatnya semua harta adalah milik Allah, adapun manusia hanya berposisi
sebagai wakil Allah (khalifah) yang diperintah untuk memberdayakan bumi. Premis
ini memiliki dua makna yaitu, di satu sisi pada hakikatnya tidak ada kepemilikan
mutlak di muka bumi ini semua adalah titipan, namun di sisi lain manusia
diwajibkan bekerja untuk mengais rezeki untu hajat hidupnya.

Syariat mengatur terkait kepemilikan harta benda mulai tentang pekerjaan apa
yang legal, akad yang menjadi dasar transaksi, kewarisa, hingga pembukaan lahan
baru dan sebagainya. Termasuk didalamnya adalah ketentuan pekerjaan apa saja
yang halal, tatacara infak, larangan menimbun harta dan mengganggu hak milik
orang lain, memakan atau menggunakan harata milik orang lain secara ilegal (batil),
menipu, hingga lupa bersyukur kepada Allah.

Implementasi hifdz al-mal adalah dalam bentuk seperangkat aturan syariah
yang mengatur seperti akad yang berkaitan dengan kepemilikan, seperti warisan,

jual beli, ekspansi wilayah baru (ihya’ al-mawat) dan sebagainya. Dan guna
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menjamin kepemilikan juga terdapat berbagai hukum yang mengatur seperti tidak
menggunakan harta agar secara berlebihan sampai bangkrut, sampai hukum potong
tangan bagi pencuri.>
b) Ruang lingkup umat/publik (.Y 4ss %) adalah jaminan rasa aman (! Lis),
penegakan keadilan (J2~) 4x&)), dan sikap saling tolong menolong, penjaminan,
dan perlindungan (J&ill 5 | cpabeaill 5 ¢ glacill)
(1) Jaminan rasa aman (csY) Lads)

Maksud dari rasa aman disini adalah rasa aman dari segala gangguan baik
internal maupun eksternal. Termasuk dalam rangka menjamin rasa aman dari
gangguan internal adalah dengan disyariatkannya ketentuan hukum yang
memberi perlindungan atas keamanan jiwa raga dan harta benda, serta adanya
konsekuensi hukum bagi yang melanggar seperti gishash, hukum potong tangan
bagi pencuri, dan tuduhan zina. Dan juga disyariatkannya ketentuan hukum yang
memberi perlindungan atas stabilitas nasional seperti had bagi penista agama
dan kaum murtad.>®

Sedangkan maksud dari jaminan rasa aman dari gangguan eksternal adalah
menggalang kekuatan nasional untuk pertahanan sebagai antisipasi dari serangan
atau gangguan dari negara luar, seperti seruan jihad ketika ada serangan atau

gangguan dari negara luar.

% 1bid., 147.
% 1bid., 154.
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(2) Penegakan Keadilan (Jxl) 4.l

Maksud dari penegakan keadilan disini adalah keadilan hukum baik dalam
bentuk keputusan pengadilannya maupun produk hukum hasil legislasinya. Al-
Qur’an menjelaskan bahwa penegakan keadilan merupakan pondasi utama

syariat diberlakukan, sebagaimana tertuang dalam surat al-Hadid ayat 25:

2 P ﬂ;,/,// )

Mu U eju o\,.“j\j S agro u s uL...JLs Wosy Whoof "]

. P

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama
mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan.*

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa syariat seluruhnya adalah adil, maka
setiap perkara yang tidak menjamin aspek keadilan maka bukan syariat. Syariat
adalah manifestasi keadilan Allah bagi hamba-Nya. Bahkan Allah telah
menjelaskan melalui firmannya bahwa: maksud dari penerapan syariat adalah
penegakan keadilan diantara hambanya, dan agar supaya hambanya berbuat adil
terhadap sesama. Al-Qardlawi menjelaskan bahwa adil berlandaskan tiga poin
utama, Yyaitu: keadilan hukum yang berlaku, keadilan sosial, dan jaminan
keadilan oleh negara.®’

(3) Sikap saling tolong menolong, saling memberi penjaminan, dan saling
memberi perlindungan (JaSall 5 | cebiaill 5 ¢ glaill),

Makna magasid ini saling berkelindan satu sama lain dan mencakup

berbagai bidang seperti sosial, budaya, dan ekonomi. Bentuk penerapan magasid

%6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 321.
57 Afiyah, Nahwu Taf’il Maqasid al-Shari"ah, 159.
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ini adalah dalam bidang perekonomian dalam segi penerapan nilai-nilai
pembangunan umat.

Pada dasarnya sikap saling tolong menolong, menjamin, dan memberi
perlindungan bukan dalam rangka penguatan ketetapan hukum atau lembaga
hukumnya, melainkan penguatan sikap saling percaya seperti rasa persaudaraan
berdasar keimanan atau persaudaraan berdasar kemanusiaan, Allah swt
berfirman dalam surat al-Hujurat [49] ayat 10:

054 5 I 015805 &0 i | ALl § 54 &) el )

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.>®

Banyak dalil al qur’an dan hukum yang menegaskan bahwa magasid ini,
salah satunya adalah anjuran untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan
larangan saling tolong menolong dalam keburukan serta permusuhan, beberapa
contoh yang dapat dijadikan pedoman bagi umat manusia agar memberikan
kelebihan harta benda yang ia miliki untuk dapat dibagikan bagi yang kaya
terhadap kaum fakir miskin, berwasiat agar supaya sepertiga harta pusakanya
diberdayakan untuk kemaslahatan umat manusia demi kemaslahatan umum,
menafkafkan harta benda dan kemaslahatan bagi umat manusia demi
kesejahteraan hidup dimanapun dan kapanpun, sebagai bentuk sumbangsih
sebagai bentuk nilai sosial untuk kehidupan bersama menuju masyarakat

madani.>®

%8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 321.
59 Afiyah, Nahwu Taf’il Maqasid al-Shari"ah, 161.
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2. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah dalam rangka mengintegrasikan
dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa saling bertentangan
antara satu sama lain. Sehingga hukum diharapkan mampu memberi solusi dan
meminimalisir benturan-benturan kepentingan yang ada.

Hukum atau yang dikenal dengan istilah “law” atau “legal” dalam bahasa
Inggris, akan dibahas secara mendalam pada sub bab ini. Penjelasan tentang definisi
hukum baik dari segi terminologi (kebahasaan) yang dirujuk dari beberapa kamus
maupun pendapat serta teori hukum yang dikemukakan oleh para pakar tentu akan
menyempurnakan pembahasan ini. Namun perlu dipahami bahwa pendefinisian
hukum ini tidak dimaksudkan untuk memberi batasan terhadap makna hukum itu
sendiri. Karena Immanuel Kant menegaskan bahwa hukum tidak memiliki arti yang
pasti, melainkan mengandung ruang lingkup yang luas sesuai dengan bidang yang
menjadi sumber rujukan ditemukannya hukum.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hukum adalah peraturan
atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau
pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya yang memiliki fungsi untuk
mengatur tata kehidupan masyarakat, pedoman atau kaidah tentang peristiwa alam
tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam
pengadilan, atau vonis.

Selanjutnya definisi tentang hukum juga diungkapkan oleh R. Soeroso, S.H.
Menurutnya hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang

dengan tujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat yang memiliki ciri
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memerintah dan melarang serta memiliki sifat memaksa dengan menjatuhkan
sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Mochtar Kusumaatmadja juga memberi pengertian bahwa hukum yang
memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah
dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, namun harus
pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk
mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Selaras dengan pendapat di atas, J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono
Sastropranoto S.H. menyatakan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat
memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat
yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo definisi hukum dapat dilihat dari delapan
arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum
dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti
jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum
dalam arti disiplin hukum. Beberapa sudut pandang yang memberi arti tersendiri
terhadap hukum memberi gambaran bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis dan
aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat awam.
Namun hukum juga meliputi hal-hal yang selama ini telah hidup dalam pergaulan

masyarakat.°

80 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 25-
43,
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Pembahasan tentang hukum tentu tidak terlepas dari konsep kontruksi hukum.
Terdapat tiga jenis konstruksi hukum yang harus dipahami. Pertama, konstruksi
hukum dengan cara memperlawankan. Jenis kontruksi hukum ini dilakukan dengan
cara menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-
undangan dengan fakta atau problematika yang sedang dihadapi. Kedua, konstruksi
hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada
pada peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada. Ketiga,
konstruksi hukum yang memperluas yaitu upaya memperluas penafsiran makna
terhadap perkara yang dihadapi, sehingga perkara tersebut dapat dijerat dalam suatu
peraturan perundang-undangan.

Hans Kelsen menyebut hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif dan bukan
ilmu alam.%! Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan
teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.5?

Apabila dimaknai secara luas, hukum tidak hanya memiliki fungsi untuk
mengatur melainkan juga memberi perlindungan atau dalam bahasa Inggris dikenal
dengan protection. Protection adalah the act of protecting, pengertian tersebut
tercantum dalam Black’s Law Dictionary. Sedangkan dalam KBBI istilah
perlindungan dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang berarti cara, proses
atau perbuatan melindungi.®®

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang

berbahaya, baik berupa kepentingan maupun benda atau barang. Secara konseptual,

61 Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 12

62 Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif (Jakarta: Nusamedia, 2009), 343.

63 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 9" Edition (St. Paul: West Group, 2009), 1343.
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perlindungan adalah wujud pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap
orang lain yang lebih lemah. Tidak hanya itu, perlindungan juga dapat dimaknai
sebagai tempat berlindung, hal yang berupa perbuatan dan sebagainya untuk
melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan
berlaku bagi semua orang baik individu maupun kelompok.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya
pemerintah untuk memberi perlindungan kepada setiap orang demi menjamin
kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Apabila
terjadi pelanggaran hak terhadap seseorang, maka negara dapat menjatuhkan sanksi
sesuai peraturan yang berlaku.%

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk
perangkat hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik dengan maksud
pencegahan (preventif) maupun penanganan (represif). Dengan kata lain
perlindungan hukum adalah salah satu fungsi hukum yang bertujuan untuk
menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.®

Beberapa ahli juga memberikan pendapat mengenai perlindungan hukum, di
antaranya:

a. Satjito Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

64 «“Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum,” Republika, 24 Mei 2004.

65 Rahayu, Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara
Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Undang-Undang
RI1, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
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Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka melindungi
kepentingannya tersebut.®

b. Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau
upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan dimaksudkan untuk
mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia
untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.®’

¢. Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi
individu dengan cara menyelaraskan nilai-nilai atau kaidah-kaidah dengan sikap
atau tindakan yang ditunjukkan sehingga tercipta suatu ketertiban dalam
pergaulan hidup antara sesama manusia.%®

d. Hetty Hasanah menjelaskan bahwa perlindungan hukum ialah segala upaya yang
dapat menjamin kepastian hukum, sehingga perlindungan hukum dapat
diberikan secara adil kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang
melakukan tindakan hukum.®®

e. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “prinsip perlindungan hukum bagi
rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena

berdasarkan sejaran hukum Barat, lahirnya aturan tentang pengakuan dan

% Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

87 Setiono, “Rule of Law,” Disertasi (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004),
3.

% Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi (Surakarta:
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

69 Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas
Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, artikel diakses pada 06 September 2020
darihttp://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.
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perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia didasarkan atas adanya
pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”"®

Perlindungan hukum tidak hanya dapat dirasakan oleh sebagian kelompok
saja, melainkan setiap orang termasuk korban kejahatan. Dalam konteks
perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, negara telah mengupayakan
tindakan preventif dan represif untuk melindungi korban kejahatan dari berbagai
ancaman. Upaya perlindungan ini tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum,
melainkan juga diiringi dengan peran masyarakat termasuk dalam hal bantuan
medis. Korban kejahatan tentu harus mendapat pengawasan yang memadai
terutama dalam proses hukum yang sedang dijalaninya, karena proses pemeriksaan
dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan adalah salah satu perwujudan
dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.”

Inilah yang menjadi landasan filosofis di balik pentingnya perlindungan
hukum terhadap korban kejahatan atau keluarganya. Sangat penting bagi korban
kejahatan untuk memulihkan keadaannya menjadi normal seperti sebelumnya.
Selaras dengan hal tersebut Muladi menjelaskan beberapa alasan mengapa korban
kejahatan perlu dilindungi, di antaranya:

Pertama; masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang
melembaga (system of institutionalized trust). Kepercayaan ini dipahami secara

terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan ke dalam struktur kelembagaan,

0 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang
Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara) (Surabaya: PT. Bina limu, 1987), 38.

"l La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana di
Indonesia,” Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (Desember 2014).
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seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Kejahatan yang
menimpa diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut,
sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban
tidak lain sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tersebut.

Kedua; hubungan antara masyarakat dengan negara dipahami sebagai kontrak
social. Negara secara tidak langsung memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap
kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu,
apabila terjadi tindak kejahatan dan menjadikan seseorang sebagai korban. Maka
negara tidak boleh acuh terhadap kebutuhan korban dan harus meningkatkan
pelayanan serta pengaturan hak.

Ketiga; perlindungan korban biasanya dihubungkan dengan salah satu tujuan
pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik tersebut diharapkan
dapat menyeimbangkan hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan dan
memulihkan keadaan sehingga tercipta kedamaian dalam masyarakat.”

Jika konsep mengenai hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum,
maka akan menimbulkan dua konsekuensi normatif, yaitu (1) kewajiban bagi
penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak
melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan (2) reparasi apabila
kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.”

Perlindungan korban dapat dipahami dari dua makna, yaitu (a) perlindungan

hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana, hal ini mengarah pada

2 Titon Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 29.

8 Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan penerbit
Universitas Diponegoro, 1997), 172.
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perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang; dan (b)
perlindungan hukum agar memperoleh jaminan/santunan atas penderitaan/kerugian
yang dialami akibat menjadi korban tindak pidana. Hal ini lebih identik pada
pemberian ganti rugi terhadap korban. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa
pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain,
dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan
kesejahteraan sosial), dan sebagainya.”

Upaya perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari
terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, tentu berpedoman pada prinsip dasar
perlindungan korban kejahatan yang terdiri dari tiga teori, yakni:

Pertama, teori Utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Teori ini menitikberatkan
pada pemberian manfaat terbesar bagi jumlah yang terbesar pula. Konsep pemberian
perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan
kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep
tersebut. Pemberian manfaat ini tidak saja hanya bagi korban kejahatan, melainkan
juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Kedua, teori pertanggungjawaban. Teori ini menegaskan bahwa pada
hakekatnya subjek hukum baik individu atau kelompok, bertanggung jawab atas
segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Sehingga apabila seseorang

melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita atau

4 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 61.
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mengalami kerugian, maka seseorang tersebut harus bertanggung jawab atas
kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

Ketiga, teori ganti kerugian. Teori ini berkaitan dengan teori sebelumnya,
dimana sebagai wujud tanggung jawab atas kesalahannya terhadap orang lain,
pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian terhadap
korban atau ahli warisnya.”

Ketiga teori di atas rupanya dapat pula ditinjau dari segi hukum Islam. Teori
utilitarianisme tertuang dalam al-Qur’an dengan ungkapan wa lakum fi al-gisas
hayatun’®, yang berarti: “dan dalam kisas itu ada jaminan kehidupan bagimu”. Dalil
ini mengisyaratkan bahwa qisas adalah salah satu jenis hukuman atas tindak
kejahatan. Dan dalam hukum Islam, pidana gisas merupakan wujud perlindungan
korban tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan dan juga masyarakat.

Hukum Islam juga mengatur tentang teori pertanggungjawaban, yang
diungkapkan melalui kalimat an la taziru waziratun wizra ukhra’. Ungkapan
tersebut berarti seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain.
Setiap orang pasti dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya.

Begitu pula teori ganti rugi tidak lepas dari jangkauan hukum Islam. Ganti
rugi dalam hukum Islam diidentikkan dengan diat, sebagaimana yang dipesankan
dalam Alqguran, bahwa: “Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena

tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta

5 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 50.
76 Lihat Q.S. al-Bagarah [2]: 179.
7 Q.S. al-Maidah [5]: 38
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(membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali
jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.”’

Upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tentu harus
memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku. Asas hukum memang tidak tentu
tertulis secara formal dalam peraturan perundang-undangan, namun asas hukum ini
yang mewarnai setiap implementasi aturan hukum termasuk hukum pidana baik
materil maupun formil. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah:

Pertama, asas kemanfaatan. Perlindungan korban tidak hanya bertujuan pada
tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan,
melainkan juga kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, terutama dalam upaya
menekan tingginya angka kriminalitas dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Kedua, asas keadilan. Keadilan tentu harus diberikan secara proporsional
meskipun dalam upaya penegakan hukum sekalipun. Perlindungan hukum tidak
secara mutlak diberikan kepada korban kejahatan semata, melainkan juga harus
memperhatikan rasa keadilan pelaku kejahatan.

Ketiga, asas keseimbangan. Tujuan hukum tidak hanya untuk menjamin
kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, melainkan juga untuk
memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu akibat ulah pelaku
kejahatan. Kehidupan masyarakat harus kembali pada keadaan yang semula
(restituo in integrum). Asas keseimbangan harus menjadi pertimbangan yang

penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban dan keadaan sosial masyarakat.

8 Q.S. al-Nisa [4]: 92.
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Keempat, asas kepastian hukum. Asas mendasar yang harus ditegakkan oleh
negara hukum. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum akan terasa lemah dan
mudah terombang-ambing. Kepastian hukum menjadi dasar pijakan hukum yang
kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya
memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.”

Namun faktanya tindak kejahatan selalu menempatkan korban sebagai pihak
yang paling dirugikan. Selain menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa
dirinya, baik secara materil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung
derita berganda. Sebab, tanpa disadari kedudukan korban seringkali tersudutkan
oleh tujuan terwujudnya sebuah kepastian hukum. Korban menderita karena
diharuskan mengungkap kembali, mengingat bahkan mengulangi (rekonstruksi)
rangkaian kejadian pilu yang pernah dialaminya pada saat sedang menjalani proses
pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan perkara
di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberpihakan hukum terhadap
korban terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa. Hal
tersebut nampak dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang
memberikan “hak istimewa” kepada tersangka atau terdakwa dibandingkan kepada
korban.

Berdasarkan penjelasan di atas terungkap, bahwa prinsip dasar perlindungan
korban kejahatan atau kekerasan, meliputi: (a) prinsip fungsional/manfaat
perlindungan baik kepada individu korban dan masyarakat pada umumnya; (b)

prinsip pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan tersangka atau

9 Mansur dan Gultom, Urgensi Perlindungan, 164.
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terdakwa kepada korban, dan (c) prinsip ganti rugi atau denda atas kerugian yang

dialami korban/keluarganya.

Pada prinsipnya pelaku tindak kejahatan (terpidana) harus bertanggungjawab

secara langsung dengan memberikan ganti rugi material atas kepentingan korban

yang terciderai. Perlindungan terhadap korban pada hakekatnya merupakan wujud

dari fungsi primer hukum, sebagaimana dinyatakan oleh I.S. Susanto dalam 3 hal:

a.

Perlindungan, hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman
bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan, dari sesama dan kelompok
masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan
negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan,
nilai-nilai dan hak asasinya.

Keadilan, hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara
negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum
yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai
harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

Pembangunan, Hukum dipakai sebagai kendaraan dalam menentukan arah,
tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya hukum digunakan
sebagai alat pembangunan sekaligus sebagai alat kontrol agar pembangunan

dilaksanakan secara adil.®°

80 1.S. Susanto, Kejahatan Korporasi (Semarang: Universitas Diponegoro), 17.
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3. Teori Tujuan Hukum

Segala sesuatu tentu mempunyai suatu tujuan, demikian pula dengan hukum.
Seperti pemahaman yang digambarkan oleh pandangan teleologis. Istilah yang
berasal dari bahasa Yunani “telos”, menekankan bahwa segala sesuatu berorientasi
pada satu tujuan.8! Dalam konteks hukum, tujuan yang hendak dicapai seringkali
abstrak dan tidak implementatif karena begitu idealis.®?

Hukum yang kita kenal selama ini hanyalah berupa ancaman dan sanksi,
sehingga ketundukan masyarakat sebenarnya bukan wujud ketaatan melainkan rasa
takut. Hukum memang bersifat memaksa, namun pelaksanaan dan kepatuhan
hukum yang dipaksa tentu tidak akan membuahkan hasil yang optimal, tujuan untuk
mencapai kehidupan yang tertib dan sejahtera masih jauh dari pandangan.

Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu
berorientasi pada tiga hal, yaitu:

a. Kepastian hukum,
b. Keadilan,
c. Daya-guna (doelmatigheid).®

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap
hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti.
Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.3 Hukum
dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh

berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi

81 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Edisi Revisi), Op.Cit., 89.

8 |bid., 88.

8 0. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, (Salatiga, Griya Media, 2011), 33.
8 |bid., 33-34
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setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali.
Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari
kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah
pasal dalam undangundang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi
sebagaimana ada ungkapan: lex duras sed tamen scripta, yang artinya undang-
undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa
peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-
undang tidak dapat menguras hukum.®® Karena meskipun kaidah hukum
dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks
tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.®
Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak
mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum
itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti summum ius, summa iniura:®’ “keadilan
yang tinggi merupakan ketidakadilan yang paling tinggi.”%®

Pada konsepnya, prinsip kepastian hukum dimaksudkan agar hukum
dilaksanakan secara jelas dan pasti. Tidak ada tindakan sewenang-wenang para
pemangku kebijakan, karena hukum mengatur setiap tindakan hukum setiap orang
termasuk pemerintah.®® Masyarakat tidak membutuhkan kepastian hukum yang

berupa wacana semata, melainkan memang diiringi rasa tanggung jawab dan hasrat

8 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., 53.

8 Kuat Puji Priyanto, Pengantar IlImu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam
Konteks Hukum Nasional), Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011, 2.

87 L.J. van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum (Cet. 32), (Jakarta, Pradnya Paramita), 13.

8 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Op.Cit., 139

8 Ibid., 137.
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yang menggebu untuk mencapai keadilan.* tetapi kepada hasrat untuk memberikan

keadilan. Sudikno pun menegaskan:

Bukan penerapan naskah undang-undang secara membudak yang
memberikan kepastian hukum, tetapi kehendak untuk memberi kepada
pencari keadilan yang dituntut mereka berdasarkan kepatutan. Oleh
karena itu kita boleh berkata bahwa kepastian yang semu dulu, yang
didasarkan atas naskah yang selalu sedikit banyak kebetulan,
digantikan oleh kepastian dalam tingkat yang lebih tinggi, kepastian
yang ditimbulkan dengan mengusahakan kepatutan. Kepastian yang
dulu diberikan oleh kata-kata telah digantikan oleh kepastian yang
diberikan oleh keadilan.%

Di samping keadilan, prinsip hukum yang juga mesti dipahami ialah
tercapainya kemanfaatan hukum. Tidak boleh satupun peraturan dilaksanakan tanpa
bermaksud untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Prinsip kemanfaatan hukum
di anut oleh aliran utilitarianisme yang digagas oleh Jeremi Bentham. Semboyan
penganut prinsip ini ialah: “the greatest happiness of the greatest number”. Inti dari
semboyan ini adalah bagaimana hukum mampu menghasilkan kesenangan atau
kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.%

Kelemahan dari ajaran ini adalah kebahagiaan yang dikemukakan oleh aliran
utiliti ini berupa numerik jadi selama sudah ada sebagian besar masyarakat yang
mendapat keberuntungan oleh hukum dengan demikian tidak masalah jika ada
sebagiab kecil yang dikorbankan haknya, padahal hukum melihat dan melindungi
manusia bukan hanya dalam bentuk sebuah masyarakat akan tetapai hukum juga
harus melihat manusia dari eksistensinya sebagai individu. Maka dari itu tidak

dibenarkan kalau ada sebagian individu yang dikorbankan haknya. Hukum harus

% Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., 126.
°1 1hid., 126.
%2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta, Liberty, 2008), 80.
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hadir untuk melindungi sampai pada pihak yang paling lemah sekalipun demikian
hukum tetap berorientasi untuk memberikan keadilan. Sebagaimana menurut O.
Notohamidjojo bahwa: “Hukum yang pertama bertujuan mewujudkan keadilan,
dimana itu tidak mungkin, hukum mengejar: daya guna atau doelmatigheid.
Selanjutnya Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu faset
yang utama daripada daya guna.®

Selain kepastian dan kemanfaatan hukum, Radbruch menegaskan jika
keadilan termasuk prinsip utama dalam pelaksanaan hukum. Keadilan sudah cukup
apabila kasus hukum yang sama diadili dengan cara yang sama.®® Mengutip
pendapat Tegus Prasetyo bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum
adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula
kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat.”%

Prinsip keadilan hukum juga didukung oleh ahli hukum lainnya seperti
Geny.®” Dalam pendapatnya yang dikutip oleh Van Apeldoorn: “Geny
mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa
terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai
sesuatu unsur dari pengertian keadilan: le juste contient dans ses flancs I'utile.” %

Esensi dari penerapan hukum ialah pencapaian keadilan. Prinsip kepastian dan

kemanfaatan hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri.

9 0. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, (Salatiga, Griya Media, 2011), 35.
% Ibid.,

% Ibid., him 34

% Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Op.Cit., 133.

97 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, Op.Cit., 77.

% _J. van Apeldoorn, Pengantar limu Hukum (Cet. 32), (Jakarta, Pradnya Paramita), 16.
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Gustav Radbruch pun yang merupakan penggasgas tiga tujuan utama hukum
yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, akhirnya mengoreksi
pandangannya sendiri®® ia menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada
keadilan. Selanjutnya ia juga menyatakan, “Est autem jus a justitia, sicut a matre
sua ergo prius fuit justitia quam jus.” Yang intinya bermakna bahwa keadilan
sesungguhnya telah ada sebelum adanya hukum itu sendiri, dan hukum lahir
sebagai upaya untuk mencapai keadilan.1%

Keadilan menurut ajaran Aristoteles dibagi menjadi dua, kadilan distributif
dan keadilan komutatif. Keadilan distibutif dikenal dengan adagium “suum ciuque
tribuere” atau memberi keadilan secara proporsional kepada siapa saja sesuai
perannya.’®® Sedangkan keadilan komutatif menyamaratakan kedudukan semua
orang, sehingga porsi keadilan yang diberikan juga sama rata.?

Tegus Prasetyo menegaskan bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan
hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada
pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat.”**® Akan tetapi upaya pencapaian
tujuan tersebut yang dilakukan oleh pihak yang terkait (hakim) tentunya juga mesti

diwaspai agar tidak bersikap sebagai bon juge!®. Sehingga peran para pakar hukum

sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga keseimbangan antara tuntutan dan

% Titon Slamet Kurnia, “Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir,” Refleksi Hukum: Jurnal
limu Hukum, Edisi April 2015, HIm. 16-19.

100 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Edisi Revisi), Op.Cit., HIm. 89. Dikutip dari
Kurt Wilk, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dobin, Cambridge, Harvard University
Press, 1950, HIm. 73.

101 | J. van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum (Cet. 32), Pradnya Paramita, Jakarta, HIm. 11-13.
102 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, Op.Cit., HIm. 79.

103 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Op.Cit., HIm. 133.

104 Hakim sendiri yang menentukan apa yang adil.
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kebebasan.1® Hukum didasarkan pada keadilan bukan kekuasaan,'% eksistensi keadilan
harus berada di atas segalanya. Karena hanya dengan begitu, impian untuk mencapai
kehidupan yang tertib, aman dan damai dalam masyarakat dapat tercapai.'%’

Hal ini selaras dengan pandangan L.J. van Apeldoorn, dalam bukunya
Pengantar llmu Hukum. Dalam karyanya tersebut, van Apeldoorn menyatakan jka
tujuan hukum adalah untuk menata kehidupan masyarakat secara damai. Dikutip
dari salah satu prolog hukum rakyat “Frangka Salis”, lex salica’’® van Apeldoorn
kembali menegaskan bahwa: “apa yang kita sebut tertib hukum mereka sebut damai
(vrede). Keputusan hakim, disebut vredeban (vredegebod), kejahatan berarti
pelanggaran perdamaian (vredebreuk), penjahat dinyatakan tidak damai
(vredelos), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum.”1%

Demi mencapai perdamaian, kepentingan-kepentingan manusia yang telah
menjadi hak asasi mereka tentu harus dilindungi.!*° Tidak hanya kepentingan yang
bersifat individu, melainkan juga kepentingan bersama yang erat kaitannya dengan
masyarakat dalam satu kesatuan yang utuh.*! Karena perdamaian tidak tercipta atas
peran individu semata, melainkan diraih secara bersama oleh masyarakat.

Tidak boleh sampai timbul pertentangan antara kepentingan individu dengan
kepentingan masyarakat, karena keadaan ini kerap kali bermuara pada pertikaian

yang dapat merusak hubungan masyarakat.!'> Maka kehadiran hukum adalah sebagai

105 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., HIm. 130.

106 |_,J. van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum (Cet. 32), (Jakarta, Pradnya Paramita), 16.
107 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., 89.

108 |_J. van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum (Cet. 32), (Jakarta, Pradnya Paramita), 10.
109 1pid.,

10 |pid., 11.

111 Sydikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., 65.

112 Bellum omnium kontra omnes
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media untuk mempertahankan keseimbangan dan mewujudkan perdamaian?®®
dalam tata kehidupan manusia antara yang satu dengan yang lainnya.'!*

Disisi lain hukum juga harus memberi batasan terhadap kebebasan manusia
agar tidak melanggar hak dan kepentingan manusia lainnya. Terhadap pandangan
ini, Sudikno menyatakan: “Kebebasan adalah barang yang berharga tetapi tiada
seorang pun yang dapat memikul kebebasan yang mutlak, baik karena sebagai
manusia yang bersifat sungguh-sungguh ia tidak mau mengambil tanggungjawabnya,
juga karena setiap kebebasan mautidak mau mengorbankan kebebasan orang
lain.”1°

Pendapat di atas tidak berarti jika “hukum mengorbankan kebebasan”.
Melainkan menempatkan kebebasan sebagai hak yang boleh dilakukan tanpa
melanggar hak orang lain. Karena pada hakikatnya, manusia dibekali akal agar
mampu berpikir secara logis dan rasional dengan tetap menjunjung nilai-nilai
moral. Sehingga kebebasan manusia menjadi rasional apabila digunakan sesuai
tuntutan moral dan mampu menciptakan kehidupan yang selaras dengan tuntutan
moral tersebut.!1®

Esensi kebebasan yang menjadi perwujudan hak asasi manusia tidak
dimaksudkan untuk memberi kerugian terhadap manusia lainnya.''” Tujuan
perdamaian dan kesejahteraan yang ingin dicapai harus dilaksanakan dengan rasa

peduli dan cinta kasih kepada sesama. Bukan atas suatu paksaan, melainkan atas

113 |J. van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum (Cet. 32), (Jakarta, Pradnya Paramita), 11.

114 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., 57.

115 1bid., 126.

116 Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Op.Cit., HIm. 57.

117 Soedjono Dirjosisworo, Pengantar 1lmu Hukum, (Jakarta, Rajawali Press, 2013), 133-134.
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dasar sukarela. Sehingga segala hal yang diatur oleh hukum harus jelas, terutama
terkait nilai-nilai yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap orang. Dan sudahkah
pengaturan tersebut mencerminkan aspek keadilan yang dijunjung tinggi di negara
demokrasi.*8

Pengaturan tersebut bukan tanpa makna, melainkan merupakan penegasan
bahwa hukum mampu mengikat dan memaksa setiap orang untuk tunduk dan patuh
secara alamiah. Seberapa mampu hukum memberi daya ikat terhadap subjek
hukumnya, dan sejauh mana kepedulian masyarakat untuk patuh terhadap hukum.
Pandangan ini sekaligus menjadi bantahan atas pemikiran pakar hukum di masa lalu
yang menyebut bahwa daya paksa hukum timbul dari luar dan tidak memiliki kuasa
untuk mengikat secara utuh karena terpengaruh dengan aspek-aspek diluar hukum

itu sendiri.

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
a. Teori Identifikasi
Teori identifikasi (direct corporate criminal liability)!*® mengakui bahwa

tindakan agen tertentu dari suatu korporasi,'?° sah dianggap sebagai tindakan

118 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., 57.

119 Mahrus Ali, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, ” dalam Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah
Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 98. 80, 106. Ali dalam
bukunya membedakan penjelasan mengenai identification doctrinedengan direct corporate criminal
liability. Meskipun dalam penjelasannya, Ali menyatakan bahwa corporate criminal liability
berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan agen tertentu dalam
suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan
korporasi itu sendiri.

120 sytan Remy Sjahdeini, 87.
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korporasi itu sendiri selama tindakan tersebut memiliki kaitan dengan korporasi itu
sendiri.*?!

Doktrin ini menyebut korporasi sebagai “directing mind” atau “alter ego”.
Artinya, apabila seorang individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama
dan dalam rangka memenuhi kewajiban dari korporasi, maka “mens rea” individu
tersebut adalah “mens rea” korporasi.?? Karena menurut teori ini perbuatan mens
rea para individu dianggap memiliki keterkaitan dengan korporasi. Korporasi
diibaratkan sebagai tubuh manusia dengan otak dan pusat syaraf yang mampu
mengendalikan setiap tindakan.

Korporasi mempunyai kuasa untuk menggenggam suatu alat dan melakukan
tindakan sesuai dengan arahan dari pusat syaraf. Sebagian individu di lingkungan
korporasi hanya memiliki kedudukan sebagai karyawan dan agen, yang tidak lebih
menjadi kaki tangan perusahaan untuk menyelesaikan suatu tanggung jawab sesuai
kehendak perusahaan. Hal ini berarti doktrin identifikasi memberi tanggung jawab
terhadap korporasi actus reus dan mens rea dari pejabat yang memiliki kewenangan
melakukan kontrol dan hanya bersifat khusus untuk pejabat tersebut.

Menurut Yedidia Z. Stern, directing mind atau orang-orang yang identik
dengan korporasi meliputi: a) the general meeting; b) board of directors; c)
managing directors; d) general manager; e) chief executive and possibly individual

directors, f) secretaries and shop managers.*? Tetapi dari beberapa hal tersebut,

121 Mahrus Ali, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,” 80.

122 |_jhat Hasbullah F. Sjawie, 307.

123 Mahrus Ali, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,” 106. Menurut Yedidia Z. Stern, ada lima
pendekatan yang dapat digunkana untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam
suatu korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi, yaitu: deskripsi yang samar, kriteria formal,
pendekatan pragmatis, analisis hierarki, dan analisis fungsi.
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timbul suatu pertanyaan apakah jabatan yang dimaksud akan secara sadar
bertanggungjawab atas setiap tindak pidana yang terjadi di lingkungan korporasi.
Untuk itulah, digunakan pendekatan teori identifikasi atau identification doctrine
guna menentukan directing mind, lalu dilakukan langkah analisis secara
kontekstual.*** Sutan Remy Sjahdeini menyatakan telah muncul prinsip-prinsip
tentang identification doctrine dari putusan Mahkamah Agung Kanada.'?®
Pernyataan tersebut dikutip dari Little dan Savoline dalam perkara Canadian

Dredge and Dock vs The Queen. 1%

b. Teori Strict Liability

Teori strict liability menghendaki agar beban tanggung jawab pidana
diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut tanpa perlu membuktikan ada
tidaknya unsur kesengajaan atau kealpaan dari pelaku tindak pidana. Konsep
pertanggungjawaban pidana ini disebut dengan pertanggungjawaban tanpa
kesalahan (liability without fault). Apabila diurai secara rinci, memuat ketentuan
demikian: “that they are crimes which do not require any mens rea with regard to
at least one element of their actus reus ”. Kalimat tersebut berarti bahwa terdapat
tindak pidana yang tidak menetapkan adanya unsur kesalahan, melainkan mengacu

pada perbuatan yang dilakukan.t?’

124 sajhdeini, 104. Dalam menentukan directing mind dari korporasi, harus memahami aspek formal
dan setiap fakta yang terja.

125 Asas terkait keputusan tersebut adalah a) Directing mind sebuah korporasi tidak terbatas pada
individu saja, b) Faktor geografi tidak akan berpengaruh, c) Korporasi tidak dapat menghindar dari
tanggung jawab, d) Unsur niat harus diketahui secara jelas, €) Adanya keterkaitan antara tindak
pidana dengan kewajiban korporasi yang dilaksanakannya, f) Analisis kontekstual dilakukan secara
tepat, g) Analisis kontektual dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Ibid., 106.

126 |pid. Mahkamah Agung Kanada dalam perkara tersebut berpendapat bahwa directing minddari
suatu korporasi adalah “the ego”, “the center”, dan/atau “the vital organ of corporation.

127 Barda Nawawi Avrief, 28.
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Roeslan Saleh menambahkan dalam tindak pidana yang bersifat strict
liability, hanya dibutuhkan prasangka atau dugaan terhadap pelaku. Dan dugaan
tersebut dinilai sudah cukup digunakan sebagai bukti permulaan untuk dapat
menuntut pertanggungjawaban pidana. Sehingga ada tidaknya mens rea tidak
begitu dipermasalahkan, karena unsur pokok strict liability adalah actus reus
(perbuatan), maka hal yang harus dibuktikan ialah actus reus (perbuatan) bukan
mens rea (kesalahan).1?8

Di beberapa negara yang menganut sistem hukum common law, konsep strict
liability diartikan sebagai kewajiban mutlak yang erat kaitannya dengan kerusakan
atau kerugian yang ditimbulkan. Ciri pertanggungjawaban mutlak ialah, tidak
dipersyaratkannya kesalahan sebagai dasar penuntutan tindak pidana.!?® Asas
tanggung jawab mutlak (strict liability) ini telah dikenal sejak pertengahan abad ke-
19 dan diterapkan setidaknya dalam beberapa kasus yang tersohor kala itu. Peran
strict liability adalah dalam upaya menjamin ketertiban umum dari tindak pidana
yang berkaitan dengan kesejahteraan (public welfare offences). Serta dimaksudkan
untuk menanggulangi tindak pidana lainnya yang bersifat ringan. Pendapat ini juga
didukung oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, dengan mengutip pernyataan Sutan
Remy Sjahdeini:**

Selain diterapkan untuk tindak pidana ringan, “strict liability” dan “vicarious
liability” juga diberlakukan untuk pidana korporasi, terutama dalam upaya

perlindungan kepentingan masyarakat umum, seperti perlindungan konsumen dan

128 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1982), 21.

129 Hasbullah F. Sjawie, 298.

130 Sjahdeini, 83.
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kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar ini, pertanggungjawaban pidana
berjalan dengan sendirinya sesuai adagium “res ipsa loquitur .

Pada umumnya doktrin strict liability dapat ditemukan dalam delik
kesejahteraan umum atau lainnya dan diatur dalam peraturan tertulis. Sebagaimana
dikutip dari Yusuf Shofie, Lord Pearce menyatakan bahwa alasan perumus undang-
undang mengakui penerapan strict liability dalam hukum pidana, karena: a)
karakteristik tindak pidana, b) ancaman pidana, c) tidak adanya sanksi sosial, d)
kerugian yang diakibatkan, €) ruang lingkup tindakan, dan f) rumusan pasal-pasal
tertentu dalam undang-undang.’®® Romli Atmasasmita, menjelaskan perumus
undang-undang menetapkan jika strict liability crimes dapat berlaku sesuai
ketentuan berikut:

1) Tingkat kejahatan tidak tergolong pada tingkatan yang tinggi;

2) Memiliki ancama hukuman ringan;

3) Keberadaan mens rea akan menjadi penghambat tujuan pelaksanaan hukum;
4) Tindak pidana yang dilakukan adalah paksaan;

5) Mens rea secara kasuistik tidak dibutuhkan. 132

c. Teori Vicarious Liability
Teori ini merupakan teori pertanggungjawaban pengganti, yang berarti
tanggung jawab hukum seseorang atas kesalahan orang lain. Menurut Barda

Nawawi Arief menegaskan jika vicarious liability merupakan suatu konsep

131 yusuf Shofie, Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di
Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 362-363.
132 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2000), 78.
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pertanggungjawaban yang dibebani terhadap seorang atas kesalahan yang tidak
dilakukan oleh dirinya, melainkan orang lain seperti dalam lingkup pekerjaan.™**

Black’s Law Dictionary memberi definisi terkait vicarious liability sebagai
berikut: “Liability that a supervisor party (such as an employer) bear for the
actionare conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of
the relationship between the two parties. "3

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami jika doktrin ini menjadi
harapan untuk menyelesaikan permasalahan terkait apakah seseorang dapat dibebani
tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.®
Vicarious liability memberi pengecualian, terhadap seseorang yang melakukan
kesalahan agar tidak dibebani tanggung jawab yang seharusnya, melainkan
dipertanggungjawabkan kepada orang lain.'® Keadaan ini biasa terjadi dalam
lingkup hubungan kerja dan dikenal dengan “respondeat superior”,*¥" yang
menjelaskan adanya hubungan antara master dan servant atau antara principal dan
agent. Terhadap keadaan tersebut, berlaku adagium yang berbunyi qui facit per

alium facit per se, yang berarti seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap

dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.

133 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 33.
134 Black’s Law Dictionary, dikutip dari Mahrus Ali, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,” 119.

135 Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 301.

136 M. Arief Amrullah, “Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”
Makalah disampaikan dalam Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan PUSHAM Ull,
(Yogyakarta, 6-8 Mei 2008), 18.

137 |_ihat Arief, 37. Respondeat superior diadopsi dari hukum perdata, dan dikenal dengan perbuatan
melawan hukum.
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Dalam bidang perdata, seorang pemberi kerja bertanggungjawab atas kesalahan-
kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya sepanjang hal itu terjadi dalam lingkup
pekerjaannya.® Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan
untuk menuntut ganti rugi atas kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan seorang pekerja, selama perbuatan tersebut dapat dibuktikan.'*®
Penerapan doktrin ini sangat rasional, mengingat pekerja berada di bawah kuasa
pemberi kerja (korporasi), dan korporasi memiliki kontrol atas pekerja tersebut,
sedangkan keuntungan yang diperoleh diakui oleh korporasi.

Prinsip ini dikenal dengan prinsip delegasi,*

artinya korporasi memberi
delegasi kepada seorang pekerja atas untuk bertindak atas nama dan untuk
kepentingan korporasi. Namun dalam hal ini, pemberi tugas tetap harus
bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan penerima wewenang apabila ia
melakukan kesalahan bahkan tindak pidana, meskipun dalam keadaan yang tidak
disadarinya.

Selaras dengan hal tersebut, menurut Scalan dan Ryan pendelegasian suatu
wewenang dalam hukum, bukan menjadi alasan pemaaf bagi seorang pemberi kerja
untuk tidak bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang

pekerja yang telah menerima pelimpahan wewenang darinya.'*! Penerapan teori

vicarious liability pernah dicontohkan dalam kasus Allen vs Whitehead.142

138 C. M. V. Clarkson dalam Mahrus Ali, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,” 119. Vicarious
liability terbatas pada keadaan tertentu yaitu keadaan yang mengharuskan majikan bertanggung
jawab atas kesalahan pekerja dalam pekerjaannya.

139 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), 84.
140 1hid., 97.

141 1 jhat Mahrus Ali, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,” 120.

142¥ merupakan manajer (pengelola) rumah makan milik X. Ternyata Y telah melanggar instruksi
X dan pihak kepolisian agar tidak membolehkan seorang pekerja seks komersial singgah di rumah



92

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya doktrin vicarious
liability*, antara lain:

1) Penerima kuasa seringkali tidak mempunyai kuasa penuh atas dirinya dalam
lingkup pekerjaan atau aset yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar
kerugian yang timbul akibat kesalahan yang dilakukannya. Sehingga
pertanggungjawaban pidana korporasi dapat membantu mengurangi masalah
yang timbul atas permasalahan tersebut.

2) Pertanggungjawaban korporasi mencegah timbulnya suatu keadaan yang
membahayakan posisi dan aset korporasi akibat suatu kesalahan. Dengan
tanggung jawab yang dibebani kepada korporasi, maka korporasi telah menutup
ruang timbulnya akibat yang lebih membahayakan dengan melakukan monitor
secara mandiri beban biaya yang harus ditanggungnya.

3) Apabila penerima kuasa tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran atau
kesalahan, maka gugurlah tanggung jawabnya jika didasarkan pada doktrin
identifikasi.

Apabila doktrin ini diberlakukan pada korporasi, maka berpotensi

membebani korporasi dengan tanggung jawab yang besar. Berdasarkan uraian di

atas, setidaknya dapat disimpulkan dua syarat utama yang harus diperhatikan dalam

makan tersebut. Atas kejadian itu, X dibebani tanggung jawab sesuai Metropolitan Police Act, 1839,
Pasal 44. Dari kasus tersebut diketahui jika kesalahan Y dipertanggungjawabkan kepada X. Hamzah
Hatrik, “Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana” (Strict Liability dan Vicarious
Liability), (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), 116-117.

143 V.S Khanna, “Corporate Liability Standards: When Should Corporations Be Held Criminally
Liable?”, American Criminal Law Review, http://crawl.prod.proquest.com.s3.
amazonaws.com/fpcache/c32f92d88d0cedd33b2058d54439f274.pdf?AWSAccessKeyld=AKIAJF
TVTKNV2KKY2NUQ&Expires=1464668037&Signature=drsWw3axPSjQgJB3D7mYeMORTS
%3D, diakses pada tanggal 25 Pebruari 2020.
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menerapkan doktrin vicarious liability, yaitu harus terdapat suatu hubungan yang
bermuara pada pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan ada
keterkaitan antara tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan kesalahan yang
diperbuat.

Sebagaimana contoh doktrin vicarious liability, maka hubungan antara komisaris
atau pimpinan travel umrah seharusnya juga dapat memberikan pertanggungjawaban
perbuatan pidana terhadap semua karyawan atau stanya terkait dalam tindak pidana
yang dilakukan atas perintah atasan pada bawahannya, karena keduanya terjadi dan
terikat hubungan dalam satu kesatuan lembaga travel. Tidak bisa dipungkiri jika
terjadi penyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak pengurus
yang terkait dalam satu lembaga travel maka perbuatan yang berakibat dari
penyalahgunaan kewenangan akan berakibat pada konsekwensi hukum yang harus
diterima oleh pimpinan mapun karyawan . Dalam konteks ini maka perbuatan yang
dilakukan bersama-sama atau individu dalam satu lembaga sebagaimana lembaga
travel umrah, maka saling keterkaitan dalam pertanggungjawaban pidana jika data
dan unsurnya memenuhi persyaratan sebagai tindak pidana penipuan atas perbuatan

yang mengakibatkan pada korban jamah umrah.

5. Teori Sistem Hukum
Pandangan hukum sebagai sistem adalah pandangan yang cukup tua,
kebanyakan ahli hukum seperti Hans Kelsen, Jellinek, Paul Laband, dan ahli hukum

Jerman lainya meyakini bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya
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terdapat suatu system.'** Bahwa sistem hukum pada hakikatnya merupakan sistem
hierarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum
yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan
hukum yang lebih tinggi. Sifat pertentangan dari hukum yang lebih rendah dapat

mengakibatkan batalnya sebuah aturan atau regulasi yang berlaku di masyarakat.

Sebaliknya, hukum yang lebih tinggi merupakan dasar atau kekuatan sumber
dari hukum yang lebih rendah, semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkat
dan strukturnya, semakin abstrak dan umum sifat dan norma yang dikandungnya,
maka dalam pelaksanaan dimasyarakat ataupun dalam putusan hakim dalam
memutus sebuah perkara yang berkaitan dengan hukum pidana harus mengacu
sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu hukum sebagai sistem

norma yang harus dipisahkan dari anasir-anasir lain bukan hukum.'#®

Dworkin menjelaskan teori sistem hukum dalam bukunya Law’s Empire
sebagai konsepsi hukum yang dapat menjadikan suatu pertimbangan umum dari
pejabat atau penegak hukum dalam satu negara, khususnya dalam hal memberikan
satu putusan yang sifatnya keharusan sebagai otoritas dan paksaan yang
dikeluarkan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah hakim.#® Terkait dengan
putusan hakim menjadi satu pertimbangan yang terbaik apa yang menjadi asumsi
hakim dengan beberapa pertimbangan baik dari aspek legalitas, struktur dan budaya

yang berlaku di masyarakat, karena hukum diciptakan untuk melindungi

144 jli Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Mandar Maju, 2003), 120.
145 1hid, 121.
146 Ronald Dworkin, Law’s Empire (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 225.
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masyarakat dari ancaman-ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dalam
bermasyarakat demi keadilan. Bagi Dworkin sistem hukum memiliki empat
karakteristik meliputi elemen atau bagian (elements), hubungan (relation), struktur

(structure), dan penyatuan (wholeness).14’

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem
hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan),
dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung
berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem
hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai
akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu
secara evolusioner maupun revolusioner.48

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil-tidaknya
penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal
structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).
Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi

perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup

(living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural

yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur

147 Otje Salman, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali (Bandung: Refika
Aditama, 2015), 93.
148 gaifullah, Refleksi Sosiologi Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2007), 26.
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hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan
lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat
mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat
berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas,
kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-
undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka
keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum
mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak
faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya
lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan
dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum
memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah
baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian
juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik,
kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist
of elements of this kind: the number and size of courts, their jurisdiction
... Strukture also means how the legislature is organized ...what
procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way,
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is a kind of crosss section of the legal system... a kind of still
photograph, with fieezes the action.**

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran
pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa),
dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga
berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi
struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk
menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum
dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan
bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan
dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum
Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum
seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.t*®

2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem
substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi
juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum
yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (/iving law), bukan hanya aturan yang

149 Lawrence M Friedman, “What is a Legal System” dalam American Law (New York: W.W Norton
and Company, 1984), 5-6.
150 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 8.
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ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut
sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan
perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon)
dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-
peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi
sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas
dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana
yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau
tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah

mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.
Substansi hukum menurut Friedman adalah:

Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the
actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the
system...the stress here is on living law, not just rules in law books. ™!

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan
substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada
dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi

pedoman bagi aparat penegak hukum.
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum yang digagas oleh pemilik teori Lawrence M. Friedman,
sebagai teori sistem dan budaya hukum menjadi satu kesatuan dari tiga asas teori

yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

151 Friedman, “What is a Legal System,” 6.
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Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia
terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta
harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial
yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.
Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin
tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik
dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara
sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu
indikator berfungsinya hukum.®2

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti
pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang
dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau
siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta
memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di
Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur
proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama
dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar
komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau
demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi
juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga
kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat

terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

152 Friedman, “What is a Legal System,” 8.



100

Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi
penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian
halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar
jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

The third component of legal system, of legal culture. By this we mean
people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other
word, is the climinate of social thought and social force wich determines
how law is used, avoided, or abused.*>

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia
(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem
hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum
yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa
didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan
masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak
lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk
menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang
lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah
atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum
tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

penegakan hukum (law enforcement) yang baik.'>* Jadi bekerjanya hukum bukan

153 Friedman, “What is a Legal System,” 9.
154 Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua. (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 40.



101

hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas
birokrasi pelaksananya.!®®

Senada dengan pendapat M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan
bahwa pembicaraaan soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-
asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum.
Beberapa fundamental hukum diantaranya adalah legislasi, penegakan dan
peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum.
Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.%

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami, bahwa berfungsinya sebuah
hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum,
yaitu mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Pada
hakekatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun
atas sub-subsistem yang lebih kecil, baik itu dalam subsistem pada lembaga
pemerintahan dan pengadilan untuk pembentukan pada suatu sistem yang lebih kuat
dalam penegakan maupun penerapan hukum, dan lain-lainnya. Hal ini menunjukan
bahwa sistem hukum adalah sebuah kompleksitas sistem yang membutuhkan
kecermatan yang tajam dalam memahami sebuah problematika yang ada terkait
dengan sebuah peristiwa hukum yang dinamis dan berkembang untuk menjadikan
suatu keutuhan prosesnya.

Pada akhirnya, pembahasan bab Il ini peneliti deskripsikan secara ringkas dan

sistemaris kedalam skema kerangka teoretik di bawabh ini.

155 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 97.
156 |bid
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BAB Il
HUKUM PIDANA DAN REGULASI DALAM KOMODIFIKASI TRAVEL

UMRAH DI INDONESIA

A. Penyelenggaraan Travel Umrah di Indonesia

Bagi umat Islam di seluruh dunia, ibadah haji bagian tak terpisahan dari
ibadah umrah yang setiap tahun dilakukan, hanya saja umrah bisa dilakukan setiap
bulan-bulan tertentu, haji dimulai dari akhir syawal, dzu al Qa’dah, dan puncaknya
di 9 dzu-al-Hijjah. Bulan tersebut bagi umat Islam di seluruh dunia menjadi bagian
dari musim haji, dan ritual ibadah umrah dilakukan oleh umat Islam selesai
melaksanakan ibadah haji.! lbadah umrah adalah dilaksanakan dalam perjalanan
dengan tujuan mengunjungi Baitullah, juga berziarah ke Raudloh atau makam
Rasulullah SAW.

Pergi ke tahan suci menjadi manifestasi bagi umat Islam di dunia dan bagian
dari harapan untuk menggapai ritual keagamaan yaitu beribadah umrah, karena

menjadi sebuah kewajiban dari ritual haji.? Ibadah antara haji dan umrah terdapat

1 Adapun yang dimaksud pelaksanaan selama satu tahun adalah penyelenggaran ibadah umrah
dimana Pemerintah Arab Saudi memberikan peraturan tentang pelaksanaan ibadah umrah dibuka
untuk seluruh masyarakat muslim di dunia, dimulai dari bulan muharram hingga ramadhan di tiap
tahunnya. Hal ini kemudian menjadi acuan di tiap-tiap negara untuk membuat regulasi tentang
perumrahan, seperti halnya perundangan haji di Indonesia. Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam:
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
bab I, pasal 1.

2 Perbedaan pendapat mengenai hukum menunaikan ibadah umrah telah diperdebatkan oleh ulama.
Umrah dikatakan wajib jika ibadah tersebut baru pertama kali dilakukan, sehingga disebut juga
sebagai Umrotul Islam. Selain itu, umrah karena nazar (berjanji melakukan sesuatu setelah terpenuhi
suatu hajat) juga disebut sebagai umroh wajib. Oleh karena itu, seandainya Anda sudah bernadzar
akan melakukan ibadah umrah dan kemudian keinginan itu telah tercapai, maka hukum umrah
menjadi wajib. Nadzar tersebut sama bukan disebabkan karena adanya nadzar. Sebagai contoh, jika
Anda sudah melaksanakan ibadah umrah pertama yang wajib di tahun ini, maka apabila tahun depan
Anda mampu secara materi, maka Anda dapat umroh lagi. Adapun jika Anda tidak ingin
melaksanakan umroh juga tidak apa-apa. Lihat Muhammad Syafii Antonio, Buku Cerdas Haji &
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perbedaan pada waktu pelaksanaan ritual wukuf dan amalan haji yang dilaksanakan
pada hari-hari tertentu. Haji dilaksanakan sekali dalam satu tahun, sedangkan
umrah bisa dilaksanakan berulangkali dalam satu tahun. Karena pelaksanaan haji
yang paling membedakan adalah wuquf di padang arafah tepat pada tanggal 9 dzu
alhijjah karena ini juga bagian dari rukun umrah. 3

Ibadah ke tanah suci Makkah adalah wajib bagi umat islam di seluruh penjuru
dunia, mengunjungi Baitullah menjadi ritual ibadah haji dan umrah sebagai
penyempurnaan dari rukun islam bagi umat manusia yang mampu. Menurut data
statistik di negara Saudi Arabia mencatat jumlah jamaah haji seluruh dunia pada
tahun 2016 mencapai lonjakan yang besar 1.862.909 orang. Sekian banyak jamaah,
tercatat 1.325.372 jamaah dari luar Saudi Arabia, kemudian 537.537 jamaah dari
warga atau penduduk Saudi Arabia sendiri. Mereka dengan jumlah yang besar
tersebut umat muslim dunia berkumpul menjadi satu di Masjidil Haram pada bulan
haji.*

Negara Indonesia adalah negara terbesar penduduknya beragama Islam, maka
sudah menjadi hal yang biasa bagi negara Arab Saudi jika Indonesia menjadi
pemasok terbesar setiap tahun bagi penduduk yang beribadah haji dan umrah,
tercatat pada tahun 2015 Indonesia memberangkatkan 154.455 jamaah haji dari
kuota 168.800 haji yang tersedia. Agar bisa diketahui bahwa pada tahun 2013, kuota

haji sebelumnya dengan data kuantitatif berjumlah 211.000 jamaah pertahun yang

Umrah: Mambrur itu Mudah & Indah (Jakarta: Tazkia Publishing, 2015), 72. dengan hutang dan
wajib dibayar. Hukum umrah dikatakan sunnah bila ibadah umrah tersebut ditunaikan untuk yang
kedua kalinya dan seterusnya.

8 Antonio, Buku Cerdas Haji & Umrah, 76.

4 Ministry of Haj and Umra, Statistics and Figures of Pilgrims, Situs Resmi Kementerian Haji Saudi
Avrabia. http://www.haj.gov.sa/english/Hajj/Pages/stats.aspx (2 September 2020).
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diberangkatkan.® Hingga saat ini, negara Indonesia menempati posisi yang paling
tinggi dalam daftar tunggu menunaikan ibadah haji, bahkan rata-rata hampir 29
tahun masa tunggu jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci, ada yang
mencapai 40 tahun bagi kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.® Dengan panjangnya
masa waktu atau daftar tunggu haji dalam setiap tahun maka menjadi semakin lama
membuat masyarakat Indonesia mencari opsi dan alternatif untuk bisa
melaksanakan kuncungan ke Baitullah Makkah Al Mukarramah, hal ini adalah
sebagai perwujudan ibadah umrah untuk lebih fleksibel, ekonomis, dan efisien jika
dibanding dengan ibadah haji yang harus menunggu masa waktu yang sangat
panjang atau bertahun-tahun.

Ibadah umrah bagi masyarakat Indonesia menjadi ajang bisnis bagi
penyelenggara travel umrah yang semakin tahun bertambah marak di beberapa
daerah baik tingkat kota kabupaten maupun ditingkat provinsi, hal ini menjadi
problematik utama bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya dalam
perspektif kajian antara ibadah dan travel umrah yang menjalankan regulasi atau
aturan yang sudah baku dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dampaknya
kerajaan Arab Saudi dipertengahan bulan november 2015, Mesir mengirimkan
penduduknya untuk melaksanakan ibadah umrah terbesar hingga mencapai 1.15
juta orang, negara Pakistan berada pada urutan kedua setelah Mesir menurut catatan

data kuantitatif berjumlah 761.330 orang. Bahkan Indonesia menempati pada posisi

5 Badan Pusat Statistik, Jumlah Jemaah Haji yang Diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah Menurut
Provinsi, Situs Resmi BPS. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/894 (2 September
2020).

¢ Darwis Pantong, Daftar Tunggu Haji Sidrap Terpanjang di Indonesia, Rakyatku News Online. 14
Maret 2017. http://news.rakyatku.com/read/42010/2017/03/14/daftar-tunggu-haji-sidrapterpanjang-
di-indonesia (14 September 2020).
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urutan berikutnya setelah Mesir dan Pakistan menurut data hingga mencapai jumlah
634.990 orang.’

Penyelenggaraan umrah di Indonesia belum maksimal dalam memberikan
pelayanan bagi masyarakat secara umum.® Demikian halnya, Indonesia menjadi
pengirim umat Islam dibelahan dunia memiliki kelebihan dari beberapa jamaah
yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah di Makkah karena jamaah
Indonesia menjadi euforia bagi penduduk negeri yang mayoritas muslim ini karena
sudah menjadi perubahan dari nilai ibadah mengarah kepada nilai bisnis. Dan ini
menjadi ajang bagi travel umrah di Indonesia bahkan menjadikan investasi dan
dilakukan bagi travel serta dikembangkan oleh lembaga travel pda cabang bisnis
yang lain.

Umrah di hadapan publik menjadi segmentasi tersendiri yang sangat
menjanjikan dari sudut pandang ekonomi, berdasarkan data yang ditemukan hampir
jumlah jamaah umrah mencapai jumlah yang fantastis 630.990 ditahun 2016 dan
ini terus bertambah hingga diprediksi pendapatan negara bersumber dari jamaah
umrah bisa mencapai Rp.1.4 Triliun. Dana sebesar itu menjadi asumsi dan

konsumsi publik jika dirata-rata maka jamaah umrah pertahun mencapai 630 ribu

" Umra Pilgrims Visiting Saudi Arabia Number 4.5m So Far This Year®, Al Arabiya English
Online.https://english.alarabiya.net/en/life-style/travel-and-tourism/2015/06/09/Umrah-pilgrims-
visiti ng -Saudi-Arabia-number-4-5m-so-far-this-year.html (9 Juni 2020).

8 Penyelenggaraan umrah yang dimaksudkan adalah rangkaian kegiatan perjalanan umrah yang
meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah yang dilaksanakan oleh pemerintah atau
penyelenggara swasta. Setiap tahun, pemerintah dan biro penyelenggara umrah selalu meningkatkan
mutu dan pelayanan. Meskipun demikian, ternyata penyelenggaraan umrah tidak serta merta tidak
mendapatkan kesulitan dalam penerapannya. Beberapa kasus penelantaran masih sering terjadi
dengan alasan tidak ada tiket dan visa, dan seterusnya. Padahal dari tahun ke tahun jemaah umrah
semakin meningkat. Lihat: Rachmadin Ismail, ,Tarif Murah Umrah Rp 13,5 Juta yang Berujung
Masalah®, Kumparan Online. 31 Maret 2017. https://m.kumparan.com/rachmadinismail/tarif-
murah-umrah-rp-13-5-juta-yang-berujung-masalah (30 April 2020).
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orang. Jika setiap jamaah mengeluarkan anggaran rata-rata per individu Rp. 20 juta
untuk perjalanan ibadah umrah, maka bisnis ini bisa mencapai angka sekitar Rp. 12
triliun per tahun.®

Dari waktu ke waktu pelaksanaan umrah di Indonesia dapat dikelompokkan
menjadi tiga fase atau tahapan yang saling berkaitan, yaitu sebelum umrah, saat
umrah, dan pasca ibadah umrah. Ketiga fase tersebut menjadi satu kesatuan sistem
dalam rangkaian ibadah yang melibatkan empat unsur, yaitu jamaah umrah,
penyelenggara umrah, dan pemerintah sebagai pengawas umrah. Hal ini akan
menjadi problematika ibadah umrah jika dilihat dengan sistem yang melibatkan
ketiga elemen tersebut diatas karena menjadi problematika juga dalam sistem
kontrol bagi jamaah umrah yang keberangkatanya melalui lembaga travel umrah
yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU).
Hal ini membuat sistem penyelenggaraan yang harus menjadi pijakan utama adalah
regulasi umrah di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 18 Tahun
2015.2% Regulasi ini menjadi acuan tersendiri bagi travel umrah yang
menyelenggarakan sistem ibadah umrah mulai dari keberangkatan hingga
pemulangan jamaah haji sampai ke tanah air.

Sistem kontrol ini diawasi langsung oleh Kementerian Agama dalam hal ini
dibawah komando langsung Dirjen Haji dan Umrah sebagai lembaga pemerintah

yang bertugas mengawasi dan sekaligus mengontrol penyelenggaraan umrah di

® Muhammad Subarkah, Bisnis Umrah Sangat Menggiurkan Indonesia Pengirim Jamaah Ketiga
Terbanyak, Ihram Online. 3 Januari 2017. http://www.ihram.co.id/berita/jurnal-haji/beritajurnal-
haji/17/01/02/0j5jfk385-bisnis-umrah-sangat-menggiurkan—indonesia-pengirim-jamaah-
ketigaterbanyak (9 April 2020).

10 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji, bab 1, pasal 1.
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Indonesia.!! Pelaksanaan penyelenggaraan umrah jika menemukan problematik
bagi jamaah dan travel yang sudah mempunyai legalitas hukum dalam hal ini travel
harus bertanggungjawab penuh atas keberangkatan untuk menyelenggarakan
ibadah umrah. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa tanggung jawab yang sangat
besar karena menyangkut individu maupun kelompok dalam berbagai macam
problematika umrah akan dikembalikan kepada Kementerian Agama sebagai
stakeholder untuk mengawasi jika terjadi permasalahan yang timbul antara jamaah
umrah dan biro penyelenggaraan travel umrah.

Seiring dengan laju pertambahan jamaah, umrah dari tahun ke tahun menjadi
potensi yang sangat besar bagi travel umrah menjadi peluang bisnis yang sangat
menjanjikan bagi pelaku atau biro jasa umrah. Tidak sedikit agen atau biro jasa
ilegal (non resmi) sebagai penyelenggara ibadah haji dan umrah di beberapa daerah
yang kerap ditemukan problematik hukum yang berujung merugikan masyarakat
yang hendak beribadah ke tanah suci. Kerugian ini yang diderita oleh konsumen
bahkan penerima jasa umrah tidak hanya terjadi pada saat jamaah umrah masih
berada di negeri sendiri, potret jamaah yang menjadi problematika utama baik
didalam pemondokan, atau masa tunggu dalam keberangkatan.*? Berdasarkan data
pada tahun 2015 Kemenag mencatat 10.920 kasus penipuan dalam
penyelenggaraan ibadah umrah yang dilakukan oleh travel umrah hingga mencapai

Rp. 218,4 milyar, dengan kerugian rata-rata perjamaah mereka menyetorkan

11 Subianto, Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia, 299.

12 Agwam Fiazmi Hanifan, Komersialisasi Umrah, Ketika Ibadah Bernilai Bisnis, Tirto Online. 31
Agustus 2016. https://tirto.id/komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-DI (2 September
2016).
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ongkos biaya Rp.20 Juta per orang.'* Dari aspek manajerial akuntabilitas
penyelenggaraan dalam layanan ibadah umrah masih dirasakan oleh masyarakat
sebagai pengguna travel umrah di Indonesia menjadi semakin tinggi dari segi
kuantitatif tidak berimbang jika dilihat dari sisi kualitas yang diselenggarakan oleh
travel umrah sebagai pihak biro jasa atau travel.

Sebagai jawaban dari problematik diatas terkait dengan potret persoalan yang
menimpa antara jamaah sebagai pengguna dan travel sebagai penyelenggara adalah
sebagai satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan untuk menjadi satu
problematik dalam penyelanggaraan ibadah umrah dalam menjalankan aturan atau
regulasi yang sudah ada dalam kementerian agama maka perlu merumuskan sebuah
panduan atau aturan yang menjadi acuan bagi penyelenggara biro jasa atau travel
umrah sebagai langkah yang sangat strategis. Proses yang sangat menjanjikan untuk
menghindari persoalan yang akan timbul di belakang bagi jamaah umrah bisa
diminimalisir dengan tujuan agar ibadah umrah sebagai tujuan utama adalah ritual
keagamaan yang menjadi tujuan utama yang tidak lepas dan tidak terkontaminasi
dengan tujuan bisnis. Kedua problematika tersebut antara jamaah umrah dengan
travel menjadi satu kesatuan sistem yang bisa dijalankan dengan baik demi keadilan
bahkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparan dalam pengelolaan sebagai
jasa atau travel umrah.

Penyelenggaraan ibadah umrah adalah sebuah kegiatan yang memiliki

mobilitas tinggi dan terbatas ruang penyelenggaraanya dari segi tempat dan waktu.

13 Edy Supriatna Sjafei, Upaya Pemerintah Memperbaiki Penyelenggara Umrah, Jurnal Haji Umroh
Online. 6 Desember 2016. http://www.jurnalhajiumroh.com/post/berita/upaya-
pemerintahmemperbaiki-penyelenggaraan-umrah (12 Januari 2017).
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Tempat pelaksanaan umrah hanya bisa dilaksanakan di Arab Saudi dan waktu
pelaksanaannya terbatas dikarenakan visa untuk masuk ke Arab Saudi juga terbatas.
Unsur-unsur dalam penyelenggaraan umrah sebagai regulasi umrah, peneliti
memberikan gambaran secara jelas unsur penyelenggaraan umrah menjadi empat
pilah utama, yaitu jamaah umrah, penyelenggara atau biro travel, pengawas umrah
dan instansi terkait yaitu Kementerian Agama.

Bagan di bawah ini memperlihatkan secara singkat unsur-unsur dalam
pelaksanaan ibadah umrah

Gambar 3.1 Unsur-Unsur Penyelenggaraan Umrah

BIRO
PENYELENGGARA

\

PENGAWAS
UMROH

INSTANSI

IMIGRASI KESEHATAN ASOSIASI WISRATUL HAJJ MUASSASAH

1. Jamaah Umrah
Jamaah umrah terdiri dari kumpulan masyarakat yang mendaftarkan diri

kebiro penyelenggaraan ibadah umrah untuk menunaikan ibadah umrah ke
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Makkah.** Dengan kualifikasi keberangkatan yang terdiri dari 5 hingga 45 jamaah
bahkan bisa mencapai satu pesawat boeing yang dapat mengangkut 314 hingga 451
jamaah yang didampingi oleh satu orang pembimbing.

Indonesia memberangkatkan jamaah umrah yang diberangkatkan oleh biro
jasa atau travel tidak sedikit keuntungan atau profit yang diraih dari jamaah yang
mendaftar, data ini diperoleh 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia,
207.176.162 sebagai penduduk yang beragama Islam mereka berpotensi besar
untuk menjalankan ibadah umrah ke tanah suci.*® Dari jumlah penduduk muslim
Indonesia tersebut dapat di perkirakan setiap tahun memberangkatkan hampir 600
ribu hinga satu juta warga muslim Indonesia yang hendak menunaikan ibadah
umrah. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi atau lembaga pengurus paspor Arab
Saudi, Sulaiman bin Abdul Aziz Yahya menandaskan bahwa, pada tahun ini
Indonesia adalah terbanyak mengirimkan jamaah haji dan umrah, disusul kemudian
negara Pakistan, India, Bangladesh, dan Nigeria.'®

Bagi jamaah yang akan melakukan perjalanan ibadah umrah wajib
mendaftarkan ke lembaga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan
wajib melaporkan kepada Dirjen untuk keberangkatan selanjutnya agar mendapat
bimbingan ibadah sebelum berangkat, transportasi jamaah untuk keberangkatan ke
Arab Saudi, mendapatkan akomodasi dan konsumsi, pelayanan kesehatan berupa

pendampingan petugas kesehatan perlindungan jamaah sebagai penyedia asuransi,

14 Jemaah, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. http://kbbi.web.id/jemaah (12 Nopember 2020).
15 Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah dan Agama yang Dianut, Situs
Resmi BPS. http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0 (12 Nopember 2020).

6 Anonym, Indonesians top list of Umra arrivals, Arab News Online. 4 Januari 2015.
http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/684211 (12 Nopember 2020).
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dan administrasi serta dokumentasi jamaah umrah sebagai pengurusan visa bagi
jamaah umrah. Y/

Jamaah umrah dianjurkan sebelum mendaftarkan kepada satu lembaga biro
travel umrah agar mengedepankan unsur kehati-hatian untuk menjaga akibat dari
perbuatan travel berujung pada penipuan.® Hal tersebut sebagai langkah prefentif
agar dapat terhindar dari unsur penipuan oleh penyelenggara travel umrah terhadap
jamaah umrah. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, jamaah dapat segera
mengadukan atas pelayanan yang diberikan oleh biro travel kepada Kementerian
Agama selaku pengawas.'® Sesuai dengan data yang dapat ditangkap pada potret
jamaah umrah yang mendaftar sebagai calon ibadah umrah di beberapa travel
umrah yang ada jika terjadi persmasalahan yang timbul masih belum bisa
terselesaikan dengan baik bahkan tidak mampu memberikan ruang sebagai solusi

untuk menjamin secara legalitas hukum bagi para jamaah jika terdapat

17 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015, bab 11, pasal 10.

18 Gerakan Lima Pasti Umrah tersebut berupa:!® 1. memastikan biro perjalanan ibadah umrah
memiliki izin resmi. 2. Memastikan jadwal keberangkatan dan penerbangan ke Tanah Suci. 3.
Pastikan harga dan paket yang ditawarkan biro perjalanan Ibadah umrah. 4. Jamaah harus
memastikan penginapan selama di Tanah Suci. 5. Jamaah harus memastikan visa umrahnya.
Nafiysul Qadar, Gandeng Bareskrim Polri, Kemenag Luncurkan Gerakan Lima Pasti Umrah,
Liputan6 Online. 30 Juni 2015. http://news.liputan6.com/read/2262142/gandeng-bareskrimpolri-
kemenag-luncurkan-gerakan-5-pasti-umrah (2 September 2020).

19 Memastikan jadwal keberangkatan hingga hari keberangkatan adalah hal yang bisa dilakukan oleh
jemaah calon umrah karena jadwal keberangkatan bagi travel penyelenggara sudah ada. Dalam
penyelenggaraan umrah tidak ada istilah daftar tunggu. Jemaah bisa berangkat kapan saja asalkan
tiket penerbangan telah dibeli sejak awal oleh pihak penyelenggara. Hanya saja, spekulasi dari
penyelenggara umrah yang kebanyakan ditemukan di lapangan adalah karena prosedur untuk
membeli tiket penerbangan harus memenuhi kuota grup dengan deposit uang terlebih dahulu. Jika
ini terjadi, biasanya travel akan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan lain dalam
pemberangkatan. Penundaan pemberangkatan merupakan pelanggaran yang bisa dilaporkan ketika
calon jemaah umrah merasa dirugikan oleh penyelenggara. Setidaknya, dari kasus yang beredar,
Jemaah tidak ingin melapor lantaran masih menganggap perjalanan umrah haji adalah panggilan
Tuhan dan penundaan adalah ujian dalam pemberangkatan tersebut. Adanya perjanjian kedua belah
pihak sejatinya menjadi aturan yang harus dipatuhi di setiap penyelenggara, sehingga hak dan
kewajiban antara kedua belah pihak betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan
biro perjalanan umrah yang resmi, masyarakat bisa mengakses langsung di website kementerian
agama secara online, lihat: http:// haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/daftar-ppiu.
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permasalahan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan biro jasa atau travel umrah.
Hal ini sistem pengawasan yang diberikan oleh pemerintah kementerian agama
sebagai penyelenggara utama untuk mengeluarkan regulasi tentang umrah belum
dapat memberikan solusi yang terbaik bagi jamaah umrah yang menjadi korban,
maka penyelenggara tetap menjalankan sebagai lembaga yang dipercaya oleh
masyarakat untuk memberangkatkan ibadah umrah tersebut, jika terjadi hal yang
tidak diinginkan maka yang sangat menjadi prinsip utama adalah unsur kehati-

hatian bagi jamaah atau individu sendiri.

2. Penyelenggara Umrah

Penyelenggaraan umrah adalah bertugas untuk melakukan dan melaksanakan
perintah, baik mengurus dan memperhatikan serta tanggung jawab penuh sebagai
penyelenggara bagi jamaah umrah.?’ Penyelenggara umrah adalah biro perjalanan
atau travel yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU) dari Kementerian Agama.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai penyelenggara
umrah dibawah pengawasan Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab penuh
sebagai pelayanan kepada jamaah umrah yang berupa bimbingan manasik umrah,
menyediakan transportasi, akomodasi dan pemondokan, konsumsi, pelayanan
kesehatan, dan perlindungan jamaah berupa pengurusan visa dan dokumentasi

selama perjalanan.?

20 Selenggara, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. http://kbbi.web.id/selenggara (23 September
2020).

2l Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah
Umrah, bab 111, pasal 10.



114

Berkaitan dengan hal tersebut diatas adalah menjadi tanggung jawab penuh
bagi biro jasa travel yang menyelenggarakan perjalanan umrah jika terjadi hal yang
tidak diinginkan atau ada unsur penipuan yang berakibat pada jamaah dirugikan
maka dapat melaporkan ke instansi terkait tentang pelanggaran pelayanan umrah
bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat diberikan sanksi
berupa: peringatan, pembekuan izin penyelenggaraan, pencabutan izin penyelenggaraan
dan pidana berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan data PPIU yang telah
mendapatkan izin di pemerintahan Indonesia kini mencapai 648 bahkan hingga 800
sebagai penyelenggara biro travel umrah. Hal tersebut terdiri dari beberapa asosiasi
travel haji dan umrah serta Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia
(Kesthuri).?

Bagai biro penyelenggara travel umrah untuk mendapatkan izin dari
Kementerian Agama sebagai lembaga PP1U harus mempersiapkan persyaratan agar
mendapatkan izin sebagai biro travel umrah diantaranya adalah: pemilik
mempunyai akta perusahaan, warga negara Indonesia yang beragama Islam,
memiliki susunan kepengurusan perusahaan, memiliki izin usaha biro perjalanan
wisata, memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas (PT) dan disahkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhum), memiliki surat
keterangan domisili perusahaan, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
serta memiliki laporan keuangan perusahaan selama satu tahun terakhir dengan

catatan telah diaudit oleh pihak akuntan publik sebagai lembaga yang independen.

22 Karta Raharja Ucu, ,4 Asosiasi Travel Bentuk Forum Penipuan Umrah dan Haji‘, Khazanah
Republika Online. 22 Desember 2015. http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/islam-
nusantara/15/12/22/nzr2ix282-4-asosiasi-travel-bentuk-forum-antipenipuan-umrah-danhaji (12
Nopember 2020).
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Disamping itu pula juga harus memiliki rekomendasi asli dari instansi atau
pemerintah daerah baik kota, kabupaten atau provinsi setempat, dan juga ada surat
rekomendasi asli dari kanwil setempat dan dilampirkan pula garansi dalam bentuk
uang tunai yang dibuktikan dengan perbankan dengan jumlah minimal Rp. 200
juta.?®

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) jika menghendaki sebagai
provider visa, harus dibuktikan dengan izin umrah yang mempunyai bukti kerja
sama antara muassasah perusahan Arab Saudi yang bertugas sebagai pengurusan
visa umrah, rekomendasi, dan ditambah dengan bank garansi sebesar
Rp.1.000.000.000.2* hal ini bagi provider visa merupakan perusahaan yang dapat
diperkenankan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memasuki kota Makkah dan
Madinah bagi jamaah yang melaksanakan ibadah umrah dengan rentang waktu
tertentu.®

Fakta yuridis bagi penyelenggara atau travel umrah, tidak sedikit yang

melanggar ketentuan regulasi umrah. Karena tidak memperhatikan manajemen dan

23 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan lbadah
Umrah, bab II, pasal 5.

24 Lihat persyaratan untuk menjadi provider visa: Affan Rangkuti, ,Syarat Menjadi Provider Visa“,
Situs Resmi Kemenag RI. http://haji.kemenag.go.id/v3/content/ini-syarat-menjadi-providervisa (12
Nopember 2020).

25 ditentukan jemaah harus pulang kembali ke negara asalnya, apabila batas waktu visa umrah telah
habis. Apabila ditemukan jemaah yang menyalahgunakan peruntukan visa umrah, maka akan
dideportasi oleh Pemerintah Arab Saudi. Terdapat denda untuk setiap kelebihan tinggal di Arab
Saudi sebesar SAR 60.000 atau setara dengan Rp 222.000.000 dengan kurs Rp 3.700 per satu real.
Sanksi tersebut wajib dipertanggungjawabkan oleh muassasah dan juga provider yang telah bekerja
sama dengan muassasah. Terdapat banyak temuan jemaah umrah yang menyalahi izin tinggal. Masa
berlaku visa umrah telah habis, namun mereka masih tetap tinggal di Saudi dengan berbagai alasan.
Saat masa berlaku visa umrah telah habis, mereka menetap hingga beberapa bulan sampai tiba
musim haji. Ada pula yang menetap untuk mencari nafkah di Arab Saudi. Lihat: Tri Wahono, ,Pakai
Visa Umrah untuk Haji, 120 WNI akan dideportasi Arab Saudi‘, Kompas Online. 11 September
2016.
http://internasional.kompas.com/read/2016/09/11/23453411/pakai.visa.umroh.untuk.haji.120.wni.a
ka n. dideportasi. arab. saudi (12 Nopember 2020).
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persaingan yang tidak sehat antar sesama travel dapat ditemukan data tentang
penyelenggaraan ibadah umrah, sedikitnya terdapat dua variabel yang menjadikan
kekacauan pada penyelenggaraan ibadah umrah. Salah satu diantaranya adalah
regulasi dan penyelenggaraan yang tidak terkontrol dengan baik dan yang kedua
adalah sistem market tidak mempunyai standarisasi harga yang telah ditentukan
oleh penggagas regulasi.?®

Sistem kontrol yang kurang efektif mengakibatkan bagi penyelenggara travel
umrah dengan mudah melanggar beberapa aturan atau regulasi umrah. Peneliti
banyak menemukan di fakta yuridis bahwasanya mayoritas PPIU tidak dapat
menjalankan ketentuan yang sesuai dengan aturan yang telah menjadi aturan yang
baku dari Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015. Tidak sedikit
pelanggaran yang dilakukan oleh biro travel diantaranya adalah saat memberikan
pendampingan baik pendampingan jamaah terkait dengan kesehatan dan atau
pemondokan kurang petugas pembimbing umrah berakibat para jamaah umrah
menjadi kacau bahkan akomodasi baik itu tiket pesawat maupun hotel yang selama
perjalanan keberangkatan hingga kepulangan tidak sesuai dengan apa yang
dijanjikan pada saat perjanjian calon jamaah dengan biro travel. Terjadi beberapa
pelanggaran baik fasilitas yang berbeda sangat signifikan yang telah dijanjikan oleh
pihak penyelenggara travel tidak sesuai dengan harapan jamaah, hal ini disebabkan

oleh sistem pengawasan yang berkurang tidak dapat dijalankan dengan baik.?’

% Tlla Kartila, ,Cegah Penipuan, Pemerintah Harus Awasi Penyelenggara Umrah®, Miraj Islamic
News Agancy (MINA) Online. 7 Desember 2016. http://mirajnews.com/2016/12/cegahpenipuan-
pemerintah-harus-awasi-penyelenggara-umroh.html (12 Nopember 2020).

27 Upaya Pemerintah dalam Memperbaiki Penyelenggaraan Umrah®, Rayapos Online.
http://rayapos.com/upaya-pemerintah-memperbaiki-penyelenggaraan-umrah/ (5 Desember 2016).
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Disamping problematik diatas banyak penyelenggara travel antara yang satu
dengan yang lainya dalam memberikan harga tidak ada acuan yang baku, bahkan
sistem multi level marketing (MLM), dana talangan umrah, umrah dengan sistem
daftar tunggu, hingga persaingan yang tidak sehat antar asosiasi penyelenggara
umrah dalam penentuan harga, maka membuat dan memicu persoalan dikalangan
biro travel umrah. Dan sistem keuangan bagi travel umrah yang menerima setoran
dana dari jamaah umrah tidak bisa diaudit secara langsung oleh calon jamaah umrah
dan pemerintah sebagai pengawas dalam regulasi anggaran atau dana yang
diseorkan dari jamaah ke lembaga travel umrah. Regulasi seharusnya dapat
memberikan standar harga yang jelas agar dapat dipahami oleh pelaku travel
sekaligus calon jamaah umrah.

Bagi penyelenggara umrah jika melakukan tindakan atau melakukan
perbuatan yang melanggar aturan berakibat kepada penipuan, sebagaimana telah
diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan
bahwa: barangsiapa dengan maksud utuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling
lama empat tahun.?® Bagi jamaah jika menjadi korban penyelenggara travel umrah
yang melanggar unsur-unsur pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 378

KUHP secara jelas perbuatan melawan hukum dengan tipu muslihat, rangkaian

28 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 378.



118

kebohongan, dan menggerakkan jamaah umrah untuk menyerahkan sesuatu atau
mentranfer uang ke rekening penyelenggara travel umrah untuk kepentingan diri
sendiri bahkan memperkaya diri dan lembaga dari hasil uang jamaah maka hal

tersebut bisa dipidanakan dengan kasus penipuan.

3. Pengawasan Umrah

Umrah dapat diawasi oleh pihak Kementerian Agama, dalam hal ini adalah
Dirjen Haji dan Umrah untuk melakukan pembinaan dan akreditasi, pengawasan
tersebut meliputi perjalanan, kegiatan operasional, pelayanan jamaah, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang bekerja sama dengan inspektoran
dan instansi terkait.?

Pengawasan tersebut dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
yang memperoleh mandat undang-undang untuk memberikan izin operasional,
memantau kinerja, memberikan perpanjangan izin, dan dapat mencabut penyelenggara
yang bermasalah. Hal ini sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama No. 18
Tahun 2015 dengan sistem standar operasional prosedur (SOP) sebagai pengawasan
travel haji dan umrah, sebagai tim penegak hukum dan menyelenggarakan aturan
regulasi.®

Kementerian Agama untuk menjalankan sistem pengawasan telah menjalin
hubungan kerjasama antar instasi terkait, bekerja sama dengan bareskrim sebagai

lembaga untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak travel yang tidak

29 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama (PMA) no. 18 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, bab V11, pasal 20.

% Rachmadin Ismail, Penjelasan Dirjen Haji dan Umrah Terkait Pengawasan Travel Nakal,
Detiknews Online (29 Agustus 2016). http://news.detik.com/berita/3286173/penjelasan-dirjen-
hajidan-umrah-terkait-pengawasan-travel-nakal (20 November 2020).
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mempunyai izin untuk memberangkatkan jamaah haji dan umrah. 3! Praktek
penipuan yang dilakukan oleh biro travel umrah terhadap jamaah umrah tetap
terjadi hampir disemua pemerintah baik daerah maupun provinsi di wilayah
pemerintah Indonesia. Tidak sedikit dijumpai penyelenggara yang tidak memenuhi
aturan atau prosedur yang telah dilakukan secara yuridis pihak travel harus
berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan tindakan — tindakan atau
perbuatan yang melawan hukum.®2

Sebagai langkah preventif yang diberlakukan oleh Kemenag secara terus
menerus agar dapat meminimalisir para calon jamaah umrah agar tidak terjadi
kerugian yang besar berakibat perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang
diatur dalam pasal 378 KUHP. Maka tugas Kemenag harus meningkatkan
pengawasan dan kerja sama dengan pihak imigrasi dan kepolisian setempat agar
dapat meminimalisir tindakan-tindakan kriminal yang lain, hal ini sebagai upaya
preventif bagi calon jamaah umrah.

Bagi penyelenggara haji dan umrah di Indonesia mendapatkan posisi yang
sangat strategis dan berpotensi bagi jamaah umrah menjadi korban penipuan umrah

hal ini terjadi disebabkan penyelenggara umrah tidak amanah dan kurang

31 Dirjen PHU: Travel Berizin Diawasi, Travel Tidak Berizin Ranah Polisi‘, Situs Resmi Kemenag.
https://www.kemenag.go.id/berita/398452/dirjen-phu-travel-berizin-diawasi-travel-tidakberizin-
ranah-polisi?lang=id (29 Agustus 2020).

32 Sabrina Asril, Kemenag Jatuhkan Sanksi Terhadap 14 Travel Haji Nakal, Kompas Online (29
Agustus 2016). http:/ /nasional.kompas.com/ read/2016/08/29/21032431/ kemenag. jatuhkan.
sanksi. Terhadap 14 travel haji nakal (20 November 2020).

3 Asep Budiman, Paspor Umrah dan Haji Khusus Harus Rekomendasi Kemenag, Pikiran Rakyat
Online (8 Maret 2017). http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/03/08/paspor-umrahdan-haji-
khusus-harus-rekomendasi-kemenag-395584 (20 Maret 2020).
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profesionalisme dalam menjaga amanah sebagai lembaga travel umrah dalam
rangka menciptakan penyelenggaraan ibadah umrah yang baik dan benar.3*

Sistem penyelenggaraan umrah di Indonesia berfungsi sebagai sistem kontrol
untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus menjadi wadah saling
bertukar ide dan gagasan untuk menentukan jumlah tiket ibadah umrah agar dapat
tercapai kesepakatan antara pihak travel yang satu dengan yang lainya. Hal ini
menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan nilai keamanan bagi para
jamaah untuk terhindar dari unsur-unsur penipuan.

Kerugian jamaah yang menjadi korban travel umrah jumlahnya sangat
fantastis, akibat dari tindakan-tindakan penipuan dan penggelapan dari uang jamaah
berakibat pada jamaah menjadi terlantar, gagal berangkat, membuat tidak stabil
pada jiwa jamaah dengan letupan emosional akibatnya menimbulkan mafsadah atau
kerusakan akibat buruk yang ditimbulkan oleh biro travel sebagai penyelenggara
dan pemerintah sebagai stakeholder yang mengeluarkan regulasi maka perlu adanya
tindakan-tindakan strategis diantaranya adalah dapat mengurai problematika umrah
yang menjadi ketimpangan antar penyelenggara dengan jamaah. Hal ini sebagai
langkah preventif yang bersifat sistematis dan komprehensif. Disamping itu pula,
pemerintah juga harus membenahi dan merevisi regulasi yang sudah ada dengan

memberikan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada sebelumnya, untuk

3 Asosisasi Penyelenggara Haji Umroh Inbond Indonesia (ASPHURINDO), Tentang Asphurindo®,
Situs Resmi Asphurindo. http://asphurindo.com/index.php/tentang-asphurindo/ (20 Nopember
2020).
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melakukan evaluasi demi tercapainya tujuan yang baik antara jamaah umrah dan
travel umrah.*

Regulasi umrah tersebut sebagai bentuk jawaban kebutuhan masyarakat
dalam kondisi darurat.®® Hal ini terbentuk pembenahan regulasi sebelumnya yaitu
UU No, 13 Tahun 2008 yang dipandang tidak relevan dengan kondisi kekinian
sehingga dapat diterbitkan regulasi yang lebih baik bertujuan untuk melengkapi
demi kesempurnaan.®” Hal ini adalah sebagai terobosan pembenahan standarisasi
terkait dengan biaya umrah dan kebijakan menjadi rujukan untuk menentukan dan
dapat meminimalisir jumlah korban.3 Disamping terobosan tersebut perlu adanya
ketentuan keberangkatan bagi calon jamaah umrah perlu diberitahukan tentang
dana tiket umrah yang rawan disalahgunakan dapat diminimalisir agar terhindar
dari tindakan melawan hukum.3® Disamping itu pula, Kementerian agama adalah
menjadi instrumen internalisasi sistem pengawasan berbasis elektronik seperti
Sistem Informasi Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH).4

Kementerian Agama sebagai stake holder dapat menjalankan kerjasama yang

lebih baik terhadap pihak kepolisian jika ditemukan tindakan-tindakan yang

% Teguh Prasetya, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 38.

3 A, Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 77.

37 Rofiq Hidayat, Disahkan 12 Hal Terbaru dalam UU lbadah Haji dan Umrah, disetujuinya RUU
menjadi UU supaya pelaksanaan ibadah haji dan umrah lebih baik dan berkualitas, diakses via
https://www.hukumonline.com pada tanggal 28 Maret 2020.

% Agus Yulianto, Standarisasi Bukan Solusi Menekan Masalah Umrah, diakses via
www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/ pada tanggal 21 April 2020.

3% Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Jakarta: Kementerian Agama, 2018).

40 Maya Saputri, Revisi PMA No. 8 Tahun 2018 Dinilai Bisa Tindak Travel Umrah Nakal, diakses
https://tirto.id/ pada tanggal 17 April 2020.



122

melanggar hukum sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam KUHP dalam pasal
378 dan pasal 372 KUHP dan Otoritas Jasa Keuangan.*

Asosiasi ibadah umrah yang menjadi kesepakatan kolektif sebagai bentuk
tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan bisnis travel umrah, melibatkan
beberapa pihak terkait diantaranya adalah perbankan maka semua dana yang
dikelola oleh pihak travel umrah harus dikelola oleh pihak ketiga sebagai jasa
kepercayaan vyaitu perbankan untuk meminimalisir persoalan yang muncul
dikemudian hari jika terjadi penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan
penyelenggara umrah agar terhindar korban dengan jumlah yang cukup fantastis.*?
Kerjasama lintas sektoral sangat diperlukan sebagaimana antara imigrasi dibawah
Kementerian Hukum dan HAM dengan diterbitkanya surat dari Direktur Jenderal
Imigrasi Kemenkumham No: IMI.2-GR.01.01-0334 tertanggal 27 Februari 2017.
Perihal tambahan persyaratan permohonan paspor dalam rangka pencegahan
terjadinya TKI/TKW non-prosedural. Ketentuan tersebut sebagai syarat
direkomendasikan dari Kementerian Agama untuk calon jamaah haji khusus dan
umrah, maka pemerintah seyogyanya membuat ketentuan peraturan yang
berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Agama dengan Direktorat

Jenderal Imigrasi 23 Februari 2017.%3

41 Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 12 — POJK.01-2017 tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, (Jakarta: Otoritas
Jasa Keuangan, 2017). Lihat pula, Otoritas Jasa Keuangan, Fungsi dan Tugas Pokok Otoritas Jasa
Keuangan-OJK, diakses https://www.ojk.go.id/ pada tanggal 21 April 2020.

42 Imas Syarifah Ahmad, “Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi,” Salam Jurnal Filsafat dan
Budaya Hukum 2 (November 2014).

43 Samuel Toba, Cegah Human Trafficking dan Pengurusan Paspor Umrah dan Haji Khusus dengan
Rekomendasi Kemenag, sebagai Narasumber dan Kepala Kantor Imigrasi Palopo dalam Dialog
Lintas Kerjasama Kementerian Agama Palopo dengan Stakeholder dalam Menyikapi Maraknya
Penipuan Umrah di Aula Sawerigading IAIN Palopo pada tanggal 15 Maret 2017.
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Ketentuan dari tiga hal tersebut diatas akan menjadi maksimal dan lebih baik
jika melibatkan kerjasama kolektif dan berkelanjutan agar terhindar dari
problematika penyelenggaraan ibadah umrah bisa diminimalisir dan dapat
ditangani secara paripurna. Keberadaan Kementerian Agama sebagai instansi
pemerintah pembuat dan pengawal regulasi tentang penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah, kepolisian sebagai pihak dalam penegakan hukum dapat memonitoring
jika ada perilaku travel umrah yang tidak memenuhi aturan atau regulasi dengan
disandingkan lembaga otoritas jasa keuangan menjadi satu kesatuan sistem yang
tidak bisa dipisahkan.

Penerapan konsep maslahat dapat diprioritaskan sebagai instrumen untuk
menekan dan meminimalisir tumpang tindih antara penyelenggara ibadah umrah
dengan kementerian agama sebagai stake holder dalam hukum islam agar terhindar
dari transaksi yang mengakibatkan potensi kerugian bagi calon jamaah umrah yang
syarat dengan manipulasi antara pihak biro travel umrah. Pemahaman tentang
mafsadah atau potensi terjadinya bahaya yang mengakibatkan nilai kerugian besar
maka perlu adanya sistem penyelenggaraan untuk menjalankan bisnis termasuk
penyelenggaraan ibadah umrah yang mengedepankan paket umrah yang benar.

Dalam tataran bisnis yang benar harus diutamakan produk bukan
mengutamakan perekrutan orang, jika mengutamakan perekrutan perorangan akan
berakibat adanya tindakan melawan hukum karena tidak lazim perekrutan orang

tersebut sebagai media bisnis.** Begitupula dibidang industri atau usaha apapun

4 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktis, 131.
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bentuknya dinilai baik dan benar jika menawarkan produk yang benar yang dapat
memberikan keuntungan kepada pihak konsumen.

Sangat tampak sekali persoalan yang timbul jika menggunakan sistem ponzi
dengan iming-iming uang yang besar, menjadikan orang simpatik dan tertarik
dengan model multi level marketing (MLM) secara finansial pasti menimbulkan
permasalahan karena melibatkan keuangan dan harta benda maka dapat
menimbulkan persoalan yang ditemukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
melakukan pengecekan administrasi perusahaan baik itu keuangan dan yang
lainya.*® Sistem dalam penyelenggaraan ibadah umrah banyak ditemukan
problematik yang timbul akibat perbuatan travel umrah berujung pada penipuan
disebabkan karena biaya tiket umrah yang tidak wajar, tidak rasional, cenderung
pada paket murah karena dengan sistem ponzi, arisan berantai ibadah umrah, tentu
hal ini harus diminimalisir dengan melakukan audit keuangan maka dapat
dimunculkan bagi pihak travel umrah yang dinilai mencurigakan karena tidak
sesuai dengan aturan antara pemasukan dengan pengeluaran jamaah yang berakibat
fatal dan menjadikan korban penipuan jamaah umrah.

Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH)
menjadikan sentralisasi dalam pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan ibadah
umrah dengan sistem yang baik dan benar agar dapat mencegah terjadinya penipuan
maupun penggelapan dana calon jamaah umrah, hal ini dipandang penting agar

terhindar dari unsur-unsur penipuan dana jamaah umrah.*

4 Chandra Putra Negara, Investasi Bodong Sudah Pasti Bohong, sumber Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan dipublikasikan via youtube.com pada tanggal 21 April 2020.

46 Kementerian Agama, PMA No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah,
Pasal 2 dan 3.
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B. Regulasi Travel Umrah di Indonesia

Umrah termasuk ibadah yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia,*’
Dengan segala dinamikanya, umrah cukup menarik diperbincangkan dalam urusan
keagamaan.*® Dimensi umrah dapat dibagi menjadi dua jenis, pertama dimensi
religius yang menjadi dimensi utama dalam pelaksanaan umrah.*® Kedua, dimensi

non-religius, yang berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi, dan politik.

a. Sosial Budaya

Umrah tak ubahnya seperti aktivitas sosial, masyarakat dari berbagai dunia
termasuk Indonesia sangat akrab dengan ibadah umrah.®® Christian Snouck
Hurgronje (1997) dan Martin Van Bruinessen (1997) menyatakan jika ibadah haji
dan umrah yang dilaksanakan masyarakat muslim setiap tahunnya, didasari atas
beberapa alasan, seperti untuk meningkatkan strata sosial, dalam rangka menuntut
ilmu, bahkan karena ingin membuat hati tentram akibat masalah yang datang.>!

Di Indonesia beragam budaya di masing-masing daerah menjadi pengantar
pelaksanaan ibadah umrah. Para keluarganya biasanya menggelar acara doa
bersama dalam rangka memohon perlindungan dan keberkahan bagi yang akan
menunaikan haji atau umrah. Mereka berasal dari berbagai macam latar belakang

kehidupan dan pemahaman terhadap umrah. Organisasi kelslaman seperti Nahdatul

47 Nurcholish Madjid, Umrah dan Haji Perjalanan Religius, Cet. 11l (Jakarta: Dian Rakyat, 2008),
4

48 Hasan Ayyub, Figh al-Hajj wa al-Umrah (Kairo: Dar Salam, 2005), 98.

49 Al-Qahtani, Manasik al-Hajj wa al-Umrah fi al-Islami fi Daw’ al-Kitab wa al-Sunnah, 223.

50 Mukhlisin Muzarie, Figh Haji; Antara Teori dan Praktek (Yogyakarta: Dinamika, 2013), 29.

51 Achmad Nidjam & A. Latief Hannan, Manajemen Haji (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), 4.
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Ulama Muhammadiyah memegang peran penting dalam mempengaruhi
pemahaman masyarakat Indonesia.>?

Banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia terhadap
pelaksanaan umrah, selain dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Umrah juga
dapat dijadikan sebagai media pengenalan budaya Indonesia, seperti dalam
penggunaan seragam pada saat menjalankan serangkaian ibadah umrah dan lain
sebainya. Hal demikian diperkenankan selama tidak menyimpang dari ajaran Islam

dan tidak merusak akidah.>®

b. Ekonomi

Perintah pelaksanaan ibadah haji dan umrah dalam Islam, diperuntukkan bagi
orang yang mampu atau dalam bahasa Arah disebut istitha’ah.>* Syarat ini
diberlakukan agar orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji maupun
umrah, tidak memaksakan diri. Karena jika diperhitungkan, biaya untuk
melaksanakan haji atau umrah tidak sedikit.>® Keadaan ini juga berbanding lurus
dengan jumlah biro jasa pemberangkatan haji dan umrah yang kian meningkat.

Penyedia jasa travel haji dan umrah bisa meraup keuntungan yang besar.>®

c. Politik
Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda memberikan kesempatan

warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.®” Politik

52 Madjid, Umrah dan Haji Perjalanan Religius, 7.

53 Muzarie, Figh Haji; Antara Teori dan Praktek, 44.

% Madjid, Umrah dan Haji perjalanan Religius, 21

55 Muzarie, Figh Haji; Antara Teori dan Praktek, 147.

5 |stimawan Dipohusodo, Pergi Haji sesuai Sunnah Rasul (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 49.
5" Nidjam dan Hannan, Manajemen Haji, 9.
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kepentingan ini tidak lain dimaksudkan untuk memikat simpati dari rakyat
Indonesia agar nantinya dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh penjajah. Akan
tetapi kebijakan tersebut tidak berlangsung lama, Belanda mencari berbagai macam
alasan untuk menghentikan pemberangkatan haji dan umrah ke baitullah. Selain itu
perubahan kebijakan Kerajaan Arab Saudi dan penyempurnaan undang-undang di
Indonesia juga menjadi faktor terhentinya pelaksanaan ibadah haji dan umrah dari
negara Indoensia.*®

Konstelasi politik kala itu membuat sebagian besar masyarakat berpandangan
jika pengaturan tentang umrah di Indonesia hanyalah politik semata. Penggunaan
istilah “umrah politik” pun tak terelakkan, karena masyarakat menilai ada
ketidakadilan atas pengaturan pelaksanaan ibadah umrah di Indonesia.>®

Seiring berjalannya waktu, pembahasan regulasi tentang umrah kembali
disemarakkan. Hingga pada tahun 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Agama No.
8 tentang Penyelenggaraan Umrah. Regulasi ini menjadi angin segar atas penantian
selama ini, sekaligus menjadi payung hukum bagi pelaksanaan ibadan umrah di
Indonesia.

Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 2020 tentang Penyelenggaran Umrah
terdiri dari tiga belas bab dan lima puluh pasal. Bab | memuat tentang ketentuan
umum tentang penyelenggaraan umrah. Bab Il tentang pihak yang dapat memproses
perjalanan umrah. Bab 111 tentang biaya perjalanan ibadah umrah dirangkum dalam

dua pasal yaitu Pasal 9 dan 10. Bab IV berisi tentang Pendaftaran dan pembatalan.

%8 Achmad Subianto, Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia (Jakarta: Yakamus, 2016), 240.

% Sacipto, “Umrah sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri dan Komoditas Industri,” Kontekstualita
28, no. 1, (2013): 12.
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Bab V tentang pelayanan. Bab VI tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
Sebagai Provider Visa, Bab VII tentang Penanganan Pengaduan jemaah, dan
terakhir Bab VIII tentang Pengawasan dan Pengendalian, Bab IX tentang
Pembinaan, Bab X tentang Akreditasi yaitu Pasal 37,38,39 dan Pasal 40. Bab XI
tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administratif, Bab XII tentang Ketentuan
Peralihan dan Bab terakhir yaitu Bab XIII adalah ketentuan penutup yang memuat
tentang Penyelenggaraan Perjalanan lbadah Umrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 366), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.°

Sebelum memberangkatkan para jamaah umrah, penyelenggara/ biro jasa
umrah wajib menyelenggarakan pelatihan atau manasik umrah.%! Dalam sekali sesi
pemberangkatan umrah setidaknya dilakukan sekali manasik walaupun kenyataan
di lapangan jamaah mendapatkan dua kali manasik umrah, yaitu manasik sebelum
berangkat ke Arab Saudi (manasik yang wajib) dan manasik ketika telah berada di
Arab Saudi sebelum melaksanakan ibadah umrah. Adapun pembimbingan jemaah
adalah pengayoman dari pembimbing (mutawwif) yang senantiasa mendampingi
jemaah saat berangkat dan berada di Kota Makkah.

Biro jasa umrah wajib membantu jamaah untuk menyediakan persyaratan

yang dibutuhkan termasuk visa. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah

60 Kemenag RI, Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah, bab 1-13, pasal 1-50.

61 B. Kunto Wibisono, Kemenag Tak Sendiri Menghadapi Travel Umrah Nakal®, Antaranews
Online. 21 Desember 2015. http://www.antaranews.com/berita/536185/kemenag-taksendiri-hadapi-
travel-umroh-nakal (9 September 2020).


http://www.antaranews.com/berita/536185/kemenag-taksendiri-hadapi-travel-umroh-nakal%20(9
http://www.antaranews.com/berita/536185/kemenag-taksendiri-hadapi-travel-umroh-nakal%20(9
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membuka peluang agar setiap PPIU dapat menjadi provider visa, dengan memenuhi

beberapa syarat:®?

1) keputusan izin operasional sebagai PPIU;

2) kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayanan umrah di Arab Saudi;

3) sertifikat International Air Transport Association;

4) bank garansi atas nama PPIU yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank
umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku selama 1
(satu) tahun;

5) laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di
Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian; dan

6) pernyataan komitmen menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta integritas.

Penyelenggara umrah dituntut bersikap profesional dan menghindari segala
tindakan yang dapat memberikan kerugian kepada jamaah umrah. Menjadi tugas
Direktur Jenderal Kementerian Agama dalam menjalin hubungan kerja sama yang
baik dengan lembaga terkait seperti Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal
Republik Indonesia di Jeddah. Sehingga memudahkan bagi jamah calon haji dan
umrah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap para jamaah. Hal ini
dipandang sangat penting bagi berlangsungnya perjalanan ibadah sejak

pemberangkatan dari tanah air hingga ke tanah suci Makkah.

62 Kemenag RI, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah, bab 6, pasal 27.
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C. Komodifikasi Travel Umrah di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komodifikasi berarti merubah
segala sesuatu menjadi barang dagangan yang bisa diperdagangkan.®® Secara
sederhana, segala sesuatu disulap menjadi barang yang berharga serta memiliki
nilai tukar seperti uang. Komodifikasi merupakan salah satu jenis praktek
kapitalisme yang berprinsip pada produksi sesuatu yang memiliki nilai tukar.

Marx memberi pengertian tentang kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang
memberi kesempatan pada individu untuk menguasai sumber daya produksi vital
yang dikelolanya agar dapat meraih keuntungan secara maksimal.* Pendapat ini
selanjutnya memberi kesimpulan jika fenomena kapitalisme bersumber pada uang,
dan secara khusus membahas tentang bagaimana pengelolaan produksi, distribusi
dan konsumsi dijalankan.

Di dunia Barat praktek kapitalisme sudah tumbuh dan berkembang secara
pesat, keadaan ini yang akhirnya melahirkan komodifikasi praktek kapitalisme.
Pada praktek ini prinsip yang dipegang teguh ialah meraih keuntungan yang
sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemilik modal (produser) tentu
harus melakukan usaha yang lebih keras dalam hal memproduksi sesuatu.
Mengolah sesuatu agar menjadi barang yang memiliki nilai jual. Begitu pula
dengan budaya yang ada di masyarakat juga bisa dijadikan barang komoditas,

selama mampu mengemasnya dengan baik agar mampu memperoleh keuntungan.

63 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
64 Stephen K. Sanderson, Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan terhadap Reaitas Sosial (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2003), 160.
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Akhirnya dilakukan berbagai upaya untuk memadatkan budaya, sehingga
budaya yang sebelumnya hanya dianggap sebagai warisan para pendahulu yang
bersifat alamiah, kini berubah menjadi sumber penghasilan. Praktik komodifikasi
pun tidak dapat dihindarkan, proses produksi tidak hanya terjadi pada sektor
ekonomi, saja, namun juga pada sektor organisasi dan konseptualisasi produksi,
distribusi, serta konsumsi komoditas. Setidaknya segala sesuatu yang memiliki nilai
jual, dapat dimanfaatkan dan diproduksi demi menghasilkan keuntungan.

Pada masa kini, komodifikasi tentu semakin didukung oleh hadirnya
teknologi-teknologi modern terutama dalam bidang komunikasi dan informasi
seperti televisi, radio, dan sebagainya. Keadaan ini membuat proses komodifikasi
berkaitan erat dengan media. Pasalnya media cenderung dimiliki oleh para pemilik
modal kuat.%® Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang terlibat dalam proses
komodifikasi tidak hanya sistem itu sendiri, melainkan juga manusia sebagai
pelaksana proses komodifikasi itu sendiri.

Mengutip pendapat Greg Fealy dalam artikel yang berjudu, “Consuming
Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary
Indonesia”, Azyumardi Azra turut menegaskan bahwa istilah komodifikasi yang
berasal dari kata commodity tidak lain merupakan benda “komersial” atau objek
yang dapat diperdagangkan. Dalam konteks keagamaan dapat dipahami jika

komodifikasi adalah upaya untuk melakukan komersialisasi agama, atau mengubah

65 Roy Thaniago, “Orde Media: Sebuah Pengantar,” dalam Yovantra Arief & Wisnu Prasetyo
Utomo, Orde Media: Kajian..., 7.
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keimanan dan simbol simbolnya menjadi komoditas yang dapat diperjual belikan
agar mendapat keuntungan.®

Seperti agama-agama lainnya, agama Islam tidak hanya konsep yang tertulis
dalam al-Quran, hadist, dan kitab-kitab agama semata. Lebih jauh daripada itu,
melekat pula gejala historis, sosial, budaya, dan politik termasuk pula gejala pasar.
Sebagai "gejala pasar”, agama Islam pun akhirnya turut mengalami proses
komodifikasi yang tidak terelakkan”.®’

Pandangan Karl Marx sebelumnya nampak menjadi suatu kenyataan.
Menurutnya, industri yang kapitalis menganggap manusia tidak hanya manusia
melainkan salah satu instrumen seperti halnya alat-alat produksi yang dapat
mendukung pekerjaan kapitalis. Kegiatan ekonomi yang selama ini terjadi dalam
masyarakat rupanya tidak terjadi secara natural, melainkan hasil skenario para
penguasa ekonomi (produser).®®

Kapitalisme merupakan sebuah sistem yang memproduksi komoditas.
Penciptaan komoditas inilah yang menjadi inti dari praktek ideologi Kapitalisme.
Kerangka kerja Kapitalisme tidak hanya berorientasi pada produk yang berkaitan
dengan pribadi semata, melainkan juga organisasi maupun perusahaan. Logika

kapitalisme memandang segala sesuatunya sebagai komoditas yang dapat

diperdagangkan, selama memiliki nilai jual. Tidak hanya terhadap benda-benda

% Azyumardi Azra, “Komodifikasi Islam,” Koran Republika Edisi 11 September 2008. Versi yang
sama mengenai pembahasan terkait Komodifikasi Islam, juga bisa di akses pada website UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta (www. uinjkt. ac.id).

57 Ibid.

%8 Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Modern (Jakarta: Ar-Ruzz Media,
2012), 40.
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ekonomi saja, namun juga merambat pada relasi sosial dalam kehidupan
bermasyarakat.®®

Hasil produksi yang melimpah berbanding lurus dengan keuntungan yang
diperoleh. Agama termasuk Islam akhirnya turut menjadi aspek yang menggiurkan
dalam lingkup pasar. Hal ini yang menjadikan agama tidak lagi murni sebagai
perkara yang sakral, melainkan dijadikan aset pendukung untuk memperoleh
keuntungan.’

Terjadinya kodifikasi agama pada dasarnya tidak dapat terlepas dari kondisi-
kondisi yang mempengaruhinya di era globalisasi ini. Much Fahrurozi mengutip
sebuah jurnal tentang “Privatisasi Agama: Globalisasi dan Komodifikasi Agama”,
pada jurnal tersebut dijelaskan oleh sosiolog Barat bahwa mulai tahun 1960-an,
agama di dunia Barat sudah mengalami gejala privatisasi agama.’*

Sikap acuh terhadap agama telah merasuk pada diri mayoritas masyarakat tak
terkecuali para tokoh terkenal seperti Nietzhe (1844: 1900). Mereka mengganggap
“Tuhan telah Mati”’? dan agama dinilai tidak berperan dalam urusan publik
melainkan hanya menekankan pada kepentingan pribadi seseorang sehingga

muncullah istilah “privatisasi”.”®

89 Afif Fusalhan, “Kavitalisme Media dan Komodifikasi Agama: Pesan di Balik Cerita Sinetron
Religi Pesantren Rock n Roll Season 3,” Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam,
Fakultas Dakwah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2014), 11.

0 Rahma Sugihartati, Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer (Jakarta:
Kencana Prenada Mediaa Group, 2014), 19.

L Fakhruroji, Privatisasi Agama...

2 Komarudin Hidayat, Kegagalan Peran Sosial Agama dalam Revitalisasi Islam (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2001), 25.

3 Ibid.
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Irwan Abdullah menganggap jika privatisasi agama dipengaruhi oleh
globalisasi yang terjadi secara cepat dan luas dalam kehidupan masyarakat. Hal ini
menimbulkan banyak muncul pandangan-pandnagan yang mengkontekstualisasikan
agama dari sudut pandang globalisasi.”* Keadaan ini yang membuat para tokoh
agama mengkaji kembali ajaran agama masing-masing menggunakan sudut
pandang yang lebih terbuka dan disesuaikan dengan kondisi kehidupan manusia
saat ini.”

Kodifikasi agama merupakan konstruksi historis dan kultural yang kompleks,
sekalipun demikian ciri komersial mereka begitu nyata. Mereka direproduksi dalam
konteks kebudayaan tertentu dan kemudian mempersyaratkan kerangka kultural
untuk mempertegas signifikansi simbolik dan sosio-ekonomi mereka. Komodifikasi
merupakan sebuah proses yang benar-benar diciptakan dan disertakan dalam
saluran ekonomi pasar lokal-global dan ledakan agama postmodern. Komodifikasi
memang tidak bertujuan memproduksi bentuk dan gerakan agama baru yang
berlawanan dengan keyakinan dan praktik agama sebelumnya,’® namun komodifikasi
akan mendudukkan agama sebagai barang yang melaluinya fungsi spiritual agama
menjadi komoditas yang layak dikonsumsi dalam masyarakat. Secara praktis, yang
dimaksudkan dengan komodifikasi agama adalah transformasi nilai guna agama

sebagai pedoman hidup dan sumber nilai-nilai normatif yang berlandaskan pada

™ Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),
107.

5 Abdullah Sattar, “Komodifikasi Agama dalam Televise,” Jurnal Penelitian 18, no. 2 (2013).

76 pattana Kitiarsa. Religious Commodification in Asia (London: Marketing Gods, Routledge. 2008),
1.
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keyakinan ketuhanan menjadi nilai tukar, dengan menggunakan fungsi-fungsi ini
disesuaikan dengan kebutuhan manusia atas agama.

Proses komodifikasi agama ini akan berjalan mulus dalam kondisi agama
yang telah terprivatisasi dimana setiap orang memiliki otoritas untuk menentukan
sendiri pola beragama yang akan dijalankannya. Secara teoritis, komodifikasi
agama membuat kita mendefinisikan ulang agama sebagai komoditas pasar untuk
dipertukarkan. Hal ini lebih jauh diperluas dengan koneksi transnasional organisasi
keagamaan dan jaringan pasar. Dalam perspektif Habermas, peningkatan komodifikasi
hidup termasuk kebudayaan dan agama oleh korporasi raksasa mengubah manusia
dari masyarakat rasional menjadi masyarakat tidak-rasional. la benar-benar melihat
hal ini sebagai sebagai indikasi bahwa kehidupan kita sehari-hari telah dijajah oleh
system imperatives.’’

Salah satu kritik lain yang juga penting atas komodifikasi adalah perspektif
Adorno tentang industri budaya. Bernstein mengurai beberapa karakter budaya
menurut Adorno. Pertama, Adorno melihat patologi budaya yang menyembunyikan
nalar instrumental di baliknya. la menuntut unifikasi dan integrasi yang pada
akhirnya berlabuh pada intervensi yang memaksa universalitas dan objektivitas.
Kedua, budaya sudah masuk dalam logika industri. Budaya sudah merangkai skema
alur produksi, reproduksi, dan sensitif pada kehidupan konsumsi massa. Dan, logika
itu masih dibawah bayang-bayang kebebasan integral ala kapitalisme lanjut. Ketiga,

produksi budaya adalah sebuah komponen integrasi dari ekonomi kapitalis sebagai

7 Barker, Chris. Making Sense of Cultural Studies: Central Problems and Critical Debates
(London: SAGE Publications, 2002), 164-165.
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satu kesatuan. Cultural production is an integrated component of the capitalist
economy as a whole. Produksi budaya tak bisa dilepaskan dalam cengkeraman
ekonomi kapitalis. Keempat, budaya konsumerisme merupakan degradasi budaya.
Berbagai budaya berbagi kesalahan dalam membentuk masyarakat. Yang berasal
dari ketidakadilan telah dimanfaatkan untuk melancarkan upaya yang saling
ekspansif.’

Cara hidup atau kebudayaan manusia ditentukan oleh kekuatan ekonomi,
namun tentu saja dengan cara yang lebih halus. Sebuah kebudayaan diorganisasikan
dalam hubungannya dengan serangkaian kepentingan masyarakat dan kepentingan
dominan merupakan artikulasi kekuasaan. Kekuasaan, pada gilirannya seringkali
dimanifestasi sebagai kekuatan fisik belaka, namun dengan dimediasi melalui
sistem stratifikasi yang ada dalam masyarakat (dalam hubungannya dengan kelas,
gender, ras, usia dan sebagainya) yang secara umum, taken for granted bagi
kebanyakan manusia.”®

Ciri-ciri masyarakat komoditas yang diajukan Adorno berikut bermanfaat
untuk disimak dan menerangkan realitas sosial industri umrah.®

Pertama, masyarakat komoditas adalah masyarakat yang didalamnya
berlangsung produksi barang-barang, terutama bukan untuk pemuasan keinginan
dan kebutuhan manusia, tetapi demi profit atau keuntungan pihak produsen.

Sebagaimana pernyataan Adorno lagi, di dalam masyarakat komoditas, kebutuhan

8 Theodor W. Adorno and Max Horkheimer, The Culture Industry (London: Routledge. 1979), 79
8 Chris Jenks, Culture: Key ldeas (London: Routledge Kitiarsa, Pattana (ed.), 2008), Religious
Commodification in Asia: Marketing Gods, London: Routledge. 72

80 |di Subandi Ibrahim, Lifestyle Ecstasy: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia
(Yogyakarta: Jalasutra, 2005).
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manusia terpuaskan hanya secara insidental. Kondisi produksi yang mendasar ini
lantas mempengaruhi, tidak hanya bentuk dari suatu produk, juga hubungan antar
manusia.

Kedua, dalam masyarakat komoditas, muncul kecenderungan umum kearah
konsentrasi kapital yang luar biasa yang memungkinkan terselubungnya operasi
pasar bebas demi keuntungan produksi massa yang dimonopoli dari barang-barang
yang distandarisasi. Kecenderungan itu menurut Adorno, akan benar-benar terjadi
istimewanya terhadap industri komunikasi.

Ketiga, hal yang lebih sulit dihadapi masyarakat kontemporer adalah
meningkatnya tuntutan terus-menerus sebagai satu bentuk kecenderungan umum
dari kelompok yang lebih kuat untuk memelihara, melalui semua sarana yang
tersedia, kondisi-kondisi dari relasi kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki
dalam menghadapi ancaman-ancaman yang sebenarnya mereka semai sendiri.

Keempat, karena dalam masyarakat kita kekuatan-kekuatan produksi sudah
sangat maju, dan pada saat yang sama, hubungan-hubungan produksi terus
membelenggu kekuatan-kekuatan produksi yang ada, hal ini membuat masyarakat
komoditas menggunakan istilah Adorno sarat dengan antagonisme (fullof
antagonisms). Antagonisme ini tentu saja tidak terbatas pada wilayah ekonomi
(economic sphere) seperti yang sudah umum diakui, tapijuga mendominasi hingga
ke wilayah budaya (cultural sphere) yang masih sulit diterima orang kebanyakan.

Melalui pendapat Adorno ini, senyatanya globalisasi dan pasca modernisme
turut mempengaruhi pandangan terhadap ritual umrah menjadi satu ritual populer

di kalangan masyarakat. Umrah juga menerima dampak yang disebabkan bangkitnya
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budaya pop yang diakselerasi oleh media eletronik dalam kehidupan sehari-hari.8!
Termasuk dampak budaya pop itu, umrah menjadi gaya hidup (life style) dan satu
ciri modernitas.®? Bahkan jika dicermati lebih dalam lagi, ritual umrah yang
menjadi semakin populer di masyarakat menyebabkan pergi umrah bukan hanya
bertujuan ritual ibadah saja namun memang untuk membentuk suatu gaya hidup
baru kelas sosial tertentu.®® Dalam budaya konsumen kontemporer, gaya hidup
dikonotasikan dengan individualitas, ekspresi diri, kesadaran diri untuk lebih
stylish, menjaga penampilan tubuh, busana, bicara, hiburan saat waktu luang,
pilihan makanan, minuman, rumah, kendaraaan, pilihan liburan, dan seterusnya.®*

Lebih jauh, ada juga pendapat bahwa umrah telah dikomodifikasi dari
keperluan hidup masyarakat Islam secara umum menjadi komoditas industri
permanen kelas tertentu di perkotaan. Dalam kajian budaya perkotaan, Irwan
Abdullah menjelaskan bahwa kota telah menjadi consumer space Yyang
diperuntukkan bagi kelas menenengah baru sebagai tanda transformasi sosial
masyarakat kota dengan proses konsumsi simbolis dan transformasi estetis. Proses

konsumsi simbolis sebagai tanda penting pembentukan gaya hidup kelas baru,

81 Chris Barker, Cultural Studies: Teori dan Pratek (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 304.

82 Gaya hidup (lifestyle) dan modernitas bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang berubah
tergantung keinginan seseorang, Istilah ini pada awalnya dibuat oleh psikolog Austria, Alfred Adler,
pada 1929. Pengertiannya yang lebih luas, sebagaimana dipahami pada hari ini, mulai digunakan
sejak 1961Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian,bahasa,kebiasaan,dan lain-lain.gaya hidup
bisa dinilai relatif tergantung penilaian dari orang lain.gaya hidup juga bisa dijadikan contoh dan
juga bisa dijadikan hal tabu.contoh gaya hidup baik: makan dan istirahat secara teratur,makan
makanan empat sehat lima sempurna dan lainlain.contoh gaya hidup tidak baik: berbicara tidak
sepatutnya, alay, makan sembarangan dan lain-lain.gaya hidup dapat mempengaruhi kesehatan juga
seperti kanker, diabetes dan lain lain.http://www.etymonlinele..com/ind.

8 David Bell dan JoannaHolows (ed.), Ordinary of Life Style (England, Open University Press,
2005) 2-3

84 Mike Peatherstone, Consumer Cultureand Post Modernisme (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008),
197.
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karena konsumsi mereka tidak mementingkan fungsi dan utilitas komoditas yang
dikonsumsi yang dalam konteks ini adalah umrah sebagai kewajiban agama,®® yang
terpenting adalah gengsi dan gaya hidup sebagai kelas menengah kota.
Penyelenggaran ibadah haji pada hakikatnya merupakan bentuk pelayanan
kepada masyarakat. Dalam kaitan Penyelenggaraan ibadah haji ada tiga bentuk
pelayanan yang mesti diberikan, yakni pelayanan pembinaan manasik haji baik
sebelum dan sesudah penyelenggaraan ibadah haji, pelayanan transportasi, pelayanan
pemondokan, Kkatering, dan kesehatan. Sebagai bentuk pelayanan publik
Penyelenggaraan Ibadah Haji seyogyanya didasarkan pada asas: kepentingan umum,
kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; profesionalisme;
partisipatif; persarnaan perlakuan tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas;
fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Di samping itu, Penyelenggaraan ibadah
haji juga harus memperhatikan hakhak jemaah haji sebagaimana dijamin dalam
undangundang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang perlindungan
konsumen, disebutkan bahwa hak konsumen itu adalah:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

dan/atau jasa

8 Irwan Abdullah, Kontruksi dan Reproduksi kebudayaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 33-
35. Tiga cara komodivikasiekpresi diri dalam proses simbolis, pertama, proses identifikasi konsumsi
berbeda sesuai dengan pilihan-pilihan pada setiap tingkatan kelas sosial, sehingga nilai simbolis
dalam konsumsi juga ditafsirkan berbeda-beda. Kedua, barang yang dikonsumsi kemudian menjadi
wakil dari kehadiran di mana konsumsi suatu produk berkaitan dengan perasaan atau ras apercaya
diri yang menunjukkan bahwa itu bukan hanya accesoris, tetapi barang-barang merupakan isi dari
kehadiran seseorang karena dengan itu ia berkomunikasi. Ketiga, konsumsi citra (image) sebagai
proses konsumsi sebagai alat ekpresi diri dalam kelompok sosial, sehingga kelompok kelas
menengah citra global sebagai alat modernitas yang menunjukkan identitasnya yang moderen
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2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa

6. Perlindungan konsumen secara patut;

7. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

8. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

9. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang;

10. Dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya;
11. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Berdasarkan hak-hak tersebut di atas jika dikaitkan dengan tata kelola haji

dan umrah ini yang diselenggarakan oleh pihak lembaga swasta, maka sudah

merupakan keharusan untuk tunduk pada ketentuan sesuai hak-hak yang harusnya

menjadi perhatian agar tidak berpotensi melanggar ketentuan tersebut dan berdampak

pada kerugian jemaah haji maupun umrah.
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money oriented, tentu hal ini tidak bisa disalahkan, karena usaha apapun
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kekhawatirannya apakah
manajemen pelayanan, transparansi, kejujuran dan juga informasi yang jelas telah
diberikan kepada calon jamaah umrah, agar tidak terjadinya kesalahan yang dapat

mengecewakan calon jamaah.

D. Problematika Hukum Pidana dalam Komodifikasi Travel Umrah di
Indonesia

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengisyaratkan bahwa setiap
penyelenggaraan urusan publik harus didasarkan atas peraturan yang ada, bukan
kekuasaan segelintir pihak. Hukum merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila
yang harus senantiasa dijaga demi menjamin tertib kehidupan dalam masyarakat.®

Utrecht mendefinisikan hukum sebagai: “himpunan peraturan-peraturan yaitu
yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib
suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.”%’

Hukum pidana mengatur tentang tindak pelanggaran dan kejahatan Setiap
tindakan yang memberikan kerugian bagi kepentingan umum akan diancam dengan
sanksi pidana. Ancaman pidana tersebut berbeda-beda disesuaikan dengan jenis
perbuatan yang dilakukan. Pidana denda diperuntukkan bagi tindak pelanggaran,

sedangkan terhadap tindak kejahatan dikenai sanksi berupa denda, penjara bahkan

8 Undang-Undang Dasar 1945
87 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 43
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hukuman mati. Tidak hanya itu, untuk kasus pidana tertentu yang bersifat khusus,
hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan seperti penyitaan terhadap barang-
barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Kejamnya sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada
pelaku kejahatan, sekaligus pelajaran bagi masyarakat. Sehingga diharapkan
dengan dipidananya seorang pelaku kejahatan, tingkat kejahatan di tengah-tengah
masyarakat berkurang dan tercipta rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-
hari 88

Saat ini tindak kejahatan yang sedang naik daun ialah penipuan dan
penggelapan. Secara umum, kedua kejahatan ini serupa dengan pencurian hamun
keduanya tetap memiliki unsur yang berbeda. Kejahatan bukanlah fenomena yang
tabu di Indonesia, baik di desa maupun di kota besar kejahatan dapat merajalela.
Modus dan cara kejahatan itu dilakukan tentu semakin beragam dan sulit ditebak
oleh masyarakat. Pelakunya pun ikut beragam, baik individu maupun kelompok,
berlatar belakang baik atau buruk, sama-sama berpotensi melakukan kejahatan.

Dalam kasus penipuan, tentu melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menipu
dan pihak yang tertipu. Kejahatan ini juga semakin modern dengan mengakumulasi
dua bidang hukum sekaligus yaitu bidang hukum perdata dan pidana. Penipuan
kerap kali terjadi di sektor perdagangan baik barang maupun jasa, sehingga sangat
meresahkan dan merugikan masyarakat. Banyak kasus penipuan dalam sektor ini
yang berujung pada meja hijau karena korban merasa haknya telah diciderai dan

memohon keadilan kepada hakim.

8 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan PUKAP, Makassar, 2012, 1.
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Maraknya tingkat kejahatan tentu sangat mengusik keamanan dan ketertiban
dalam lingkungan masyarakat, sehingga dibutuhkan penanganan yang tegas untuk
memberi penjeraan terhadap pelaku. Terkait kasus pidana penipuan diatur dalam
Buku I KUHP (tentang kejahatan) dalam Bab XXV, dimana kejahatan penipuan di
dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan
sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.®

Tindak pidana penipuan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika
tidak memenuhi unsur-unsur berikut:
1. Perbuatan dilakukan dengan niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Melawan hukum;
3. Menggunakan identitas palsu seperti nama atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat, ataupun dengan serangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun
menghapuskan piutang.
Adapun pada Pasal 372 dijelaskan: “Barang siapa dengan sengaja dan

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

89 Andi Hamzah, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta,
2009, 110.
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kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. ”

Kemajuan perekonomian saat ini memberikan dua dampak yang saling
bertentangan. Pertama memberikan “manfaat” baik bagi masyarakat maupun bagi
sistem ekonomi itu sendiri. Kedua menimbulkan ‘“ancaman” karena
berkembangnya perekonomian juga berimbas pada perkembangnya pola
kejahatan.*® Padahal korporasi memiliki peran yang cukup signifikan dalam
pertumbuhan ekonomi negara, tidak hanya dalam aspek pajak dan devisa, lapangan
pekerjaan juga semakin bertumbuh dengan adanya kontribusi korporasi. Namun
sangat disayangkan apabila dalam beberapa kasus, korporasi justru dengan sengaja
merencanakan penyimpangan bahkan tindak kejahatan. Sehingga tugas hakim
semakin berat dalam memilah dan menafsirkan suatu badan korporasi sesuai atau
tidak dengan undang-undang.

Berkembangnya sistem perekonomian di kancah dunia semakin membuka
peluang tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang memberi pengaruh
besar terhadap kehidupan manusia baik pengaruh positif maupun negatif. Semua
orang pasti sepakat dengan pengaruh positif, namun bagaimaan jika pengaruh
negatif lebih banyak dirasakan sebagian besar masyarakat? Seperti kejahatan dalam

bidang korporasi.

% Ermanto Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suarda, “Implementasi Teori Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Kaitannya Dengan Kejahatan Korporasi”, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas
Hukum UGM, Vol.18, No.2, Juni, 2006. 235.
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Kejahatan korporasi atau corporate crime rupanya lebih sering memberi
dampak yang negatif bagi kehidupan masayrakat di dunia. Sehingga hampir seluruh
dari negara maju di dunia berlomba-lomba menerapkan strategi guna menekan
pengaruh tersebut, salah satunya dengan menggunakan istrumen hukum pidana
(terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik). Karena jika tidak
demikian, maka sistem perekonomian di sutau negara akan semakin buruk.
Sebenarnya kejahatan korporasi sudah dikenal lama dalam ilmu kriminologi.

Kejahatan korporasi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih atau white
collar crime. Dalam ilmu kriminologi, kejahatan tersebut menuai pro kontra.
Namun seorang pakar kriminologi terkenal sekaligus orang yang pertama kali
memperkenalkan kejahatan kerah putih yaitu E.H. Sutherland (1883-1950)
menjelaskan sebaris kalimat berikut dalam pidatonya: "...at the thirty-fourth annual
meeting of the American Sociological Society ini Philadelphia on 27 December
1939". Sejak dikenalkan ke publik, para ahli pidana mulai mengembangkan konsep
tersebut menjadi doktrin "universitas delinquere non potest”. Istilah tersebut
bermakna bahwa korporasi tidak mungkin melakukan suatu tindak pidana.
Pemikiran ini muncul karena sebagian besar ahli hukum menganggap bahwa
korporasi hanyalah fiksi hukum. Tidak mengemban nilai moral yang biasa
dipersyaratkan bagi subjek hukum agar dapat dipersalahkan apabila melakukan
tindak pidana. Padahal suatu delik/tindak pidana memberi syarat akan adanya unsur
kesalahan (mens rea) disamping perbuatan (actus reus) itu sendiri atau dikenal
dengan "actus non facit reum, nisi mens sit rea". Namun hal ini tidak begitu menjadi

persoalan bagi kelompok yang mendukung pemikiran corporate crime.
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Dua hal pokok yang mesti mendapat perhatian dalam menentukan terjadinya
tindak pidana korporasi: Pertama ialah perbuatan pengurus atau pihak lain yang
merupakan tindakan korporasi, dan terhadap hal ini dapat digunakan “asas
identifikasi”. Sedangkan yang kedua, ialah tentang kesalahan pada korporasi yang
menurut ilmu hukum pidana diajarkan adanya “pelaku fungsional” atau functionele
dader. Kesalahan korporasi tidak dinilai sebagai kejahatan yang dilakukan oleh
pembuat semata, melainkan dianggap sebagai kesalahan korporasi itu sendiri.

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana semestinya dibebanan pada
pelaku tindak pidana berupa orang perseorangan (natuurlijke person).®! Korporasi
sebagai badan hukum (rechtpersoon) tidak dapat dibebani tanggung jawab sama
seperti individu sebagai subjek hukum. Agar dapat dijadikan tanggung jawab
korporasi, maka tindak pidana yang dilakukan harus jelas. Unsur-unsurnya
terpenuhi dengan sempurna. Dan dapat dipastikan secara tepat siapa pelaku tindak
pidana tersebut. Pada faktanya, upaya untuk memastikan siapa pelaku tindak pidana
tidaklah mudah, karena dalam lingkungan sosial ekonomi seorang pelaku kejahatan
tidak perlu selalu melakukan perbuatan tindak pidana secara fisik.

Hingga saat ini penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap
korporasi masih belumlah efektif. Efektivitas suatu peraturan dapat dilihat dari tiga
aspek:

1. Substansi hukum;

2. Struktur hukum, dan

91 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, 2010,
228.
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3. Budaya hukum

Kendala juga ditemukan dalam ranah penjatuhan sanksi Tidak adanya
yurisprudensi mengenai pemidanaan terhadap korporasi, membuat hakim tidak
memiliki pandangan untuk menetapkan hukuman terhadap pidana korporasi. Selain
itu, terbatasnya penguasaan teori hukum pidana, kurangnya kemauan yang kuat dari
penegak hukum, dan ancaman pidana pokok yang dinilai ringan karena hanya
berupa denda serta tuntutan pidana kepada korporasi dapat diwakilkan juga menjadi
celah pelaksanaan hukum tidak maksimal. Terungkapnya fakta tersebut, membuat
penegak hukum maupun masyarakat berharap akan adanya pembaharuan hukum
acara yang memuat ketentuan mengenai pidana korporasi secara jelas. Jaksa
penuntut umum juga dituntut lebih berani dalam menempatkan korporasi sebagai
tersangka.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai rumusan
ancaman atau sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan korporasi diatur dalam
beragam regulasi. Hukum pidana mengatur tentang pidana pokok terhadap
korporasi yang melakukan tindak pidana hanya melalui pidana denda dengan
ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) serta dapat dijatuhi pidana
tambahan.®

Contoh kejahatan korporasi ialah kasus penipuan berkedok travel umrah yang
marak terjadi beberapa tahun terakhir ini, masih menjadi problematika yang sangat

meresahkan dan merugikan masyarakat. Masyarakat yang terbuai dengan iming-

92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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iming biaya umrah murah justru berakhir dengan penyesalan. Impian menunaikan
ibadah umrah berujung pada kekecewaan yang berkepanjangan. Tak sedikit orang
yang menjadi korban atas kasus penipuan tersebut. Jumlah korban sebanding
dengan keuntungan yang mereka raup atas kejahatan yang mereka lakukan.

Salah satu kasus penipuan yang menjadi pemberitaan hangat di tahun 2017
yaitu penipuan Haji dan Umroh, di antaranya adalah kasus penipuan jemaah umroh
oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh First Travel yang kasusnya ditangani oleh
Bareskrim Mabes Polri dengan jumlah korban yang mencapai ribuan calon
jemaah.® Selain First Travel, masih di tahun 2017, di Jawa Tengah Biro Perjalanan
Haji dan Umroh Raihlah Alatas Wisata (RAW) juga tersangkut kasus yang sama
yaitu penipuan calon jemaah umroh yang kerugiannya ditaksir sekitar 500 juta
rupiah.®* Kasus yang terjadi pada Biro Perjalanan Haji dan Umroh First Travel dan
Biro Perjalanan Haji dan Umroh Raihlah Alatas Wisata (RAW) tersebut menambah
daftar kasus penipuan dengan modus penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia.

Jauh sebelum terjadi kasus penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan
Haji dan Umroh First Travel dan Raihlah Alatas Wisata, pada tahun 2013
sebenarnya kasus yang sama pernah terjadi di Jawa Tengah, yaitu kasus penipuan
jemaah umroh oleh CV Igro Management. Kasus yang menyeret biro jasa ini
sebenarnya tidak hanya terkait penyelenggaraan umroh saja, namun juga terkait

dengan investasi di bidang transportasi dan kemitraan SPBU.% Namun yang

9http://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/13271981/korbanfirsttravelyangbelumdiberangkatk
a n-sebanyak-58.682-orang, Diakses 13 maret 2021, pukul 18.00 WIB.
%https://news.detik.com/berita/d-3406737/dicatut-penipu-direktur-biro-haji-dan-umrah-ini-rugi-
rp500-juta, Diakses 13 maret 2021, pukul 18.00 WIB.
Shttps://www.kompasiana.com/nugroho_sbm/lagi-penipuan-bisnis-berbau-islami-kasus-
igromanagement-semarang_552ae92cf17e61f352d623aa, Diakses 13 maret 2021, pukul 18.00WIB.
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menarik disini adalah, kasus yang menyangkut tentang penipuan jemaah umroh
oleh CV Igro Management, hanya didakwa dengan pasal penipuan yang ada di
KUHP saja yaitu Pasal 378 Jo Pasal 65 (1) KUHP karena melakukan penipuan
berkelanjutan terhadap nasabahnya.%

Kasus penipuan biro travel haji dan umroh Abutours Pekanbaru yang
merupakan salah satu cabang dari PT. Abutours yang berpusat di Makasar.
Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi diketahui bahwa biro travel haji dan
umroh Abutours Pekanbaru tidak memberangkatkan jemaah sebanyak 131 calon
jemaah dan dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP
tentang penggelapan.’” Selanjutnya contoh kasus-kasus penipuan biro travel haji
dan umroh Joe Pentha Wisata. Dalam kasus tersebut, biro travel haji dan umroh Joe
Pentha Wisata diduga menipu sekitar 800 calon jemaah umrah dan gagal berangkat
ke Tanah Suci. Para calon jemaah umrah mayoritas telah mendaftar di travel
tersebut sejak 2015-2017 lalu. Polisi bahkan menyebut total kerugian yang dialami
seluruh korban mencapai Rp 3,9 miliar.®® kasus lainnya yaitu Sebanyak 12.845
orang diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan perusahaan penyelenggara
perjalanan haji plus dan umrah oleh PT Solusi Balad Lumampah (SBL). kasus
tersebut bermula dari banyaknya laporan dari para calon jemaah yang telah
membayar kepada perusahaan tersebut untuk umrah, namun tak kunjung

diberangkatkan. PT SBL menawarkan paket umrah dan haji plus dengan harga

%https://news.detik.com/jawatengah/2661577/tipu-puluhan-jemaah-umroh-direktur-cvigrodivonis-
25-tahun-, Diakses 13 Maret 2021, pukul 18.10 WIB.

% Andi Firdaus, Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Perusahaan Biro Perjalanan Haji
Dan Umroh, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VVolume VI Edisi 1 Januari- Juni 2019, 2

98 https://www.merdeka.com/peristiwa/kas us-penipuan-800-jemaah-umrah-riau- dilimpahkan-ke-
jaksa.html diakses pada tanggal 13 maret 2021 pukul 23:30 Wib
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murah, yaitu Rp 18 juta. Dari promo tersebut, puluhan ribu pendaftar yang
membayarkan untuk paket umrah dan haji sebanyak 30.237 orang. Dengan dana
yang terhimpun senilai Rp 900 miliar. Sebanyak 17.383 orang yang sudah
diberangkatkan dan sisanya 12.845 pendaftar calon jemaah umrah yang belum
diberangkatkan.

Jika melihat kasus Penipuan yang dilakukan oleh beberpa perusahaan biro
travel haji dan umrah, sudah memenuhi tindak pidana penipuan sebagaiman diatur
di dalam Pasal 378-395 KUHP. Padahal tindak pidana penipuan yang dilakukan
perusahaan biro travel haji dan umrah melibatkan perusahaan dan tindak pidana
tersebut memberikan keuntungan terhadap perusahaan tersebut, tetapi masih
jarangnya korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa. Tidak sedikit kasus
yang terjadi di negeri ini banyak melibatkan tokoh agama dan para pemuka agama
yang dipandang ahli dalam bidang ilmu keagamaan dijadikan suatu alat bagi
kebanyakan travel sebagai lembaga secara legalitas mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat karena mendapatkan legalitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap
biro perjalanan haji dan umrah. Untuk itu unsur penipuan yang diderita oleh
masyarakat menjadi kurban kejahatan travel yang tidak bertanggung jawab atas
perbuatannya yang mengakibatkan jamaah sebagai masyarakat yang memberikan
kepercayaan terhadap lembaga secara legalitas mendapatkan kepercayaan tersebut
disalah gunakan oleh biro travel yang lainnya dan tidak satupun lembaga travel

yang disentuh dalam putusan hakim terkait dengan korporasi.



BAB IV
KONSTRUKSI HUKUM PERKARA KOMODIFIKASI TRAVEL UMRAH
DALAM PUTUSAN HAKIM DI INDONESIA

A. Hubungan Hukum Biro Travel dengan Jamaah Umrah

Perbuatan hukum yang dilakukan antara biro travel dengan para jamaah
umroh terjadi karena adanya suatu perikatan yang menyebabkan munculnya
kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian dan UU. Undang-undang tentang
perikatan mengatur hak dan kewajiban antara kreditur (pelaku bisnis) dan debitur
(konsumen), keduanya harus memenuhi aturan yang sesuai dengan Undang-
undang yang tertuang dalam bentuk perjanjian. Dalam hal ini, Kreditur
berkewajiban untuk berprestasi sedangkan debitur memiliki hak atas prestasi yang
diterimanya. Apabila kewajiban keduanya tidak terpenuhi yang disebabkan karena
adanya kelalaian salah satu dari dua pihak, maka ia dianggap melanggar atas
aturan Undang-undang dan perbuatan tersebut juga terkategori melelawan
hukum.!

KUH Perdata dalam Pasal 1353 membagi perbuatan menjadi dua, yaitu
rechmatig daad (perbuatan perspektif hukum) dan onrechtmatige daad (perbuatan
melawan hukum). Rumusan KUH Perdata pasal 1365 tentang perbuatan yang
melawan hokum memiliki kesamaan dengan BW Belanda pasal 1401, berbunyi
“perilaku melawan hokum yang dapat merugikan orang lain mengharuskan seseorang
yang disebabkan kesalahannya menyebabkan kerugian sehingga perlu mengganti

kerugian tersebut”

1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 232.
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Mengacu pada rumusan hukum diatas tentang perbuatan yang dianggap
melawan hokum jika terdapat empat unsur, diantaranya: Pertama, onrechtmatig
(harus melawan hukum), Kedua, menyebabkan kerugian. Ketiga dilakukan
berdasarkan kesalahan, keempat, antara keduanya (baik perbuatan maupun
kerugian) harus ada hubungan sebab akibat.?

Dalam melakukan transaksi, kedua belah pihak saling bersepakat dengan
mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian sehingga dituntut untuk memenuhi
kewajibannya, semisal pelaku bisnis berkewajiban untuk memenuhi prestasi dan
konsumen berhak atas prestasi tersebut.®> Jika prestasi tersebut tidak dapat
dipenuhi maka terjadi wanprestasi, hal tersebut terjadi karena debitur (pelaku
bisnis) tidak bisa memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh, Pertama,
adanya kesalahan yang dilakukan oleh debitur akibat adanya unsur kelalaian
ataupun kesengajaan, Kedua keadaan memaksa (force majeure) kondisi yang
terjadi diluar batas kemampuan debitur, sehingga debitur dianggap tidak bersalah®

Untuk menganalisa perbuatan yang dilakukan oleh debitur dalam melakukan
wanprestasi, maka diperlukan adanya pengklasifikasian, diantaranya, Pertama,
pihak debitur tidak pernah melakukan prestasi, Kedua, pihak debitur melakukan
prestasi akan tetapi prosedurnya keliru atau salah; dan ketiga debitur melakuan
prestasi, akan tetapi terjadi keterlambatan.®

Dalam melakukan transaksi, pihak biro travel berkewajiban untuk

meberikan fasilitatas yang berupa pelayanan kepada jamaah umrah. Kewajiban

2 1bid, 260.
% 1bid

* 1bid, 241.
5 1bid, 241.
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tersebut tertuang dalam UU perlindungan Konsumen pasal 7 yang menjelaskan

tentang:

1.

2.

Dalam melakukan aktifitas bisnis diperlukan I’tikad baik;

Info harus disampaikan dengan jelas dan benar berkaitan dengan jaminan yang
berupa barang ataupun jasa, serta memberi keterangan yang berkaitan dengan
perbaikan, pemakain maupun perawatan fasilitas yang diberikan;

Memberikan pelayanan yang adil terhadap konsumen;

. Menjamin kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan/ perdagangkan sesuai

ketentuan standar mutu batang ataupun jasa yang berlaku;
Menjamin serta memberikan kesempatan pada konsumen untuk melakukan
pengujian atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
Memberi ganti rugi terhadap barang maupun jasa yang diperdagangkan akibat

penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan;

. Memberikan ganti rugi apabila perjanjian yang berupa barang dan/ataupun jasa

yang diterima tidak sesuai.

Keterkaitan hukum antara biro travel dan jamaah umrah tidak sekedar dalam

urusan keperdataan, akan tetapi juga dalam pemidanaan yang berkaitan dengan

adanya pelaporan kepada polisi yang dilakukan pihak jamaah mengenai

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak biro trevel, hal ini sebagaimana yang

tercantum dalam KUHP. Disisi lain, para jamaah mencurigai akan adanya

penipuan, penggelapan serta penyelewengan dana jamaah yang dialokasikan pada

investasi lainnya.
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B. Tanggung Jawab Biro Travel terhadap Jamaah Umrah

1. Tanggung Jawab Pelaku bisnis Aspek Perdata

Pertanggung jawaban hukum merupakan kewajiban bagi pelaku bisnis
dalam menanggung seluruh dampak yang ditimbulkan akibat suatu perilaku
hokum. Hal ini berhubungan erat dengan konsep hak serta kewajiban. Konsep
hak dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban bagi pelaku bisnis sehingga bisa
berhubungan dengan pihak lain.” Sedangkan Konsep kewajiban dimaknai sebagai
pertanggung jawaban atas perilaku hokum. Jadi pelaku bisnis bertanggung jawab
penuh terhadap punishment apabila melanggar aturan yang diberlakukan.®

Pertanggung jawaban, menurut Satjiptoterdiri dibagi menjadi dua bagian,
diantaranya, pertanggung jawaban berdasarkan risiko dan kesalahan.® Secara
prinsip, pertanggung jawaban kesalahan dimaknai sebagai tuntutan tanggung
jawab yang diberlakukan bagi seseorang yang telah merugikan orang lain.
Sedangkan dalam prinsip tanggung jawab risiko dimaknai sebagai pertanggung
jawaban pelaku bisnis terhadap resiko dalam menjalankan aktifitas bisnis yang
digelutinya. Pertanggung jawaban pelaku bisnis dimuat dalam Undang-undang
Perlindungan konsumen pasal 19 yang berbunyi:
a. Ganti rugi yang disebabkan oleh factor kerusakan, pencemaran ataupun akibat

pengkonsumsian barang maupun jasa yang diperoleh ataupun diperjualbelikan

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pebisnis.

® Satjipto Rahardjo, llmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 55.

" lbid., 57.

8 Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), 95.

° Ibid., 49.
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b. Pada ayat 1 menjelaskan tentang pemberian ganti rugi sebagai wujud
pergantian barang maupun jasa yang serupa, memiliki nilai yang setara, atau
kesehatan yang berupa perawatan maupun pemberian bantuan undang-
undanga;

c. Ganti rugi dapat dilakukan pasca waktu transaksi dilakukan yaitu dalam jangka
7 (tujuh) hari.

d. Dalam pendistribusian ganti rugi sebagaimana yang tertuang dalam ayat 1-2
dapat dimungkinkan adanya gugatan pidana berkaitan dengan adanya unsur
kesalahan berdasarkan alat bukti yang ditemukan;

e. Berdasarkan ketentuan dalam ayat 1-2, pemberian ganti rugi tidak berlaku jika
pebisnis bisa memberikan alat bukti tentang kesalahan yang dilakukan oleh
konsumen.

Umumnya, pebisnis (biro perjalanan umroh) bertanggung jawab penuh
terhadap tawaran jasa yang dilakukannya kepada para jamaah umroh, sehingga ia
dapat terlindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak
procedural. Dalam menjalankan usahanya, para pebisnis umroh harus memenuhi
standar baik serta mendapatkan legalitas dari Kementrian Agama.

Dalam ketentuan Perundang-undangan yang tertuang dalam KUH Perdata
dan peraturan Menteri, mengatur tentang Pertanggungjawaban pihak biro umroh

sebagai pebisnis yang dapat menyebabkan kerugian bagi para calon jamaahnya.°

10 Jeremi Korayan & Gunawan Djayaputra, “Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah
Terhadap Calon Jamaahnya,” Jurnal Hukum Adigama,
https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2231/1287, diakses tanggal 20
Oktober 2020 jam 21.00 WIB.
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), wanprestasi
muncul karena adanya perilaku melawan hokum (onrech matigedaad). Pada kasus
biro perjalanan umrah, wanprestasi terjadi apabila pihak biro tidak melakukan
kewajibannya dalam memberikan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang
tertuang dalam perikatan. Dalam Pasal 1238, 1239, dan 1243 KUH Perdata,
wanprestasi dimaknai sebagai ketidak terpenuhinya sesuatu yang menjadi
kewajiban sebagaimana tertuang dalam perikatan. Yang menjadi kemungkinan
alasan tersebut diantaranya:

a. Adanya faktor kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pihak biro
perjalanan, sehingga kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi;

b. Keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi wanprestasi terjadi di luar
kapasitas pihak perusahaan sebagai biro jasa perjalanan.t!

Untuk melakukan identifikasi terhadap biro perjalanan umrah yang
melakukan wanprestasi, maka terlebih dahulu perlu menentukan sebuah kategori
perbuatan yang dinyatakan sengaja ataupun lalai dalam memenuhi Prestasi,
diantaranya:

a. Tidak pernah memenuhi prestasi;
b. Terjadi kesalahan prosedur (keliru) dalam memenuhi prestasi;
c. Terjadinya keterlambatan dalam memenuhi prestasi; *?

Dampak yang menyebabkan kerugian yang dikarenakan kesalahan dan

kelalaian pihak biro perjalanan, maka jamaah berhak untuk menuntut dengan

prosedur pengajuan tuntutan yang sesuaia dngan aturan perundang — undanga.

1 bid.
12 1pid.
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Sehubungan dengan prosedur gugatan yang dilakukan oleh seseorang berkaitan
dengan wanprestasi diantaranya:
a. Ditujukan hanya pada pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. Pengguna jasa, dalam melakukan gugatan berkewajiban untuk memberikan
pembuktian.t
Selain wanprestasi, perbuatan melanggar hukum juga termaktub dalam
Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan terjadi apabila; 1) perilaku hokum yang
bertentangan dengan kewajiban; 2) Mengambil hak orang lain; 3) Menyimpang
dari peraturan kode etik; 4) Tidak bersikap hati-hati, teliti, serta patuh yang mesti
dimiliki oleh individu dalam berinteraksi terhadap sesama maupun yang berkaitan
dengan harta benda orang lain.*
Dalam ilmu hokum, perbuatan melawan hokum diklasifikasikan menjadi
tiga kategori yaitu;
a. Perbuatan melawan hokum yang disebabkan oleh factor kesengajaan (Pasal
1365 KUH Perdata);
b. Perbuatan melanggar hukum yang dilakuan tanpa adanya unsur kesengajaan
ataaupun kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata);
c. Perbuatan melanggar hukum yang disebabkan unsur kelalaian (Pasal 1367
KUH Perdata).™
Apabila dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab dalam sebuah hukum,

maka pebisnis bertanggung jawab dengan adanya wanprestasi dan perbuatan

13 1bid.
14 1bid.
5 1bid.
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melawan hokum masuk dalam kategori prinsip tanggung jawab tanggung jawab
berdasarkan kesalahan. Penulis berpendapat, bahwa pelaku bisnis harus
bertanggung jawab penuh terhadap para jama’ah umrah yang dirugikan dengan
tujuan memberikan perlindungan berupa harkat dan martabat kehidupan para
jamaah Umrah

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun
2018 Pasal 41 ayat (7) tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Bagi
oknum yang merugikan orang lain atas perbuatan yang dilakukannya, maka izin
operasionalnya dinonktifkan ataupun pencabutan surat perizinan atas lembaga
tersebut. Disamping itu, penyelengara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

berkewajiban untuk mengembalikan Biaya ganti rugi kepada jamaah.®

2. Tanggung jawab Pelaku bisnis Aspek Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen diberi hak
kesemptan untuk melaporkan pelaku bisnis atas tindakan yang telah
merugikannya kepada pihak kepolisian dengan tindakan sanksi pidana. Hal
tersebut mengacu pada Pasal 61 UUPK berbunyi “penuntutan pidana dapat
dilakukan terhadap pelaku bisnis dan/atau pengurusnya”.

Pasal 62 menyebutkan tentang “Ayat (1) Pelaku bisnis yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat
(2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan
Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana

denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Ayat (2) Pelaku

18 1bid.



159

bisnis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal
12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f
dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,
cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”.
Sedangkan dalam Pasal 63 “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (a) perampasan barang
tertentu, (b) pengumuman keputusan hakim, (c) pembayaran ganti rugi, (d)
perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen, (e) kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau (f) pencabutan
1zin usaha”

Jika penyelenggarakan perjalanan ibadah haji dan umroh tidak menyediakan
fasilitas sebagaimana yang telah dijanjikan secara tertulis kepada jamaah dan
disepakati kedua belah pihak, maka salah satu wujud upaya hukum yang bisa
dilakukakan oleh jamaah umroh yang gagal berangkat dengan melaporkan kepada
pihak yang berwajib karena dirugikan.

Dalam upaya mengidentifikasi adanya unsur penggelapan dan penipuan oleh
penyedia jasa perjalanan ibadah haji dan umrah, maka diperlukan adanya
informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur yang dapat menyebabkan terjadinya
hal tersebut. pada Pasal 378 Kitab KUH Pidana menjelaskan tentang penipuan
yang berbunyi” bagi siapa saja yang berupaya memeprkaya diri ataupun orang

lain dengan jalan melawan hukum dengan membuat kebohongan, pemalsuan
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identitas, berupaya menggerakkan orang lain untuk melalakukan penyerahan
barang terhadap dirinya, serta berusaha memberi hutang maupun menghapuskan
piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat
tahun”. Sedangkan penjelasan tentang penggelapan termaktub pada Pasal 372
Kitab KUH pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan
hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Para jamaah yang dirugikan berhak atas tuntutan tanggung jawab kepada
pelaku bisnis sesuai prosedur. la harus membuat pelaporan atas kerugian yang
bersifat materil maupun non materiil sembari didampingi oleh penasehat
hukumnya, dari sekian banyak pengaduan diterima oleh pihak yang berwajib
(polisi) maka pihak kepolisian menindaklanjuti melalui tahap penyelidikan kasus
sehingga kasus tersebut dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran tindak pidana,

yang kemudian pihak yang berwajib melakukan tahap penyidikan..

3. Tanggung Jawab Pelaku bisnis Aspek Administratif

Secara administrasi, pertanggungjawaban dalam penyelenggraan Ibadah
Haji dan Umroh tertuang pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
ayat (1) yaitu berupa sanksi administratif yang disesuaikan dengan tingkat
kesalahan yang dilakukan. misalnya berupa peringatan, pembekuan izin dan

pencabutan izin penyelenggaraan.
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C. Deskripsi Putusan Hakim Perkara Komodifikasi Travel Umrah di

Indonesia

1. Kasus KH Masrikhan Asyari

KH Masrikhan Asyari menjadi tersangka atas kasus penipuan dan
penggelapan uang jamaah umrah sejumlah Rp. 1.8 Miliar. la merupakan pengasuh
diPondok Pesantren Robithotul Ulum Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.
secara yuridis dengan benar yaitu adanya rangkaian kebohongan atau tipu
muslihat yang dilakukan KH Masrikhan Asyari menggerakkan para calon jamaah
umrah untuk membayar biaya perjalanan umrah. Dalam upaya kerja sama
terdakwa dengan saksi saksi Muji Ahmad Hartono Direktur CV. Multi Harta
Sejahtera (CV. HMS) mencari calon jamaah umrah, ternyata KH Masrikhan
Asyari telah menawarkan program umrah murah kepada para calon dengan
disubsidi dari CV. MHS Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) per orang (calon
jamaah), dari harga sebenarnya Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah) menjadi Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah),
yang akan diberangkatkan oleh saksi Muji Ahmad Hartono selaku Direktur CV.
HMS, sehingga KH Masrikhan Asyari memperoleh dan menerima biaya umrah
dari 106 orang calon jemaah sebesar Rp1.857.000.000,00 (satu miliar delapan
ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

KH Masrikhan Asyari berperan melakukan Kerjasama pemberanghkatan
umrah bersama-sama dengan Mujib Ahmad Hartono dengan kesepakatan
terdakwa mendapatkan fee (jasa) Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

dari setiap calon jamaah yang mendaftar kepada KH. Masrikhan Asyari.



162

Terdakwa juga memberi ijin pada Saksi Mujib Ahmad Hartono untuk membuat
brosur promo perjalanan umrah dengan memuat photo KH. Masrikhan Asyari.
Ternyata para calon jamaah umrah tidak diberangkatkan karena CV. Harta Mulia
Sejahtera dan PT. Religi Sukses Jaya tidak mempunyai jasa penyelenggaraan
perjalanan ibadah umrah dan 106 calon jamaah tersebut tidak terdaftar di Laporan
Rencana Perjalanan Ibadah Umrah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama RI sehingga semua jamaah calon umrah terpaksa harus
Kembali pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan biaya sendiri.
Perbuatan KH. Masrikhan Asyari telah mengakibatkan 106 orang calon
jamaah umrah mengalami kerugian sebesar Rp1.857.000.000,00 (satu milar
delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga perbuatan yang dilakukan
KH. Masrikhan Asyari melanggar Pasal 378 KUHP (tindak pidana penipuan).
Pada akhirnya, hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa
KH. Masrikhan Asyhari secara sah terbukti serta meyakinkan bersalah atas
tindakan yang dilakukannya “turut serta melakukan penipuan” yang tertuang pada
Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana Dakwaan
Penuntut Umum, bahwa KH. Masrikhan Asyari dikenakan pidana penjara selama
2 Tahun 6 Bulan dengan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh

Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.’

2. Kasus First Travel
Kasus yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial serta

masyarakatd adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh salah satu agen

17 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1331 K/P1D/2015.
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umrah terkenal yaitu PT. First Anugrah Karya Wisatadalam kasus ini tidak
sedikit para jamaah menjadi korban penipuan dan penggelapan. Pada
awalnya, Agen ini berupa biro perjalanan wisata dengan menawarkan
layanan perjalanan wisata baik domestic maupun internasional yang
dikususkan untuk para klien maupun perusahaan. Agen ini berdiri pada awal
bulan Juli 2009, yaitu pada tanggal 1 Juli 2009 dua tahun setelah awal rilisnya
agen tersebut, PT First Anugrah Karya Wisata merambah ke bisnis perjalanan
ibadah umrah. Agen umrah sendiri berdiri pada awal tahun 2011.

PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) kini tinggal kenangan.
Pemiliknya, Aniesa Hasibuan dan suaminya pun sekarang berada di rumah
tahanan. Para jamaah First Travel menanyakan pertanggungjawaban mereka
terhadap uang yang selama ini sudah disetorkan dan dibayarkan kepada
pihak First Travel. Penyebabnya adalah di rekening perusahaan hanya tersisa
dana 1,3 juta. Direktur Utama First Travel yang bernama Andika Surachman
menyebut pihaknya akan mencari calon jemaah yang menumpuk.

Pada awal berdirinya, First Travel menawarkan tiket perjalanan umrah
promo dibawah harga standar yaitu Rp 14,3 juta per orang. Sedangkan harga
yang berada di pasaran yaitu berkisar Rp 19 — Rp 20 juta per orang. Strategi
bisnis tersebut dijalaninya sejak tahun 2016. dari penawaran yang sangat
murah, First Travel memperoleh banyak jamaah akan tetapi yang
diberangkatkan hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhan. Pada tahun

berikutnya, First Travel kembali menerima pendaftaran calon jamaah umroh
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sehingga pada tahun 2017, jumlah jamaah umrah mebeludak hingga
mencapai 58.683 orang.

Dalam kasus First Travel ini, Direktur Utama First Travel, Andika
Surachman dan istrinya, Anniesa Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka oleh
penyidik. Modus penipuan dan penggelapan yang dilakukan terhadap calon
jamaah umroh dengan dijanjikan berangkat dengan deadline waktu yang
sudah ditentukan. Akan tetapi, hingga batas waktu yang dijanjikan para
jamaah umroh belum juga diberangkatkan. Sejumlah korban mengaku
diminta menyerahkan biaya tambahan agar bisa berangkat dengan cepat.
Diduga, uang yang sudah disetor oleh jamaah digunakan untuk bepergian

keluar negeri dan digunakan secara pribadi.

3. Kasus Abu Tours

Abu Tours merupakan biro perjalanan haji dan umrah yang berkantor pusat
di Makassar. Polisi menyatakan ada uang Rp 1 triliun dari calon jemaah
dihabiskan oleh Abu Tours. Uang sebesar itu berasal dari 50 ribu lebih calon
jemaah yang hingga kini belum diberangkatkan. Para calon jemaah protes ke Abu
Tours.*®

CEO Abu Tours, Hamzah Mamba (35), ditetapkan sebagai tersangka dalam
kasus penyelenggaraan ibadah umrah terhadap 86 ribu jemaahnya yang tersebar di
seluruh Indonesia. Uang jemaah senilai Rp 1,8 triliun diduga telah disalahgunakan

oleh Hamzah. Uang Rp 200 miliar jama’ah umrah terindikasi diinvestasikan untuk

18 https://news.detik.com/berita/3935516/trio-penipu-calon-tamu-allah-abu-tours-pt-sblifirst-travel.,
diakses tanggal 17 Juli 2018, jam 08.32 WIB
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usaha lain. Abu Tour memasarkan paket umrah dengan harga promo bekisar Rp
15 juta hingga Rp 17 juta.'® Harga murah inilah yang ditengarai menjadi pemicu
masalah tertundanya keberangkatan jama’ah. Dari penelusuran data Abu Tour,
total kerugian calon jama’ah akibat perbuatan pemilik dan pengurus Abu Tours
saat ini terhitung dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Angka itu berasal dari
pembayaran sekitar 86. 720 calon jama’ah yang gagal untuk berangkat umroh.?

Para calon jama’ah meminta hak-hak mereka kepada pihak Abu Tours untuk
memberangkatkan para calon jama’ah sesuai dengan yang sudah disepakati.
Namun, Abu Tours tersebut belum juga memberangkatkan calon jama’ah yang
sudah mendaftar. Kementerian Agama menyatakan penyelesaian pengembalian
uang jama’ah Abu Tours menunggu putusan pengadilan, karena kasus ini sudah
dibawa ke ranah hukum. Namun Kemenag memastikan pihak Abu Tours
memenuhi salah satu klausul pencabutan izin, yakni kewajiban untuk
mengembalikan uang?! jama’ah umroh yang telah mendaftar dan melimpahkan
seluruh jama’ah tersebut kepada penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU)
lain tanpa menambah biaya apapun.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin, (28/01/2019),
menjatuhkan pidana selama 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp.500 juta
subsidair 1 tahun dan 4 bulan kurungan dalam sidang putusan perkara terdakwa

Hamzah Mamba selaku Direktur Utama PT. ABU Tours dan Travels.

19 ttp://makassar.tribunnews.com/2018/02/10/tak-bisa-kembalikan-uang-jamaah-ini-tigapilihan-
dari-abutours-jika-tetap-ingin-berangkat-umrah., diakses tanggal 17 Juli 2018, jam 09.11 WIB 6

20 https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/03/28/p6azwj366- kerugian-
jamaah-abu-tours-rp-14-triliun., diakses tanggal 17 Juli 2018, jam 09.24 WIB

2L https://ftirto.id/uang-jemaah-korban-abu-tours-bisa-dikembalikan-tunggu-putusan-hakimcHbG.,
diakses tanggal 20 Juli 2018, jam 19.05 WIB
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Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada tanggal 21 Januari 2019, Jaksa Penuntut
Umum (JPU) juga telah menuntut terdakwa dengan tuntutan selama 20 tahun
penjara.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1235/Pid.B/09/2018
tanggal 28 Januari 2019 tersebut, majelis hakim sependapat dengan dakwaan yang
diajukan oleh JPU, yakni terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut hukum melanggar pasal 372 (Penggelapan) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1
juncto pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP serta pasal 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) ke 1

KUHP.

4. Kasus Johari dkk lawan H. Suhardi

Terdapat kasus wanprestasi yang tidak dilayani dengan baik oleh pihak biro
penyelenggara ibadah haji khusus. Bahkan sampai disengketakan ke Pengadilan.
Salah satunya adalah kasus tidak jadi berangkatnya para calon jemaah haji khusus
yang dialami oleh bapak Johari, dkk. Para calon jemaah haji khusus menyerahkan
syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan ibadah haji ONH Plus
kepada bapak H. Suhardi selaku tergugat I, bapak H. Kamiseng (tergugat II),
bapak Abdul Hafid (tergugat Il1) dan bapak Abdul Karim (tergugat 1V) untuk
ditetapkan dan diberangkatkan sebagai calon jemaah haji ONH Plus untuk tahun
2009. Dalam proses pelaksanaan ibadah haji ONH Plus muncul berbagai macam
permasalahan, yaitu para calon jemaah haji ONH Plus tidak jadi menunaikan

ibadah haji khusus pada tanggal 20 November 2009 dikarenakan bapak H.
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Suhardi, bapak H. Kamiseng, bapak Abdul Hafid dan bapak Abdul Karim
mengatakan terdapat penundaan pesawat namun selama 2 hari tidak ada tanda-
tanda pemberangkatan. Kemudian para calon jemaah haji ONH Plus meminta
uang yang telah disetorkan agar dapat dikembalikan namun uang tersebut sudah
disetorkan kepada bapak H. Suhardi melalui bapak Abdul Hafid sehingga tidak
dapat dikembalikan kembali.

Dalam putusan dijelaskan bahwa Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Il1 dan
Tergugat 1V secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Para Penggugat
sebesar Rp. 465.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), serta membayar
uang ganti kerugian kepada Para Penggugat secara materiil Rp. 250.000.000, -
(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Immateril sebesar Rp. 250.000.000, -
(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dalam putusan diatas dapat dilihat gugatan
para penggugat telah dikabulkan sepenuhnya.

Dalam putusan perkara Johari, dkk terkait dengan biro travel yang dikelola
oleh Yayasan Al-Hidayah Turatea yang diketuai oleh H. Suhardi sambil
menunggu proses pidana terjadi gugatan perdata hingga putusan mengikat atau
putusan incrah. Karena dalam satu perkara antara perdata dan pidana proses
pidana harus menunggu putusan perdata terlebih dahulu sebagaimana Perma No. 1
Tahun 1956. Sebagaimana eksepsi dari pihak tergugat pada point 8 yaitu bahwa
gugatan para penggugat dianggap prematur oleh para tergugat karena para
tergugat masih dalam proses pidana yang mana tergugat | sementara menjalani
proses hukumanya sehingga tidak dapat berbuat banyak untuk penyelesaian

permasalahan ini dan terkhusus terhadap tergugat 111 masih dalam proses pidana
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sehingga harus tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah sampai ada
keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan beralasan hukum gugatan

para penggugat tidak dapat diterima.

5. Kasus PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & Travel)

Permasalahan dimulai antara bapak Husni Aziz, BA, ibu Suhaibah, bapak
Nelman BT Chatib Darusam, bapak Darto Suprapto, dan ibu Rusminiati dengan
agen travel PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & travel). Para calon jemaah haji
khusus tersebut mendaftarkan diri kepada agen travel PT. Assuryaniyah Cipta Prima
(Tour & Travel — Haji & Umroh). Para calon jemaah haji khusus diberitahukan
dari pihak agen bahwa mereka gagal berangkat karena visa tidak bisa diperoleh.
PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & Travel-Haji & Umroh) berjanji menerbitkan
cheque mundur sebesar Rp. 998.000.000,00 namun ternyata dana cheque tersebut
tidak mencukupi untuk mengganti kerugian para calon jemaah haji. Bahwa
perbuatan PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & Travel — Haji & Umroh) telah
membohongi para calon jemaah ibadah haji khusus yang telah membayar
sejumlah uang untuk melaksanakan ibadah haji khusus yang telah dijanjikan
berangkat pada tahun 2012 namun pada kenyataanya tidak berangkat serta tidak
mengembalikan seluruh uang milik para calon jemaah ibadah haji khusus serta
telah mengeluarkan cheque kosong sehingga perbuatan

Dalam putusan dijelaskan bahwa para Tergugat harus membayar ganti
kerugian kepadapenggugat | dan penggugat Il sebesar tiga belas ribu empat ratus
dollar US) dan Rp.26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Penggugat |11 adalah sebesar Rp.108.810.000,-(seratus delapan juta delapan ratus
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sepuluh ribu rupiah); dan penggugat IV & V sebesr Rp.118.000.000,- (serratus
delapan belas juta rupiah); selain itu putusan pengadilan tersebut juga menyatakan
menurut hukum bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas, Para Penggugat
juga mengalami kerugian immaterial yang dialami,yaitu tekanan batin dan
psikis/psikologis sebagai akibat dari perbuatan Tergugat berupa menerima
sejumlah uang dengan menjanjikan akan memberangkatkan Para Penggugat
melaksanakan ibadah haji Khusus pada tahun 2012 namun kenyataannya tidak
dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, menanggung malu yang tidak
terhingga, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,-
masing- masing Penggugat yang ditotalkan berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah) serta kepada Tergugat untuk wajib membayar kerugian immaterial
kepada Para Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan
kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha
negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala
aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin
dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawablan dalam putusan hakim adalah
keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral
(moral Justice), dan keadilan masyarakat (sosial justice).??

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan

kepada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang,

22 Mahkama Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), kode Etik Hakim dan
Makalah Berkaitan, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), 2
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harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang
berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah
undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian
hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah
menciptakan keadilan.

Menganai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran
dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangakan tata nilai dan
budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis,
penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta
kebijaksanaan yang mempu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang
terabaikan.

Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan
tidak terikat pada system. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar
putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Keadilan hukum (legal justice), adalah keadilan berdasarkan hukum dan
Perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya
berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti
ini keadilan menurut panganut aliran legalitas positivisme. Dalam menegakan
keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana Undang-Undang
belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar dari hukum
tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-
perkara konkrit rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau

mulut undang-undang.



171

Keadilan hukum (legal justice) hanya didapat dari undang-undang justru
pada suatu kondisi, bahkan dapat menimbulkan ketidak adilan bagi masyarakat,
sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku tertentu yang
suatu saat daya laku tersebut akan mati. Karena saat undang-undang diciptakan
unsur keadilannya membela masyarakat, akan tetapi setelah diundangkan, seiring
dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya pada undang-undang
unsur keadilannya akan hilang.

Keadilan moral (moral justice) dan keadilan social (social justice)
diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa: “hakim harus menggali nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarat”?, yang jika dimaknai secara mendalam hal
ini sudah masuk kedalam perbincangan tentang moral justice dan social justice.

Sejatinya palaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan
dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada
hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri
hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secera
benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan
menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (moral
justice) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan
(legal justice).

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup
dalam masyarakat (the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan

pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice).

23 Vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
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Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan proseduril (formil), akan
tetapi keadilan substantif (material), yang sesuai dengan hati Nurani hakim.

Keadilan prosedural (formal) komponenya berhubunagn dengan gaya suatu
system hukum, seperti rule of law atau negara hukum rechsstaat. Adapun
komponen keadilan substantif (material) menyangkut apa yang dewasa ini
dinamakan hak-hak sosial serta menandai penataan politik, ekonomi dalam
masyarakat. Konsepsi keadilan berakar dari kondisi masyarakat yang diinginkan.
Konsep keadilan yang pada hakekatnya masih berupa gagasan-gagasan yang
abstrak yang lebih sulit untuk dipahami. Akan lebih muda memahami adanya
ketidakadilan dalam masyarakat. Keadilan prosedural (formal), diartikan suatu
keadilan yang didapatkan dari suatu putusan-putusan Lembaga resmi yang
dibentuk menurut undang-undang negara, termasul putusan pengadilan.?*

Selama ini banyak pihak menuntut hakim-hakim di Indonesia lebih berpihak
kepada perwujudan keadilan substantif (material) daripada keadilan prosedural
(formal) semata. Namum tuntutan itu memang bisa diterima secara teoretis dan
praktis, karena membawa problem hukum yang rumit. Keadilan prosedural
(formal) adalah keadilan yang mengacu kepada bunyi undang-undang. Sepanjang
bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal.?

Indonesia adalah negara yang menganut sistim hukum sipil (civil law
system), yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada Undang-Undang.

Alhasil para hakimnya ialah pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-

24 Mulyana W. Kusuma, Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis,
Alumni, (Bandung: 1981), 53

25 Prija Djatmila, Problem menagakkan Keadilan Substantif, Harian Jawa Pos, Rabu 10 Desember
2008, him 4. Dalam Achmad Rifai, penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam prespektif Hukum
Prograsif, (Jakartas: Sinar Grafika 2010), 128
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undang (hukum), sebagaimana dilakukan para hakim di Inggris yang menganut
system common law (kebiasaan). Akan tetapi para hakim di Indonesia bisa
melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) melalui putusan-putusannya,
walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh

menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan yang sudah ada.?®

D. Konstruksi Hukum Pidana Perkara Komodifikasi Travel Umrah dalam
Putusan Hakim di Indonesia

Berdasarkan hasil putusan yang dipaparkan hakim diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa segala bentuk kejahatan baik yang dilakukan dengan adanya
unsur kesengajaan maupun tidak, namun merugikan pihak jamaah (konsumen)
oleh travel umrah yang sangat merugikan konsumen tidak ada satu pun
perusahaan/korporasi yang dijatuhi hukuman.

Peraturan hukum di Indonesia dengan gamblang telah menjelaskan serta
mengatur tentang pertanggung jawaban koorporasi, akan tetapi aturan tersebut
tidak dimplmentasikan sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagikejahatan
komodifikasi umrah.

Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia dibagi menjadi dua macam,
pertama, perlindungan hukum sebagai bentuk pencegahan dari terjadinya
sengketa (preventif) kedua, perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan

kasus (represif). Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan merupakan

% Achmad Rifai, penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam prespektif Hukum Prograsif, (Jakarta:
Sinar Grafika 2010), 129
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kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan ataupun
pembelaan sebelum keputusan mendapat bentuk yang definitif.?’
Adapun bentuk aturan tentang Perlindungan hukum yang bersifat preventif

antara lain:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999)

Jamaah umroh memiliki hak atas jasa pelayanan public dan pemerintah
berkewajiban untuk memberikan hak secara penuh demi tegaknya asas keadilan.
Pelayanan public berisi tentang serangkain aktifitas sebagai bentuk perwujudan
dari pemenuhan kebutuhan sebagaimana yang tertuang dalam perundang-
undangan atas barang maupun jasa yang sudah disediakan oleh pemerintah yang
direalisasikan melalui penyelenggara pelayanan publik. Jika dikorelasikan dengan
problematika kejahatan yang dilakukan oleh para Biro perjalanan Umroh
misalnya kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan
First Travel dalam aturan undang-undang No 8 Tahun 1999 sudah dipaparkan
dengan jelas tentang perlindungan konsumen, sehingga dari kasus tersebut dapat
disimpulkan bahwa lemahnya pelayanan yang diberikan kepada pemerintah
bertentangan dengan asas keadilan yang bertujuan supaya seluruh rakyat
Indonesia dapat berpartisipasi. Belum maksimalnya pelayanan merupakan
pertentangan terhadap asas keadilan, yang menghendaki terlibatnya masyarakat
secara utuh termasuk membuka peluang kepada pihak konsumen atapun pelaku

bisnis uuntuk sama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

27 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina limu), 2.
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Salah satu bentuk hak dari konsumen antara lain memperoleh informasi
yang tepat dan akurat berkaitan dengan kondisi serta jaminan yang berupa barang
maupun jasa yang dibelinya, dalam melakukan transaksi bisnis Umrah, tentunya
pelaku bisnis berkewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap demi
kenyamanan para konsumen atau jamaah umrah. Namun dalam kasus ini, jamaah
umrah sebagai penerima jasa pelayanan publik tidak memperoleh hak
sebagaimana yang tecantum dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 dari pihak
biro perjalanan maupun pemerintah.

Pada pasal 3 huruf d, dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, menerangkan tentang salah satu tujuan perlindungan terhadap
penerima jasa pelayanan memiliki usur kepastian hukum serta keterbukaan akses
informasi yang jelas dan akurat, tetapi terdapat beberapa hak konsumen yang
belum dipenuhi oleh pihak pelaku bisnis, di antaranya:

a. Hak untuk memperoleh kenyamana dan keamanan serta keselamatan dalam
memanfaatkan barang atau jasa. Hak tersebut berupa jaminan yang diberikan
kepada konsumen sebagai upaya untuk menghindari adanya kerugian.

b. Hak atas kebenaran, jelas serta jujur dalam penyampaian informasi berkenaan
dengan kondisi dan jaminan atas barang ataupun jasa. Hak tersebut sangat
dibutuhkan untuk memperoleh kebenaran atas informasi yang diterima sebelum
menentukan barang ataupun jasa yang akan dipilih. Dalam hal ini, pelaku
bisnis diharapkan selalu terbuka dan transparan dalam memberikan informasi
berkaitan dengan perjalanan umrah diantaranya tentang pelayanan jasa serta

jaminan atas apa yang sudah dibayarkan.
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c. Hak Konsumen untuk didengar yang berkaitan dengan pendapat maupun
keluhan terhadap barang atau jasa yang ia manfaatkan. Hak tersebut bertujuan
demi menghindari kerugian yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan tentang
informasi produk tersebut, karena pada dasarnya hak untuk memperoleh
informasi secara hakekat merupakan hak untuk didengar dan direspon
sedangkan hak untuk memperoleh ganti kerugain bertujuan untuk menstabilkan
kondisi yang sedang berkonflik antara pelaku bisnis dan jamaah umrah
(Konsumen). Hal ini berkaitan dengan penyalah gunaan dapat merugikan
konsumen, baik materiil maupun non materiil. untuk menyelesaikan persoalan
tersebut diperlukan peran suatu barang dan/atau jasa sehingga persoalan
tersebut dapat terselesaikan baik secara damai maupun melalui proses
pengadilan.

d. Hak untuk memperoleh upaya penyelesaian kasus dengan layak. Hak ini
bertjuan untuk menstabilkan kondisi konsumen yang menjadi korban atas
kerugian yang dialaminya dengan menggunakan jalur hukum ataupun melalui
jalur diluar pengadilan.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku Shidarata, Han. W. Micklitz
menguraikan bahwa perlindungan terhadap konsumen secara umum dibagi
menjadi dua jenis kebijakan, kebijakan pertama adalah kebijakan yang bersifat
komplementer yaitu berupa kewajiban yang mengharuskan pelaku bisnis untuk
menyampaikan informasi secara detail kepada jamaah umrah. Sedangkan kedua

ialah kebijakan kompensatoris yang berisi tentang perlindungan yang menyangkut
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kepentingan ekonomi (hak atas kenyamanan dan kesehatan).?® Diketahui, bahwa
dengan banyaknya ketentuan yang beruapa perlindungan hukum yang dimuat
dalam undnag-undang tentang pemberian perlindungan konsumensebagaiman
tertera dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, akan tetapi dalam undang-
undang tersebut masih perlu dilengkapi dengan beberapa tambahan dari peraturan
pemerintah, supaya dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. harapannya ialah
supaya hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi dapat dipertanggung jawabkan.
Mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa
konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan serta memperoleh informasi

yang jelas/akurat, juga dijamin haknya untuk didengar pendapat serta keluhannya.

2. Menurut Peraturan Menteri Agama (Peraturan Menteri Agama Nomor 18
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah)
Peraturan khusus tentang ibadah umrah yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015. didalamnya juga berisi tentang peraturan
penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang ditetapkan oleh Menteri.
Dalam aturan tersebut juga memuat tentang kewajiban dan hak PPIU, pengawasan
serta pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah, pemberian sanksi, serta
ketentuan lain yang tberkanaan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
Dalam peraturan tersebut, dimuat beberapa hak yang dapat diterima oleh jamaah

umrah, di antaranya:

28 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia,
2004), 60.
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. Bimbingan Ibadah Umrah

Bimbingan untuk para Jamaah sebelum keberangkatan sangat diperlukan,
Bimbingan juga dilakukan selama para jamaah berada dalam perjalanan, dan
pada saat berada di Arab Saudi.

. Transportasi Jamaah Umrah

Adapun pelayanan transportasi untuk jamaah diselenggarakan oleh PPIU yaitu

pada saat proses pemberangkatan dan selama berada di di Arab Saudi.

. Konsumsi dan Akomodasi
Pelayanan yang berbentuk konsumsi dan akomodasi selama berada di Arab
Saudi ditanggung oleh pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).

Disamping itu, penempatan para jamaah minimal di hotel bintang tiga.

. Kesehatan Jamaah Umroh

Fasilitas kesehatan menjadi hak jamaah umrah yang yang tidak boleh
diabaikan. PPIU menyediakan petugas kesehatan, obat-obatan dan pengurusan
bagi jamaah yang mengalami sakit selama dalam proses umrah. Pemberian
vaksinasi meningitis juga diberikan dengan pembiayaannya ditanggung jawab

secara pribadi.

. Perlindungan Jamaah dan Petugas Umrah

Dalam hal ini, pelayanan dalam perlindungan tidak hanya diberlakukan bagi
jamaah, akan tetapi juga berlaku bagi petugas Umrah. Adapun bentuk
perlindungan berupa;

1) Asuransi kesehatan, kecelakaan dan jiwa
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2) Pengurusan dokumen yang hilang selama perjalanan Ibadah berlangsung.
3) Bagi jamaah yang meninggal sebelum tiba di tempat asalnya., akan diurus

oleh petugas umrah

f. Administrasi dan Dokumentasi Umroh
Pelayanan administrasi dilakukan sejak pengurusan dokumen perjalanan
jamaah umrah hingga setiba di arab Saudi, disamping pengurusan
pemberangkatan, juga dalam pengurusan Jamaah yang sakit, meninggal,
maupun yang hilang. Pelayanan administasi merupakan bagian dari pelayanan
public yang memiliki kesamaan hak, tidak diskriminatif, terbuka, akuntabilitas,
profesional, dan kepastian hukum publik.

Selain dari beberapa hak yang sudah dipaparkan di atas, jamaah umrah
berkesempatan untuk memahami tentang kedudukan dan perlindungan hukum
atas dirinya. Pada dasarnya, sistem penyelenggaraan lIbadah Umroh bersifat
sentralistik, yaitu kewenangan dan tanggung jawab tidak saja pada penyedia jasa,
akan tetapi secara vertikal juga menjadi tanggung jawab Menteri Agama.
Walaupun terdapat peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Umrah, namun kenyataannya belum mampu untuk
menyelesaikan problematika yang terjadi serta belum mampu dalam memberikan
perlindungan yang seharusnya menjadi hak dari setiap jamaah umrah. Untuk itu
secara administrasi perlu didokumentasikan sebagai dasar memberikan
perlindungan kepada para jamaah, agar tidak terjadi persoalan yang menjadi
masalah dikemudian ahri, karena sanat berpotensi bermunculnya permasalahan

antara biro travel dan jamaah umrah berikutnya.
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3. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Haji

Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia juga diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji.
Di mana sebenarnya aspek pelayanan ibadah umrah tidak jauh berbeda dengan
Ibadah haji mulai dari pembinaan hingga jaminan perlindungan jamaah umrah.
Dengan begitu jamaah umrah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan
ketentuan syariat Islam. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan ibadah umroh
tersebut, menurut penjelasan di atas diperlukan suasana yang kondusif. Dan
suasana kondusif ini dapat terwujud apabila dari pihak penyelenggara ibadah
umroh mampu memberikan fasilitas sebagai berikut:
a. Memberikan pembinaan yang berupa penyuluhan dan penerangan;
b. Memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, transportasi serta akomodasi.
c. Memberikan perlindungan kesehatan dan keamanaan bagi jamaah umrah

Mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang problematika
umrah sebagaimana yang tertuang dalam pasal pasal 43-46 yang berisi tentang
ketentuan ibadah umrah yang diakomodir oleh penyelenggara ibadah, persyaratan
umum, serta ketentuan dalam penyelenggaran Umroh. Di samping undang-undang
tersebut, diperlukan adanya tambahan aturan mengenai penyelenggaraan umroh
yang berupa pengawasan, saksi pidana, serta ketentuan mengenai perlindungan
jamaah umrah sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang nomor 13 tahun

2008 pasal 4.
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Perlindungan hukum represif antara lain:

Perlindungan hukum represif sebagaimana tercantum di dalam pasal 45 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk

menyelesaikan kasus sengketa, adapun isi undang-undang tersebut antara lain

adalah:

a.

Konsumen sebagai pihak yang dirugikan berhak melakukan gugatan terhadap
pelaku bisnis melalui lembaga yang menyelesaikan kasus sengketa vyaitu
peradilan umum.

Kasus sengketa bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur peradilan, tetapi
juga bisa dilakukan melalui jalur di luar pengadilan yang sesuai dengan
kesepakatan ke dua belah pihak bersengketa.

Sebagaimana yang dimaksud ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa di luar
pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.

Gugatan melalui jalur pengadilan dapat dilakukan jika upaya penyelesaian
kasus sengketa yang dilakukan di luar jalur pengadilan tidak berhasil dilakukan
oleh pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) terdapat dua cara yang dapat dilakukan

untuk penyelesaian kasus sengketa konsumen, di antaranya;®

a. Melalui jalur pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Dalam menyelesaikan kasus sengketa konsumen, mengacu pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 48 yaitu, melalui pengadilan dengan

berdasarkan ketentuan peradilan umum pasal 45 ayat (4) yang berbunyi:

2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 228.
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penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dapat dilakukan apabila: a.
Para pihak belum memilih upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, atau b.
Upaya penyelesaian sengekta konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.

b. Melalui lembaga yang berwenang dalam menangani kasus menyelesaikan
sengketa antara kedua belah pihak meliputi konsumen dan pelaku bisnis
(penyelesaian sengketa di luar pengadilan)

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan sebagai
upaya untuk mencapai kesepakatan bersama sehubungan dengan besaran ganti
rugi ataupun sehubungan dengan jaminan untuk tidak mengulangi kembali kasus
yang akan merugikan konsumen (pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tentang
perlindungan Konsumen). Keterkaitan hukum antar konsumen dan pelaku bisnis
tidak bisa dipungkiri, jika di antara keduanya akan muncul perselisihan ataupun
sengketa. Sejauh ini, kasus sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur
gugatan ke pengadilan. Akan tetapi pada faktanya banyak kasus yang belum
mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan baik. Berdasarkan Pasal 45 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen
yang dirugikan dapat melayangkan gugatan kepada pelaku bisnis melalui lembaga
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang bertugas menyelesaikan
sengketa antar konsumen dan pelaku bisnis.

Ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)
mempunyai suatu terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang dirugikan

dengan mengajukan gugutan ke pelaku bisnis di luar pengadilan, yaitu dengan
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) gugatan dilakukan secara
sukarela dari pelaku bisnis dan konsumen yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk
gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara kelompok dilakukan
dengan cara penyelesaian melalui pengadilan umum. Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pengadilan yang khusus untuk konsumen
yang diharapkan untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses
berperkara berjalan dengan cepat, sederhana dan murah. Tetapi Badan
Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) hanya menerima perkara yang nilai
kerugiannya kecil. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga terdapat di
dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. lembaga yang menangani
penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut adalah Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen. hal ini diatur didalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang
Perlindungan Konsumen, bahwa: Pemerintah membentuk tingkat Il untuk
penyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, sedangkan tugas dan
wewenangnya diatur dalam pasal 52, sebagai berikut:
Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara

melalui arbitrase atau konsiliasi;
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku;
d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran dalam

ketentuan ini;
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e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g. Memanggil pelaku bisnis yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku bisnis, saksi, saksi ahli,
atau setiap orang sebagimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak
bersedia memenuhi penggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

J. Mendapatkan, menelitian dan/atau menilai surat dokumen, atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k. Memutusakan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
konsumen;

I. Memberitahukan putusan kepada pelaku bisnis yang melaksanakan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku bisnis yang melanggar
ketentuan undang-undang.

Badan Penyelesaian Sengketa konsumen di Indonesia, dalam menjalankan
tugasnya menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku bisnis.
Cenderung lebih memihak kepada konsumen, sehingga lembaga tersebut seakan-
akan berfungsi sebagai lembaga pembelaan bagi konsumen. Tentunya hal ini

menjadikan pelaku bisnis enggan atau ada perasaan tidak puas dalam
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menyelesaikan sengketa melalui Badan ini, sehingga memang lebih tepat jika
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut berdiri sendiri. Penyelesaian
sengketa di luar pengadilan ini dikenal juga dengan Alternative Dispute
Resolution (ADR) yang dapat ditempuh dengan berbagai cara yaitu berupa
penyelesaian perkara di luar pengadilan/ arbitrase, maupun alternatif lainnya
seperti mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference,
serta bentuk lainnya.*

Dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang telah disebutkan di atas,
Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenalkan 3 (tiga) macam upaya
penyelesaian yaitu: arbitrase, konsiliasi, dan mediasi yang merupakan bentuk atau
cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen.®!

a. Arbitrase.
Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 arbitrase merupakan upaya
penyelesaian perkara perdata di luar lingkungan pengadilan umum, dengan
didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa. Para pihak yang telah mengikatkan diri dalam upaya penyelesaian
arbitrase tidak boleh dicampuri oleh kewenangan lain dari lingkungan
pengadilan. Prinsip yang harus dipegang teguh dalam upaya penyelesaian ini
adalah suka rela, karena setiap langkah penyelesaiannya didasarkan atas

kesepakatan yang disadari oleh kedua belah pihak.

% Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 186-169.
81 Miru dan Yodo, 238.
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b. Konsiliasi
Konsiliasi ini tidak jauh beda dengan perdamaian, sebagimana telah diatur di
dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Konsiliasi merupakan
salah satu alternatif penyelesian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar
pengadilan. Konsiliasi ini dimungkinkan juga sebagai alternatif penyelesaian
sengketa konsumen yang berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.
Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan
juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya terkait
sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Namun pendapat dari konsiliator
tersebut tidak terlalu bisa mengikat sebagaimana mengikatnya putusan

arbitrase.

c. Mediasi.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa ini juga cukup terkenal dalam
bidang hukum.®? Sama seperti upaya penyelesaian sebelumnya, mediasi
didasari atas asas sukarela dan kesepakatan para pihak. Mediasi dilakukan
secara tertutup pada perkara di bidang perdata. Setiap proses mediasi
didampingi oleh mediator yang bertugas mengawasi jalannya perundingan,
menyelenggarakan pertemuan para pihak, mengatur diskusi, menjadi penengah,
hingga merumuskan kesepakatan para pihak.

Bila ditinjau dari teori Magashid Syariah,® bentuk-bentuk perlindungan

yang ada sekarang baik preventif maupun represif adalah sesuai dengan syarat-

32 Miru, 163.
33 Magasid berasal dari bahasa Arab = &) maqasid), yang merupakan bentuk jamak kata i)
magsad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Magasid hukum
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syarat maslahah sebagai sumber hukum. Hal ini termasuk maslahah dar’'ul
mafasid dan maslahah ini sering disebut dengan maslahah daruriat. Daruriaat
adalah segala sesuatu yang essensial sifatnya merupakan kebutuhan primer bagi
manusia dan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan agar usaha dapat
terpenuhi sesuai dengan tujuan kehidupan yang benar. Hal ini tidak diinginkan
bagi siapapun agar tidak terjadi sesuatu hal yang dapat ditimbulkan sebagai akibat
dari perbuatan seseorang atapun lembaga apapun, termasuk lembaga travel umrah
yang akibatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas sebagai bentuk
keadilan.

Agar kemaslahatan terwujud, haruslah dipelihara lima macam perkara yang
dikenal dengan “al-magasidul Khamsah” yaitu: Agama, Jiwa, akal, keturunan dan
Harta.>* Menurut magasid al-syariah bahwa hal yang berkaitan dengan upaya dan
tanggungjawab yang dilakukan Negara terhadap kejahatan komodifikasi umrah
terdapat kesesuaian yaitu, upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak Jamaah
dan juga merupakan melindungi Agama (Hifdz Diin). Kebanyakan Masyarakat
awam dalam hukum, maka dari itu negara melalui Kementerian Agama harus
melindungi Jamaah dari kedzaliman oknum travel. Dalam Islam manusia sangat
dilarang berbuat zalim terhadap sesamanya. Hal itu dijelaskan dalam al-Qur’an
surat al-Shura [42] ayat 42 sebagai berikut:

Sl iy o3 8 03y il 3l Gl e (i 1
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Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus
hukum Islam, magasid adalah pernyataan alternatif untuk =lu=s) masalih) atau ‘kemaslahatan-
kemaslahatan’. Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Magas}id Shariah, 32.

3 Zuhri, Ushul Figih Akal sebagai Sumber Hukum Islam, 105.



188

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada
manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu
mendapat azab yang pedih.

Hal ini juga merupakan melindungi jiwa (Hifz al-Nafs) karena mencegah
adanya pertikaian yang berkepanjangan. Kerugian yang ditimbulkan dalam hal ini
tidaklah sedikit. Sehingga, tak mustahil apabila terjadi pertikaian di antara Jamaah
dan pihak travel. Sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa
merupakan upaya pencegahan pertikaian yang dapat mengancam jiwa seseorang.
Dalam al-Qur’an Q.S. Muhammad [47]: 31:

Dan Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami

mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu,
dan agar kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.

Namun, perlindungan yang diberikan oleh negara baik yang bersifat
preventif maupun represif, tidaklah merupakan upaya dalam melindungi harta
(hifdz mall), karena pada kenyataannya dalam berbagai kasus kejahatan
komodifikasi umroh tidak bisa menjamin uang Jamaah akan kembali ataupun
menjamin Jamaah yang tertipu tersebut akan tetap berangkat umroh. Negara
melalui Kementerian Agama selama ini hanya bisa merekomendasikan
pencabutan izin terhadap travel nakal tersebut.

Dalam surat al-Nisa’ [4] ayat 29 yang berbunyi

5553 (38 V) Jlally s A0sal 1 5RE Y sk Gl @il
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
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Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha
Penyayang kepadamu.

Dalil tersebut memberikan gambaran tentang kemaslahatan yang dibangun
untuk kepentingan banyak orang sangat diperlukan demi terwujudnya suatu tujuan
dari hukum vyaitu tidak hanya untuk kepentingan individu saja, tetapi bertujuan
untuk kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini sangat erat kaitannya dengan
tujuan hukum dari penggangas teori yang dikemukankan oleh Jeremy Bentham
tentang teorinya utilitiarianisme.

Jamaludin Atiyah juga sependapat dengan teori Bentham tentang nilai
kemaslahatan umat manusia menjadi hal yang sangat fundamental dalam
kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Maka salah satu bentuk
keadilan adalah dapat diukur dari kebahagiaan seseorang bagi mereka yang
merasakan bahagaia dengan jumlah yang besar. Pada hakekatnya individu yang
satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling tolong menolong dan
memberikan nilai kemanfaatan sebagai perwujudan sebagai mahluk sosial
diantara mereka. Agar kemaslahatan dapat terwujud, maka perlu dipelihara lima
macam perkara yang dikenal dengan “al-maqasidul Khomsah” yaiu agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta benda, hal ini berkaitan erat antara negara untuk
melindungi kejahatan komodifikasi umrah di Indonesia.

Secara ringkas, hasil penelitian pada Bab IV ini penulis visualisasikan ke

dalam gambar skema di bawah ini:
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Gambar 4.1 Konstruksi Hukum Perkara Komodifikasi Travel Umrah dalam

SAE A

Putusan Hakim di Indonesia

Hubungan Hukum Biro Travel dengan Jamaah Umrah:
Kesepakatan dalam peraturan yang dituangkan dalam bentuk
perjanjian dan undang-undang.

l

Tanggung Jawab Biro Travel terhadap Jamaah Umrah:

1. Aspek perdata: pasal 19 undang-undang perlindungan
konsumen.

2. Aspek administratif: pasal 46 undang-undang nomor 13
tahun 2008.

3. Aspek pidana: undang-undang nomor 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen.

Penyelenggaraan Travel Umrah

—

Pelangggaran Perdata Pelangggaran Pidana

\/

Kasus-Kasus Pelanggaran, Nomor Putusan

Kasus KH Masrihan Asy’ari, 1331 K/PID/2015

Kasus First Travel, 84/Pid.B/2018/PN.Dpk

Kasus Abu Tours, 1235/Pid.B/2018/PN.MKS

Kasus Johari dkk lawan H. Suhardi, 17/Pdt.G/2010/PN.JO
Kasus PT. Assuryaniyah Cipta Prima Tour & Travel,
295/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

l

Konstruksi Putusan Hakim:
Tidak ada satu pun korporasi travel umrah yang dijatuhi
hukuman atas kejahatan yang dilakukannya secara sengaja
atau tidak sengaja yang sangat merugikan konsumen.

Sumber: Imron Rosyadi, 2021



BAB V
REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA PERKARA KOMODIFIKASI

TRAVEL UMRAH DI INDONESIA

A. Korporasi sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana di Indonesia
1. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Pada dasarnya pengakuan hukum dalam tindak pidana hanya diberikan
kepada perorangan (natuurlijk person) di mana manusia atau orang diberikan
kewajiban sekaligus mempunyai hak yang dapat menimbulkan kewenangan
hukum, hanya pada manusia saja yang memiliki kewenangan menjadi subyek dalam
perbuatan hukum. Seiring perkembangan zaman, subjek hukum tindak pidana bukan
hanya manusia atau orang saja, namun berkembang merambah dalam hal ini badan
hukum (recht person) juga.

Dari sejarah terkait dengan pengakuan korporasi menjadi subjek hukum
dalam tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hal ini
diberlakukan sejak tahun 1635. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum
dimulai pada zaman di mana terjadi perdagangan dan bisnis yang mempengaruhi
terhadap negara-negara Eropa salah satunya adalah negara Inggris.* Lembaga
korporasi dimulai ketika dibangun oleh sistem hukum Eropa yaitu negara Inggris
dan Amerika pada permulaan tahun 1909 dengan putusan pengadilan bahwa

korporasi menjadi subyek hukum pidana dapat diberlakukan sebagai tindak pidana

! Muladi dan Dwija Priyatno, Sistem Pertanggunjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan
Legislasi (Bandung: Kencana, 2017), 36.

191



192

dan pertanggung jawaban secara pidana.? Selang kemudian tidak sedikit negara-
negara yang mengakui pelaku tindak pidana korporasi juga dilakukan oleh negara

Belanda, Perancis, Australia, Italia, Swiss dan beberapa negara dibelahan Eropa.®

Kongres PBB ke V11 dilaksanakan pada tahun 1985 korporasi sebagai subyek
hukum pidana, kongres tersebut membicarakan tentang beberapa jenis kejahatan
yang diangkat dalam tema “dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan”,
dilihar dari berbagai perspektif kriminalitas yang kelanjutanya diberlakukan
sebagai pijakan dalam membangun ekonomi di mana korporasi berperan aktif
karena banyak terjadi perbuatan penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup,
penipuan-penipuan yang lainya seperti pemalsuan invoice, asuransi, yang
berdampak terhadap perkembangan perekonomian dalam satu negara. Untuk itu
korporasi mempertanggungjawabkan secara kolektif dan telah dikenal di Indonesia
sebagai hukum adat.*

Penelitian terbaru pada tahun 1988 yang dilakuka oleh pakar kriminologi
Unair J. E. Sahetapy yang mengangkat tentang problematika denda dalam hukum
adat di Indonesia, dan beberapa daerah di kepulauan nusantara seringkali terjadi
perbuatan yang melanggar hukum karena banyaknya penjahat di kampung lokasi
penelitian yang mengakibatkan kerugian kepada individu kelompok golongan yang

dibunuh, maka menjadi kewajiban untuk membayar denda atas kerugian terhadap

2 Kristian, Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 37.

3 Mahrus Ali, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,” in Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah
Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 98.

4 Dwidja Priyatno, Sistem Pertanggunjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi
(Bandung: Kencana, 2017), 41.
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golongan keluarga atau family bagi orang yang menjadi korban pembunuhan.®
Berdasarkan pemamparan terkait penelitian yang dilakukan oleh J.E. Sahetapy
dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Indonesia sebenarnya sudah mengenal
tentang hukum pidana sebagai pertanggungjawaban kolektif yang sebenarnya sama
dengan pertanggungjawaban korporasi dimasa sekarang ini.

Korporasi sebagai subyek hukum dapat disamakan seperti manusia atau orang
yang dapat berperan sebagai perbuatan hukum demi keadilan. Karena sistem hukum
di Indonesia menganut konsep common law yang dapat melakukan analogi atas
subyek hukum pidana pada manusia, sehingga lembaga korporasi juga memiliki
penguasaan atas kekayaan yang dihasilkan oleh pengurus yang menciptakan dan
mendirikanya.®

Pada saat itu, para penegak hukum atau hakim tidak memiliki teori tentang
pembebanan dalam tindak pidana yang diberlakukan pada pengurus korporasi,
sehingga tidak dapat menjerat korporasi dalam konteks hukum pidana karena tidak
ada aturan yang jelas, hal ini dapat dilakukan penuntutan sepertihalnya kejahatan-
kejahatan yang lain dengan menyertakan unsur dan syarat-syarat berdasarkan
pemikiran korporasi, kemudian korporasi juga dapat dianggap sebagai subyek
hukum yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan
oleh pengurusnya.’

Selanjutnya muncul pertanggungjawaban pemikiran korporasi sebagai tindak

pidana yang dilakukan oleh pengurus, hal ini didasarkan pendapat para ahli untuk

5 Ibid., 42.
6 Ali, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,” 99.
7 Ibid.
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memberikan  pendapatnya tentang korporasi dapat dibebani sebagai
pertanggungjawaban dalam tindak pidana. Dasar alasan tersebut korporasi menjadi
pelaku utama dalam roda perekonomian dunia, akibatnya dengan hadirnya hukum
pidana dapat dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menjerat tindakan-
tindakan korporasi. Manfaat yang dapat diperoleh dari korporasi adalah kerugian
yang diderita masyarakat yang sangat besar, akibatnya tidak mungkin korporasi
hanya dapat dijatuhi sanksi keperdataan saja bahkan bisa dijatuhkan sanksi pidana.
Hal ini dapat dibuktikan dengan korporasi beserta pengurus-pengurusnya dapat
menimbulkan kerugian yang sangat besar sehingga hukum pidana menjadikan

solusi dan preventif dalam pencegahan atau restorative justice.®

2. Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

Korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, tidak hanya badan
hukum saja bahkan perorangan juga dapat ditindak sebagai perbuatan hukum jika
terjadi kesalahan atau melanggar hukum. Badan hukum atau lembaga hukum
melalui perantara orang lain dapat ditindak tidak hanya kepada diri sendiri tetapi
bertanggung jawab atas badan hukum. Sesuai dengan Pasal 1655 KUH Perdata
yang menjelaskan: Badan hukum itu dapat melakukan tindakan-tindakan selainnya
oleh perantaraannya, tetapi juga ia tidak dapat sendiri menutup persetujuan pemberi

kuasa dengan pengurusnya. Perbuatan dan pengurus itu tidak dapat disamakan

¢ 1bid., 100.
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dengan wakil dengan surat kuasa, sebagaimana sering terjadi diantara manusia
biasa yang diwakili oleh orang lain.°

Korporasi menjadi subyek hukum pidana dikenal pada tahun 1951 hal ini
sebagaimana terdapat pada Undang-undang penimbunan barang dan Undang-
undang tindak pidana ekonomi sebagaimana yang dijelaskan Pasal 15 ayat (1) UU
No. 7 Drt. Tahun 1955, Pasal 17 ayat (1) UU No.11 PNPS tahun 1963 tentang
Tindak Pidana Subversi, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian
Uang, dan Undang-undang Tindak Pidana Narkotika. Korporasi menjadi subyek
hukum tindak pidana di Indonesia hanya dapat ditemukan dalam Peraturan
Perundang-undangan yang lebih khusus diluar peraturan KUHP, karena dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri hanya mengakui subyek hukum
pidana pada diri manusia atau orang.°

Di Indonesia, KUHP menjadi Undang-undang tertinggi dalam perspektif
hukum pidana, hal ini disebutkan sebagaimana pada Pasal 59 KUHP berbunyi:
“Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran, terhadap pengurus, anggota
salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus
atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar
tanggungannya.”

KUHP sebagaimana dalam Pasal 59 paling esensi menerangkan tentang
tindak pidana hanya dapat diberlakukan kepada orang atau manusia, bukan

termasuk korporasi, dalam Pasal 59 KUHP tersebut bahwasanya tindak pidana

® Erna Susanti and Khristyawan Wisnu Wardana, “Tanggungjawab Korporasi Dalam Pencemaran
Lingkungan  Hidup,” Risalah  Hukum 1, no. 2  (2005): 29, https://e-
journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/115.

10 Priyatno, Sistem Pertanggunjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi, 45.
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dapat diberlakukan oleh seseorang atau individu manusia, hal ini sebagaimana yang

dikemukakan olen Van Bemmelen dalam tindak pidana korporasi la tidak

membicarakan tentang lembaga korporasi, tetapi pidana dapat dihapuskan bagi
anggota atau pengurus yang melakukan pelanggaran tanpa sepengetahuanya.!

Korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana jika terjadi suatu kewajiban

yang melekat pada badan usaha yang dilatarbelakangi oleh keuntungan yang

didapat dari hasil kejahatan, begitupula kerugian yang dialami oleh masyarakat
sebagai pengguna dalam perilaku yang dilakukan oleh korporasi.'?

Alasan yang dapat dijadikan dasar bahwa korporasi dapat dimintai
pertanggungjawaban secara pidana dengan alasan sebagai berikut:

1. Keuntungan dan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena perbuatan
korporasi sehingga tidak seimbang jika korporasi hanya dijatuhi sanksi perdata,
Aktor utama dalam perekonomian dunia dapat mempengaruhi tindakan pidana
yang dianggap dilakukan oleh perbuatan atau tindakan korporas,Masyarakat
menerima dampak kerugian atas tindakan korporasi yang disalurkan pada agen-
agen tertentu, akibatnya sanksi pidana dapat diberlakukan agar bisa mencegah
pengulangan dalam tindak pidana, Pidana diberlakukan kepada korporasi
sebagai upaya preventif agar pemidanaan terhadap pegawai dapat diberlakukan,
Pengurus dapat ditindak pidana sebagai upaya represif terhadap delik yang

dilakukan oleh pengurus atau korporasi.

1L Ali, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,” 66.
12 |pid.
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2. Korporasi dalam roda perekonomian, dapat memainkan peran penting dalam
skala kehidupan sosial masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi dampak
kerugian dan korporasi memperoleh keuntungan yang besar maka sangat penting
dijatuhi sanksi administratif, hukum pidana menjadi solusi agar dapat dirasakan
oleh masyarakat atas penegakan hukum dan norma-norma serta ketentuan yang
ada pada badan atau peraturan korporasi, eksistensi hukum pidana dapat
menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman yang dapat dirasakan

masyarakat.'®

B. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Komodifikasi Travel Umrah
di Indonesia

Bagian dari ibadah haji adalah ibadah umrah. Bagi umat Islam, ritual umrah
turut menentukan kualitas, kesempurnaan, dan sahnya ibadah haji. Kemandirian
ibadah umrah dari pelaksanaan ibadah haji tetap memperhatikan dan berpedoman
kepada tuntunan ibadah dalam Islam.** Mukallaf yang melaksanakan ibadah haji
dan ibadah umrah berarti melaksanakan tahap-tahap kehidupan yang bernilai
kebaktian (‘ubudiyah), spiritual (ruhiyah), dan kemanusiaan (insaniyah). Dia patut

dinilai sebagai subjek yang meneladani sunnah Rasulullah saw.

13 Kristian, Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, 38.

14 Al-Sayyid al-Shahid, Al-Khitab Al-Islamiy wa al- ‘Adalah bi al-Akhar (Qahirah: Wizarah al-
Awgaf Misr, 2002), 97. Lihat juga Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah Mujallad al-Awwal (Qahirah: Dar
al-Fath li al-1"lam al-"Arabiy, 1998), 542.

15 Abbas Mahmud “Aqggad (al-), Al-Islam Da’wah “Alamiyah (Qahirah: Maktabah al-Usrah, 1999),
103.
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Kebijakan manajemen ibadah haji di Indonesia selalu terkait dengan
kebijakan politik pemerintah Saudi Arabia dalam penyediaan kuota dan
pengelolaan jamaah. Pada tahun 2013 ada kebijakan pengurangan 20% kuota haji
bagi umat Islam seluruh dunia. Alasannya adalah pembenahan infrastruktur.'® Pada
masa pemerintahan Jokowi-JK, seiring dengan selesainya pembenahan
infrastruktur, kuota ibadah haji ditambah, dengan jumlah 230 ribu, tetapi tidak
secara signifikan mengurangi antrian calon jamaah haji. Alasan pokoknya adalah
arus perhatian umat Islam mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun
ke tahun.'’

Kesenjangan antara jumlah pendaftar dan kuota ibadah haji diiringi oleh
pertimbangan faktor usia, keminiman peluang bagi keberangkatan, dan antrian
memposisikan ibadah umrah sebagai alternatif peluang meskipun secara
kesyariatan tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah haji yang wajib ghayr
fawriy (kewajiban non-segera).!® Dalam fikih Islam, kategori ibadah salat dan
ibadah puasa wajib fawriy (wajib disegerakan), sedangkan zakat merupakan

kewajiban segera bagi kaum muslim yang sudah mencapai status wajib zakat.*®

16 Subkhani Kusuma Dewi, “Trend Wisata Umrah: Antara Meneladani Sunnah dan Turisme Spiritual,”
Empirisma 26 (2017): 193, https://mww.jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/view/691/434.

1" Firman Muhammad Arif, “Penyelenggaraan Ibadah Umrah Berbasis Maslahat,” Al-Amwal:
Journal of Islamic Economic Law 4, no. 1 (2019): 22-39,
http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1180. Lihat juga Kholilurrahman
Kholilurrahman, “Hajinya Lansia Ditinjau dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam,” Al-
Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 2, no. 2 (December 2017): 232,
http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-balagh/article/view/1021.

18 Akhmad Anwar Dan, “Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah Di Kota Surakarta,”
llmu  Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 12 (2018): 24,
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/1903. .

19 Sabiq, Figh Al-Sunnah Mujallad Al-Awwal, 542.
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Industri pariwisata umrah secara besar-besaran mengalami peningkatan
sehingga para pelaku jasa pelayanan umrah juga mengalami peningkatan ladang
bisnis yang signifikan. Umrah tidak hanya berposisi sebagai ibadah tetapi juga telah
dikembangkan ke peringkat kebutuhan bisnis, yaitu jasa layanan berbasis profit.
Kondisi ini memuat indikasi, bahwa umrah merupakan komoditas yang dapat
diperjualbelikan, berprospek bagus, dan menguntungkan. 2°

Peningkatan pendapatan nasional berkemungkinan untuk terwujud apabila
pemerintah memposisikan diri secara serius. Dengan estimasi rerata biaya ibadah
umrah sebesar 20 jutaan per orang, maka pembiayaan terbesarnya yang lebih dari
80% dapat diserap untuk biaya huni hotel, jasa penerbangan, dan sisanya dapat
digunakan untuk berbagai keperluan pendukung. Potensi dana sebesar 7,2 triliun
per tahun dimobilisasi dengan cara memperkuat dan mengatur penggunaan
maskapai penerbangan nasional yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan
BUMN. Selama ini, potensi dana tersebut berdampak pada sejumlah maskapai
Timur Tengah. Mereka secara agresif membidik jasa layanan ibadah umrah di
Indonesia. Apalagi Arab Saudi sejak tahun 2016 menyediakan 1,5 juta visa untuk
keperluan ibadah umrah.?

Di balik potensi ekonomis jasa layanan umrah, ada ancaman yang banyak
diwarnai oleh kesan seram, bahkan menjadi topik teror pada tahun 2016 sampai
2018. Kejahatan jasa layanan umrah berubah ke wujud “topik yang tren”. Sebagai

contoh, kasus biro jasa First Travel pada tahun 2017 terbukti telah melakukan

20 Dewi, “Trend Wisata Umrah: Antara Meneladani Sunnah dan Turisme Spiritual,” 194.
Apagwam Fiazmi Hanifan, Komersialisasi Umrah Ketika Ibadah Bernilai Bisnis, diakses dari
komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-DI pada tanggal 17 April 2020.
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tindak penipuan dana calon jamaah umrah dengan jumlah kerugian yang fantastis.??
Contoh kedua, Biro Travel Rihlah Alatas Wisata di Provinsi Jawa Tengah
melakukan tindak penipuan serupa terhadap calon jamaah umrah dengan jumlah
kerugian sekitar Rp 500 juta.?® Contoh ketiga, Biro Abu Tours di Makassar juga
mengalami hal serupa. Biro ini pada Januari 2019 sudah divonis karena secara
meyakinkan terbukti telah melakukan pencucian uang sejumlah Rp 1,2 triliun dan
juga menelantarkan para calon jamaahnya.?* Penanganan oleh Instansi Kepolisian
terhadap kasus tindak kejahatan jasa layanan umrah dilaksanakan dengan dakwaan
penipuan berdasarkan KUHP saja, yakni Pasal 378 jo Pasal 65 (1). Penyidikan
Kepolisian terhadap kasus tindak kejahatan penipuan terhadap calon jamaah umrah
masih cenderung mengutamakan pasal tentang penipuan atau pasal tentang
penggelapan.

Kecenderungan penyidikan Kepolisian dapat dilihat dari upaya penegakan
hukum terhadap kasus KH Masrikhan yang dikenai dakwaan dengan pasal tentang
penipuan dalam KUHP saja, yakni Pasal 378 jo Pasal 65 (1), karena dia didakwa
melakukan penipuan secara berkelanjutan terhadap para nasabah. Akan tetapi perlu
diketahui, bahwa negara Indonesia juga menganut asas lex specialis derogat legi
generali. Menurut asas ini, penafsiran bahwa lex specialis (hukum yang bersifat

khusus) mengesampingkan lex generalis (hukum yang bersifat umum).?® Jika asas

22 Edi Hidayat, Korban First Travel yang Belum Diberangkatkan Mencapai 58.682 orang, diakses
nasional.kompas.com pada tanggal 17 Mei 2020.

23 Gunawan, Dicatut Penipu, Direktur Biro Travel Haji dan Umrah Merugi 500 jutaan, diakses
news.detik.com pada tanggal 17 Mei 2020.

24 Tim Jurnalis Detik.com, Fakta-fakta Mengejutkan dalam Persidangan CEO Abu Tours, diakses
https://news.detik.com/ pada tanggal 21 April 2020.

%5 https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali, Diakses 29 Oktober 2020,
pukul 18.30 WIB.
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ini direferensi, maka semestinya tindak pidana penipuan terhadap para calon
jamaah umrah di Indonesia selama ini lebih tepat jika direspons dengan pengaturan
sanski pidana bagi korporasi yang terbukti melanggar ketentuan penyelenggaraan
ibadah umrah.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13/2016 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, pengertian korporasi adalah
“kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum.” Kaitannya dengan hal ini, secara teoretik ada
dua motif kejahatan korporasi, yakni: (1) tujuan korporasi untuk memperoleh
keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin pada ciri-ciri individual dan (2)
terjadinya kontradiksi antara tujuan korporasi dan kebutuhan para pesaing, negara,
pekerja, konsumen, dan masyarakat.?®

Kejahatan terkait dengan korban kejahatan. Korban ini merupakan akibat
kejahatan. Korban kejahatan dapat bertambah seiring dengan dinamika kejahatan
yang dipengaruhi oleh dinamika kehidupan dan budaya masyarakat. Semula,
kejahatan dipahami sebagai tindakan konvensional seperti pencurian dan
pembunuhan. Akan tetapi dalam perkembangan dari waktu ke waktu, pemahaman
tersebut berubah; kejahatan mulai dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya
terbatas pada kejahatan konvensional tetapi juga bentuk kejahatan yang makin

kompleks.

%6 Sri Wulandari, Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang
Ekonomi, dikutip dari website: repository.untagsmg.ac.id
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Perubahan pemahaman tersebut berawal dari kemunculan teori yang
dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 di hadapan American
Sosiological Society. Sutherland mengemukakan konsep tentang kejahatan kerah
putih (white collar crime). Konsep ini membuka perspektif masyarakat tentang
jenis kejahatan baru yang lebih berbahaya daripada sejumlah kejahatan secara
umum. Konsep ini menjadi awal kemunculan perspektif tentang kejahatan
korporasi.

Perkembangan kejahatan kerah putih berpengaruh juga terhadap
perkembangan pemahaman tentang korban. Semula, korban hanya dipahami
sebagai korban kejahatan konvensional. Akan tetapi dalam perkembangannya,
muncul korban sebagai akibat kejahatan korporasi. Muladi membedakan korban
kejahatan konvensional dengan korban kejahatan korporasi: “Pada kejahatan
konvensional, korbannya dapat diidentifikasi dengan mudah, sedangkan pada
kejahatan korporasi korbannya seringkali bersifat abstrak, seperti pemerintah,
perusahaan lain atau konsumen yang jumlahnya banyak, sedangkan secara
individual kerugiannya sangat sedikit.”?’

Korban kejahatan konvensional secara mudah dapat mengetahui, bahwa
dirinya telah menjadi korban sesaat setelah kejadian kejahatan. Hal ini berbeda
dengan korban kejahatan korporasi. Kadangkala mereka tidak segera menyadari,

bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan korporasi. Misalnya, konsumen yang

27 Muladi dalam Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and the Attack
on Democracy) (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 133.
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membeli barang yang tidak sesuai dengan iklan barang atau disebabkan oleh iklan
yang menyesatkan.

Menurut pendapat Clinard dan Yeager, berdasarkan studinya terhadap
kejahatan korporasi, ada enam jenis korban kejahatan korporasi,?® Hasil studi ini
menyatakan, bahwa konsumen sangat rentan menjadi korban kejahatan korporasi.
Hal ini dapat menjadi kemungkinan karena konsumen sendiri yang berhubungan
langsung dengan produk korporasi, baik berupa barang maupun jasa (collective
ignorance). Para korban kadangkala tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi
korban kejahatan korporasi. Hal ini diperparah oleh perilaku pasif dari masyarakat
yang acuh terhadap keamanan mereka dalam penggunaan produk barang dan jasa
tanpa mencaritahu secara jeli terhadap produk korporasi.

Sikap acuh masyarakat terhadap keamanannya sebagai konsumen juga senada
dengan pendapat Steven Box berikut;

...majority of those interviewed were not familiar with the extent of, or

damage caused by, corporate crime and amongs the “knowledgeable”

minority, few were able to define it with any precision. Public
awareness of corporate crimes has certainly increased recently, but

none the less there is still more misinformation and mystification about
this type of crime than conventional crime.?®

28 Ada enam jenis korban kejahatan korporasi. Pertama, konsumen (keamanan atau kualitas produk).
Bilamana resiko keamanan dan kesehatan dihubungkan dengan penggunaan produk, maka
konsumen telah menjadi korban dari produk tersebut. Kedua, konsumen (kekuasaan ekonomi).
Pelanggaran kredit, yakni memberikan informasi yang salah dalam periklanan dengan tujuan untuk
mempengaruhi konsumen. Ketiga, sebagian besar sistem ekonomi telah terpengaruh oleh praktik-
praktik perdagangan yang tidak secara langsung jujur (pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan
anti-monopoli dan peraturan persaingan lainnya) dan kebanyakan pelanggaran keuangan kecuali
pelanggaran yang berkaitan dengan belanjaan konsumen. Keempat, pelanggaran lingkungan
(pencemaran udara dan air), dengan korban lingkungan fisik. Kelima, tenaga kerja menjadi korban
dalam pelanggaran terhadap ketentuan upah. Keenam, pemerintah menjadi korban, karena adanya
pelanggaran-pelanggaran administrasi atau perintah pengadilan dan sejumlah kasus penipuan pajak.
Lihat Clinard dan Yeager dalam Ibid., 140.

29 Muladi dalam Ibid., 95.
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Menurut pendapat Box, dari mayoritas mereka yang diwawancarai tidak
mengetahui dengan jelas mengenai kejahatan korporasi dan kerugian yang
ditimbulkannya, dan dari sedikit yang mengetahui, hanya beberapa yang yang dapat
mendefinisikan apa itu kejahatan korporasi. Kewaspadaan masyarakat akan
kejahatan korporasi telah meningkat, namun masih saja ada kesalahan mengenai
informasi dan membedakan antara kejahatan korporasi dan kejahatan yang
konvensional.

Sikap acuh masyarakat terhadap kejahatan korporasi dan kesulitan
mengungkap kejahatan korporasi merupakan sejumlah faktor yang memberi
dukungan terhadap korporasi dalam kegiatan-kegiatannya mencari keuntungan
yang berlawanan terhadap hukum. Masyarakat sebagai korban mendorong secara
tidak langsung terhadap kemunculan dan pertumbuhan kejahatan korporasi.
Dengan demikian, korban turut berpartisipasi terhadap realitas kejahatan korporasi
(precipitative victims).

Para korban kejahatan korporasi tidak hanya menderita kerugian material
tetapi juga kesehatan, bahkan mungkin juga kehilangan nyawa. Kerugian material
yang dialami oleh korban tidak mudah untuk diestimasi. Hal ini disebabkan oleh
korban kejahatan korporasi yang sangat luas sehingga kerugian material akibat
kejahatan korporasi tidak mudah untuk diidentifikasi. Di samping itu, tidak jarang
terjadi kerugian korban kejahatan korporasi yang kompleks; kerugian-kerugian
material, kesehatan, bahkan nyawa.

Kerugian yang kompleks dapat dilihat pada kasus semburan hot mud (lumpur

panas) di kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, provinsi Jawa Timur. Selain
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kerugian material karena kehilangan rumah dan harta benda, masyarakat korban
juga terganggu kesehatannya karena gas beracun dari semburan lumpur tersebut.
Masyarakat korban juga terganggu secara mental karena nasibnya yang gamang di
penampungan dan hilangnya mata pencaharian mereka. Kerugian yang paling parah
adalah kehilangan nyawa sebagai akibat semburan lumpur.

Kejahatan korporasi tidak hanya berdampak kerugian manusia saja tetapi juga
lingkungan hidup. Keberadaan korporasi selalu berdampak nyata terhadap
lingkungan, terutama dampak negatifnya. Sejumlah kegiatan korporasi seringkali
mengabaikan kelangsungan lingkungan hidup di sekitarnya, missal: pembabatan
hutan liar, pembuangan limbah produksi ke lingkungan sekitar tanpa proses
pengolahan, polusi air, tanah, dan udara dari pabrik-pabrik korporasi. Illegal
logging oleh korporasi banyak menimbulkan banjir bandang ke laut membawa
lumpur dan potongan kayu gelondongan, kemudian menimbulkan ketinggian
sedimentasi di laut yang merusak terumbu karang.*® Semua kejahatan korporasi
tersebut semata-mata hanya mencari keuntungan, tanpa kepedulian terhadap
kelangsungan lingkungan hidup.

Masyarakat, lingkungan hidup, dan negara pun dapat menjadi korban
kejahatan korporasi. Misalnya, penyelundupan kayu, demikian juga hasil curian
lainnya dari penebangan liar berakibat kerugian besar bagi negara pada tiap
tahunnya. Hasil hutan diselundupkan keluar negeri di luar prosedur dan bea ekspor,
di samping pajak yang mestinya harus dibayar kepada negara. Setiap hari, ada

sekitar 30 kapal yang berlayar ke Malaysia sambil membawa kayu selundupan.

30 www.antara.co.id, 14 Mei 2020.
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Setiap kapal memuat sekitar 800meter kubik kayu. Dalam hal ini dapat diperkirakan
besarnya kerugian negara. Misalnya, jika harga 1meter kubik kayu bengkirai di
pasar internasional mencapai 18 juta rupiah, maka jumlahnya dapat mencapai Rp
432 milyar per hari atau Rp 12,96 trilyun per bulan.®! Pencurian itu tidak hanya
berakibat kerugian bagi negara tetapi juga berdampak secara langsung terhadap
lingkungan; hutan rusak akibat penebangan liar oleh korporasi.

Persaingan yang tidak sehat antarkorporasi dalam perebutan pasar di tengah-
tengah masyarakat kadangkala mendorong korporasi untuk berbuat curang untuk
mengungguli korporasi lain. Sebagian kecurangan yang sering dilakukan oleh
korporasi adalah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, persaingan tender
yang tidak sehat dengan pemanfaatan informasi dari orang dalam, monopoli
produk, dan penggunaan promosi yang menjatuhkan kredibilitas korporasi lain.
Contoh yang mudah diamati saat ini adalah perang tarif antaroperator telepon
selular. Setiap operator ingin merebut hati konsumen dengan penonjolan
produknya, bahkan tidak segan untuk menjatuhkan operator lain. Sejumlah
kecurangan tersebut dapat berakibat kerugian besar bagi korporasi lainnya.

Korban kejahatan korporasi tidak hanya berasal dari luar korporasi tetapi
pihak intern korporasi yang bersangkutan; karyawan korporasi misalnya, upahnya
jauh di bawah upah minimum regional. Faktor pendukung lainnya bagi karyawan
sebagai korban adalah lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman.
Berdasarkan survey International Labour Organization (ILO), Indonesia

merupakan negara yang tingkat kecelakaan kerjanya terbesar kedua di dunia. Pada

31 www.sumeks.co.id, 14 Mei 2020.
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tahun 2007 terjadi 65.474 kecelakaan kerja di Indonesia.? Selain itu, PHK secara

sepihak oleh korporasi menunjukkan lemahnya posisi karyawan dalam korporasi,

yang mengakibatkan rentannya karyawan menjadi korban kejahatan korporasi.

Selain para karyawan, para pemegang saham juga dapat menjadi korban kejahatan

korporasi. Laporan keuangan yang tidak benar dapat berakibat para pemegang

saham mengalami kerugian dalam deviden payment (pembagian keuntungan).

Sejumlah uraian di atas menunjukkan betapa luas ruang lingkup korban
kejahatan korporasi, mulai dari masyarakat umum, konsumen produk korporasi,
korporasi sebagai kompetitor, para karyawan dan para pemegang saham korporasi,
bahkan negara. Hal ini menunjukkan betapa berbahaya kejahatan korporasi. Jika
dibandingkan dengan korban kejahatan konvensional (pembunuhan dan pencurian),
maka kejahatan korporasi lebih berbahaya daripada kejahatan konvensional.

Sejumlah negatif tindak pidana korporasi yang kompleks menyebabkan
keharusan bagi korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak
pidananya. Hal-hal yang dapat dihgunakan sebagai dasar pembenar korporasi
sebagai pembuat dan sekaligus penanggungjawab adalah sebagai berikut:

1. Dalam berbagai tindak pidana ekonomi atau fiskal, keuntungan korporasi atau
kerugihan masyarakat sangat besar sehingga tidak mungkin sepadan jika hukum
pidana hanya memidana pengurus korporasi saja.

2. Pemidanaan terhadap pengurus korporasi saja tidak menjadi jaminan bahwa

korporasi tidak akan mengulangi tindak pidananya. Jika pemidanaan terhadap

32 www.groups.yahoo.com, 14 Mei 2020
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korporasi dengan jenis dan berat yang sesuai dengan sifat korporasi, maka
korporasi yang bersangkutan diharapkan mentaati peraturan yang bersangkutan.
Pembenaran terhadap pertanggungjawaban korporasi, menurut pendapat

Muladi, didasarkan pada lima hal; (1) dasar falsafah integralistik; segala sesuatu

semestinya diukur atas dasar keseimbangan, (2) dasar kekeluargaan dalam pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945, (3) pemberantasan sukses tanpa aturan (anomie of

success), (4) perlindungan konsumen; dan (5) kemajuan teknologi.>*

Elliot dan Quinn mengemukakan tujuh alasan perlunya pembebanan tanggung
jawab pidana kepada korporasi, sebagai berikut:

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, maka perusahaan-perusahaan
tidak mustahil dapat menghindarkan diri dari regulasi pidana dan hanya
pegawainya saja yang dituntut karena terbukti telah melakukan tindak pidana
yang sebenarnya merupakan tindak pidana kegiatan usaha korporasi.

2. Dalam sejumlah kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah dilakukan tuntutan
kepada perusahaan daripada kepada para pegawainya.

3. Dalam tindak pidana yang serius, perusahaan lebih memiliki kemampuan
daripada pegawainya untuk membayar denda yang dijatuhkan.

4. Ancaman tuntutan pidana kepada perusahaan dapat mendorong para pemegang
saham untuk melakukan pengawasan yang lebih serius terhadap aktivitas-

aktivitas perusahaan yang menjadi ladang penanaman investasinya.

33 Wulandari, Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang
Ekonomi.

34 Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi, dikutip dari
website: ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2089.
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5. Jika sebuah perusahaan telah meraup keuntungan dari usaha yang ilegal, maka
perusahaan itulah yang seharusnya menanggung sanksi atas tindak pidananya,
bukan pegawainya.

6. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan
untuk mengintervensi para pegawainya, secara langsung atau tidak langsung,
agar para pegawai itu meraih perolehan laba di luar usaha ilegal.

7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda kepada perusahaan
dapat berfungsi preventif bagi perusahaan untuk melakukan aktivitas yang
ilegal, yang tidak mungkin terjadi jika pihak yang dituntut adalah pegawainya.®®

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan perlunya penerapan konsep
pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan mereka pula yang harus
menanggung pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi. Hal ini
didasarkan pada tiga hal berikut;

1. Jika hanya pengurus korporasi saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana,
maka hal ini tidak adil bagi masyarakat yang telah mengalami kerugian karena
pengurus dalam perbuatannya itu untuk dan atas nama korporasi dan
dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan pengurangan
kerugian finansial bagi korporasi.

2. Jika pihak yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi,
sedangkan pengurusnya tidak harus memikul tanggung jawab, maka hal ini

dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau

35 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Korporasi, dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus
Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan (Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2015), 169-170.
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mengalihkan pertanggungjawabannya. Pengurus akan selalu dapat berlindung di
balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan
alasan bahwa perbuatannya itu tidak merupakan perbuatan pribadi dan bukan
untuk kepentingan pribadi tetapi untuk dan atas nama, dan untuk kepentingan
korporasi.

3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin
dilakukan secara tidak langsung (doctrine of vicrious liability), pertanggungjawaban
atas tidak pidana seseorang dibebankan kepada pihak lain. Pembebanan
pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara
vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan
hukum. Segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah, baik dalam
keperdataan maupun kepidanaan, dilakukan oleh manusia yang menjalankan
kepengurusan korporasi. %

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat memperhatikan Kriteria-kriteria
yang diberikan oleh Clinard dan Yeagar; (1) derajat kerugian terhadap publik (the
degree of loss to the public), (2) tingkat keterlibatan jajaran manajer (the lever of
complicity by high corporate managers), (3) masa pelanggaran (the duration of the
violation), (4) prekuensi pelanggaran korporasi (the frequency of the violation by
the corporation), (5) alat bukti pelanggaran (evidence of intent to violate), (6) alat
bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap (evidence of extortion, as in bribery

cases), (7) derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif pemberitaan media

36 Sutan Remi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), 162-
163.
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(the degree of notoriety engendered by the media), (8) yurisprudensi (precedent in
law), (9) riwayat pelanggaran serius korporasi (the history of serious, violation by
the corporation), (10) kemungkinan pencegahan (deterence potential), (11) derajat
kerjasama yang ditunjukkan oleh korporasi (the degree of cooperation evinced by

the corporation). ¥’

C. Jenis Pidana Korporasi dalam Komodifikasi Travel Umrah di Indonesia

1. Pembebanan Tanggung Jawab terhadap Korporasi

Pertanggungjawaban pidana menekankan orgensi kesalahan sebagai ukuran
bagi sanksi bukan sebagai upaya untuk membebankan kesalahan kepada pelaku.
Pemahaman awal ini sangat penting, karena banyak sarjana hukum yang masih
memiliki pendapat tentang pertanggungjawaban pidana sebagai teori hukum saja.
Cara pandang yang sinergis dengan kemampuan menganalisis kasus hukum untuk
menghasilkan pemahaman tentang apa yang seharusnya dilakukan.

Ide dasar dari pengenaan sanksi pidana sesungguhnya terdapat pada asas
kesalahan (mens rea) atau dikenal dengan asas culpabilitas. Mengukur kesalahan
pada pelaku individu sangat mudah, yakni melalui niat dalam diri pelaku serta
tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan niat itu. Sebagaimana tindakan tidak
mungkin dilakukan tanpa melalui pikiran atau pertimbangan, maka niat menjadi
sebuah ukuran yang sangat objektif dan uniknya dalam diri pelaku. Akan tetapi
muncul pertanyaan tentang sejauh manakah niat itu dapat diketahui ada dalam diri

seseorang. Dwidja Priyatno menegaskan, bahwa pelimpahan pertanggungjawaban

37 1bid.
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dari perbuatan manusia menjadi perbuatan korporasi terkait erat dengan
pemahaman “pelaku fungsional” (fungsional dader). Pembebanan tanggung jawab
pada korporasi, menurut Dwidja Priyatno, cukup dilihat dari perbuatan pengurus
atau pegawai korporasi dipandang dalam dinamika msyarakat sebagai perbuatan

korproasi, berikut kesalahannya.

2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi amat penting untuk ditentukan secara
jelas karena tidak ada pihak manapun, terutama pihak yang tidak bersalah, yang
ingin menanggung beban pidana. Dalam pembahasan tentang pertanggungjawaban
pidana korporasi harus dapat dibedakan antara konsep pertanggungjawaban pidana
korporasi dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pertanggungjawaban
korporasi lebih menekankan pada pemahaman prinsip pembebanan sanksi pidana
yang dapat diberikan. Hal ini berbeda dengan teori pertanggungjawaban pidana
yang lebih menekankan metode atau tahapan pembebanan sanksi pidana. Perbedaan
ini sebenarnya terletak pada sejauhmana ukuran yang menjadi batasan pemberian
sanksi pidana itu dapat diberikan. Penting untuk dipahami, bahwa batasan di sini
lebih menekankan sanksi pidana.

Dalam pembebanan sanksi pidana, sesungguhnya korporasi memiliki
beberapa konsep yang sudah mengalami perkembangan. Perubahan ini semakin
mengakui eksistensi korporasi sebagai pelaku kejahatan dapat dikenai sanksi

pidana. Beberapa tahap perkembangan tersebut juga terkait dengan pengaruh

%8 Dwidja Priyatno, Sistem Pertanggunjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi
(Bandung: Kencana, 2017), 70-71.
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kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menuntut ketentuan hukum dalam bentuk
regulasi.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah mengalami perkembangan.
Mardjono Reksodiputro, sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik, menjelaskan:
(1) pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab,
(2) korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab, dan (3)
korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.*®

Tiga konsep tersebut menunjukkan, bahwa hukum pidana telah mengakui
pemahaman korporasi sebagai pelaku tindak pidana meskipun dengan pemahaman
yang berbeda. Dwidja Priyatno juga menjelaskan ada tiga model pertanggungjawaban
pidana korporasi: (1) pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang
bertanggungjawab, (2) korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung
jawab, dan (3) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Setiap

model pertanggungjawaban pidana ini diuraikan sebagai berikut.*°

a. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat dan Penanggungjawab

Model pada tahap ini, para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
masih menerima asas “societes/universitas delinquere non potest” (badan hukum
tidak dapat melakukan tindak pidana). Subjek tindak pidana yang dikenal hanya
manusia. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat dan penanggungjawab, maka
kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, yakni kewajiban

dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana.

39 Hatrik Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict
Liability dan Vicarious Liability) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 30.
40 Priyatno, Sistem Pertanggunjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi,49-54.
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Argumennya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan
terhadap suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan delik tersebut.

Karena itu, penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

b. Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus sebagai Penanggungjawab
Dalam model ini ditegaskan, bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat.
Pengurus ditunjuk sebagai pihak yang bertanggungjawab; yang dilakukan oleh
korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut
wewenang berdasarkan anggaran dasar korporasi. Tindak pidana yang dilakukan
oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu
sebagai pengurus korporasi tersebut. Sifat perbuatan yang menjadikan tindak pidana
itu adalah “‘onpersoonlijk.” Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab

pidana, terlepas dari apakah ia mengetahui atau tidak mengetahui perbuatan itu.

c. Korporasi sebagai Pembuat dan Penanggungjawab

Dalam model ini, motivasinya adalah memperhatikan perkembangan korporasi
itu sendiri. Untuk beberapa delik tertentu penetapan pengurus saja sebagai “dapat
dipidana” ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi tidak mustahil denda
yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan
keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan perbuatan itu, atau kerugian
masyarakat yang ditimbulkannya, atau yang diderita oleh para pesaingnya,
keuntungan-keuntungan dan/atau kerugian-kerugian itu lebih besar daripada denda
yang dijatuhkan sebagai pidana. Pemidanaan terhadap pengurus tidak memberikan

jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan lagi yang telah
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dilarang oleh undang-undang. Nyatanya, pemidanaan terhadap pengurus saja tidak
cukup untuk melakukan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau
dengan korporasi. Karena itu, perlu pula untuk memungkinkan pemidanaan
terhadap korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.

Sejumlah pendapat yang menyetujui pertanggungan akibat pidana dari
korporasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Tanpa tanggung akibat pidana dari korporasi, maka akan terdapat kekosongan
pemidanaan jika korporasi adalah pemilik atau pemegang izin.
2) Jelas, bahwa korporasi adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari
berbagai kegiatan, termasuk yang bersifat pidana.
3) Pertimbangan praktisnya adalah:
a) Tidak mudah untuk menelusuri garis perintah dalam kejahatan korporasi.
b) Pidana terhadap pengurus korporasi tidak memengaruhi perbuatan korporasi.
4) Selaras dengan perkembangan dalam hukum perdata.

Jika ditelaah lebih mendalam, khususnya jika dihubungkan dengan
perkembangan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, maka
tidak dapat dipungkiri, bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi secara
langsung sudah diatur secara jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Hal yang menarik untuk dibahas selanjutnya adalah pertangungjawaban
korporasi terkait kesalahan yang dapat dibebankan kepada korporasi. Dwidja
Priyatno pernah menegaskan, bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana
korporasi cukup dilhat dari perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang

bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan, bahwa bentuk kesalahan korporasi cukup
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dilihat dari kesalahan pengurus dalam perbuatan yang dilakukan.*! Terkait dengan
pemahaman tersebut Schaffmeister menjelaskan:
Kejadian-kejadian tersebut harus diselesaikan dengan konstruksi
pertanggungjawaban (toerekenings constructie), kesengajaan dari
perorangan (natuurlijk persoon) yang bertindak atas nama
perserikatan/badan usaha (corporatie), di mana dapat menimbulkan
kesengajaan dari badan hukum tersebut. Menurut Arrest Bijenkorf (H.R
14 Maret 1950 N.J. 1952, 656), menyatakan, bahwa kesengajaan dari

suatu organ dari badan hukum dipertanggungjawabkan kepada badan
hukum. 42

Atas dasar pemahaman di atas, dapat dipahami, bahwa korporasi dapat
memiliki kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja. Hal yang menarik berkaitan
dengan pengukuran kesalahan oleh Remmelinjk, sebagaimana dikutip oleh Dwidja
Priyatno, dengan cara: pengetahuan bersama dari sebagain besar anggota direksi
dapat dianggap sebagai kesenjangan badan hukum itu, jika mungkin sebagai
kesengajaan bersyarat, dan bahwa kesalahan ringan setiap orang yang bertindak
untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan menjadi kesalahan besar korporasi.
Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan dengan
memerhatikan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang bertindak dalam

kepentingan korporasi.*®

3. Pola Pemidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Komodifikasi Umrah
Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi atas tindak

pidana terhadap komodifikasi umrah yang dilakukannya menyebabkan korporasi

4 1bid.
42 1bid., 72-73.
3 1bid.
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tersebut dijatuhi pidana atas perbuatannya. Dalam hal ini, tujuan pemidanaan

korporasi tersebut menyangkut tujuan integratif;

a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan
khusus adalah mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan
pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa.
Jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan pemidanaan terhadap
korporasi adalah agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar
korporasi-korporasi yang lain tercegah dari perbuatan tindak pidana, dengan
tujuan untuk pengayoman masyarakat.

b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat
sebagai tujuan pemidanaan memiliki dimensi yang luas, karena secara
fundamental, ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit, hal ini
digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan
melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat seringkali dikatakan berada di
seberang pencegahan dan mencakup hal-hal yang dinamakan tidak mampu. Jika
hal ini dikaitkan dengan korporasi, maka korporasi tidak mampu lagi melakukan
suatu tindak pidana.

c. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan
ini, dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, adalah penegakan adat istiadat
masyarakat, dan mencegah balas dendam perseorangan (tidak resmi). Pengertian
solidaritas ini seringkali juga dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap
korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Jika hal ini dihubungkan dengan

pemidanaan terhadap korporasi, maka kompensasi terhadap korban dilakukan
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oleh korporasi itu sendiri yang dipungut dari kekayaan korporasi, sehingga
solidaritas sosial dapat terpelihara.

d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan (keseimbangan), yakni adanya
kesebandingan antara pidana dan pertanggungjawaban individual pelaku tindak
pidana, dengan memperhatikan sejumlah faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh
pidana harus memberikan kontribusi terhadap proses penyesuaian kembali
terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu, beratnya
pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-
alasan prevensi general apa pun. **

Pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi berdasarkan ketentuan
pidana pada UU saat ini adalah pidana denda dan pidana tambahan atau tindakan
tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat
tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun. Akan tetapi
dalam perkembangannya, pidana tersebut dipandang belum meningkatkan
efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi.

Sekaitan dengan korban kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana
korporasi kepada korban harus diatur secara tegas dalam rangka memberikan

perlindungan kepada korban. Karena itu, diperlukan suatu rekontruksi peraturan

44 Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam
Hukum Pidana, Edisi Kedua (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), 121-123.
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perundang-undangan yang ada, mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi
terhadap korban kejahatannya dalam komodifikasi umrah.

Rekontruksi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup
hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan
juga harus menentukan aturan sistem pidana dan pemidanaannya, sehingga
diperlukan sebuah upaya rekontruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korban
kejahatan korporasi dalam komodifikasi umrah.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi meliputi
ketentuan mengenai: (1) kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak
pidana korporasi; (2) siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan
korporasi; (3) jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana korporasi
yang berorientasi pada pemberian ganti rugi kepada korban.

Rekontruksi tentang ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk
meminimalisasi kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggung jawab atas
kejahatan yang dilakukannya. Mustahil untuk memberikan pemenuhan ganti
kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, jika korporasi yang dimaksud
tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

a. Status Tindak Pidana Korporasi
Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana berada dalam peraturan
perundang-undangan di luar KUHP. langkah selanjutnya dalam pembebanan

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah menentukan aturan atau
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syarat tentang kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana; harus
ditentukan pedoman atau batasan suatu tindakan dilakukan oleh korporasi.

Suatu tindak pidana dikatakan dapat dilakukan oleh korporasi apabila
berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan korporasi.
Hal ini terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan langsung dengan
korporasi saja yang dapat melibatkan korporasi untuk bertanggungjawab atas tindak
pidana yang dilakukannya. Artinya, hanya pengurus yang mempunyai hubungan
fungsional dalam struktur organisasi korporasi sajalah yang dapat melibatkan
korporasi dalam pertanggungjawaban pidananya. Dengan kata lain, korporasi dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana hanya apabila tindak pidana yang dilakukan
pengurus tersebut adalah kegiatan yang termasuk dalam lingkup usaha korporasi.

Sejumlah ketentuan tersebut telah jelas menentukan kapan suatu tindak
pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi. Ada pedoman yang jelas
tentang kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Jika batasan tesebut
terpenuhi, maka korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang
dimaksud, dan kepadanya dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana atas

kejahatan yang dilakukannya.

b. Subjek Tindak Pidana dalam Kejahatan Korporasi

Perihal siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan
oleh korporasi sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atas
kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Apabila telah dapat diidentifikasi siapa
yang bertanggungjawab atas kejahatan korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan

pidana dapat dilakukan kepada mereka yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut.
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Mengenai rumusan siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas
kejahatan korporasi adalah bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan
terhadap korporasi, pengurus korporasi, atau kedua-duanya. Penjatuhan pidana
dapat dilakukan terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus, maupun korporasi itu

sendiri.

c. Jenis dan Sanksi Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya

Bagian akhir rekontruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap
korban kejahatan komodifiksi umrah berkaitan dengan jenis-jenis sanksi yang dapat
dijatuhkan kepada korporasi. Tahap ini merupakan tahap yang paling substansial,
karena pada tahap inilah letak rekontruksi pertanggungjawaban pidana korporasi
terhadap korban kejahatan komodifikasi umrah yang sebenarnya. Hal ini
dimungkinkan karena pada tahap inilah akan direkontruksi ketentuan mengenai
jenis-jenis sanksi bagi korporasi dalam upaya memberikan suatu bentuk ganti
kerugian kepada korban kejahatan korporasi, sebagai wujud pertanggungjawaban
pidana korporasi kepada korban kejahatan korporasi.

Selanjutnya, dengan dasar karakterisik tindak pidana oleh korporasi,
penerapan double track system dalam pola pemidanaan terhadap korporasi harus
dilaksanakan secara serius, sehingga jenis sanksi terhadap korporasi meliputi
pidana dan/atau tindakan. Jenis sanksi pidana meliputi pidana pokok berupa denda,
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka denda diganti pidana
pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Sedang aneka
tindakan dapat berupa: (1) perampasan keuntungan yang diperolah dari tindak

pidana, (2) pencabutan izin usaha, (3) pembayaran ganti kerugian, (4) pengawasan
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oleh Pemerintah selama waktu tertentu, dan (5) penghentian kegiatan yang
menimbulkan kerugian.

Sanksi pidana dan tindakan bagi korporasi yang telah melakukan tindak
pidana di atas adalah adil dan setimpal dengan akibat-akibat tindak pidana korporasi
yang seringkali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Pertanggungjawaban
pidana identik dengan penetuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana. Sekaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, subjek
hukum mencakup perseorangan (orang) dan badan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut teorekenbaardheid atau
criminal responbility yang mengarah ke pemidanaan pelaku dengan maksud untuk
menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas
suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Si pelaku dapat dipidana dengan syarat
tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah
ditentukan oleh undang-undang. Jika dilihat dari kemampuan betanggungjawab,
maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan
atas perbuatannya.*

Pengakuan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana memang jauh
tertinggal dengan bidang hukum yang lain, karena bertahan cukup lama pandangan
mengenai subjek hukum pidana adalah hanya orang (natuurlijk person). Akan tetapi
seiiring dengan perkembangan kejahatan yang terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa

pelaku kejahatan tidak hanya orang (manusia), namun juga korporasi. Pengakuan

4 Muladi dan Priyatno, Sistem Pertanggunjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi,
23.
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korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana membawa konsekuensi tersendiri
dalam pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, karena korporasi
diakui sebagai subjek hukum mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda
dengan subjek hukum manusia.

KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur pertanggungjawaban pidana
korporasi, dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.
KUHP yang digunakan sampai saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik
hanya dapat dilakukan oleh manusia. Pasal 59 KUHP: “adalah dalam hal-hal
pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan
pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau
komisaris yang ternyata tidak ikut melakukan pelanggaran tindak pidana.”*® KUHP
hanya mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang hanya dilakukan oleh orang
perseorangan yang pertanggungjawabannya juga dilakukan secara individual.

Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP, agar tidak terjadi rechtvaccum
(kekosongan hukum), maka Hukum Pidana Khusus (HPK) diberlakukan. HPK
merupakan undang-undang pidana yang memiliki penyimpangan dari Hukum
Pidana Umum (HPU), baik dari segi Hukum Pidana Formil maupun Hukum Pidana
Materiil. Hal tersebut diperlukan atas dasar kepentingan hukum, “Seperti Undang-
Undang Darurat No. 7 Drt 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No.
15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-

4 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 28.
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Undang No. 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi”.*’

Pasal 59 KUHP hampir selalu dijadikan rujukan dan sebagai dasar alasan-
alasan pertanggungjawaban korporasi. Dengan penjelasan Pasal 59, tindak pidana
hanya dapat dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi pidana ekonomi mulai
meninggalkan penjelasan pasal 59 KUHP. Pasal ini berbunyi: “Dalam melakukan
menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus anggota salah satu
pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau
komisaris, juka nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungan.”
Menurut pendapat Soesulo, ketentuan pasal ini hanya berlaku pada pelanggaran,
seperti pasal 520 KUHP (tindak pidana pelanggaran yang berhubungan dengan
kepailitan), dan tidak berlaku bagi pelanggaran di luar pasal ini.

Terdapat asas-asas yang terkait pertanggungjawaban pada korporasi, yaitu:
a. Asas Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)

Pada perkembangan hukum pidana pada masa sekarang ini dalam hal-hal
tertentu asas geen straf zonder schuld mengalami penyimpangan. Penyimpangan
ini terjadi, jika bagi suatu tindak pidana tertentu dinyatakan berlaku asas strict
liabelity. Asas strict liabelity adalah suatu ungkapan yang menunjukkan kepada
suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau
lebih unsur dari actus reus.”®* Menurut doktrin ini, seseorang dapat

dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu meskipun pada diri orang itu

47 Chairil Huda, Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban
Pidana tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana), 48.
48 Mahrus Ali, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, ”53.
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tidak ada kesalahan (mens rea) atau secara singkat dapat diartikan sebagali
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault). Hal ini berarti bahwa
si pembuat sudah dapat dipidana, jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana
yang dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.*°

Ketentuan doktrin ini juga dikenal dalam hukum pidana menurut LB. Curson.
Menurutnya, penggunaan doktrin ini sangat perlu dalam penerapan hukum pidana
yang didasarkan pada tiga alas an; (1) sangat esensial untuk menjamin terpenuhinya
peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial, (2)
pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang
berhubungan dengan kesejahteraan sosial, dan (3) tingginya tingkat bahaya sosial
yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.*

Secara teoretis, doktrin ini telah diperkenalkan sejak pertengahan abad ke-19.
Doktrin ini diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama tidak perlu
adanya pembuktian (kesalahan) lebih jauh. Di Indonesia sendiri, pengetahuan
tentang asas strict liability tidak hanya sebatas di wilayah teoretis atau ilmu
pengetahuan hukum pidana. Sebab, asas strict liability sesungguhnya telah
diterapkan sejak lama dalam penegakan hukum, terutama dalam penegakan hukum
lalu lintas dalam pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum lalu lintas dan
angkutan jalan.>

Pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat perbedaan

pendapat mengenai doktrin ini. Sebagian pendapat menyatakan, bahwa doktrin

49 Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, 68.

50 Muladi dan Priyatno, Sistem Pertanggunjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi,
108.

51 Ibid, 189.
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“tidak terdapat sama sekali kesalahan” harus dapat diterapkan, kecuali jika dijumpai
kesalahan besar pada pelaku. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan, bahwa
dalam penerapan doktrin ini harus dibuat persyaratan yang ketat, tergantung pada
kasus-kasus yang bersangkutan.>?

Alasan atas dasar pemikiran yang menyatakan strict liability tidak terdapat
sama sekali kesalahan adalah meskipun orang yang telah melakukan perbuatan
terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, belum tentu dipidana.
Sebaliknya, strict liability yang harus dibuat persyaratan ketat (absolute liability)
adalah dalam perkara strict liability seseorang yang telah melakukan perbuatan
terlarang (actus reus) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, sudah
dapat dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan

(mens rea) atau tidak.>

b. Asas Vicarious Liability (Tanggung Jawab Pengganti)

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan
kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal responsibility of one person
for the wrongful acts of another). Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus
yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau
bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian vicarious liability ini, walaupun
seseorang itu tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai

kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.>*

52 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict
Liability dan Vicarious Liability) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 14.

53 Ibid., 110.

54 Ibid., 109-110.
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Berkenaan dengan konsep vicarious liability dikatakan oleh Roeslan Saleh
bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.
Akan tetapi ada yang disebut dengan vicarious liability, maka orang yang
bertanggungjawab atas perbuatan orang lain dalam hal ini aturan undang-
undanganlah yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang bertanggungjawab
sebagai pembuat.>®

Undang-undang dapat menemukan vicarious liability, jika terjadi hal-hal
sebagai berikut:

1) seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan
orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut
undang-undang kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan suatu syarat atau
prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan (the delegation principle);

2) Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau
jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum
perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (the servant act is
the maters act in law); *

Berdasarkan prinsip vicarious liability, pimpinan korporasi atau siapa saja yang
memberi perintah kepada pegawainya, maka pimpinan korporasi bertanggungjawab
atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau bawahannya. Tanggung jawab ini
diperluas hingga meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang

berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja

%5 Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, 116.
% |bid., 116.
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yang bekerja dan dalam hubungan kerja atau hubungan lainnya, selama pekerjaan
yang dilakukannya itu berada dalam hubungan dengan korporasi, jika terjadi

kesalahan, maka korporasilah yang bertanggungjawab.

c. Asas ldentification Liability (Tanggung Jawab Identifikasi)

Pertanggungjawaban ini berbeda dengan pertanggungjawaban mutlak (strict
liability) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability). Pada
doktrin identification liability ini, asas mens rea tidak dikesampingkan, sedangkan
pada doktrin strict liability dan doktrin vicarious liability tidak disyaratkan asas
mens rea, atau asas mens rea tidak berlaku mutlak.

Perundang-undangan saat ini mengakui, bahwa perbuatan dan sikap batin dari
orang tertentu berhubungan erat dengan korporasi dan juga berhubungan erat
dengan pengelolaan urusan korporasi, dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin
korporasi. Orang-orang itu disebut senior officers (pejabat senior) perusahaan.
Perusahaan dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh
pejabat senior dalam peruahaan sepanjang pejabat senior tersebut melakukannya
dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.®’

Menurut pandangan Clarkson, perbuatan dan sikap batin senior dalam suatu
struktur korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi.>®
Tanggung jawab Kkorporasi tersebut secara langsung; seseorang yang mengelola

perusahaan dalam korporasi tidak seolah-olah mewakili korporasi. Akan tetapi

57 Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di
Indonesia (Bandung: CV. Utomo, 2004), 89-90.

58 Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam
Hukum Pidana, 68.
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korporasi bertanggungjawab secara kepidanaan terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh seorang pengelola korporasi sepanjang ia melakukan dalam lingkup
kewenangan atau dalam urusan atau kegiatan yang dilakukan oleh korporasi
tersebut.

Terdapat sejumlah kasus di mana peraturan perundang-undang mensyaratkan
kesalahan kepada seseorang dalam pertanggungjawaban terkait dengan kerugian
atau dalam hal keperdataan, maka kesalahan manajer (pemimpin) dipandang
sebagai kesalahan korporasi. Selanjutnya, terkait dengan pengaturan dalam hukum
pidana, di mana peraturan perundang-undangan mensyaratkan kesalahan (sikap
batin jahat) dalam suatu tindak pidana, maka kesalahan direktur dan manajer atau
pemimpin itulah yang dipandang sebagai kesalahan perusahaan. Karena itu, untuk
tujuan-tujuan hukum, pejabat (pemimpin) adalah orang-orang yang mengendalikan
perusahaan, baik secara individual maupun bersama pengurus lainnya. la mewakili
sikap batin dan kehendak perusahaan, dan ia dibedakan dari mereka yang semata-
mata sebagai pegawai dan agen dari perusahaan yang harus melaksanakan
petunjuk-petunjuk dari pemimpinnya. Pada umumnya, para pengendali perusahaan

adalah para direktur dan manajer.*

Terkait dengan sejarah dan perkembangan hukum pidana, terdapat tiga model

pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana®, yaitu:

59 Ibid., 91-92.
80 Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam
Hukum Pidana, 12-14.
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1) Pengurus Korporasi sebagai Pembuat dan Penanggungjawab

Pada model ini, para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih
menerima asas ‘“societas/universitas delinquere non potest” (badan hukum tidak
dapat melakukan tindak pidana). Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai
pembuat dan pengurus sebagai penanggungjawab, kepada pengurus korporasi
dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu
sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi
kewajiban itu diancam dengan pidana. Argumen yang dibangun adalah korporasi
itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran,
melainkan penguruslah yang melakukan delik itu. Karena itu, penguruslah yang
diancam pidana dan dipidana.®* Dengan demikian, jika terdapat tindak pidana
dalam suatu korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus
korporasi.

Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 59 KUHP yang menyebutkan: “Dalam
hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-
anggota badan pengurus dan komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan
pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran
tidak dipidana.” Subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan pasal 59 KUHP
adalah manusia.®> Von Savigny juga pernah mengemukakan teori fiksi yang
berkaitan dengan korporasi, bahwa korporasi merupakan subjek hukum. Akan

tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana karena pemerintah Belanda pada

61 Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di
Indonesia, 53-54.

62 Muladi dan Priyatno, Sistem Pertanggunjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi,
61.
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waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum

pidana.®®

2) Korporasi dan Pengurus sebagai pembuat dan Penanggungjawab

Dalam model ini ditegaskan, bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat.
Pengurus ditunjuk sebagai penanggungjawab, yang dilakukan oleh korporasi adalah
apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang
berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu
sebagai pengurus korporasi tersebut. Orang yang memimpin korporasi
bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia mengetahui atau tidak

mengetahui perbuatan itu.®*
3) Korporasi sebagai Pembuat dan Penanggungjawab
Model pertanggungjawaban ini telah mengalami pergeseran pandangan,
bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat di samping manusia
alamiah. Dengan demikian, penolakan pemidanaan korporasi sudah mengalami
perubahan dengan menerima konsep functioneel daderschap (pelaku fungsional).%
Model ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung
dari korporasi, di mana korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai penanggungjawab.
Motivasinya adalah memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu
ternyata untuk beberapa delik tertentu, penetapan terhadap pengurus saja sebagai
pihak yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi tidak
mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan

dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan

83 Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, 30.

%4 Ibid., 55.

55 Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam
Hukum Pidana, 16.
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itu atau kerugian masyarakat yang ditimbulkannya, atau yang diderita oleh para
pesaingnya, keuntungan dan/atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada
denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Pemidanaan terhadap pengurus tidak
memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan lagi perbuatan
yang telah dilarang oleh undang-undang. Nyatanya, pemidanaan terhadap pengurus
saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan
oleh atau dengan suatu korporasi. Karena itu, perlu juga untuk memungkinkan

pemidanaan terhadap korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.®

Selain itu, ada sejumlah hal yang dapat dijadikan alasan pembenar korporasi
sebagai pembuat dan sekaligus penanggungjawab. Pertama, karena dalam berbagai
tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau
kerugian yang diderita oleh masyarakat dapat terjadi sedemikian besar sehingga
tidak mungkin seimbang jika pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus saja.
Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada garansi bahwa
korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan pemidanaan terhadap
korporasi, dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, korporasi

diharapkan dapat menaati peraturan yang bersangkutan.®’

Sekaitan dengan perkara pidana, ada dua prinsip yang harus dipenuhi untuk

dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti.

% pertanggunjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi, 57.
67 Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam
Hukum Pidana, 15.
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a) Prinsip Pendelegasian
Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh
orang lain, jika seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut
undang-undang kepada orang lain;

b) Prinsip Perbuatan Buruh sebagai Perbuatan Majikan
Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik
dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan,
buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikannya. Dalam hal ini, si pekerja
sebagai pembuat materiil atau fisik (auctor fisicus) dan majikan sebagai pembuat

intelektual (auctor intellectualis).%®

Hukum pidana itu sendiri merupakan ultimum remidium atau sebagai obat
terakhir. Jika peraturan lainnya tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan,
maka hukum pidanalah yang digunakan, sehingga Teori Vicarious paling relevan
digunakan untuk bahan pembuatan dasar peraturan dalam usaha merekonstruksi
regulasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku komodifikasi umrah yang ada di
Indonesia. Sebab, korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dijatuhi sanksi
pidana, melainkan penguruslah, yaitu orang-orang yang bertindak mewakili
korporasi untuk melakukan perbuatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan,
bahwa tidak mungkin kiranya di sini korporasi yang bertindak untuk melakukan
perbuatan tersebut melainkan pengelola atau pengurusnya yang biasanya diwakili
oleh direktur atau pimpinan lainnya dalam penentuan suatu keputusan untuk

melakukan aktivitas atau kegiatan korporasi. Karena itu, penguruslah yang wajib

%8 bid., 87.



234

bertanggungjawab jika korporasi melakukan kesalahan atau kejahatan yang
berakibat kerugian masyarakat.

Dalam hukum Islam, para fugaha’ lebih popular menggunakan sebutan
tanggung jawab perdata dengan istilah mas uliyah madaniyah, dan juga sebutan
tanggung jawab pidana dengan istilah mas uliyah jina’zyah. Meskipun demikian,
sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-"1zz ibn “Abd al-
Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata atau
yang lebih dikenal dengan daman dan al-zawajir untuk sebutan ganti rugi pidana.
Al-Zawajir selanjutnya diistilahkan al-"ugubah, ad-diyat, al-arusy dan lain-lain.
Meskipun dalam perkembangan selanjutnya, terutama era kekinian, fugaha’ sering
menggunakan istilah mas ‘uliyah (pertanggungjawaban).®

Ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah
disebutkan oleh nass al-Qur’an maupun Hadis Nabi.”® Dalam Q.S. al-Isra’ [17]: 36
Allah berfirman:

Ol 0% 155 a3 ol fgle 4 & Gl s i Y

Y $laa dle

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.
Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan
diminta pertanggungjawabannya.

Selanjutnya Nabi saw bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh

Ibnu Majah: “Tidak boleh membuat kerugian kepada diri sendiri dan tidak boleh

8  Abdul Salam, “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugimenurut-hukum-perdata-
dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28- 8, akses 2 Juli 2020.

0 Asmuni A. Rahmad, llmu Figh (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 143.
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membuat kerugian kepada orang lain.” * Hadis ini menjelaskan, bahwa tidak boleh
membuat kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain. Dari hadis tersebut para
ahli usul figh mengungkapkan kaidah: “kerugian harus dihilangkan.” "2

Kaidah di atas menunjukkan, bahwa sesuatu perbuatan berakibat kerusakan
(kerugian) tidak diperbolehkan dalam agama. Seseorang yang berbuat sesuatu yang
berakibat kerugian terhadap orang lain, maka dia harus memberikan ganti rugi
sebagai akibat dari perbuatannya.

Haeranah membagi tanggung jawab (mas 'uliyah) yang terkait dengan konsep
ganti rugi perdata (daman) menjadi dua; tanggung jawab perdata untuk
memberikan ganti rugi yang bersumber dari wanprestasi (daman al-"agad) dan
tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber dari
perbuatan merugikan (daman al- ‘udwan) atau dalam istilah hukum perdata disebut
perbuatan melawan hukum.”

Dalam fikih kontemporer, ada tiga rukun ganti rugi, yaitu adanya pihak pelaku
(muta’addi), timbulnya kerugian (darar), dan pihak yang dirugikan (madrur).”
Perbuatan seseorang yang dapat dikatakan menimbulkan ganti rugi harus

memenuhi tiga syarat sebagai berikut.

"t Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwini, Sunan lbn Majah, Jilid 111 (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Timiyah, 2009 M/1430 H), 118, hadis nomor 2340, Kitab al-Ahkam, Bab Man Bana
fi Haqgihi Ma Yadhurru bi Jarihi”.

72 Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuti, Al-Ashbah wa al-Naza 'ir (Beirut: Muassasah
al-Kutub al-Wagfiyyah, 1994), 165.

3 Haeranah, Ganti Kerugian bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Presprektif Hak Asasi
dan Tanggung Jawab Negara (Makassar: Penerbit Pustaka Pena Press, 2016), 78.

"4 lwad Ahmad Idris, Al-Diyat bayna al- ‘Ugqubah wa al-Ta’wid (Beirut: Dar Maktabah al-Hilal,
1986), 151.
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a) Anyakuna al-fi 'lu ghayra mashru’ (perbuatan itu bertentangan dengan syariat),
jika:

(1) melewati batasan yang telah ditentukan oleh nass. Perbuatan ini kemudian
disebut dengan ra ’addi (melanggar hukum);

(2) tidak memperhatikan salamat al-agibah (akibat yang aman dari unsur
darar). Perbuatan ini disebut tafrit dan taksir (lalai) atau melanggar hukum
perdata.

b) An yakuna al-fi ’lu sadiran min al-ghayr (ganti rugi disebabkan oleh perbuatan
yang berasal dari orang lain), bukan diri madrur (orang yang dirugikan). Jika
perbuatan itu disebabkan oleh madrur sendiri, maka tidak ada kewajiban bagi
orang lain untuk bertanggungjawab mengganti rugi.

¢) Anyakuna al-fi 'lu ghayra mashru’ muadiyan ila al-darar bi dhatihi (perbuatan
yang bertentangan dengan syariat itu dengan sendirinya menimbulkan darar. °

Pada prinsipnya, pertanggungjawaban yang menghasilkan ganti rugi perdata
adalah karena adanya maslahah yang hilang. Jika tidak ada maslahah yang hilang,
maka ganti rugi tidak disyariatkan. Begitu juga jika maslahah yang hilang tersebut
sudah ditemukan, makaberarti ganti rugi sudah tidak diperlukan. Akan tetaapi ganti
rugi menjadi wajib jika maglahah yang hilang tersebut belum ditemukan.”

Menurut para ulama fikih, maslahah adalah manfaat yang dikehendaki oleh
al-Shari” al-Hakim kepada hamba-Nya dalam bentuk pemeliharaan agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta secara berurutan. Pengertian maslahah tersebut tidak

5 Ibid., 136-141.
6 Aris Anwaril Muttagin, Sistem Transaksi Syariah Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis
Syariah (Yogyakarta: CV. Pustaka lImu Group, 2015), 93.
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jauh berbeda dengan maksud maslahah yang digunakan Qarafi dalam hal ganti
rugi, yang mencakup bidang ibadah, jiwa, harta dan manfaat. Hilangnya maslahah
dari lima hal tersebut manfaatnya berkurang atau hilang sama sekali, maka wajib
diberlakukan ganti rugi bagi pelaku yang menghilangkan manfaat tersebut.””

Nilai kemanfaatan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan hukum
sangat penting untuk dijadikan rujukan dalam hal tindakan maupun perbuatan yang
berkaitan dengan muamalah, kaitannya dengan prilaku bagi pengguna maupun
lembaga, dalam hal ini adalah lembaga hukum sebagai penegak hukum dalam
pemutusan perkara komodifikasi travel umrah yang bergerak di bidang ibadah yang
erat kaitannya dengan biro jasa travel umrah dan jamaah umrah di Indonesia.

Gagasan rekonstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini sesungguhnya
tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus per kasus tetapi lebih jauh
berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pengorganisasian pemerintah dan
jasa layanan ibadah umrah di Indonesia. Argumennya adalah karena ibadah umrah
berpotensi besar untuk terus berkelanjutan bahkan juga berkembang jumlah
jamaahnya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, rekonstruksi putusan hakim
terhadap kasus-kasus kejahatan biro travel berkemungkinan untuk menimbulkan
efek jera kepada biro-biro travel lainnya agar tidak melakukan kejahatan serupa dan
dapat menjadi garansi bagi kepercayaan publik. Pada sisi inilah teori magasid

shari ah milik Jamal al-Din Afiyah memberikan perhatian penting.

T bid., 94.
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Di antara empat ruang lingkup yang disebutkan dalam teori magasid shari ah
Afiyah,’”® ada dua ruang lingkup yang terkait secara langsung dengan gagasan
rekonstruksi putusan hakim, yaitu ruang lingkup personal (2_4!! 4s« %) dan lingkup
publik (&Y s %), Dalam ruang lingkup personal, Afiyah menyebutkan lima
tujuan, yaitu: (1) melindungi jiwa/kehidupan, (2) melindungi akal pikiran, (3)
melindungi agama, (4) melindungi kehormatan, dan (5) menjamin hak milik pada
harta benda. Di antara lima tujuan ini, tujuan-tujuan yang secara langsung terkait
dengan gagasan rekonstruksi adalah melindungi agama dan menjamin hak milik
pada harta benda. Tujuan melindungi agama berkaitan dengan jaminan pelaksanaan
ibadah umrah sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama. Sedangkan tujuan
menjamin hak milik pada harta benda berkaitan dengan jaminan kepemilikan harta
yang digunakan oleh jamaah dan calon jamaah umrah untuk pelaksanaan ibadah
tersebut.

Selanjutnya dalam ruang lingkup publik, Afiyah menyebutkan tujuh tujuan,
yaitu: (1) menjamin hak asasi manusia di ruang publik, (2) menjamin rasa aman,
(3) penegakan keadilan, (4) menjaga agama dan etika publik, (5) saling tolong
menolong, saling memberi penjaminan, dan saling memberi perlindungan, (6)
penyebaran ilmu dan jaminan bebas berpikir, dan (7) pengelolaan hasil bumi dan
jaminan harta publik (aset negara). Di antara tujuh tujuan hukum ini, terdapat empat
tujuan yang secara langsung terkait dengan gagasan rekonstruksi, yaitu: menjamin
rasa aman; penegakan keadilan; menjaga agama dan etika publik; saling tolong

menolong, saling memberi penjaminan, dan saling memberi perlindungan.

78 Jamal al-Din Afiyah, Nahwu Taf’il Magasid al-Shari"ah (Damaskus, Dar al-Fikr, 2003), 139.
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Teori maqgasid shari"ah Afiyah turut memberikan dukungan terhadap urgensi
rekonstruksi putusan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini. Teori Atiyah
mempertegas urgensi rekonstruksi untuk pencapaian tujuan hukum, khususnya di
ruang lingkup personal dan lingkup publik. Teori Afiyah ini memnberi landasan
dan arah praktik hukum. Hal ini memerlukan kepastian jaminan. Pada kondisi inilah
perlu adanya regulasi hukum dalam kehidupan masyarakat sehingga hak-hak
mereka terjamin dan terlindungi. Pada kondisi ini teori Kelsen terkait secara
signifikan. Dalam teori Kelsen, hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur
perilaku masyarakat. Teori Kelsen ini terkait dengan konsep strict liability” dalam

rangka perlindungan konsumen.

D. Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Hukum Pidana dalam Komodifikasi
Travel Umrah di Indonesia

Sejarah terkait dengan pengakuan korporasi menjadi subjek hukum dalam
tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hal ini diberlakukan
sejak tahun 1635. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dimulai pada
zaman di mana terjadi perdagangan dan bisnis yang mempengaruhi terhadap
negara-negara Eropa salah satunya adalah negara Inggris. Lembaga korporasi
dimulai ketika dibangun oleh sistem hukum Eropa yaitu negara Inggris dan
Amerika pada permulaan tahun 1909 dengan putusan pengadilan bahwa korporasi
menjadi subyek hukum pidana dapat diberlakukan sebagai tindak pidana dan

pertanggung jawaban secara pidana. kemudian tidak sedikit negara-negara yang
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mengakui pelaku tindak pidana korporasi juga dilakukan oleh negara Belanda,
Perancis, Australia, Italia, Swiss dan beberapa negara dibelahan Eropa.

Korporasi sebagai subyek hukum dapat disamakan seperti manusia atau orang
yang dapat berperan sebagai perbuatan hukum demi keadilan. Karena sistem hukum
di Indonesia menganut konsep common law yang dapat melakukan analogi atas
subyek hukum pidana pada manusia, sehingga lembaga korporasi juga memiliki
penguasaan atas kekayaan yang dihasilkan oleh pengurus yang menciptakan dan
mendirikanya.

Pada saat itu, para penegak hukum atau hakim tidak memiliki teori tentang
pembebanan dalam tindak pidana yang diberlakukan pada pengurus korporasi,
sehingga tidak dapat menjerat korporasi dalam konteks hukum pidana karena tidak
ada aturan yang jelas, hal ini dapat dilakukan penuntutan sepertihalnya kejahatan-
kejahatan yang lain dengan menyertakan unsur dan syarat-syarat berdasarkan
pemikiran korporasi, kemudian korporasi juga dapat dianggap sebagai subyek
hukum yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan
oleh pengurusnya.

Selanjutnya muncul pertanggungjawaban pemikiran korporasi sebagai tindak
pidana yang dilakukan oleh pengurus, hal ini didasarkan pendapat para ahli untuk
memberikan pendapatnya tentang korporasi dapat dibebani sebagai pertanggungjawaban
dalam tindak pidana. Dasar alasan tersebut korporasi menjadi pelaku utama dalam
roda perekonomian dunia, akibatnya dengan hadirnya hukum pidana dapat dianggap
sebagai metode yang paling efektif untuk menjerat tindakan-tindakan korporasi.

Manfaat yang dapat diperoleh dari korporasi adalah kerugian yang diderita
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masyarakat yang sangat besar, akibatnya tidak mungkin korporasi hanya dapat
dijatuhi sanksi keperdataan saja bahkan bisa dijatuhkan sanksi pidana. Hal ini dapat
dibuktikan dengan korporasi beserta pengurus-pengurusnya dapat menimbulkan
kerugian yang sangat besar sehingga hukum pidana menjadikan solusi dan preventif
dalam pencegahan atau restorative justice.

Korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, tidak hanya badan
hukum saja bahkan perorangan juga dapat ditindak sebagai perbuatan hukum jika
terjadi kesalahan atau melanggar hukum. Badan hukum atau lembaga hukum
melalui perantara orang lain dapat ditindak tidak hanya kepada diri sendiri tetapi
bertanggung jawab atas badan hukum.

Korporasi menjadi subyek hukum pidana dikenal pada tahun 1951 hal ini
sebagaimana terdapat pada Undang-undang penimbunan barang dan Undang-
undang tindak pidana ekonomi sebagaimana yang dijelaskan Pasal 15 ayat (1) UU
No. 7 Drt. Tahun 1955, Pasal 17 ayat (1) UU No.11 PNPS tahun 1963 tentang Tindak
Pidana Subversi, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang,
dan Undang-undang Tindak Pidana Narkotika. Korporasi menjadi subyek hukum
tindak pidana di Indonesia hanya dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-
undangan yang lebih khusus diluar peraturan KUHP, karena dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana sendiri hanya mengakui subyek hukum pidana pada diri
manusia atau orang.

Alasan yang dapat dijadikan dasar bahwa korporasi dapat dimintai

pertanggungjawaban secara pidana dengan alasan sebagai berikut:
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1. Keuntungan dan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena perbuatan
korporasi sehingga tidak seimbang jika korporasi hanya dijatuhi sanksi
perdata, Aktor utama dalam perekonomian dunia dapat mempengaruhi
tindakan pidana yang dianggap dilakukan oleh perbuatan atau tindakan
korporas,Masyarakat menerima dampak kerugian atas tindakan korporasi
yang disalurkan pada agen-agen tertentu, akibatnya sanksi pidana dapat
diberlakukan agar bisa mencegah pengulangan dalam tindak pidana, Pidana
diberlakukan kepada korporasi sebagai upaya preventif agar pemidanaan
terhadap pegawai dapat diberlakukan, Pengurus dapat ditindak pidana
sebagai upaya represif terhadap delik yang dilakukan oleh pengurus atau
korporasi.

2. Korporasi dalam roda perekonomian, dapat memainkan peran penting dalam
skala kehidupan sosial masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi dampak
kerugian dan korporasi memperoleh keuntungan yang besar maka sangat
penting dijatuhi sanksi administratif, hukum pidana menjadi solusi agar dapat
dirasakan oleh masyarakat atas penegakan hukum dan norma-norma serta
ketentuan yang ada pada badan atau peraturan korporasi, eksistensi hukum
pidana dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman yang
dapat dirasakan masyarakat.

Bagian dari ibadah haji adalah ibadah umrah. Bagi umat Islam, ritual umrah
turut menentukan kualitas, kesempurnaan, dan sahnya ibadah haji. Kemandirian
ibadah umrah dari pelaksanaan ibadah haji tetap memperhatikan dan berpedoman

kepada tuntunan ibadah dalam Islam. Di balik potensi ekonomis jasa layanan
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umrah, ada ancaman yang banyak diwarnai oleh kesan seram, bahkan menjadi topik
teror pada tahun 2016 sampai 2018. Kejahatan jasa layanan umrah berubah ke
wujud “topik yang tren”. Sebagai contoh, kasus biro jasa First Travel pada tahun
2017 terbukti telah melakukan tindak penipuan dana calon jamaah umrah dengan
jumlah kerugian yang fantastis.”® Contoh kedua, Biro Travel Rihlah Alatas Wisata
di Provinsi Jawa Tengah melakukan tindak penipuan serupa terhadap calon jamaah
umrah dengan jumlah kerugian sekitar Rp 500 juta.?® Contoh ketiga, Biro Abu
Tours di Makassar juga mengalami hal serupa. Biro ini pada Januari 2019 sudah
divonis karena secara meyakinkan terbukti telah melakukan pencucian uang
sejumlah Rp 1,2 triliun dan juga menelantarkan para calon jamaahnya.®!
Penanganan oleh Instansi Kepolisian terhadap kasus tindak kejahatan jasa layanan
umrah dilaksanakan dengan dakwaan penipuan berdasarkan KUHP saja, yakni
Pasal 378 jo Pasal 65 (1). Penyidikan Kepolisian terhadap kasus tindak kejahatan
penipuan terhadap calon jamaah umrah masih cenderung mengutamakan pasal
tentang penipuan atau pasal tentang penggelapan.

Kecenderungan penyidikan Kepolisian dapat dilihat dari upaya penegakan
hukum terhadap kasus KH Masrikhan yang dikenai dakwaan dengan pasal tentang
penipuan dalam KUHP saja, yakni Pasal 378 jo Pasal 65 (1), karena dia didakwa
melakukan penipuan secara berkelanjutan terhadap para nasabah. Akan tetapi perlu

diketahui, bahwa negara Indonesia juga menganut asas lex specialis derogat legi

9 Edi Hidayat, Korban First Travel yang Belum Diberangkatkan Mencapai 58.682 orang, diakses
nasional.kompas.com pada tanggal 17 Mei 2020.

8 Gunawan, Dicatut Penipu, Direktur Biro Travel Haji dan Umrah Merugi 500 jutaan, diakses
news.detik.com pada tanggal 17 Mei 2020.

81 Tim Jurnalis Detik.com, Fakta-fakta Mengejutkan dalam Persidangan CEO Abu Tours, diakses
https://news.detik.com/ pada tanggal 21 April 2020.
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generali. Menurut asas ini, penafsiran bahwa lex specialis (hukum yang bersifat
khusus) mengesampingkan lex generalis (hukum yang bersifat umum).® Jika asas
tini direferensi, maka semestinya tindak pidana penipuan terhadap para calon
jamaah umrah di Indonesia selama ini lebih tepat jika direspons dengan pengaturan
sanski pidana bagi korporasi yang terbukti melanggar ketentuan penyelenggaraan
ibadah umrah.

Perkembangan kejahatan kerah putih berpengaruh juga terhadap perkembangan
pemahaman tentang korban. Semula, korban hanya dipahami sebagai korban
kejahatan konvensional. Akan tetapi dalam perkembangannya, muncul korban
sebagai akibat kejahatan korporasi. Muladi membedakan korban kejahatan
konvensional dengan korban kejahatan korporasi: “Pada kejahatan konvensional,
korbannya dapat diidentifikasi dengan mudah, sedangkan pada kejahatan korporasi
korbannya seringkali bersifat abstrak, seperti pemerintah, perusahaan lain atau
konsumen yang jumlahnya banyak, sedangkan secara individual kerugiannya
sangat sedikit.”8?

Korban kejahatan konvensional secara mudah dapat mengetahui, bahwa
dirinya telah menjadi korban sesaat setelah kejadian kejahatan. Hal ini berbeda
dengan korban kejahatan korporasi. Kadangkala mereka tidak segera menyadari,
bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan korporasi. Misalnya, konsumen yang

membeli barang yang tidak sesuai dengan iklan barang atau disebabkan oleh iklan

yang menyesatkan.

82 nhttps://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali, Diakses 29 Oktober 2020,
pukul 18.30 WIB.
8 Muladi dalam Amrullah, Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and the Attack on
Democracy), 133.
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Para korban kejahatan korporasi tidak hanya menderita kerugian material
tetapi juga kesehatan, bahkan mungkin juga kehilangan nyawa. Kerugian material
yang dialami oleh korban tidak mudah untuk diestimasi. Hal ini disebabkan oleh
korban kejahatan korporasi yang sangat luas sehingga kerugian material akibat
kejahatan korporasi tidak mudah untuk diidentifikasi. Di samping itu, tidak jarang
terjadi kerugian korban kejahatan korporasi yang kompleks; kerugian-kerugian
material, kesehatan, bahkan nyawa.

Rekontruksi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup
hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan
juga harus menentukan aturan sistem pidana dan pemidanaannya, sehingga
diperlukan sebuah upaya rekontruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korban
kejahatan korporasi dalam komodifikasi umrah.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi meliputi
ketentuan mengenai: (1) kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak
pidana korporasi; (2) siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan
korporasi; (3) jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana korporasi
yang berorientasi pada pemberian ganti rugi kepada korban.

Rekontruksi tentang ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk
meminimalisasi kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggung jawab atas
kejahatan yang dilakukannya. Mustahil untuk memberikan pemenuhan ganti
kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, jika korporasi yang dimaksud
tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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konsep pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan harus

memikul pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi.

a. Status Tindak Pidana Korporasi

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana berada dalam peraturan
perundang-undangan di luar KUHP. langkah selanjutnya dalam pembebanan
pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah menentukan aturan atau
syarat tentang kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana; harus
ditentukan pedoman atau batasan suatu tindakan dilakukan oleh korporasi.

Suatu tindak pidana dikatakan dapat dilakukan oleh korporasi apabila
berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan korporasi.
Hal ini terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan langsung dengan
korporasi saja yang dapat melibatkan korporasi untuk bertanggungjawab atas tindak
pidana yang dilakukannya. Artinya, hanya pengurus yang mempunyai hubungan
fungsional dalam struktur organisasi korporasi sajalah yang dapat melibatkan
korporasi dalam pertanggungjawaban pidananya.

Jika batasan tesebut terpenuhi, maka korporasi dapat dikatakan telah
melakukan tindak pidana yang dimaksud, dan kepadanya dapat dilakukan

penuntutan dan penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukannya.

b. Subjek Tindak Pidana dalam Kejahatan Korporasi
Perihal siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan
oleh korporasi sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atas

kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Apabila telah dapat diidentifikasi siapa
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yang bertanggungjawab atas kejahatan korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan

pidana dapat dilakukan kepada mereka yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut.

c. Jenis dan Sanksi Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya

Bagian akhir rekontruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban
kejahatan komodifiksi umrah berkaitan dengan jenis-jenis sanksi yang dapat
dijatuhkan kepada korporasi. Tahap ini merupakan tahap yang paling substansial,
karena pada tahap inilah letak rekontruksi pertanggungjawaban pidana korporasi
terhadap korban kejahatan komodifikasi umrah yang sebenarnya. Hal ini
dimungkinkan karena pada tahap inilah akan direkontruksi ketentuan mengenai
jenis-jenis sanksi bagi korporasi dalam upaya memberikan suatu bentuk ganti
kerugian kepada korban kejahatan korporasi, sebagai wujud pertanggungjawaban
pidana korporasi kepada korban kejahatan korporasi.

Selanjutnya, dengan dasar karakterisik tindak pidana oleh korporasi, penerapan
double track system dalam pola pemidanaan terhadap korporasi harus dilaksanakan
secara serius, sehingga jenis sanksi terhadap korporasi meliputi pidana dan/atau
tindakan. Jenis sanksi pidana meliputi pidana pokok berupa denda, dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar, maka denda diganti pidana pengganti berupa pencabutan
izin usaha atau pembubaran korporasi. Sedang aneka tindakan dapat berupa: (1)
perampasan keuntungan yang diperolah dari tindak pidana, (2) pencabutan izin
usaha, (3) pembayaran ganti kerugian, (4) pengawasan oleh Pemerintah selama
waktu tertentu, dan (5) penghentian kegiatan yang menimbulkan kerugian.

Sanksi pidana dan tindakan bagi korporasi yang telah melakukan tindak

pidana di atas adalah adil dan setimpal dengan akibat-akibat tindak pidana korporasi
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yang seringkali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Pertanggungjawaban
pidana identik dengan penetuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana. Sekaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, subjek hukum
mencakup perseorangan (orang) dan badan hukum.

Rekonstruksi pertanggungjawan korporasi bagi korban penipuan yang
dilakukan oleh biro travel umrah, dan tokoh agama menjadi media untuk merekrut
para jamaah umrah sangat berpotensi terhadap kerugian yang diderita oleh calon
jamaah sebagai masyarakat yang harus dilindungi secara hukum, maka jensi-jenis
sanksi yang dapat dijatuhklan terhadap lembaga korporasi sangat penting bagi
keadilan hukum, hal ini sesuai dengan teori yang dibangun Jeremy Bhentham yaitu
teori utilitiarianisme adalah mengedepankan tentang jumlah masyarakat yang
merasakan kebahagiaan bagian dari jumlah yang banyak bagi masyarakat yang
bahagia. Maka bentuk rekonstruksi yang dirasa mempunyai nilai keadilan bagi
masyarakat dapat diperioritaskan ketingkat korporasi agar bisa menyentuh pada
keadilan hukum yang sesungguhnya.

Penerapan korporasi dalam pola atau jenis pemidanaan harus dilaksanakan
secara serius, sehingga jenis sanksi pidana yang diterapkan sebagai bentuk efek jera
bagi pelaku individu maupun lembaga yang meliputi pengurus sekalipun salah satu
diantara mereka tidak melakukan kejahatan sebagai tindak pidana.

Secara ringkas, hasil penelitian pada Bab V ini penulis visualisasikan ke

dalam gambar skema di bawah ini.
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Gambar 5.1 Rekonstruksi Hukum Perkara Komodifikasi Travel Umrah
dalam Putusan Hakim di Indonesia
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Rekonstruksi Putusan Hakim:
Penjatuhan hukuman kepada individu pelaku tindak pidana dalam kejahatan
komodifikasi travel umrah sekaligus penjatuhan putusan berupa sanksi hukuman
kepada individu dan korporasinya agar menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha

travel umrah yang lain.

Sumber: Imron Rosyadi, 2021
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Table 5.1 di atas merupakan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah
penelitian ini. Hasil analisis ini terkait dengan perwujudan dari perlindungan hak
asasi manusia serta instrumen penyeimbang sebagaimana dikemukakan oleh
Jamaa®* dan substansinya dapat ditemukan dalam tiga teori yang disebutkan di atas.
Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisinya
yang mengalami gangguan dikemukakan secara lebih luas oleh Muladi, bahwa
korban kejahatan perlu dilindungi karena: (1) masyarakat dianggap sebagai suatu
wujud sistem kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust), (2)
adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan
memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-
tindakan yang bersifat pribadi, (3) perlindungan korban yang biasanya dikaitkan
dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.®

Rekonstruksi putusan hakim atas putusan pidana dalam komodivikasi travel
umrah di Indonesia menjadi putusan hakim yang harus disempurnakan demi
keadilan, yang meliputi status tindak korporasi, maupun subyek tindak pidana
dalam kejahatan korporasi yang lebih dikhususkan pada kejahatan Lembaga travel
umrah di Indonesia.

Dasar filosofis tersebut mendorong peneliti berikhtiar untuk melanjutkan

deskrips hasil penelitian dengan penyusunan gambar sistem filosofis berikut.

8 La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana di
Indonesia,” Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (Desember 2014).

8 Titon Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 29.
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Gambar 5.2 Sistem Filosofis Rekonstruksi Hukum Perkara Komodifikasi
Travel Umrah dalam Putusan Hakim di Indonesia

Ontologi
Rekonstruksi putusan hakim pada hakikatnya merupakan gagasan
penyempurnaan terhadap konstruksi putusan hakim yang terkait dengan <+
pemenuhan hak keadilan bagi pihak yang berhak menerima hak itu dalam
rangka perlindungan hak asasi manusia.

|

Epistemologi

/\

Konstruksi Putusan Hakim: Kontribusi Empat Teori Utama:

Tidak ada satu pun korporasi travel
umrah yang dijatuhi hukuman atas
kejahatan yang dilakukannya secara
sengaja atau tidak sengaja yang
sangat merugikan konsumen.

a. Teori Magasid Shari ah Jamal
al-Din Atiyah

b. Teori Regulasi Hukum Hans
Kelsen

c. Teori Utilitarianisme Jeremy

Bentham
d. Teori Sistem Hukum Lawrence
M. Friedman

\/

Rekonstruksi Putusan Hakim:
Penjatuhan hukuman kepada individu pelaku tindak pidana dalam
kejahatan komodifikasi travel umrah sekaligus penjatuhan putusan berupa
sanksi hukuman kepada individu dan korporasinya agar menimbulkan
efek jera kepada pelaku usaha travel umrah yang lain.

1

Aksiologi
Sumbangan penting bagi proses putusan hakim pada masa-masa akan datang
agar sempurna putusan yang memenuhi substansi (nilai-nilai) keadilan,
khususnya dalam rangka:
1. penciptaan efek jera kepada individu pelaku dan korporasi travel umrah
dalam tindak pidana,
2. pemenuhan dan perlindungan hak keadilan bagi masyarakat konsumen
paket travel umrah, dan
3. negosiasi proses hukum antara wilayah perdata dan wilayah pidana.

Sumber: Imron Rosyadi, 2021




BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis bahan hukum, regulasi penyelenggaraan ibadah umrah
di Indonesia dengan analisis secara sistematis dapat penulis simpulkan ke dalam
tiga poin kesimpulan.

Pertama, problematika hukum pidana sebagai basis regulasi dalam komodifikasi
travel umrah di Indonesia adalah adanya kasus-kaus penipuan yang dilakukan oleh
perusahaan biro travel haji dan umrah yang hanya berhenti di tindak pidana
penipuan sebagaiman diatur dalam Pasal 378-395 KUHP. Padahal tindak pidana
penipuan yang dilakukan oleh perusahaan biro travel haji dan umrah melibatkan
perusahaan dan tindak pidana tersebut memberikan keuntungan terhadap
perusahaan biro travel, tetapi masih jarang korporasi yang dijadikan tersangka atau
terdakwa.

Kedua, konstruksi hukum perkara komodifikasi travel umrah dalam putusan
hakim di Indonesia hanya mengarah pada perbuatan penipuan dan wanprestasi.
Putusan hakim di pengadilan menunjukkan, bahwa hubungan travel dan konsumen
jamaah dijerat dengan pidana penipuan. Sedangkan hubungan travel dengan pelaku
bisnis, yaitu para pimpinan dan pengurus lainnya hanya, dijerat dengan hukum perdata
dan tidak menyentuh kejahatan korporasi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi

pelaku kejahatan komodifikasi travel umrah yang lain.
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Ketiga, rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam perkara
komodifikasi travel umrah di Indonesia berupa penjatuhan hukuman bagi pelaku
atau subjek yang telah melakukan kejahatan komodifikasi travel umrah dan sekaligus
dalam waktu bersamaan penjatuhan hukuman atas korporasi agar menimbulkan
efek jera bagi pelaku usaha travel umrah yang lain. Substansi rekonstruksi ini
adalah pencapaian tujuan hukum melalui pertanggungjawaban dan perlindungan
hak masyarakat, bukan hanya di ruang lingkup personal (2,4l dlss 3) tetapi juga
publik (4Y! dlas 8). Rekonstruksi ini terkait dengan urgensi pertanggungjawaban
pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana komodifikasi travel umrah
yang berimplikasi terhadap masyarakat luas sebagai dampak negatif akibat dari
travel umrah yang dijalankan oleh pemuka agama. Hal ini tidak hanya berakibat
pada kerugian finansial saja, tetapi juga meruntuhkan kewibawaan agama. Selain
itu, kerugian materiil dan moril yang ditimbulkan akibat kejahatan komodifikasi
travel umrah sangat besar. Kerugian materiil dapat dihitung secara objektif,
sedangkan kerugian non-materiil yang bersifat subjektif tidak terukur dan

berkemungkinan terjadi pertikaian.

B. Implikasi Teoretik

Implikasi teoretik ini lahir dari hasil penelitian yang dikombinasikan serta
didialogkan kembali dengan teori-teori yang dijadikan alat untuk memahami dan
menganalisis data penelitian, sekaligus dibandingkan dengan sejumlah penelitian
terdahulu tentang persoalan yang sejenis dan hampir saja ada nuansa pemikiran dan

kesamaan dalam sudut pandang, hanya saja yang membedakan terletak pada aspek
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dan sudut pandang yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan persoalan
penelitian ini. Hasil dialog ini dimaksudkan oleh peneliti untuk memperjelas posisi
dan kontribusi penelitian disertasi ini terhadap perkembangan dan/atau pengembangan
bidang ilmu yang menjadi fokus studi peneliti, yaitu bidang hukum pidana.
Penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada deskripsi tentang regulasi dan
perlindungan hukum dalam wilayah hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hal
ini, ada lima peneliti yang memberikan perhatiannya; M. Hudi Asrori S., Zainul
Arifin, Kusumah dkk, Zainul Arifin dkk, dan Abdillah. Sejumlah peneliti lainnya
berfokus pada persoalan komodifikasi umrah dengan tujuh perspektif. Pertama,
perspektif bisnis diberikan oleh Dewi Masitah, Sucipto, Al Makin, Herlina Yustati
dkk, Hartini Tahir, dan Dewi Masita. Kedua, perspektif sosiologi hukum diberikan
oleh Jahanzeeb Quraish, Didik Hariyanto, dan Shofia Tidjani dan Patmi Pawianti.
Ketiga, perspektif filsafat hukum diberikan oleh Sihabudin Mukhlis. Keempat,
perspektif manajemen diberikan oleh Lia Fadilah. Kelima, komunikasi pemasaran
diberikan oleh Bion Lovia Tatcha Sayangbati dan Hag Qudsiah. Keenam, perspektif
psikologi diberikan oleh Evan Stiawan dan Miti Yarmunida. Ketujuh, perspektif
normatif-keislaman diberikan oleh Susilani Ani Maghfirah, Maftukhatusolikhah
dan Muhammad Rusydi. Semua penelitian terdahulu tersebut berbeda fokusnya
dibanding penelitian ini dan telah meberikan sumbangan penting dalam khazanah ilmu
pengetahuan tentang hukum, baik di bidang hukum perdata maupun hukum pidana.
Ada dua tingkatan pemetaan level dalam implikasi teoretik ini. Level pertama

adalah level teoretik. Level ini menyerap ruh teori magasid shari’ah dalam bentuk

nilai-nilai dan rambu-rambu hukum Islam dengan kata kunci utama “’pemeliharaan”
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(hifz) aspek-aspek kehidupan individu dan masyarakat. Di antara empat ruang lingkup
dalam teori Afiyah, ada dua ruang lingkup yang relevan dengan penelitian ini; (1) ruang
lingkup personal adalah menjamin hak milik pada harta benda, (2) ruang lingkup
publik adalah menjamin rasa aman; penegakan keadilan; menjaga agama dan etika
publik; saling tolong menolong, saling memberi penjaminan, dan saling memberi
perlindungan. Untuk pemastian pemeliharaan (jaminan) tersebut, maka perlu adanya
regulasi hukum dalam kehidupan masyarakat sehingga hak-hak mereka terjamin
dan terlindungi. Pada sisi inilah teori regulasi milik Kelsen signifikan. Menurut
teori Kelsen, hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.
Teori ini terkait dengan konsep “strict liability” dalam rangka perlindungan
konsumen.

Dua teori Atiyah dan Kelsen tersebut berada dalam kondisi idealis dan utopis
jika ditempatkan dalam pengandaian tidak adanya problem pelanggaran hukum.
Karena itulah, disamping kedua teori tersebut, kehadiran teori utilitarianisme milik
Bentham diperlukan. Teori ini menitikberatkan pada aspek nilai kemanfaatan yang
terbesar bagi jumlah yang besar. Konsep pemberian perlindungan kepada korban
kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar
dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban
kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.
Teori ini selanjutnya dapat dikonfirmasikan kepada praktik dan para subjek
penyelenggaraan hukum di Indonesia. Urgensi konfirmasi ini memberi peluang

kepada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menjelaskannya, karena
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teori Friedman menegaskan tiga komponen yang mendukung berjalannya sistem
hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Sebagai jaminan atas hak-hak hukum setiap individu, Satjipto Rahardjo dan
Philipus M. Hadjon memberikan perhatian melalui teori perlindungan hukum
(preventif dan represif). Rahardjo menjelaskan, bahwa perlindungan hukum adalah
upaya melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan hak asasi
manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka melindungi
kepentingannya tersebut. Sedang Hadjon menjelaskan, bahwa prinsip perlindungan
hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bersumber dari konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan dalam
penjelasan dua teori ini berada dalam kerangka besar tujuan hukum sebagaimana
dikemukakan dalam teori tujuan hukum milik Gustav Radbruch. Radbruch
menjelaskan, bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal pada
tiga hal, yaitu: kepastian hukum, keadilan, dan daya-guna (doelmatigheid).

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia, putusan hakim atas
hukum pidana dalam komodifikasi travel umrah masih menyisakan kejanggalan
dalam arti belum mencerminkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berhak
menerimanya, khususnya para konsumen sebagai jamaah umrah yang merasa telah
ditipu dan dirugikan. Putusan hakim terkonsentrasi pada pemberian hukuman
kepada individu pelaku tindak pidana dan pengembalian sita harta korporasi
dan/atau harta pelaku yang bertanggungjawab atas nama korporasi kepada negara.
Padahal korporasi itu adalah lembaga bisnis yang dikelola oleh pihak swasta, bukan

lembaga bisnis yang dikelola pemerintah atau negara. Mestinya, harta sitaan itu
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dikembalikan kepada para konsumen atau jamaah yang menjadi kurban penipuan
dan penggelapan akibat perbuatan yang dilakukan atas nama lembaga travel sebagai
pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan kepada negara.

Kasus tindak pidana travel umrah memang unik karena berada dalam dua batas
wilayah hukum secara bersama-sama, yaitu wilayah perdata dan wilayah pidana. Akan
tetapi lembaga hukum tidak dapat memproses tindakan hukum seseorang dalam waktu
yang bersamaan untuk diadili dalam dua wilayah hukum tersebut. Karena itulah gagasan
rekonstruksi putusan hakim dalam kasus tersebut menjadi penting karena bersentuhan
langsung dalam fakta hukum berkaitan dengan efek kepercayaan publik, citra tokoh
agama sebagai pembimbing umrah, sekaligus citra agama yang sudah memberikan
legitimasi normatif kepada umrah. Gagasan rekonstruksi dalam penelitian ini sesungguhnya
merupakan upaya untuk mengembangkan tiga teori tersebut secara terpadu.

Level kedua adalah level data penelitian. Level ini menjadi ladang pemahaman
terhadap data berdasarkan teori dan ladang pengayaan bahan untuk pengembangan
teori bahkan mungkin untuk penyusunan teori baru. Dalam jajaran penelitian terdahulu,
penelitian ini menawarkan gagasan ilmiah baru yang sama sekali berbeda dengan
sejumlah penelitian tersebut. Gagasan ini berbentuk rekonstruksi putusan hakim,
tidak sekedar berupa temuan penelitian. Sedang penelitian-penelitian sebelumnya masih
berupa temuan penelitian. Bahkan penelitian Arifin, Wahyuningsih, dan Kusriyah
menyimpulkan, bahwa kepolisian kesulitan dalam pembuktian karena pelaku
melarikan diri dari Semarang, dan selain itu, travel umrah tidak terdaftar di instansi
yang terkait. Kesimpulan ini ditarik dari kerja penelitian untuk mengkaji penegakan

hukum pidana penipuan dan penggelapan atas perkara komodifikasi travel umrah.
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Puncak hasil penelitian ini adalah gagasan rekonstruksi putusan hakim atas
hukum pidana dalam komodifikasi travel umrah di Indonesia. Inti rekonstruksi ini
adalah penjatuhan hukuman kepada individu pelaku tindak pidana dalam kejahatan
komaodifikasi travel umrah sekaligus dalam waktu yang bersamaan penjatuhan putusan
berupa sanksi hukuman kepada individu maupun korporasinya agar menimbulkan
efek jera kepada pelaku usaha travel umrah yang lain. Inti rekonstruksi ini dibangun
dengan argumen yang diserap secara kritis dari empat teori utama; teori magasid
shari"ah milik Jamal al-Din Afiyah, teori regulasi hukum milik Hans Kelsen, dan teori
utilitarianisme milik Jeremy Bentham, dan teori sistem hukum milik Lawrence M.
Friedman. Empat teori utama ini diperkaya oleh teori perlindungan hukum milik
Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, teori tujuan hukum milik Gustav Radbruch,

dan empat ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi.

C. Keterbatasan Penelitian

Sejauh hasil yang dapat dicapai oleh penelitian ini, peneliti menyadari adanya
keterbatasan-keterbatasan. Ada dua keterbatasan dalam penelitian ini.

Pertama, keterbatasan perolehan data sekunder berupa data lapangan tentang
kasus-kasus tindak pidana travel umrah. Keterbatasan ini terkait dengan kondisi
pandemi Covid-19 yang masih bertahan pada masa penelitian disertasi ini
dilaksanakan. Meskipun demikian, ada pengalaman yang berharga dalam perolehan
data lapangan yang sudah dicapai oleh peneliti. Pengalaman tersebut adalah
keterlibatan peneliti dalam kasus KH Masrikhan Asyari yang terkait dengan

tanggung jawab hukum perkara komodifikasi travel umrah. Pada bulan Maret tahun
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2014, peneliti sempat menjadi mediator sekaligus sebagai juru bicara pada forum
klarifikasi dan mediasi yang diselenggarakan oleh Polres Kabupaten Mojokerto dan
juga dihadiri oleh beberapa unsur terkait dari Polda Jatim, dan unsur tokoh agama
sewilayah Kabupaten Mojokerto dan dari unsur organisasi keagamaan lain, bahkan
tidak sedikit yang hadir dari perwakilan travel umrah yang berada di lingkup
wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Bahkan dalam kasus tersebut peneliti
sempat berperan sebagai konsultan hukum bagi KH. Masrikhan Asyari.

Kedua, keterbatasan diskusi dengan para ahli untuk mempertajam wawasan
tentang persoalan penelitian, pengembangan proses metodologis, dinamika
verifikasi data, dan pemeriksaan keabsahan data. Dalam kondisi ini, peneliti
berusaha untuk menembus skat-skat keterbatasan. Di antaranya adalah memperkuat
usaha konsultasi kepada promotor, para ahli hukum, para praktisi hukum, praktisi
travel umrah, dan sejumlah teman sejawat akademik yang peneliti pandang punya
kapasitas dan memiliki wawasan metodologis dan/atau kemampuan diskusi yang
mapan, mumpuni dan kredibel serta punya pandangan yang sangat tajam dan akurat
berdasarkan data lapangan dan referensi yang terkait untuk menjadikan bahan

kajian dan referensi demi kesempurnaan disertasi ini.

D. Saran-Saran dan Rekomendasi
Atas dasar kesimpulan, implikasi teoretik, dan keterbatasan penelitian di atas,
peneliti dapat menyampaikan tiga poin penting yang dapat dipertimbangkan sebagai

saran dan rekomendasi.



260

Pertama, penegakan hukum tentang tindak pidana komodifikasi travel umrah
harus diikuti dengan perbaikan-perbaikan dari beberapa faktor yang mempengaruhinya,
yaitu:

a. Perbaikan di bidang hukum agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang ada.

b. Peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan penegakan hukum.

c. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana, termasuk juga peningkatan
kesejahteraan para penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang
dengan diimbangi pengawasan serta punishment terhadap para penegak hukum
apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.

d. Peran Kementerian Agama sangat penting sebagai lembaga Kementrian yang
melaksanakan aturan atau regulasi terkait dengan proses pelaksanaan ibadah haji
dan umrah, terlebih peningkatan tentang penyuluhan kepada masyarakat, serta
dapat menjalin komunikasi yang baik antara kementerian dan lembaga travel
umrah di Indonesia.

Kedua, perspektif baru para pelaku dan lembaga travel umrah di Indonesia
harus terbentuk dari segenap unsur umrah, agar dapat tercapai secara ideal bagi
travel umrah sebagaimana yang dikehendaki. Perlu adanya kesamaan tujuan,
ketercakupan antara segenap unsur umrah, keterbukaan dalam setiap elemen,
keterkaitan atara satu dengan yang lainnya sebagai sebuah satuan sistem. Perspektif
baru umrah adalah sebuah hal yang mengacu pada sebuah sistem yang mampu
menjawab problematika umrah di Indonesia. Secara riil, sistem tersebut harus
membenahi unsur, jamaah, penyelenggara, pengawasan, dan organisasi terkait

dengan umrah. Di antaranya adalah peningkatan mutu dan profesionalisme
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penyelenggaraan umrah, perumusan standar harga rasional, pembentukan tim
khusus pengawasan yang mempunyai kekuatan hukum serta jangkauan yang luas,
serta penataan ulang regulasi yang ada untuk mengikat setiap unsur dan
memperbaiki sistem umrah di Indonesia.

Ketiga, rekomendasi tentang pengembangan penelitian terhadap produk
hukum yang terkait dengan persoalan travel umrah sebagai lembaga bisnis swasta
di Indonesia. Kasus tindak pidana travel umrah saat ini, termasuk kasus yang
menjadi objek penelitian ini, berada dalam dinamika hukum yang ada dan
diberlakukan sampai saat ini di Indonesia. Peneliti memandang, bahwa perubahan
dan pengembangan produk hukum tersebut mungkin terjadi pada saat lain setelah
penelitian ini mencapai batas laporan final. Karena itu, penelitian tentang kasus
sejenis pada saat ini dapat dilakukan pada lembaga-lembaga travel umrah lainnya
dengan variasi kekhasan baru (novelty) yang dikehendaki oleh peneliti lain yang
bersangkutan. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan seiring dengan dinamika
kelembagaan travel umrah dan produk hukum yang berkembang di Indonesia pada

masa-masa yang akan datang.
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